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Berdasarkan ketentuan sebagai diniaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

Undng-undang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan

Pemilihan Umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan

Umum dengan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, yang bertugas

antara lain :

a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan

Pemilihan Umumi

b. Memimpin dan mengawasi Panitia Pemilihan Umum-

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden

atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden

dapat membentuk Badan badan lain dalam Lembaga Pemilihan

Umum.

Daltun rangka perencanaan dan persiapan menghadapi penye

lenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD l dann DPRD U

pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan :

a. Panitia Pemilihan Indonesia;

b- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;

c- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;

d. Panitia Pemungutan, Suara;

e. Panitia Pendaftaran Pemilih;

f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Untuk mencapai effektivitas dan effeciensi pelaksanaan tugas

dari Badan penyelenggaraan Pemilihan tersebut baik ditingkat Pusat

maupun ditingkat Daerah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang kedudukan, status, struktur organisasi dan tata

kerja, mengenai masalah personil, tugas dan kewajiban Badan-badan

tersebut.
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kat I Seluruh Indonesia yang akan mempersiap
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7 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
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Nomor 160/LPU/Tahun 1976

Nomor Kep/36/XI/1976

Nomor KM 444/U/PHB/1976

tentang Pembentukan Badan Kordinasi Sistim

Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 769

76. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 161/LPU/Tahun

1976 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kor

dinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum

Tahun 1977 779

77. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 68/LPU/Tahun

1976 tentang Pembentukan Panitia Rapat Ker

ja untuk menyelesaikan masalah pencalonan

keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II seluruh

Indonesia dalam Pemilihan Umum 1977 785

78. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga PemiUhan Umum Nomor 182/LPU/Tahun

1976 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata

Kerja Team Kerja Penyelenggara Santiaji ke II

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh
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Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 795

79. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara 811

80. Keputusan Menteri Dalam Negeri Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan Panitia Peneliti

Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum

melalui TVRI dan RRI 823

8 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 68/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata

Kerja Team Penyelenggara Rapat Kerja Panitia

Pemihhan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia .. 829

82. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 81 /LPU/Tahun

1977 tentang Perpanjangan masa Kerja Team

Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemi

lihan Umum Tahun 1977 • 847

83. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 81 /LPU/Tahun

1977 tentang Pos Komando untuk Penyeleng

garaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Su

ara dalam Pemilihan Umum 859

84. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 97/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan Team Kerja Penye

lenggara Rapat Pentapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR Tahun 1977 875

85. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 100/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tu-
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gas Panitia Kerja untuk Pelaksanaan Penyelesai

an Administrasi Pengangkatan Anggota DPRD I

dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan

Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat .... 887

86. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 108/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan Team Kerja Pe

ngumpulan Data Kasus Pelanggaran Pemilihan

Umum 1977 901

87. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 109/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan Panitia Peneliti

Pusat untuk meneliti syarat-syarat calon dan

ketentuan Keanggotaan MPR/DPR dari Go

longan Karya ABRI dan Golongan Karya

bukan ABRI yang diangkat 911

88. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 148/LPU/Tahun

1977 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh

Indonesia 921

89. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 15 1/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tu

gas Panitia Kerja Penyelenggara upacara Pe

ngambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR

danMPR 933

90. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemihhan Umum Nomor 152/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata

Kerja Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan

Umum Tahun 1977 947

9 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 153/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan dan Tugas Sekre-
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tariat Panitia Pemeriksaan MPR dan DPR 959

92. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 57/LPU/Tahun

1977 tentang Perubahan Lampiran Keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilih

an Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 ten

tang Pembentukan Susunan dan Tugas Pani

tia Kerja Penyelenggara Upacara Pengambilan

Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR 969

93. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 160/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Sekretariat Panitia

Kerja penyelenggara upacara pengambilan Sum

pah/Janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rak

yat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat 98 1

94. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 164/LPU/Tahun

1977 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat 1 dan Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II serta pemberhentian Ketua, Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia ... 997

95. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 165/LPU/Tahun

1977 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan

Bagi WNRI di Luar Negeri dan Pemberhentian

Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Se

kretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri 1057

96. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 76/LPU/Tahun

1977 tentang Team Kerja Penyusun Riwayat

Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR

dan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 .. 1065

97. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem-
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baga Pemilihan Umum Nomor 177/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata

Kerja Team Penertiban Tehnis Administrasi

hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun

1977 1073

98. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 78/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan Panitia Pendaya

gunaan/Pemanfaatan Sisa Surat-suara Formulir

berupa barang cetak yang tidak dipergunakan

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Ta

hun 1977 1085

99. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 79/LPU/Tahun

1977 tentang Pembentukan dan Tugas Sekre

tariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan

Umum 1977 1097

100. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/1 l/I/

1976 tanggal 22 Januari 1976 tentang penga

juan/pengusulan Calon nama-nama Anggota

merangkap Wakil Ketua dan Anggota-anggota

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I serta Sekre

taris Panitia Pemilihan |-Daerahi- Tingkat I 1 1 07

101. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/11/11/

1976 tanggal 10 Pebruari 1976 tentang rencana

penyusunan Staf/Personil Sekretariat Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Su

ara . . 1111

102. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 166/1 5/IV/

1976 tanggal 14 April 1976 dan Nomor

1991/15/V/1976 tanggal 15 Mei 1976 tentang
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petuiyuk pengisian Anggota PPD I/PPD II/PPS

dari unsur Partai Politik

103. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemiuhan Umum Nomor 12/11 /VI/

1976 tanggal 28 Juni 1976 tentang pengangkat

an Anggota PPS dari unsur Partai Politik ..

104. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

14/1 1/R/VI/ 1976 tanggal 28 Juni 1976 ten

tang Lembaga Pembantu Gubernur dan Pem

bantu Bupati dalam rangka mensukseskan Pe

milihan Umum

105. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

15/11/R/VI/1976 tanggal 28 Juni 1976 ten

tang Terfaga Personil pada Sekretariat PPD I ,

PPD II dan PPS

106. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

22/1 l/Rdg./VII/ 1976 tanggal 16 Juli 1976-

tentang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah

Tingkat I dan Panitia Peneliti Daerah Tingkat II

107. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

27/1 l/Rdg./VII/ 1976 tanggal 16 Agustus 1976

tentang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah -

Tingkat I dan Panitia Daerah Tingkat II

108. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27a/15/

Rdg/VIII/1976 tanggal 21 Agustus 1976 ten

tang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah

Tingkat I dan Tingkat II

109. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor



33/15/Rdg/IX/1976 tanggal 11 September

1976 tentang Pelantikan Panitia Peneliti Dae

rah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II

1147

1 10. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

44/15/Rdg/X/1976 tanggal 25 Oktober 1976

tentang masa kerja Panitia Peneliti Pusat 1151

111. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

50/15/Rdg/XI/1976 tanggal 1 Nopember 1976

tentang Jumlah PPS untuk tiap Daerah Tingkat

I seluruh Indonesia 1155

1 12. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga (PemiIihan Umum Nomor

07/15/Rdg/II/1977 tanggal 3 Pebruari 1977

tentang Jumlah TPS untuk tiap Daerah Tingkat

I Seluruh Indonesia 1161

1 13. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

15/15/Rdg/ III /1977 tanggal 5 Maret 1977

tentang Pembentukan Piket Pemilihan Umum

di tiap PPD I dan PPD II 1167

1 14. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 16A/15/

Rdg/1977 tanggal 5 Maret 1977 tentang keang

gotaan KPPS 1171

115. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

17/15/Rdg/III/1977 tanggal 14 Maret 1977

tentang Pejabat-pejabat yang ditempatkan pada

PPI, PPD I, PPD II dan PPS tidak difulltimer-

kan 1175

1 16. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor
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18/15/Rdg/III/1977 tanggal 15 Maret 1977

tentang Pembentukan KPPS 1 1 79

117. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

22/ 1 5/Rdg/III/ 1 977 tanggal 30 Maret 1977

tentang Keanggotaan PPS 1185

1 18. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

12/22/Rdg/IV/1977 tanggal 29 April 1977

tentang Pembentukan POSKO di Lembaga Pe

milihan Umum ' 189

1 19. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

36/15/Rdg/IV/1977 tanggal 29 April 1977

tentang Keanggotaan KPPS 1 193

120. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

43/15/Rdg/V/1977 tanggal 10 Mei 1977 ten

tang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah 1 199

121. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

18/12/Rdg/VII/1977 tanggal 11 Juli 1977 ten

tang masa kerja Panitia Pemeriksaan Keanggota

an DPR Daerah Tingkat l/DPR Daerah Tingkat

II
1203

122. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

81/15/Rdg/1977 tanggal 15 Oktober 1977

tentang akhir masa tugas PPD I dan PPD II 1 207

123. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor

82/15/Rdg/1977 tanggal 17 Oktober 1977

tentang Perpanjangan masa kerja 6 (enam)

Orang Pejabat PPD I/PPD II 1215

23





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1970

TENTANG

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1970

tentang

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan Pemilihan Umum dipan

dang perlu dengan segera membentuk Lembaga

Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

serta menetapkan susunan dan tata-kerjanya ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang No. 15 tahun 1969, tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat ;

3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15

tahun 1 969.

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Lembaga Pemilihan Umum, dengan

susunan dan tata-kerja sebagai tersebut dalani

Lampiran ke-I Keputusan ini.

Kedua : Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia, dengan

susunan dan tata-kerja sebagai tersebut dalam

Lampiran ke-II Keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya untuk keperluan Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia dibeban

kan pada mata anggaran 9A.3. 1.250.
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Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 5 Januari 1970.

Presiden Republik Indonesia,

t.t.d.

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.
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LAMPIRAN L

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1970

SUSUNAN DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

BABI

PENGERTIAN

Pasal 1.

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Lembaga Pemilihan Umum, adalah lembaga yang terdiri dari

Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan,

Sekretariat dan badan atau panitia yang dibentuk berdasar

kan pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1 970 ;

b. Panitia, adalah panitia-panitia yang dimaksud dalam pasal 8

ayat (4) Undang-undang Pemilihan Umum ;

c. Badan, adalah badan yang dibentuk berdasarkan pasal 4 ayat

(4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1 970 ;

d. Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipekerjakan

dalam Lembaga Pemilihan Umum, panitia dan badan-badan ;

e. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam

Undang-undang No. 1 8 tahun 1961.

BAB n

KEDUDUKAN.

Pasal 2.

(1) Dalam melaksanakan tugas operasionilnya, Lembaga Pemilih

an Umum adalah otonom dan administratif termasuk Depar

temen Dalam Negeri.

(2) Lembaga Pemilihan Umum berkedudukan di Ibukota Negara

Republik Indonesia.
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BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Tugas pokok Lembaga Pemilihan Umum adalah :

a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan

pemilihan umum ;

b. memimpin dan mengawasi Panitia-panitia ;

c. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta

data-data tentang hasil pemilihan umum ;

d. mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu untuk melaksana

kan pemilihan umum.

BAB IV

FUNGSI-FUNGSI

Pasal 4

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala

sesuatu yang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum

dengan aman, tertib dan lancar.

(2) Pelaksanaan, yaitu memimpin dalam arti menentukan kebi

jaksanaan, mengendalikan, mengarahkan dan menkoordina-

sikan kegiatan-kegiatan panitia-panitia dan badan-badan yang

ada didalam Lembaga Pemilihan Umum untuk menjamin

kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.

(3) Pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya

yang diperlukan dari Pemerintah serta menjamin pengguna

annya secara efisien.

(4) Pengawasan, yaitu mengawasi pekerjaan Panitia-panitia dan

Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum

serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk menjamin

kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.
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BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :

a. Dewan Pimpinan; Anggota-anggota Pertimbangan;

c. Sekretariat ;

d. Badan-badan yangdibentuk berdasarkan pasal 4 ayat (4)

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1 970.

(2) Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 6.

(1) Dewan Pimpinan terdiri dari :

a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;

b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil

Ketua ;

c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil

Ketua ;

d. Menteri Keuangan sebagai Anggota ;

e. Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota ;

f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;

g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.

(2) a. Apabila Menteri yang menjadi anggota Dewan Pimpinan

berhalangan dan telah ditunjuk Menteri ad interim, maka

kedudukannya dalam Dewan Pimpinan digantikan oleh

Menteri ad interim yang bersangkutan ;

b. Apabila Menteri yang menjadi anggota Dewan Pimpinan

berhalangan dan belum ditunjuk Menteri ad interm, maka

Menteri yang bersangkutan menunjuk pejabat bawahan

nya yang representatif untuk mewakilinya dalam mu-

syawarah-musyawarah Dewan Pimpinan.
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(3) Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, karena jabatan

nya, merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan.

Pasal 7

(1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan terdiri dari seorang

Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang

diambil dari golongan-golongan yang dimaksud dalam pasal

34 Undang-undang Pemilihan Umum.

(2) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dipimpin oleh Ketua

dan apabila Ketua berhalangan oleh salah seorang Anggota

yang ditunjuk oleh Ketua.

(3) Sekretaris Umum, karena jabatannya, menjadi Sekretaris

Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.

Pasal 8.

( 1 ) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Umum.

(2) Selama Wakil Sekretaris Umum belum diadakan, maka

apabila pejabat tersebut berhalangan, maka ia mengusulkan

kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk menetapkan

siapa dari pejabat bawahannya yang berhak mewakilinya.

(3) Sekretariat terdiri dari :

a. Biro Perencanaan ;

b. Biro Hukum ;

c. Biro Hubungan Masyarakat ;

d. Biro Keuangan ;

e. Biro Administrasi Umum ;

f. Biro Khusus ;

g. Biro Kelompok Penghubung.

(4) Biro Perencanaan terdiri dari :

a. Bagian Analisa dan Evaluasi;

b. Bagian Program ;

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.

(5) Biro Hukum terdiri dari :

a. Bagian Perundang-undangan ;

b. Bagian Program ;

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.

32



(6) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Bagian Publikasi dan Penerangan ;

b. Bagian Santiaji dan Pembinaan.

(7) Biro Keuangan terdiri dari :

a. Bagian Anggaran ;

b. Bagian Otorisasi ;

c. Bagian Pemeriksaan ;

d. Bagian Pembukuan.

(8) Biro Administrasi Umum terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha ;

b. Bagian Personalia ;

c. Bagian Urusan Dalam ;

d. Bendaharawan.

(9) Biro Khusus terdiri dari :

a. Bagian Keamanan ;

b. Bagian Operation Room.

(10) Kelompok Penghubung terdiri dari sejumlah personil, yang

ditentukan menurut keperluannya.

Pasal 9.

(1) Kenggotaan Dewan Pimpinan adalah fungsionil.

(2) Ketua dan Anggota-anggota dari Dwan/Anggota-anggota Per

timbangan diangkat oleh Presiden.

(3) Sekretaris Umum dan Kepala Badan Perbekalan dan Perhu

bungan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(4) Personil lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

(5) Biro-biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala, yang dibantu oleh sejumlah personil yang

diperlukan, yang diambil dari pegawai negeri, baik sipil

maupun ABRI.

(6) Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Pemilihan Umum

dapat mengangkat Wakil Sekretaris Umum.

(7) Bagan Organisasi Lembaga Pemilihan Umum adalah sebagai

terlampir.

33



BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 10

Tugas-tugas Lembaga Pemilihan Umum adalah satu kese

luruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, oleh

sebab itu pembagian tugas sebagai tersebut dalam Bab ini

hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam perencanaan,

persiapan dan pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan erat

untuk mensukseskan pemilihan umum.

Pasal 1 1 .

(1) Tugas Ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah :

a. memimpin kegiatan Lembaga Pemilihan Umum dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

b. atas nama Dewan Pimpinan, meminta kepada atau mene

rima pertimbangan-pertimbangan dari Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang

pokok sifatnya serta mengajukannya kepada Dewan

Pimpinan untuk diambil keputusan ;

c. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, mengadakan

hubungan dengan fihak-fihak yang dipandang perlu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Lembaga Pemilihan

Umum bertanggung-jawab kepada Presiden.

Pasal 1 2

Tugas Dewan Pimpinan adalah :

a. menentukan garis-garis kebijaksanaan tentang pelaksanaan

pemilihan umum ;

b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan yang

diberikan oleh Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.

Pasal 1 3

Tugas Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan adalah mem

berikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-per

soalan yang pokok sifatnya, baik atas permintaan, maupun atas
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prakarsa sendiri; kepada Dewan Pimpinan dalam :mengambil

keputusan dan menentukan kebijaksanaan guna kelancaran pe

milihan umum.

Pasal 14

(1) Bidang tugas Sekretariat adalah merencanakan dan memper

siapkan segala sesuatu yang perlu dan menjelenggarakan

administrasi umum Lembaga Pemilihan Umum untuk men

jamin suksesnya pelaksanaan pemilihan umum.

(2) Tugas Sekretaris Umum adalah :

a. membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan - kegiatan Sekretariat ;

c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Umum bertang-

gung-jawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(4) a. Bidang tugas Biro Perencanaan adalah merencanakan

segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelancaran

pelaksanaan pemilihan umum ;

b. Tugas Kepala Biro Perencanaan adalah :

(i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan

tugasnya dibidang perencanaan ;

(ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan lain

nya ;

(iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi ke

giatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Perenca

naan.

c. Tugas Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi adalah :

(i) mengumpulkan dan menyusun/mensistematisasikan

bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi

pelaksanaan pemilihan umum ;

(ii) menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-

data yang telah terkumpul, serta menentukan nilai

bahan-bahan dan data-data tersebut ;
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(iii) menyampaikan hasil pengolahan bahan-bahan dan

data-data tersebut kepada Kepala Biro Perencanaan

dan/atau Kepala Bagian Program sebagai bahan dalam

penyusunan program,

d. Tugas Kepala Bagian Program adalah :

(i) menerima bahan-bahan hasil pengolahan Bagian Ana

lisa dan Evaluasi ;

(ii) menyusun program pelaksanaan pemilihan umum dan

menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan un

tuk seterusnya disampaikan kepada pejabat yang

berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil

keputusan ;

(iii) menempa konsep-konsep yang telah disetujui menjadi

program dan menyampaikannya kepada pejabat-pe

jabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan

dilaksanakan.

c. Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

(i) mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan

menyiapkan bahan-bahan dan data-data mengenai

dan/atau yang berhubungan dengan pemilihan umum;

(ii) memperbanyak bahan-bahan dan data-data tersebut

menurut keperluan atas perintah Kepala Biro Peren

canaan ;

(iii) memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut ke

pada pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah

Kepala Biro Perencanaan atau pejabat atasan lain

nya yang berwewenang ;

(iv) membuat statistik dan grafik mengenai segala kegiat

an pemilihan umum

(5) a. Bidang tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan Undang-

undang/Peraturan-peraturan yang telah ada mengenai

atau yang berhubungan dengan pemilihan umum serta

menyusun konsep-konsep peraturan-peraturan atau ke

tentuan lain atas petunjuk pejabat yang berwewenang dan

menjelesaikan masalah-masalah hukum.
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b. Tugas Kepala Biro Hukum adalah :

(i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan

tugasnya ;

(ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Hukum;

(iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi ke

giatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Hukum.

c. Tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah :

(i) mengumpulkan Undang-undang dan Peraturan-per

aturan yang ada mengenai atau yang berhubungan

dengan pemilihan umum dan mengaturnya sedemikian

rupa, sehingga mudah dicari apabila diperlukan ;

(ii) membuat konsep-konsep peraturan, keputusan, in

struksi, perintah dan petunjuk guna kelancaran pe

laksanaan pemihhan umum dan menyampaikannya

kepada pejabat yang berwewenang melalui jenjang

jabatan untuk diambil keputusan.

(iii) menempa konsep-konsep yang telah diputuskan oleh

pejabat yang berwewenang dalam bentuk tertentu

(peraturan, keputusan, dan lain-lain).

(iv) memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan

dibidang hukum.

d. Tugas Kepala Bagian Penyelesaian Hukum adalah mem

persiapkan penyelesaian masalah-masalah hukum yang

timbul.

(6) a. Bidang tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberi

kan penerangan kepada segenap lapisan masyarakat ten

tang kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan

Lembaga Pemilihan Umum serta memberikan santiaji

kepada petugas-petugas pemilihan umum dan memelihara

hubungan yang erat dengan mass-media.

' b. Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :

(i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan

tugasnya ;

(ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Hubungan Masya

rakat ;
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(iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi

kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Hu

bungan Masyarakat.

c. Tugas Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan adalah :

(i) mengumumkan keputusan-keputusan dan/atau kebi-

jaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau di

tetapkan olah Lembaga Pemilihan Umum ;

(ii) atas Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum

mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-

produk Lembaga Pemilihan Umum ;

(iii) memberikan penerangan kepada segenap lapisan ma

syarakat tentang keputusan dan/atau kebijaksanaan

Lembaga Pemilihan Umum guna menjamin kelancar

an pelaksanaan pemilihan umum.

d. Tugas Kepala Bagian Santiaji dan Pembinaan adalah :

(i) mensistematisasikan Undang-undang, Peraturan dan

bahan-bahan lain mengenai dan/atau yang berhubung

an dengan pemilihan umum agar para petugas pemi

lihan umum mudah mengertikannya ;

(ii) merencanakan dan memberikan santiaji kepada pe

tugas-petugas pemilihan umum atas keputusan peja

bat yang berwewenang.

(7) a. Bidang tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran

pembiayaan, menyelesaikan urusan otorisasi, menampung

dan memeriksa pertanggungan-jawab serta membukukan

dan membuat perhitungan anggaran,

b. Tugas Kepala Biro Keuangan adalah :

(i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan

tugasnya ;

(ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro. Keuangan ;

(iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi

kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Ke

uangan.
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c. Tugas Kepala Bagian Anggaran adalah :

(i) menerima dan mengolah permintaan rencana pem

biayaan dari Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada

didalam Lembaga Pemilihan Umum ;

(ii) menyusun anggaran dan mengajukannya kepada Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum melalui jenjang jabat

an, untuk diambil keputusan ;

(iii) menyelesaikan urusan pengajuan anggaran pembiaya

an yang telah diputuskan oleh Ketua Lembaga Pe

milihan Umum kepada Menteri Keuangan.

d. Tugas Kepala Bagian Otorisasi adalah :

(i) mempertimbangkan permintaan pembiayaan dari Pa

nitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam

Lembaga Pemilihan Umum ;

(ii) menyelesaikan urusan otorisasi ;

(iii) melakukan pengawasan terhadap persediaan kredit

anggaran ;

(iv) membuat laporan periodik.

e. Tugas Kepala Pemeriksaan adalah :

(i) meminta pertanggungan-jawab kepada Panitia-panitia

dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilih

an Umum menurut prosedur yang ditentukan ;

(ii) menampung dan memeriksa pertanggungan-jawab dari

Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam

Lembaga Pemilihan Umum ;

(iii) melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Ketua Lem

baga Pemilihan Umum atau pejabat lain yang ditun

juk olehnya melalui jenjang jabatan.

f. Tugas Kepala Bagian Pembukuan adalah :

(i) menyelenggarakan urusan tata-pembukuan anggaran ;

(ii) menyusun perhitungan anggaran.

(8) a. Bidang tugas Biro Administrasi Umum adalah menyeleng

garakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tang-
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(11) Kepala-kepala Biro dan Ketua Kelompok Penghubung dalam

Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum, dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung-jawab kepada Sekretaris Umum.

(12) Kepala-kepala Bagian dalam Biro-biro dalam Sekretariat

Lembaga Pemilihan Umum, bertanggung-jawab kepada Ke

pala-kepala Biro masing-masing.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 1 5

(1) Musyawarah Dewan Pimpinan diadakan menurut keperluan

atas permintaan Ketua atau salah seorang anggota Dewan

Pimpinan.

(2) Dalam musyawarah Dewan Pimpinan dibicarakan dan diten

tukan pokok-pokok garis kebijaksanaan atau persoalan-per

soalan penting lainnya, sedang pimpinan pelaksanaannya

diserahkan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah dan

mufakat.

(4) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan

dengan cara musyawarah dan mufakat, maka persoalan itu

diserahkan kepada Presiden oleh Ketua Lembaga Pemilihan

Umum untuk diambil keputusan.

Pasal 16

(1) Musyawarah Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diadakan

menurut keperluan atas permintaan Ketua atau salah seorang

Anggota untuk membahas persoalan-persoalan yang diminta

oleh Dewan Pimpinan untuk dipertimbangkan atau atas

prakarsa sendiri membahas pertimbangan-pertimbangan yang

akan diberikan kepada Dewan Pimpinan.

(2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah un

tuk mufakat.
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Pasal 17

(1) Apabila dipandang perlu Ketua Lembaga Pemilihan Umum

dapat mengadakan musyawarah bersama antara Dewan Pim

pinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan untuk me

musyawarahkan persoalan-persoalan pokok yang belum ter

dapat keserasian antara Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggo

ta-anggota Pertimbangan.

(2) Setelah diadakan musyawarah belum juga terdapat keserasian

antara pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Dewan/

Anggota-anggota Pertimbangan dan kebijaksanaan Dewan

Pimpinan, maka Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengam

bil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusannya

itu kepada Presiden, serta melaporkan pertimbangan-pertim

bangan yang diterima dari Dewan/Anggota-anggota Pertim

bangan.

Presiden mengambil keputusan terakhir mengenai persoalan

itu.

Pasal 1 8

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-

sukseskan pelaksanaan pemilihan umum, maka dalam merencana

kan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan, wajib

dipelihara kerjasama yang serasi dan secara otomatis antara

pejabat-pejabat Sekretariat dan badan lain yang ada didalam

Lembaga Pemilihan Umum dengan tidak terlampau terikat pada

formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administra

si.

Pasal 19

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan pelaksana

an pemilihan umum serta guna mempererat kerjasama, Ketua

Lembaga Pemilihan Umum mengadakan pengaturan tentang

rapat-rapat kerja, baik rapat kerja berkala maupun rapat kerja

sewaktu-waktu.
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Pasal 20

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan

atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Sekretariat dan

badan lain yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum, segera

diselesaikan melalui musyawarah a itara pejabat-pejabat yang

bersangkutan, dan apabila tidak mungkin maka segera disampai

kan kepada Ketua Lembaga Pemiliian Umum untuk diambil

keputusan.

Pasal 21.

(1) Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Lembaga Pemilih

an Umum diurus oleh Sekretariat.

(2) Apabila ada pejabat didalam Lembaga Pemilihan Umum

menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusan

nya, dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang

berkepentingan.

(3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-

surat diatur tersendiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan terpeinci mengenai ketentuan-ketentuan yang

tersebut dalam tata kerja ini dan hal-hal lain yang belum diatur

atau belum cukup diatur dalam tata-kerja ini, diatur oleh Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

Jakarta, 15 Januari 1970.

Presiden Republik Indonesia,

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1970

SUSUNAN DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Ketua, adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ;

b. Wakil Ketua, adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indoriesia;

c. Sekretaris, adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia ;

d. Anggota, adalah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia ;

e. Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipekerjakan

dalam Panitia Pemilihan Indonesia ;

f. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam

Undang-undang No. 18 tahun 1961.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah suatu panitia yang ada

pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan

pemilihan umum sesuai dengan garis kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di Ibukota Nega

ra.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3.

Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia adalah :

a. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggara-
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an pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.

BAB IV

FUNGSI - FUNGSI

Pasal 4.

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pe

nyelenggaraan pemilihan umum.

(2) Penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan,

mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemi

lihan Indonesia dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah untuk

menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efisien.

(3) Pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan

pemilihan umum.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Peme

rintah dan kekuatan sosial.

(2) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari 20 (dua puluh) orang

anggota, termasuk Ketua, Wakil-wakil Ketuanya yang diang

kat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam

Negeri.

(3) Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pim

pinan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Ketua,

Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

(4) Anggota-anggota Dewan/Anggota-anggota pertimbangan

Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Anggota-

anggota Panitia Pemilihan Indonesia.
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(5) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugasnya, maka didalam

Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 6

( 1 ) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretariat terdiri dari .:

a. Biro Penyelenggaraan.

b. Biro Administrasi.

c. Apabila dipandang perlu, Ketua dapat membentuk Biro

Pengawasan.

(3) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Bagian Program.

b. Bagian Penyelenggaraan.

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.

d. Bagian Hubungan Masyarakat.

(4) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha.

b. Bagian Urusan Dalam

c. Bendaharawan.

Pasal 7

(1) Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, karena jabatan

nya, merangkap Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Masing-masing Biro dan Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Personil untuk mengisi Biro-biro didalam Sekretariat diambil

dari pegawai negeri baik sipil maupun ABRI.

(4) Bagan organisasi Panitia Pemilihan Indonesia adalah sebagai

terlampir.

BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

(1) Tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah satu keselu

ruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, oleh

karena itu pembagian tugas sebagai tersebut dalam Bab ini

hanyalah penentuan pembidangan yang dalam persiapan dan

47



penyelenggaraannya harus dikoordinasikan dengan erat un

tuk mensukseskan pemilihan umum.

(2) Kegiatan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pemi

lihan umum didasarkan pada kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 9

Persoalan-persoalan penyelnggaraan yang pokok sifatnya di

musyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan Indo

nesia, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada

Ketua.

Pasal 10.

(1 ) Tugas Ketua adalah :

a. memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia;

b. mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia-panitia didaerah ;

c. untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, mengadakan

hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu ;

d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan

umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Pemilihan

Indonesia bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pemilih

an Umum.

Pasal 11

(1) Tugas Wakil-wakil Ketua adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

b. Mewakili Ketua atas penunjukan Ketua.

(2) Wakil-wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Ketua.

Pasal 1 2.

Anggota-anggota melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

oleh Ketua, dan bertanggung jawab kepadanya.
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Pasal 13

Bidang tugas Sekretariat adalah merencanakan, mempersiap

kan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu, termasuk

bidang administrasi umum dan pengawasan untuk menjamin

suksesnya pemilihan umum.

Pasal 14

(1) Tugas Sekretaris adalah :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;

c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an-kegiatan Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

(2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15.

(1) Bidang Tugas Biro penyelenggaraan adalah mempersiapkan

dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk

menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum un

tuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

(2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :

a Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penyelenggaraan.

c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penye

lenggaraan.

(3) Tugas Kepala Bagian Program adalah :

a. Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentu

kan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkum

pul.

b. Menyusun konsep program penyelenggaraan pemilihan

umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Pe

nyelenggaraan untuk seterusnya disampaikan kepada pe

jabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk

diambil keputusan.
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c. Menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Ketua menjadi program dan menyampaikan kepada pe

jabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan

dilaksanakan.

(4) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :

a. Menyusun daftar jumlah penduduk dan pemilih secara

terperinci menurut Daerah Tingkat I dan mengirimkan

nya kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur

yang telah ditentukan.

b. Menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan untuk

anggota MPR dan DPR serta meminta pengesahan dari

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan

Ketertiban menurut prosedur yang telah ditetukan.

c. Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon

Tetap untuk anggota DPR dan mengurus pengumuman

nya.

d. Mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap yang tercetak

kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara menurut

prosedur yang ditentukan.

e. Mengurus pengiriman surat-surat suara untuk pemilihan

anggota DPR menurut prosedur yang ditentukan.

f. Menerima Berita-berita Acara penghitungan suara untuk

anggota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I dan menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan

Umum menurut prosedur yang ditentukan.

g. Menyusun Daftar Calon-calon Terpilih untuk anggota

DPR dan mengurus pengumumannya serta menyampai

kannya kepada Lembaga Pemilihan Umum.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada

nya.

(5) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan me

nyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai dan/atau

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan

umum.
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b. Memperbanyak bahan-bahan dan data-data tersebut me

nurut keperluan atas perintah pejabat yang berwenang.

c. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada

pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah pejabat

atasan lainnya yang berwenang.

d. Membuat statistik dan grafik mengenai segala kegiatan

penyelenggaraan pemilihan umum.

(6) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :

a. Mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan/atau

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau di

tetapkan oleh Ketua.

b. Mengurus segala sesuatu mengenai dan/atau yang ber

hubungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat.

Pasal 1 6

(1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menjelenggarakan

segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab

Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, menca

tat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggara

kan urusan rumah tangga dan mengurus pembiayaan Panitia.

(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya ;

b. memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi ;

c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. menerima surat-sUrat yang dialamatkan kepada Panitia

dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan ;

b. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat ;

c. menyelenggarakan administrasi personil.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat.

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia.
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(5) Tugas Bendaharawan adalah :

a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau

surat-surat berharga atas perintah Ordonatur.

b. Mengurus pembukuan.

c. Menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah dilakukan.

d. Menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 17

Kepala-kepala Biro dan Kepala-kepala Bagian bertanggung

jawab kepada atasan langsungnya masing-masing.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

(1) Dalam merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan wajib dipelihara kerja sama yang erat dan

serasi antara Sekretariat dan badan lain serta Biro-biro dan

Bagian-bagian yang ada didalam Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Segala kebijaksanaan yang bersifat politis dalam rangka

penyelenggaraan Pemilihan Umum diputuskan oleh Lembaga

Pemilihan Umum, sedang Panitia Pemilihan Indonesia me

nentukan tehnis penyelenggaraan pemilihan umum atas dasar

garis-garis yang diberikan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Guna lebih mempercepat urusan-urusan, Sekretariat, Biro-

biro dan Bagian-bagian dan badan-badan yang ada didalam

Panitia Pemilihan Indonesia harus mengadakan kerja sama

secara otomatis dengan tidak terlampau terikat kepada

formalitas-formalitas yang tidak perlu, tanpa mengabaikan

tertib administrasi.

Pasal 19

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penyeleng

garaan pemilihan umum serta guna mempererat kerja sama,

Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja.
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Pasal 20

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan

atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat dalam sekretariat

atau antara pejabat-pejabat Sekretariat dengan pejabat-pejabat

dari badan-badan lain dalam Panitia, segera diselesaikan melalui

musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan dan apa

bila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua

untuk diambil keputusan.

Pasal 21.

(1) Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan

Indonesia diurus oleh Sekretariat.

(2) Apabila ada pejabat didalam panitia Pemilihan Indonesia

menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusan

nya, supaya dengan segera menyampaikannya kepada pejabat

yang berkepentingan.

(3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat

-surat diatur tersendiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22.

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang

tersebut dalam tata kerja ini dan hal-hal lain yang belum diatur

atau belum cukup diatur dalam tata kerja ini diatur oleh Ketua

Panitia Pemilihan Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 1970

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO

Jenderal TNI.
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1970

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERBEKALAN DAN

PERHUBUNGAN PADA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1970

tentang

PEMBENTUKAN BADAN PERBEKALAN DAN PERHU

BUNGAN PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan

pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, tentang

pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per

wakilan Rakyat, perlu membentuk sebuah badan

yang mengurus perbekalan dan perhubungan,

pada Lembaga Pemilihan Umum dan menetapkan

tata kerjanya.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 1 5 tahun 1 969;

3. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1

tahun 1 970;

4. Keputusan Presiden R.I. No. 3 tahun 1970.

Mendengar : Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum, dengan susunan

dan tata kerja sebagai berikut :
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BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah sebuah badan

dalam Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Badan Perbekalan dan Perhubungan berkedudukan ditempat

kedudukan Lembaga Pemilihan Umum.

BAB n

TUGAS POKOK

Pasal 2.

(1) Tugas pokok Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :

a. mengadakan barang-barang yang diperlukan menurut

jumlah, bentuk, jenis dan kwalitas yang direncanakan

oleh Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dan yang

telah disyahkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum;

b. mengangkut barang-barang tersebut ketempat-tempat dan

menurut waktu yang telah ditentukan dan menyerahkan

nya kepada yang berkepentingan;

c. mengurus hubungan pos dan telekomunikasi.

(2) Tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh

Badan Perbekalan dan Perhubungan berdasarkan kebijaksana

an yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB m

SUSUNAN

Pasal 3.

(1) Badan Perbekalan dan Perhubungan dipimpin oleh seorang

Kepala.

(2) Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Biro Pengadaan;

b. Biro Angkutan & Perhubungan;

c. Biro Administrasi;
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d. Biro Pengawasan;

e. Bendaharawan.

(3) Biro Pengadaan terdiri dari :

a. Bagian Pembelian Dalam Negeri;

b. Bagian Pembelian Luar Negeri;

c. Bagian Alokasi.

(4) Biro Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Bagian Angkutan Darat;

b. Bagian Angkutan Laut;

c. Bagian Angkutan Udara;

d. Bagian Pos & Telekomunikasi.

(5) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bagian Urusan Dalam.

(6) Biro Pengawasan terdiri dari :

a. Bagian Pengawasan Keuangan;

b. Bagian Pengawasan Barang.

(7) Bendaharawan.

Pasal 4

(1) Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Presiden, atas usul Menteri

Dalam Negeri.

(2) Pejabat-pejabat dan personil dalam Badan Perbekalan dan

Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Kepala.

(3) Personil Badan Perbekalan dan Perhubungan diambil dari

pegawai negeri, maupun anggota ABRI.

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB

Pasal 5

( 1 ) Tugas Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :

a. Membantu Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam

melaksanakan tugasnya.

59



b. Memimpin kegiatan-kegiatan Badan Perbekalan dan Per

hubungan.

c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Biro-biro yang ada didalam Badan Perbekalan dan

Perhubungan.

d. Merencanakan barang-barang mana yang diadakan secara

terpusat dan barang-barang mana yang diadakan secara

regional maupun lokal serta mengajukannya kepada

Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.

e. Menyusun konsep prosedur pembelian dengan berpe

doman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

Undang-undang/Peraturan-peraturan yang berlaku serta

mengajukannya kepada Lembaga Pemilihan Umum untuk

diputuskan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perbekalan dan

Perhubungan bertanggung-jawab kepada Ketua Lembaga Pe

milihan Umum.

Pasal 6

(1) Bidang Tugas Biro Pengadaan adalah mengadakan, menyim

pan dan mendistribusikan barang-barang yang diperlukan

menurut rencana yang telah disyahkan.

(2) Tugas Kepala Biro Pengadaan adalah :

( i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya.

(ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengadaan.

(iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada didalam Biro Pengadaan.

(3) Tugas Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri adalah :

(i) Membeli barang-barang didalam negeri menurut rencana

yang telah disyahkan.

(ii) Mencetak formulir-formulir yang diperlukan menurut

rencana yang telah disyahkan.

(iii) Menyerahkan barang-barang yang telah dibeli atau yang

telah dicetak kepada Kepala Bagian Alokasi.
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(4) Tugas Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri adalah :

(i) Membeli barang-barang di luar negeri yang tidak terdapat

di dalam negeri menurut rencana yang telah disyahkan.

(ii) Menyerahkan barang-barang yang telah dibeli kepada

Kepala Bagian Alokasi.

(5) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :

(i) Menerima barang-barang dari Kepala Bagian Pembelian

Dalam Negeri dan Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri.

(ii) Menyimpan barang-barang yang telah diterima dengan

baik.

(iii) Mendistribusikan barang-barang kepada Panitia-panitia

dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan

Umum menurut rencana yang telah disyahkan.

(iv) Menyelenggarakan administrasi dan pertanggunganjawab

barang.

Pasal 7

(1) Bidang tugas Biro Angkutan dan Perhubungan adalah :

mengangkut barang-barang dan menyampaikannya kepada

Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga

Pemilihan Umum serta mengurus hubungan pos & teleko

munikasi.

(2) Tugas Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan adalah :

(i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya.

(ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Angkutan dan Per

hubungan.

(iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada didalam Biro Angkutan dan

Perhubungan.

(3) Tugas Kepala Bagian Angkutan Darat adalah :

(i) Mengangkut barang-barang melalui darat dan menyerah

kannya kepada yang berkepentingan menurut rencana

yang telah disyahkan.

(ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.

(4) Tugas Kepala Bagian Angkutan Laut adalah :
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(i) Mengangkut barang-barang melalui laut dan menyerah

kannya kepada yang berkepentingan menurut rencana

yang telah disyahkan.

(ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.

(5) Tugas Kepala Bagian Angkutan Udara adalah :

(i) Mengangkut barang-barang melalui udara dan menyerah

kannya kepada yang berkepentingan menurut rencana

yang telah disyahkan.

(ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.

(6) Tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah mengu

rus hubungan pos dan telekomunikasi dengan menggunakan

alat-alat pos dan telekomunikasi yang ada secara efektif dan

efisien.

Pasal 8

( 1 ) Bidang tugas Biro Pengawasan adalah :

(i) Mengawasi pembelian barang-barang dan pengeluaran-

pengeluaran lain dari Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(ii) Mengawasi penyimpanan dan pendistribusian barang-

barang.

(2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :

(i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya.

(ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengawasan.

(iii) Mengerahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada didalam biro Pengawasan.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :

(i) Mengawasi segala hal ihwal mengenai pembelian barang-

barang dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.'

(ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan.

(4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :

(i) Mengawasi penyimpanan dan pendistribusian barang-

barang.

62



(ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan.

Pasal 9

(1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan

segala surat-menyurat yang menjadi tanggung-jawab dan

mengatur pemeliharaan barang-barang inventaris, Badan Per

bekalan dan Perhubungan, menyelenggarakan urusan dalam,

menyusun dan mengurus pembiayaan intern Badan Perbekal

an dan Perhubungan.

(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

(i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya.

(ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.

(iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata l^saha adalah :

(i) Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggung-jawab Badan Perbekalan dan Perhu

bungan.

(ii) Menyusun dan mengurus rencana pembiayaan intern

Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

(i) Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada dan menjadi tanggung-jawab Badan Perbekalan dan

Perhubungan.

(ii) Menyelenggarakan urusan rumah-tangga Badan Perbekalan

dan Perhubungan.

Pasal 10

Tugas Bendaharawan adalah :

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah Ordonatur;

b. mengurus pembukuan;

c. menyusun pertanggungan-jawab atas pengeluaran uang yang

telah dilakukan;

d. menyimpan bukti-bukti kas.
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Pasal 11

(1) Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya bertang-

gung-jawab kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubung

an.

(2) Kepala-kepala Bagian dalam melakukan tugasnya bertang-

gung-jawab kepada Kepala Biro masing-masing.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perbekalan dan

Perhubungan yang bertanggung-jawab atas pengadaan, pengang

kutan dan penyampaian perbekalan mengadakan koordinasi dan

bekerja sama erat dengan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan

Umum, yang bertanggung-jawab atas perencanaan keperluan

barang-barang, baik mengenai jumlah, jenis, bentuk maupun

kwalitasnya untuk melaksanakan pemilihan umum.

Pasal 13

Hubungan kerja diselenggarakan dengan koordinasi dan kerja-

sama yang sebaik-baiknya, antara pejabat-pejabat dalam lingkung

an Badan dan Sekretariat serta badan-badan lainnya pada Lem

baga Pemilihan Umum dengan tidak perlu terikat kepada forma

litas yang tak perlu, tanpa mengurangi tertib administrasi dan

pertanggungan jawab.

Pasal 14

Apabila terdapat selisih pendapat antara pejabat-pejabat

dalam lingkungan Badan Perbekalan dan Perhubungan dengan

pejabat-pejabat Sekretariat atau pejabat lain dalam lingkungan

Lembaga Pemilihan Umum, Kepala dari pejabat yang bersangkut

an menjelaskan masalahnya dengan jalan musyawarah; apabila

tidak berhasil Kepala menyampaikannya kepada Ketua Lembaga

Pemilihan Umum untuk diputuskan.
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BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 1 5

Segala biaya untuk keperluan Badan Perbekalan dan Per

hubungan dibebankan pada anggaran yang disediakan bagi Lem

baga Pemilihan Umum.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan dalam

keputusan ini, serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam

keputusan ini, diatur oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 5 Januari 1970.

Presiden Republik Indonesia

ttd

SOEHARTO.

Jendral T.N.I.
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 106/M TAHUN 1974

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA - ANGGOTA TERMASUK

KETUA DAN WAKIL-WAKIL DEWAN PIMPINAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/M TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan se

bagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan

Presiden RI Nomor 3 Tahun 1 970 bahwa Keang

gotaan Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan U-

mum adalah fungsionil, dipandang perlu meninjau

kembali Keputusan Presiden RI Nomor 07/M

Tahun 1970 sepanjang mengenai pengangkatan

para Menteri yang bersangkutan dalam susunan

Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Meneabut Lampiran Keputusan Presiden RI No

mor 07/M Tahun 1970 sepanjang mengenai pe

ngangkatan para Menteri yang bersangkutan da

lam Jabatan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Ang

gota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Mengangkat dalam Susunan Dewan Pimpinan

Lembaga Pemilihan Umum :

1. Menteri Dalam Negeri _ sebagai Anggota me

rangkap Ketua.

2. Menteri Kehakiman - sebagai Anggota me

rangkap wakil Ketua
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3. Menteri Penerangan sebagai Anggota me

rangkap wakil Ketua

4. Menteri Keuangan - sebagai Anggota

5. Menteri Pertahanan- — sebagai Anggota

Keamanan/PANGAB

6. Menteri Perhubungan sebagai Anggota

7. Menteri Luar Negeri - sebagai Anggota

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dan mempunyai daya laku surut terhitung

mulai tanggal 28 Maret 1973 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan li

muni;

5. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi

Indonesia;

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai

mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Juli 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET R.I.
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 85/IV1 TAHUN 1975

TENTANG

PENGANGKATAN MAYOR JENDRAL TNI

BUSTANIL ARIFIN SH

SEBAGAI KEPALA BADAN PERBEKALAN DAN

PERHUBUNGAN PADA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/M TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJ/20/5/

23 tanggal 20 Mei 1975.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian Jabatan Ke

pala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lem

baga Pemilihan Umum, dipandang perlu mem

berhentikan Letnan Jenderal TNI ALI MOER-

TOPO dari jabatannya sebagai Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan tersebut yang

pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Ke

putusan Presiden RI Nomor 03/M Tahun 1970

dan selanjutnya mengangkat penggantinya.

b. bahwa Mayor Jenderal TNI Bustanil Arifin, SH

dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diang

kat sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Per

hubungan Lembaga Pemilihan Umum yang

baru.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1970;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Letnan Jenderal

TNI Ali Moertopo dari jabatannya sebagai Kepala

Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pe

milihan Umum dengan ucapan terima kasih atas

jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

dan selanjutnya mengangkat :

Mayor Jenderal TNI Bustanil Arifin, SH

sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhu

bungan Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR/DPR;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;

4. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;

5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang ber

sangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET RI.
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 12/M TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN MAYOR JENDRAL TNI

R. SOEPRAPTO

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM

NEGERI SEBAGAI SEKRETARIS UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/M TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJx 20/1/1

tanggal 20 Januari 1976.

Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatan Mayor

Jenderal TNI SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur, dipandang perlu memberhentikan yang

bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris

Umum Lembaga Pemilihan Umum yang pengang

katannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Pre

siden RI Nomor 07/M Tahun 1970 dan selanjut

nya mengangkat Mayor Jenderal TNI R. Soeprap-

to Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

sebagai penggantinya.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 /M Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai saat serah terima jabatan, mem

berhentikan dengan hormat Mayor Jenderal

TNI SOENANDAR PRIJOSOEDARMO dari ja

batannya sebagai Sekretaris Umum Lembaga

Pemilihan Umum dengan ucapan terima kasih atas
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jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

dan selanjutnya mengangkat :

Mayor Jenderal TNI R. SOEPRAPTO

sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan

Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR/DPR;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Para Menteri;

4. Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;

5. KASKAR HANKAM;

6. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t td

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

SEKRETARIS KABINET RI.
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 13 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA



I



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum,

perlu segera membentuk Panitia Pemilihan

Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914),

jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara No

mor 3063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3065) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1 970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBEN

TUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BABI

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah suatu panitia yang

ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggara

kan Pemilihan Umum sesuai dengan garis kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di Ibukota Nega

ra.

Pasal 2

Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

a. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi penyelengga

raan Pemilihan Umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II ;

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPR.

Pasal 3

Fungsi Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

(1) Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemi

lihan Umum.

(2) Memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan, dan

mengkoordinasikan kegiatan panitia Pemilihan Indonesia

dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah untuk menjamin

kesatuan usaha secara efektif dan efisien.

(3) Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan

umum.

82



BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pe

merintah, Partai Politik, dan golongan Karya, sebanyak-

banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua

dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhenti

kan oleh Presiden.

(2) Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan

Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi

Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota Panitia

Pemilihan Indonesia.

(3) Anggota-anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan

Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Anggota-

anggota Panitia Pemilihan Indonesia.

(4) Tata-kerja Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 5

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas Panitia Pemilihan

Indonesia, dibentuk sebuah Sekretariat, yang susunan dan tata-

kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Indonesia

dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.
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BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Presiden ini bedaku surut sejak tanggal 1 1 Januari

1976

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 22 TAHUN 1976

TENTANG

ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DI WILAYAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1976

TENTANG

ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10

Tahun1966 Juncto Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974, serta mengingat pertumbuhan dan

perkembangan dalam wilayahnya, Daerah Khu

sus Ibukota Jakarta dapat mempunyai susunan

pemerintahan yang berlainan dengan Daerah

Tingkat I lainnya;

b. bahwa berhubung dengan perbedaan luasnya

tugas yang dihadapi Panitia Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Umum 1977 antara Wilayah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wilayah

Daerah Tingkat I lainnya, maka dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal II ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor I Tahun 1 976, dipandang perlu untuk

mengadakan ketentuan tentang Anggota peng

ganti Panitia Pemungutan Suara.

c. bahwa hal tersebut dalam huruf b di atas belum

diatur dalam peraturan perundang-undangan

dan berdasarkan Pasal 125 Peraturan Pemerin

tah Nomor 1 Tahun 1976 hal tersebut dapat di

atur dalam Keputusan Presiden.
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang

Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Ne

gara Tahun 1964 Nomor 78; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 267 1);

3. Undang-undang nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan

Lembaran. Negara Nomor 2914 Jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 No

mor 38, Tambahan Lembaran Negara No

mor 3063);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem

baran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Ne

gara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lem

baran Negara Nomor . 3065);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ANGGOTA

PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA-

JAKARTA.

Pasal 1

Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan

Suara di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dapat ditambah dengan seorang Anggota Peng

ganti.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan per-

undang-undangan sepanjang mengenai Panitia Pe

mungutan Suara berlaku sepenuhnya bagi Anggo

ta Pengganti Panitia Pemungutan Suara sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.td

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 45/M TAHUN 1976

TENTANG

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 22/15/11/1976 tanggal

12Pebruari 1976.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Partai

Politik dan Golongan Karya, dipandang perlu

memberhentikan Anggota Dewan / Anggota-

anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan

Umum yang pengangkatannya ditetapkan ber

dasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 07/

M Tahun 1970 dan Nomor 19/M Tahun 1970

dan selanjutnya mengangkat Anggota Dewan/

Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemi

lihan Umum yang baru;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini dianggap

memenuhi syarat-syarat untuk diangkat ma

sing-masing sebagai Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan

Umum.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yo

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975;
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang

nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Ke

putusan ini sebagai Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang

telah disumbangkan selama menjalankan tugas

nya.

KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercan

tum dalam Lampiran II Keputusan ini masing-

masing sebagai Anggota Dewan/Anggota-anggota

Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR;

2. Ketua DPR;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Para Menteri;

5 . Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;

6. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET RI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M/TAHUN 1976

TANGGAL 6 APRIL 1976.

NO<

URUT

NAMA

DIBERHENTIKAN DARI

LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM SEBAGAI

1. Sdr. F.X. SUDIJANA, SH Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

2. Sdr. Drs. M.A. GANI, MA Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

3. Sdr. H. DJEN MOH. SURJO-

PRANOTO.

Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

4. Sdr. DRS. SUMISKUN Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

5. Sdr. OETOJO OESMAN, SH Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

6. Sdr. DRS. MOERDOPO Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

7. Sdr. VICTOR MATONDANG, SH Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

8. Sdr. ISMAIL HASAN METAREUM,

SH

Anggota Dewan/Anggota

anggota Pertimbangan

9. Sdr. D. GONDOWARDOJO Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

10. Sdr. ADIPRANOTO Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

11. Sdr. W.A. CHALIK Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

12. Sdr. Mayor Jenderal TNI SOEBIJONO,

SH

Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

13. Sdr. Sdr. NURHASAN IBNU

HADJAR

Anggota Dewan/Anggota-

anggota Pertimbangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M/TAHUN 1976

TANGGAL 6 APRIL 1976.

NO

URUT

NAMA

DIANGKAT PADA

LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM SEBAGAI

KETERANGAN

1. Sdr. HAJI AMIN ISKANDAR Anggota Dewan/Anggota- Unsur Partai Persatuan

anggota Pertimbangan Pembangunan

2. Sdr. ISMAIL HASAN META- Anggota Dewan/Anggota- Unsur Partai Persatuan

REUM, SH anggota Pertimbangan Pembangunan

3. Sdr. A. W E N A S Anggota Dewan/Anggota Unsur Partai Demokrasi

anggota Pertimbangan Indonesia

4. Sdr. ADIPRANOTO Anggota Dewan/Anggota Unsur Partai Demokrasi

anggota Pertimbangan Indonesia

5. Sdr. DRS. lOSMOS BATU Anggota Dewan/Anggota- Unsur Golongan Karya

BARA anggota Pertimbangan

6. Sdr. DRS. MOERDOPO Anggota Dewan/Anggota- Unsur Golongan Karya

anggota Pertimbangan

7. Mayor Jenderal TNI SOEB1- Anggota Dewan/Anggota- Unsur Golongan Karya

JONO, SH anggota Pertimbangan ABRI

8. Brigadir Jenderal TNI PRAPTO Anggota Dewan/Anggota Unsur Golongan Karya

PRAJITNO anggota Pertimbangan ABRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 46/M TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/M TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 22/15/11/1976 tanggal

12Pebruari 1976.

Menimbang : a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Kepu

tusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976 ten

tang Pembentukan Panitia Pemilihan Indone

sia, dipandang perlu mengangkat Ketua Wakil-

wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia

tersebut;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini dianggap meme

nuhi syarat-syarat untuk diangkat pada jabatan

masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 yo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercan

tum dalam lajur 2 pada jabatan masing-masing
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seperti tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR;

2. Ketua DPR;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Para Menteri;

5. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;

6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkut

an untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/M/TAHUN 1976

TANGGAL 6 APRIL 1976.

Nomor

Urut
NAMA/JABATAN DIANGiAT SEBAGAI KETERANGAN

1 2 3 4

1. Menteri Dalam Negeri Ketua Panitia Pemilihan In

donesia

2. Wakil Ketua Panitia Pemilih

an Indonesia.

3. Menteri Penerangan Wakil Ketua Panitia

Pemilihan Indonesia

4. Menteri Keuangan Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

5. Menteri HANKAM/PANGAB Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

6. Menteri Perhubungan Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

7. Menteri Luar Negeri Anggota Panitia Pemilihan

8. Sdr. Haji Amin Iskandar Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

9. Sdr. limau1 Hasan Metareum,

SH.

Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

10. Sdr. A Wenas Anggota Panitia Pemainan

Indonesia.

11. Sdr. Adipranoto Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

.12. Sdr. Dr». Cosmas Batubara Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

13. Sdr. Dn. Moerdopo Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

14. Mayor Jenderal TNI.

Soebijono, SH.

Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.

15. Brigadir Jenderal TNI.

Prapto Prajitno

Anggota Panitia Pemilihan

Indonesia.
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 56/M TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

MAYOR JENDRAL TNI R. SOEPRAPTO SEBAGAI

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN INDONESIA





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/M TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 152/1 5/IV/

1976 tanggal 13 April 1976.

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang

perlu mengangkat Sekretaris Umum Lembaga

Pemilihan Umum Mayor Jenderal TNI R. SOE-

PRAPTO sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan

Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun

1976;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 12/M Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Mengangkat Sekretaris Umum Lembaga Pemi

lihan Umum:

Mayor Jenderal TNI R. SOEPRAPTO

sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
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terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR/DPR;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Para Menteri;

4. Ketua Dewan Pimpinan Lemba a Pemilihan Umum;

5. Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 31 TAHUN 1977

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG

PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN/

PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1977

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG

PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab

XI dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor

1 Tahun 1976 serta Pasal 22 dan 25 Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, perlu diatur

lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas, dan

wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggota

an Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lemba-

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambah

an Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);
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3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambah

an Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota badan Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Ta

hun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Ne

gara Nomor 3065);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3066);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan

dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah Tingkat II;



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan

Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dari Golongan Karya ABRI dan Golongan

Karya bukan ABRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONE

SIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TU

GAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSA

AN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMU

SYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a. Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;

b. Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Ke

dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa

kilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seba

gaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1975;

c. Keputusan Presiden adalah Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Peme

nuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Ke

anggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa
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kilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II;

d. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Per

wakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 2

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 43a Undang-Undang Susunan

dan Kedudukan, sebelum peresmian keanggotaan Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah memben

tuk Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permu

syawaratan/Perwakilan Rakyat.

(2) Panitia Pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya

disebut Panitia Pemeriksaan, adalah Panitia Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Pemilihan jo. Pasal 118, 119, 120, dan Pasal 121

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 22

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS. DAN WEWENANG

Pasal 3

Tempat kedudukan Panitia Pemeriksaan untuk tiap-tiap

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ialah di tempat ke

dudukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang ber

sangkutan, yaitu :

a. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusya

waratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan

di Ibukota Negara;

b. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah

Tingkat I;
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c. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah

Tingkat II.

Pasal 4

(1) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Pemusya

waratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari

unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman,

Lembaga Pemilihan Umum, Komando Pemulihan Keaman

an dan Ketertiban, dan Instansi Pemerintah lainnya yang

dianggap perlu, sebanyak-banyaknya 1 7 (tujuh belas) orang

Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan yang

pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Menteri Da

lam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas nama

Presiden.

(2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I terdiri dari unsur Pemerintah Da

erah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemu

lihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I, dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya

yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 5 orang anggota,

termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri Dalam Neeeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan

yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Guber

nur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Da

erah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum.

(3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II terdiri dari unsur Pemerintah

Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando. Operasi Pe

mulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, dan Panitia
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Pemilihan Daerah Tingkat II, sebanyak-banyaknya 5 (lima)

orang Anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan yang

pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/Waliko-

tamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II.

Pasal 5

(1) Seseorang dapat diangkat menjadi Anggota Pemeriksa apa

bila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

(2) Pada Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permu

syawaratan/Perwakilan Rakyat dapat dibentuk sebuah

Sekretariat.

Pasal 6

(1) Tugas Panitia Pemeriksaan ialah memeriksa surat-surat bukti

diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai

Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat baik

yang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang di

angkat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterang

an dan Surat-surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 Keputusan Presiden yaitu memeriksa kelengkapan,

keabsahan, dan kebenaran isinya.

Pasal 7

(1) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusya

waratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan

hasil pemeriksaannya kepada Presiden melakukan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
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(2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I menyampaikan hasil pemeriksaan

nya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I yang bersangkutan.

(3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II menyampaikan hasil pemeriksaan

nya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan untuk

keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dibe

bankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden

ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 40 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK

KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN

UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memeriksa surat-surat bukti diri

untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dimaksud da

lam Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Presiden No

mor 31 Tahun 1977, perlu dibentuk Panitia Pe

meriksaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per -

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran -

Negara Tahun 1969 Nomor 58 Tambahan Lem

baran Negara Nomor 29 14). jo. Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Un

dang-undang Nomor 15 Tahun 1969(Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 38;Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3063);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa

ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 59. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peru
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bahan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 1 969

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976

tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian

Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Ma

jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa

kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Da

erah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 S

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Ne

gara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per

wakilan Rakyat sebagaimana telah diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3065);

7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977

tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tam

bahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Go

longan Karya ABRI dab Golongan Karya bu

kan ABRI.



8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan wewe

nang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk Panitia Pemeriksaan untuk memerik

sa surat-surat bukti diri untuk menentukan pe

nerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Per

musyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat,

yang selanjutnya disebut Panitia Pemeriksaan.

Mengangkat t mereka yang nama-namanya tercan

tum dalam lajur 2 (dua) pada kedudukan masing-

masing seperti tersebut dalam lajur 4 (empat)

Lampiran Keputusan Presiden ini.

Masa Kerja Panitia Pemeriksaan terhitung mulai

hari ditetapkannya Keputusan Presiden ini sam

pai dengan 30 September 1977.

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan

dibebankan pada anggaran belanja Lembaga Pemi

lihan Umum.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang

gal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus, 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO

JENDERAL TNI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1977

TANGGAL 3 AGUSTUS 1977

NO.

URUT
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN DA

LAM PANITIA

PEMERIKSAAN

1 2 3 4

1. ERMAN HAR1RUSTAMAN Ditjen Sospol Departemen

Dalam Negeri

Ketua merangkap

Anggota

2. IBNOE SALEH Wakil Sekretaris Panitia

Pemilihan Indonesia

Wakil Ketua I

merangkap Anggota

3. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Penyelenggara

Panitia Pemilihan Indonesia

Wakil Ketua II

merangkap Anggota

4. SUBLY SENAPI, SJL Kepala Biro Pemilu IRJA

Panitia Pemilihan Indonesia

Sekretaris I

merangkap Anggota

S. Drs. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha

Biro Administrasi Umum

Lembaga Pemilihan Umum

Sekretaris II

merangkap Anggota

Kol. Inf. HARTONO Paban Sintel KOPKAMTIB Anggota

7. Dn. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan

Lembaga Pemiuhan Umum

Anggota

8. OEMAR SAH) Kepala Biro Khusus

Lembaga Pemilihan Umum

Anggota

9. Let.Kol. Inf. SOEDJATI PALAKHAR DitXunsub.

BAKIN

Anggota

10. Mayor Inf. HARRY AFFANDIE PANBAN STER HANKAM Anggota

U. SOEWONDO

jen Sospol Dalam Negeri

Anggota

12. J .K. BUTAR-BUTAR Kepala Sub Direktorat Hu

kum Internasional pada

Direktorat Tata Negara &

Hukum Internasional De-

temen Kehakiman.

Anggota

13. R. SOENARSO.S.H. Muda Pati Adhyaksa/Kepa-

la Direktorat Khusus pada

Kejaksaan Agung

Anggota

14. H. NAINGGOLAN Kepala Biro Perencanaan

BAKN.

Anggota

15. Dn. A. ZAINAL Kepala Bagian Teknis Biro

Penyelenggaraan Panitia

Pemilihan Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
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KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 49 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 40 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK

KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR

40 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presi

den Nomor 31 Tahun 1977 ialah sebanyak-ba

nyaknya 17 (tujuh belas) orang;

b. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan se

bagaimana dibentuk dengan Keputusan Presi

den Nomor 40 Tahun 1977 ialah 15 (lima be

las) orang;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut da

lam huruf a dan b di atas serta penyesuaiannya

dengan ketentuan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku, perlu mengubah Lampir

an Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977

tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan un

tuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembar
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an Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

(Lembaran Negara Nomor 38; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3063);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa

ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana telah diubah dengan un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pe

rubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1 969 (Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Ne

gara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembar

an Negara Nomor 3066);



6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976

tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian

Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Ma

jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa

kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977

tentang Tatacara Pengangkatan Anggota-anggo

ta Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari

golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bu

kan ABRI;

8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977

tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewe

nang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977

tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan un

tuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONE

SIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KE

PUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN

1977 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MA

JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Presiden

Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan
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Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Maje

lis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwa

kilan Rakyat sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden

ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku

surut sejak tanggal 3 Agustus 1977.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1977
TANGGAL I SEPTEMBER 1977

NO.
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN DALAM

URUT PANITIA PEMERIKSAAN

1 2 3 J

1. ERMAN HARIRUSTAMAN Direktur Jenderal Sosial Politik Ketua merangkap Anggota

Deparlemen Daikm Negeri Ketua merangkap Anggota

2. IBNOE SALEH Wakil Sekretaris Panitia Pemilih Wakil Ketua 1 merangkap

an Indonesia Anggota

J. SLAMET JAYAVUAYA Kepala Biro Penyelenggaraan Pa Wakil Ketua II merangkap

nitia Pemilihan Indonesia Anggota

4. SUBLY SENAP1 SH. Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Sekretaris 1 merangkap Anggota

Pemilihan Umum

S. DRS H SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha Biro Sekretaris II merangkap Anggota

Administrasi Umum

6. KOL. INF HARTONO PABAN S1NTEL KOPKAMTIB Anggota

7. DRS P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan Lem Anggota

baga Pemilihan Umum

«. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus Lembaga Anggota

Pemilihan Umum

». LET KOL INF. SOEDJAT1 PALAKHAR Dil Konsub BA Anggota

KIN

10. MAYOR INF. HARRI PAMEN STER HANKAM Anggota

AFFANDI. SH.

II. SOfWONDO Direktur Pengamanan Ditien Sos Anggota

pol Departemen Dalam Negeri

12. JJC. BUTAR-BUTAR, SU. Kepala Sub Direktorat Hukum Anggota

Internasional pada Direktorat

Tata Negara & Hukum Interna

sional Departemen Kehakiman

13. R. SOENARSO. SJi. Muda Pali Adhyaksa Kepala Di Anggota

rektorat Khusus pada Kejaksaan

Agung

14. H. NA1NGCOLAN Kepala Biro Perencanaan BAKN Anggota

IS. H. AMIN ISKANDAR Dewan/Anggota Pertimbangan Anggota

Lembaga Pemilihan Umum dari

Unsur Partai Persatuan Pem-

16. AD1PRANOTO Dewan/Anggota Pertimbangan Anggota

Lembaga Pemilihan Umum dari

Unsur Partai Demokrasi Indonc-

17. DRS COSMAS BATUBARA Dewan/Anggota Pertimbangan Anggota

Lembaga Pemilihan Umum dari

Unsur Golongan Karya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

I.IJI.

SOEHARTO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 73/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas didalam Panitia

Pemilihan Indonesia dipandang perlu menetapkan seorang Wa

kil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58 ; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksa

naan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1 ; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga

Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia ;

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentuk

an Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemi

lihan Umum ;

5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pemben

tukan Panitia Pemilihan Indonesia ;

6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1976;

7. Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 1976 :

8. Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 1976 ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organi

sasi, Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum

dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lem

baga Pemilihan Umum ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Kerja Panitia

Pemilihan Indonesia serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariatnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai 1 Mei 1976 mengangkat Saudara

Ibnoe Saleh disamping tugas dan jabatannya sehari-

hari menjadi Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan In

donesia.
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Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 09/LPU/TAHUN 1974

TENTANG

TEAM PERUMUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWA ■

KILAN RAKYAT DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT

DAERAH SERTA UNDANG-UNDANG PEMILIHAN

UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 09/LPU/TAHUN 1974

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS RANCANGAN

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN

KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD SERTA UNDANG-

UNDANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Team Peninjauan Kembali Undang-

undang Pemilihan Umum 1971 telah menye

lesaikan penyusunan Rancangan pertama ten

tang penyusunan peraturan-perundangan Pemi

lihan Umum 1971 dalam rangka persiapan

Pemilihan Umum 1977;

b. bahwa rancangan peninjauan peraturan-per

undangan tersebut perlu dirumuskan secara

lengkap menjadi Rancangan Undang-undang

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

DPRD serta Rancangan Undang-undang ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

c. untuk melaksanakan tugas seperti tersebut

dalam sub b perlu dibentuk Team Perumus.

Mengingat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;

2. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
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Nomor 58; Tambahan ILembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2914);

3. 'Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 291 5;)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2919);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2920);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peratur

an Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 970

Nomor 38);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 970;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1973. -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Rancangan Undang-

undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR, DPRD serta Rancangan Undang-undang

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
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KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputus

an ini, untuk disamping tugas jabatan sehari-hari

masing-masing dalam kedudukan yang tercantum

dalam ruang Daftar Lampiran tersebut.

KETIGA : Team Perumus bertugas :

1. Meneliti Rancangan Pertama tentang Penin

jauan Peraturan —perundangan Pemilihan

Umum 1971 dalam rangka persiapan Pemilih

an Umum 1977 yang disusun oleh Team

Peninjauan Kembali Undang-undang Pemilih

an Umum Tahun 1971;

2. Merumuskan Rancangan Undang-undang ten

tang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD serta tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota Badan Permusyawaratan/Per

wakilan Rakyat;

3. Melaporkan hasil perumusan Rancangan Un

dang-undang tersebut kepada Ketua Team

Peninjauan Kembali Undang-undang Pemilih

an Umum 1971.

KEEMPAT : Team Perumus melaksanakan tugasnya sejak tang

gal 1 Oktober 1973 sampai dengan tanggal 31

Maret 1974.

KELIMA : Segala biaya keperluan Team ini dibebankan pada

Mata Anggaran 1 103.01. 1001.01.210;

1103.01.001.01.400 dan 1103.01.1001.01.410

serta Mata Anggaran lainnya yang ada hubungan

nya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 1973,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan diper

gunakan seperlunya.

AJSL MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 09/LPU/TAHUN 1974.

NO.

URT.
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TEAM

PERUMUS

1 2 3 4

1. IBNOE SALEH Kepala Biro Administrasi

Umum Lembaga Pemilih

an Umum.

Ketua

2. DRS. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan

Lembaga Pemilihan

Umum.

Wakil Ketua

3. DRS. H. SITORUS Pembantu Kepala Biro

Perencanaan Lembaga Pe

milihan Umum.

Sekretaris I

4. SAMPOERNO Kepala Bagian Dokumen

tasi dan Statistik Biro

Perencanaan Lembaga Pe

milihan Umum.

Sekretaris II

S. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum Lem

baga Pemilihan Umum

Anggota

6. SUBLY SENAPI, S.H. Kepala Bagian Analisa &

Evaluasi Biro Perencana

an Lembaga Pemilihan

Umum.

Anggota

7. DRS. POEDJI AM. Pembantu Khusus Sekre

taris Umum Lembaga

Pemilihan Umum

Anggota

8. DRS. ISTOWO Kepala Bagian Coaching

Biro Hubungan Masyara

kat Lembaga Pemilihan

Umum.

Anggota
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1 2 3 4

9. SUTAN CHABARSJAH

LATIEF

Ketua Kelompok Peng

hubung Lembaga Pe

milihan Umum.

Anggota

10. DRS. ZAENAL ASHARI Kepal. Bagian Keamanan

dan op.*jation-room Biro

Khusu Lembaga Pemi

lihan Jmum

Anggota

11. SOEDHARNO, S.H. Kepali Bagian Urusan

Dalam Biro Administrasi

Umum Lembaga Pemilih

an Umum.

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1974.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 25/LPU/TAHUN 1974

TENTANG

TEAM PERUMUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 25/LPU/TAHUN 1974

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM PERUMUS

PENYEMPURNAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TEN

TANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD

SERTA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMI

LIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYA

WARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Su

sunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

serta Rancangan Undang-undang tentang Pe

milihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat telah se

lesai disusun oleh Lembaga Pemilihan Umum;

b. bahwa kedua Rancangan Undang-undang yang

dimaksud dalam huruf a perlu mendapat

tanggapan dari berbagai Departemen dan Lem

baga non Departemen untuk penyempurnaan

nya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud seperti ter

sebut dalam huruf b, perlu dibentuk Team

Perumus yang terdiri dari pejabat-pejabat ber

bagai Departemen dan Lembaga non Departe

men yang bertugas menyempurnakan dan

merumuskan kembali Rancangan Undang-

undang tersebut;
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d. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercan

tum dalam ruang 2 dianggap cakap dan

memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabat

an yang tercantum pada ruang 4 Daftar

Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 969

Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2914);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun

1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 29 1 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2919);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor -3; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indnesia Nomor 2920);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2921) yo Peratur

an Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 970

Nomor 38);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 97.0;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1970;
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9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1973;

1 0. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun

1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Penyempurnaan Ran

cangan 'Undang-undang Tentang Susunan dan Ke

dudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan

Undang-undang tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan ini

disingkat Team Perumus Rancangan Undang-

undang Pemilihan Umum 1977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Perumus bertugas :

1. Menanggapi dan membahas Perumusan Ran

cangan 'Undang-undang tentang Susunan dan i

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Ran

cangan Undang-undang tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawa

ratan/Perwakilan Rakyat yang telah selesai

disusun oleh Lembaga Pemilihan Umum;

2. Menyusun hasil tanggapan dan pembahasan

perumusan Rancangan Undang-undang terse

but, menjadi rumusan Rancangan Undang-

undang baru.
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3. Melaporkan hasil rumusan Rancangan Un

dang-undang tentang Susunan dan Kedudukan

M PR, DPR dan DPRD serta Rancangan Un

dang-undang tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota Badan Permusywawartan/Per

wakilan Rakyat kepada Menteri Dalam Nege

ri/Ketua Lembaga Peilihan Umum.

KEEMPAT : Masa kerja Team Perumus berlaku terhitung sejak

tanggal 1 Juli 1974 sampai dengan tanggal 31

Maret 1975.

KELIMA : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada

Anggaran Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1974,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergu

nakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 1974.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 25/LPU/TAHUN 1974.

NO.

U RT
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TEAM

1 2 3 4

1.

2.

SOENANDAR PRIJOSOE-

DARMO

Sekretaris Jenderal Departemen

Dalam Negeri/Sekretaris Umum

Lembaga Pemilihan Umum.

Ketua merangkap Anggota

Wk. Ketua I merangkap AnggotaERMAN HAR1RUSTAMAN Direktur Jenderal Pemerintahan

Umum Departemen Dalam Ne

geri/Wakil Sekretaris Umum

Lembaga Pemilihan Umum.

Kepala Biro Administrasi

Umum Lembaga Pemilihan

Umum.

3. IBNOP. SALEH Wk. Ketua II merangkap Anggo

ta.

4. SLAMET JAYAVIJAYA

DRS. P. GOENARDO

Kepala Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum

Kepala Biro Perencanaan Lem

baga Pemilihan Umum

Sekretaris I merangkap Anggota

5. Sekretaris II merangkap Anggo

ta.

6. MAYJEN TNI. SOEB1JONO,

SJi.

Assisten bidang Sosial Politik

Departemen Pertahanan dan

Keamanan.

Anggota

7. BRIGJEN TNI. ISMAIL

SALEH, SH.

Wakil Sekretaris Kabinet. Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

R. H.HARRISSJL-MADYA

PATI ADHYAKSA.

Kepala Staf Ahli Keiaksaan

Agung.

9.

10.

11.

RUSMINAH, SM.

A.HAMID, S.H.

DRS.KAMARSYAH

Direktur Perundang-undangan

Departemen Kehakiman.

Kepala Biro Hukum Sekretariat

Negara.

Assisten bidang Organisasi Men

teri Negara Penertiban Apa

ratur Negara.

12. . LETKOL lKH.TOELOES

SOEPRANOTO. S.H.

Perwira Menengah diperbantu

kan pada Direktur Jenderal Pe

merintahan Umum Departemen

Dalam Negeri

Anggota

13.

14.

DRS.POEDJI AM.

SObDHARNO, S.H.

Staf Khusus Sekretaris Umum

Lembaga Pemilihan Umum.

Anggota

AnggotaKepala Bagian Urusan Dalam

Biro Administrasi Umum Lem

baga Pemilihan Umum.

15. SOEBLY SENAP1S.H. Kepala Bagian Analisa dan Eva

luasi Biro Perencanaan Lem

baga Pemilihan Umum.

Anggota

16. JAN ESHARD, S.H. Kepala Bagian Perundang-un

dangan Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum.

Anggota
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1 2 3 3

17. DRS. ASHARI ZAENAL Kepala Bagian Keamanan dan

Operation Room Biro Khusus

Lembaga Pemilihan Umum

Pembantu Sekretaris

18. DRS. HORMAT SITORUS Kepala Bagian diperbantukan

pada Kepala Biro Perencanaan

Lembaga Pemilihan Umum

Pembantu Sekretaris

19. SAMPOERNO • Kepala Bagian Dokumentasi &

Statistik Biro Perencanaan

Lembaga Pemilihan Umum

Pembantu Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 1974.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 02/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

TEAM PERUMUS RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TENTANG

PEMILIHAN UMUM 1977 SERTA UNDANG-UNDANG

PERUBAHAN TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMER : 02/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM PERUMUS

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAH

AN TENTANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 SERTA

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TENTANG SUSUNAN

DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

serta Rancangan Undang-undang tentang Su

sunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD,

dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilih

an Umum 1977 telah selesai disusun;

b. bahwa sambil menunggu Rancangan Undang-

undang Perubahan tersebut disahkan menjadi

Undang-undang, maka dipandang perlu secara

sekaligus menyusun Rancangan Peraturan Pe

laksanaan dari Rancangan Undang-undang

Perubahan tersebut;

c. bahwa untuk memenuhi maksud seperti ter

sebut dalam huruf b, perlu dibentuk Team

Perumus yang bertugas menyusun Rancangan

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden
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dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum sebagai Peraturan

Pelaksanaan dari Rancangan Undang-undang

Perubahan seperti tersebut dalam huruf a;

d. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercan

tum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputusan

ini dianggap cakap dan memenuhi syarat

untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum

pada ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

Mengingat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;

2. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 969

Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomer 2914);

3. Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2915);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun

1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2919);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2920);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peratur

an Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 (Lem

baran Negara Republlik Indonesia Tahun

1970 Nomor 38);
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1970;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1970;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1973;

1 0. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun

1974;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 25/LPU/Tahun

1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Rancangan Peraturan

Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Un

dang-undang Perubahan tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Un

dang-undang Perubahan tentang Pemilihan Umum

tahun 1977, yang selanjutnya dalam Keputusan

ini disingkat Team Perumus Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Pelaksanaan Pemilihan U-

mum 1977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Perumus bertugas :

1. Merumuskan Rancangan Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Perubahan tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta

Undang-undang Perubahan tentang Pemilihan
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Umum Anggota-anggota Badan Permusyawa

ratan/Perwakilan Rakyat, yang dituangkan

dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerin

tah, Keputusan Presiden dan Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum.

2. Melaporkan hasil perumusan Rancangan Per

aturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Ke

putusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum tersebut kepada Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum.

KEEMPAT : Apabila dianggap perlu, untuk kelancaran pelaksa

naan tugas Team, Ketua team Diberi wewenang

untuk membentuk Sekretariat Team.

KELIMA : Masa Kerja Team Perumus berlaku terhitung sejak

tanggal 1 April 1975 sampai dengan tanggal 31

Maret 1976.

KEENAM : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1975,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergu

nakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 April 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1975.

NO

URT.

KEDUDUKAN

NAMA JABATAN DALAM TEAM

PERUMUS

1 2 3 4

1. IBNOE SALEH Kepala Biro Administra

si Umum Lembaga Pe

milihan Umum.

Ketua merangkap

Anggota

2. DRS. H. SITORUS Kepala Tata Usaha Biro

Administrasi Umum

Lembaga Pemilihan

Umum.

Sekretaris I

merangkap

Anggota.

3. SAMPURNO Kepala Bagian Doku

mentasi dan Statistik

Biro Perencanaan Lem

baga Pemilihan Umum.

Sekretaris II

merangkap

Anggota

4. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum

Lembaga Pemilihan

Umum.

Ketua kelompok

Rancangan Peru

bahan Peraturan

Pemerintah No

mor: 2 Tahun 1970

merangkap Anggota

5. DRS. MOH. DLADJAD Staf Khusus Sekretaris Anggota

Umum Lembaga Pemi

lihan Umum.

6. SOEDHARNO, S.H. Kepala Bagian Umum

Dalam Biro Administra

si Umum Lembaga Pe

milihan Umum.

Anggota

7. JAN ESHARD, S.H. Kepala Bagian Perun-

dang-undangan Biro Hu

kum Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota

8. ST. CH. LATIEF Kepala Kelompok Peng

hubung Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota
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1 2 3 4

9. DRS. 1STOWO Kepala Bagian Santiaji

Biro Hubungan Masya

rakat Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota

10. DRS. P. GUNARDO Kepala Biro Perencana

an Lembaga Pemilihan

Umum.

Ketua Kelompok

Rancangan Perubah

an PP. No.2

Th. 1970 me

rangkap Anggota

11. DRS. MUDJ1MAN Pembantu Kepala Biro

Perencanaan Lembaga

Pemilihan Umum.

Anggota

12. DRS. A. ZAENAL Kepala Bagian Keaman

an dan Opera tiion Room

Biro Khusus Lembaga

Pemilihan Umum.

Anggota

13. DRS. MOEGIANTO Staf Khusus Sekretaris

Umum Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota

14. DRS.POEDJI AM. Pembantu Sekretaris

Umum Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota

15. SUBLY SENAPI.S.H. Kepala Bagian Analisa

dan Evaluasi Biro Peren

canaan Lembaga Pemi

lihan Umum.

Anggota

16. DRS. SAIDI PARDEDE Kepala Sub. Direktorat

Pemilihan Umum Dirjen

Pemerintahan Umum

Departemen Dalam Ne

geri.

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 April 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM,

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PANITIA PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa guna memenuhi segala kebutuhan pengada

an barang berupa peralatan/perlengkapan yang

berhubungan dengan masa persiapan dan pelaksa

naan Pemilihan Umum Tahun 1977, maka dipan

dang perlu membentuk Panitia Pembelian dan

Pemborongan pada Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 969

Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2915;)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2919);

3k Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Presiden Republik Indbnesia No

mor 4 Tahun 1970;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 7 Tahun 1 975.
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MEMUTUSKAN :

Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 42 tentang

Pembentukan Panitia Pembelian dan Pemborongan

pada Lembaga Pemilihan Umum dan memberhen

tikan dengan hormat pejabat-pejabat yang duduk

dalam Panitia tersebut yang namanya tercantum

dalam ruang 2 pada Lampiran Pertama Keputusan

ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas

prestasi kerjanya selama menjalankan tugas.

Membentuk kembali Panitia Pembelian dan Pem

borongan pada Lembaga Pemilihan Umum.

Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 pada Lampiran Kedua

Keputusan ini, masing-masing sebagai Anggota

Panitia Pembelian dan Pemborongan dengan jabat

an seperti tercantum dalam ruang 4 pada lampiran

tersebut.

Tugas Panitia Pembelian dan Pemborongan ini

adalah :

a. mengadakan pemeriksaan, penelitian dan pe

nilaian yang cermat dan saksama terhadap

surat-surat penawaran dari rekanan/

pemborong dalam rapat pelelangan yang di

selenggarakan oleh Panitia Pembelian dan

Pemborongan Lembaga Pemilihan Umum;

b. membuat laporan kepada Menteri Dalam Ne

geri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menge

nai hasil kerja Panitia seperti dimaksud dalam

ketentuan huruf a tersebut di atas;

c. membuat saran kepada Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai



rekanan/pemborong mana yang dapat ditun

juk untuk melaksanakan pekerjaan;

d. dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas

harus berpedoman pada ketentuan fasal 16

termasuk lampiran II dari Keputusan Presiden

Nomor 7 Tahun 1975.

Kelima : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

tugas Panitia Pembelian dan Pemborongan ini

dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pe

milihan Umum.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;

4. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;

5. Kantor Bendahara Negara di Jakarta.

1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
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LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975

NO.
NAMA KEDUDUKAN INSTANSI INDUK

URT.

1 2 3 4

1. IR. SAHERTIAN Ketua merangkap Ang Departemen Perhu

gota bungan

2. LETNAN KOLONEL Wakil Ketua merangkap

R. NGERAN Anggota

3. SOEWARNO SU. Sekretaris I Departemen Keua

ngan

4. DRS. SUSDAM Sekretaris II Departemen Per

DJAMHARI dagangan

5. KOL. ERMAN HARIRUS- Anggota Departemen Dalam

TAMAN Negeri

6. SOEKADI, S.H. Anggota Departemen Pene

rangan

7. B. SOEHARTO Anggota Bea Cukai/Unsur

Tehnis

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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LAMPIRAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975.

NO.
NAMA INSTANSI INDUK

KEDUDUKAN DA

URT. LAM PANITIA

1 2 3 4

1. KOL. INF. IBNOE

SALEH

Departemen Pertahanan

dan Keamanan

Ketua merangkap

Anggota

2. SOEHADI Departemen Perdagangan Wakil Ketua me

rangkap Anggota

3. DRS. SOEDARMAN Departemen Perdagangan Sekretaris I merang

kap Anggota

4. SOEDHARNO S.H. Departemen Dalam Ne

geri

Sekretaris II me

rangkap Anggota

5. SUWORO, SJi. Departemen Keuangan Anggota

6. DRS. HELAN

SOEWARNO

Departemen Dalam Ne-*

geri

Anggota

7. ISKANDAR Departemen Perhubung

an

Anggota

8. MAYOR CHB I

SOEHANDONO

Departemen Pertahanan

dan Keamanan

Penasehat Tehnis

bidang Telekomuni

kasi

9. SOENARSO B.A.E. Departemen Pekerjaan

Umum dan Tenaga Lis

trik

Penasehat Tehnis

bidang Bangunan

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 10/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta

meningkatkan mutu dan mencapai hasil yang

sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas penga

wasan dan pemeriksaan atas pekerjaan-pekerjaan

yang diselenggarakan untuk keperluan Lembaga

Pemilihan Umum, maka dipandang perlu mem

bentuk Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan

pada Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 7 Tahun 1975;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 06/LPU/Tahun

1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 1 970 tentang Pembentuk
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an Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Kantor

Lembaga Pemilihan Umum dan memberhentikan

dengan hormat pejabat-pejabat yang duduk dalam

Badan tersebut yang namanya tercantum dalam

ruang 2 pada Lampiran Pertama Keputusan ini,

dengan disertai ucapan terima kasih atas prestasi

kerjanya selama menjalankan tugas.

Kedua : Membentuk kembali Badan Pengawas Pelaksanaan

Pekerjaan pada Lembaga Pemilihan Umum.

Ketiga : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 pada Lampiran Kedua

Keputusan ini, masing-masing sebagai Anggota

Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan dengan

jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 pada

Lampiran tersebut.

Keempat : Tugas Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan,

yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

pelaksanaan, taraf kemajuan, kwalitas bahan-

bahan/alat-alat yang dipergunakan dan lain

sebagainya dalam tiap-tiap pelaksanaan pekerja

an pemborongan bangunan.

2. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan yang

dilakukan oleh Kontraktor agar tidak me

nyimpang dari :

a. dokumen pelelangan;

b. ketentuan teknis administratif/keuangan;

c. ketentuan teknis teknologis.

3. Membuat Berita Acara prestasi pekerjaan dan

penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran

angsuran), pernyataan selesainya pekerjaan

dan penyerahan pekerjaan.
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4. Membuat laporan harian dan mingguan dalam

rangka penyusunan laporan berkala tentang

kemajuan phisik pembangunan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 Juli 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Jakarta.

1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
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LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 10/LPU/TAHUN 1975

NO.

URT.
NAMA KEDUDUKAN

DARI/BIRO

DIREKTORAT

1 2 3 4

1. KOL. IBNOE SALEH Anggota merangkap

Ketua

Biro Administrasi

Umum

2. SUDARMAN S.E. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Biro Pengadaan

3. SOEDHARNO S.H. Anggota merangkap

Sekretaris.

Biro Administrasi

4. IR. SOEDHARMAN

KARTODIMULYO

Anggota Direktorat Tata

Bangunan

5. SOENARSO B.A.E. Anggota Direktorat Tata

Bangunan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juli 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

itd

SOENANDAR PRUOSOEDARMO
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LAMPIRAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUK LEMBAGA PEMILIHAN UMUH

NOMOR': 10/LPU/TAHUN 1975

NO.

URT.

NAMA INSTANSI INDUK

KEDUDUKAN DALAM

BADAN PENGAWAS

PELAKSANAAN

PEKERJAAN

1 2 3 4

1. KOL. INF. IBNOE

SALEH

Departemen Pertahan

an dan Keamanan

Ketua merangkap

Anggota

2. IR. AZHAR Departemen Pekerjaan

Umum dan Tenaga

Listrik

Wakil Ketua merangkap

Anggota

3. SUDHARNO, SJL Departemen Dalam

Negeri

Sekretaris merangkap

Anggota

4. SUNARSO B.A.E. Departemen Pekerjaan

Umum dan Tenaga

Listrik

Anggota

5. DRS.AZHAR ZAINAL Departemen Dalam

Negeri

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 Juli 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 11/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 1 1/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk mencapai effisiensi, keserasian dan

kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemi

lihan Umum, dipandang perlu menetapkan

perincian susunan organisasi dan tata kerja Sekre

tariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia yang di

sesuaikan dengan pengalaman yang diperoleh da

lam Pemilihan Umum 1971 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 969

Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2919);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 970 tentang Lembaga Pemilih

an Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN

TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PE

MILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Sekretariat Umum adalah Sekretariat Lembaga Pemilihan

Umum seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1970;

b. Tahap Operasionil ialah masa kegiatan Lembaga Pemilihan

Umum yang terdiri dari kegiatan routin dan kegiatan pelak

sanaan pemilihan umum terhitung mulai persiapan penyeleng

garaan pemilihan umum sampai dengan pelantikan/peresmian

keanggotaan MPR;

c. Tahap non Operasionil ialah masa kegiatan routin Lembaga

Pemilihan Umum terhitung mulai setelah pelantikan/peresmi

an keanggotaan MPR sampai dimulainya persiapan penyeleng

garaan pemilihan umum berikutnya.
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BABU

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum terdiri dari beberapa Biro, Bagian yang dilengkapi dengan

Sub Bagian danKelompok Penghubung.

Pasal 3

(1) Biro-biro, Kelompok Penghubung dalam Sekretariat Umum

dipimpin oleh Sekretaris Umum dan bertanggungjawab ke

pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum.

(2) Apabila telah diangkat seorang Wakil Sekretaris Umum, maka

ia bertugas membantu Sekretaris Umum dalam mengkordi-

nasikan Biro-biro dan Kelompok Penghubung.

Pasal 4.

Sekretariat Umum terdiri dari :

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Hukum;

c. Biro Hubungan Masyarakat;

d. Biro Keuangan;

e. Biro Administrasi Umum;

f. Biro Khusus;

g. Kelompok Penghubung.

Pasal 5.

( 1 ) Biro Perencanaan terdiri dari :

a. Bagian Analisa dan Evaluasi;

b. Bagian Program;

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.

(2) Biro Hukum terdiri dari :

a. Bagian Perundang-undangan;

b. Bagian Penyelesaian Hukum.
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(3) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Bagian Publikasi dan Penerangan;

b. Bagian Santiaji dan Pembinaan.

(4) Biro Keuangan terdiri dari :

a. Bagian Anggaran;

b. Bagian Otorisasi;

c. Bagian Pemeriksaan;

d. Bagian Pembukuan.

(5) Biro Administrasi Umum terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bagian Personalia;.

c. Bagian Urusan Dalam;

d. Bendaharawan.

(6) Biro Khusus terdiri dari :

a. Bagian Keamanan;

b. Bagian Operation Room.

(7) Kelompok Penghubung adalah suatu kelompok kerja, terdiri

dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Pasal 6

(1) Bagian Analisa dan Evaluasi dalam Biro Perencanaan terdiri

dari :

a. Sub Bagian Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk.

b. Sub Bagan Pencalonan dan Penggantian Anggota;

c. Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

(2) Bagian Program dalam Biro Perencanaan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi;

b. Sub Bagian Logistik.

(3) Bagian Dokumentasi dan Statistik terdiri dari :

a. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;

b. Sub Bagian Statistik.

Pasal 7

Bagian Perundang-undangan serta Bagian Penyelesaian Hu

kum dalam Biro Hukum masing-masing tidak dibagi dalam Sub

Bagian.
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Pasal 8

(1) Bagian Publikasi dan Penerangan dalam Biro Hubungan

Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penerbitan;

b. Sub Bagian Mass Media.

(2) Bagian Santiaji dan Pembinaan dalam Biro Hubungan Masya

rakat tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 9

Bagian Anggaran, Bagian Otorisasi, Bagian Pemeriksaan dan

Bagian Pembukuan dalam Biro Keuangan masing-masing tidak

dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 1 0

(1) Bagian Tata Usaha dalam Biro Administrasi Umum terdiri

dari :

a. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Kearsipan;

b. Sub Bagian Pengetikan dan Penggandaan.

(2) Bagian Personalia dalam Biro Administrasi Umum terdiri dari

a. Sub Bagian Administrasi Personil;

b. Sub Bagian Kesejahteraan Personil.

(3) Bagian Urusan Dalam dalam Biro Administrasi Umum terdiri

dari :

a. Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Keamanan Dalam;

c. Sub Bagian Pergudangan;

d. Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan.

Pasal 11.

(1) Bagian Keamanan dalam Biro Khusus terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan Data Keamanan;

b. Sub Bagian Kebijaksanaan-Keamanan.

(2) Bagian Operation Room dalam Biro Khusus tidak dibagi

dalam Sub Bagian.
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Pasal 1 2.

Pada tiap-tiap Biro terdapat Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1 3

(1) Sub Bagian—Sub Bagian dalam Bagian hanya untuk memper

jelas pembagian tugas dan tanggungjawab dalam Bagian yang

bersangkutan, maka ada Bagian yang terdiri dari Sub Bagian

dan ada yang tidak terdiri dari Sub Bagian.

(2) Dalam hal Bagian tidak terdiri dari Sub Bagian maka susunan

Personil disesuaikan dengan tugas Bagian.

Pasal 1 4

(1) Biro dalam Sekretariat Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Biro.

(2) Apabila Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum memandang perlu dapat diangkat Wakil Kepala Biro

yang bertugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan

tugasnya.

(3) Bagian dalam Biro dipimpin oleh seorang Kepala.

(4) Sub Bagian dalam Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1 5.

( 1 ) Wakil Sekretaris Umum, Kepala Biro, Wakil Kepala Biro dan

Anggota Kelompok Penghubung, Kepala Bagian serta Benda

harawan Sekretariat Umum diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Personil lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris

Umum Lembaga Pemilihan Umum atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 1 6

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Umum Tercantum

dalam Lampiran I Keputusan ini.

180



B A B III

TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1 7.

(1) Tugas Biro Perencanaan adalah mengumpulkan data-data dan

mengadakan penelitian untuk merencanakan hal-hal tentang

organisasi, logistik dan teknis pelaksanaan pemilihan umum

serta membina dokumentasi dan statistik. t

(2) Tugas Kepala Biro Perencanaan adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas

nya di bidang perencanaan;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Perencanaan;

c. merencanakan kegiatan-kegiatan penelitian;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya;

e. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum. .

(3) Tugas Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi adalah :

a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam mengadakan

analisa dan evaluasi;

b. mengumpulkan dan menyusun/mensistimatisasikan ba

han-bahan dan data-data yang diperlukan bagi pelaksana

an pemilihan umum;

c. menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data

yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-

bahan data-data tersebut;

d. mengolah data tentang pendaftaran pemilih dan jumlah

penduduk, pencalonan, pemungutan suara dan penghi

tungan suara serta perubahan keanggotaan Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat;
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e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Program adalah :

a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam mempersiap

kan perencanaan umum, organisasi dan tata kerja unsur-

unsur penyelenggaraan pemilihan umum serta rencana

logistik pemilihan umum;

b. mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tata kerja orga

nisasi Lembaga Pemilihan Umum dan logistik pemilihan

umum;

c. mempersiapkan pembentukan Team/Panitia Kerja yang

diperlukan dengan program kerjanya;

d. membuat konsep surat keputusan tentang pembentukan

dan pembubaran Panitia-panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I;

e. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlu

kan bagi penyusunan rencana logistik yaitu mengenai

peralatan, angkutan dan perhubungan;

f. membuat rencana logistik pemilihan umum mengenai

pengadaan barang-barang baik jumlah, jenis, bentuk

maupun kwalitasnya serta membuat rencana pengadaan

barang-barang yang secara terpusat, regional maupun

lokal serta rencana penyalurannya;

g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun

dokumentasi dan statistik;

b. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data mengenai

pemilihan umum;

c. menyusun dokumentasi dan perpustakaan yang teratur

mengenai pemilihan umum dalam bentuk buku, statistik,

gambar dan lain sebagainya;
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d. menyediakan buku, statistik dan lain sebagainya kepada

Pimpinan dan Pejabat Lembaga Pemilihan Umum yang

memerlukan.

e. memberikan bahan-bahan dan data-data kepada Kepala

Bagian Operation Room;

f. merencanakan, mengusahakan dan memelihara perleng

kapan pemotretan, proyektor dan perekaman suara;

g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 1 8

(1) Tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan peraturan perun-

dang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum,

membuat konsep peraturan perundang-undangan, meneliti

serta menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkenaan

dengan pemilihan umum.

(2) Tugas Kepala Biro Hukum adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas

nya dibidang hukum;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordjnasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Hukum;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah

yang perlu diambil dibidang tugasnya;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum;

(3) Tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah :

a. membantu Kepala Biro Hukum dalam bidang perundang-

undangan;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan yang ber

hubungan dengan pemilihan umum;

c. membuat konsep-konsep peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan pemilihan umum;
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d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Penyelesaian Hukum adalah :

a. membantu Kepala Biro Hukum dalam bidang penyelesai

an Hukum;

b. meneliti mengenai pelaksanaan peraturan perundang-

undangan pemilihan umum;

c. menampung dan meneliti masalah-masalah hukum yang

timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum dan memper

siapkan penyelesaiannya;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 1 9.

(1) Tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan pene

rangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan

Lembaga Pemilihan Umum serta . memberikan santiaji dan

penataran kepada petugas-petugas penyelenggara pemilihan

umum dan mengadakan hubungan yang erat dengan mass

media.

(2) Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam bidang penerangan

kepada masyarakat serta santiaji dan pembinaan kepada

petugas penyelenggara pemilihan umum ;

b. mempimpin> mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Hubungan Masyarakat ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah

yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum.
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3) Tugas Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan adalah :

a. membantu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dalam

bidang publikasi dan penerangan ;

b. mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan/

atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau

ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum ;

c. mengurus dan menyelenggarakan pelayanan serta pene

rangan kepada masyarakat tentang pemilihan umum ;

d. mempersiapkan bahan-bahan press release dan konpe-

rensi pers ;

e. dengan keputusan Sekretaris Umum, mencetak, memper

banyak dan menyebarkan produk-produk Lembaga Pe

milihan Umum ;

f. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pene

rangan tentang pemilihan umum melalui siaran radio dan

televisi ;

g. menerbitkan bulletin pemilihan umum ;

h. membuat gambar dan/atau film tentang kegiatan-kegiatan

Lembaga Pemilihan Umum untuk keperluan penerangan

dan dokumentasi ;

i. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Santiaji dan Pembinaan adalah :

a. membantu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dalam

bidang santiaji dan pembinaan ;

b. menyiapkan peraturan perundang-undangan dan bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan pemilihan umum

untuk keperluan santiaji dan pembinaan ;

c. merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan satiaji

dan penataran kepada petugas penyelenggara pemilihan

umum ' atas keputusan Pimpinan Lembaga Pemilihan

Umum ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim
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bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 20.

(1) Tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran pembiaya

an, mengurus penyelesaian otorisasi, menampung dan meme

riksa pertanggungan jawab serta membukukan dan membuat

perhitungan anggaran.

(2) Tugas Biro Kepala Keuangan adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas

nya dalam bidang keuanngan ;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Keuangan ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim -

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-

langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya ;

d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Anggaran adalah :

a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang anggaran;

b. menerima dan mengolah permintaan rencana pembiayaan

dari Biro-biro di dalam Lembaga Pemilihan Umum dan

Panitia-panitia Pemilihan;

c. menyusun rancangan anggaran belanja Lembaga Pemilih

an Umum;

d. mengurus penyelesaian rancangan anggaran belanja Lem

baga Pemilihan Umum;

e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Otorisasi adalah :

a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang otorisasi;

b. mempertimbangkan permintaan pembiayaan dari Biro-

biro Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia Pemi

lihan;

186



c. menyelesaikan urusan otorisasi;

d. melakukan pengawasan terhadap persediaan kredit ang

garan;

e. memberikan saran-saran dan/atau pertimangan-pcrtim-

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Pemeriksaan adalah :

a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang pemerik

saan;

b. menampung dan memeriksa pertanggungan jawab Lem

baga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia Pemilihan;

c. melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Biro

Keuangan;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(6) Tugas Kepala Bagian Pembukuan adalah :

a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang pem

bukuan;

b. menyelenggarakan tata pembukuan anggaran;

c. menyusun perhitungan anggaran;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Tugas Biro Administrasi Umum adalah menyelenggarakan

segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab

Lembaga Pemilihan Umum, menyelenggarakan administrasi

personil, menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan

barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam

serta mengurus pembiayaan Sekretariat Umum.

(2) Tugas Kepala Biro Administrasi Umum adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas

nya dalam bidang administrasi;
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b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Administrasi Umum;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidan', tugasnya;

d. membuat laporan di bidan?, tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usah i adalah >

a. membantu Kepala Biro Administrasi Umum dalam bidang

tala usaha;

b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan

kepada Lembaga Pemilihan Umum serta mendistribusikan

kepada yang berkepentingan;

c. menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggungjawab Sekretariat Umum;

d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Lembaga Pemilih

an Umum;

e. membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat

Umum;

f. mengurus pembiayaan Sekretariat Umum;

g. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggan

daan dan lain sebagainya;

h. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Personalia adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi Umum dalam bidang

personalia;

b. menyelenggarakan administrasi personil Sekretariat

Umum dan keanggotaan Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I;

c. menghimpun daftar jumlah personil Panitia-panitia pemi

lihan Daerah;

d. mengusahakan kesejahteraan personil Sekretariat Umum;
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e. menyelenggarakan pembinaan moril dan disiplin personil

Sekretariat Umum;

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang urusan

dalam;

b. menyelenggarakan administrasi dan memelihara barang-

barang inventaris Kantor Lembaga Pemilihan Umum;

c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat

Umum antara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor,

memelihara gedung, mengurus pergudangan kantor, me

nyediakan tempat rapat dan lain sebagainya;

d. menyelenggarakan ketertiban, kebersihan dan keamanan

kantor;

e. menyelenggarakan administrasi kendaraan;

f. menyelenggarakan pool dan perawatan kendaraan serta

mengatur pengangkutan;

g. mengurus penyelesaian perjalanan dinas pegawai;

h. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 22

Tugas Bendaharawan adalah :

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah ordonatur;

b. mengurus pembukuan;

c. menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang yang

telah dilakukan;

d. menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 23

(1) Tugas Biro Khusus adalah merencanakan, mempersiapakan

dan mengkordinasikan pelaksanaan tindakan pengamanan
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yang bersifat preventif mengenai penyelenggaraan pemilihan

umum.

(2) Tugas Kepala Biro Khusus adalah :

a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas

nya di bidang pengamanan pelaksannaan pemilihan

umum;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha

yang ada dalam Biro Khusus;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Keamanan adalah :

a. membantu Kepala Biro Khusus di bidang pengamanan;

b. mengumpulkan data-data tentang situasi keamanan yang

meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

(Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan pelaksanaan

pemilihan umum;

c. membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan

setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum;

d. melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat

Umum;

e. mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya

tentang pengamanan pemilihan umum, personil, finansiil

dan materiil;

f. mengadakan hubungan dengan instansi keamanan lainnya

untuk menjamin kordinasi tindakan pengamanan pemilih

an umum sebaik-baiknya;

g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Operation Room adalah :

a. membantu Kepala Biro Khusus dalam menyusun Operati

on Room (Kamar data);
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b. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data tentang pelak

sanaan pemilihan umum;

c. menyusun Operation Room (kamar data) dengan bahan-

bahan dan data-data seperti tersebut dalam huruf b di

atas dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panel

dan lain sebagainya;

d. menyiapkan gambar-gambar, chart dan lain sebagainya

untuk kepentingan briefing, santiaji, penataran dan cer

amah-ceramah;

e. memelihara Operation Room;

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Tugas Kelompok Penghubung :

a. membantu Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum

dalam menyelesaikan masalah yang ditugaskan oleh Se

kretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum;

b. mengolah dan menelaah masalah-masalah atas petunjuk

Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum;

c. mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipan

dang perlu atas perintah atau petunjuk Sekretaris Umum/

Wakil Sekretaris Umum;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya;

e. membuat laporan atas petunjuk Sekretaris Umum/Wakil

Sekretaris Umum tentang pelaksanaan pemilihan umum.

(2) Pembagian tugas dalam Kelompok Penghubung ditentukan

oleh Sekretaris Umum.

Pasal 25

(1) Dalam hal Bagian terdiri dari Sub Bagian maka Kepala Bagian

bertugas memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan

mengawasi kegiatan Sub Bagiannya.
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(2) Tugas Kepala Sub Bagian adalah melaksanakan tugas dari

Bagian sesuai dengan bidangnya.

(3) Dalam hal Bagian tidak terdiri Sub Bagian, maka pembagian

tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 26

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah :

a. menyelenggarakan segala urusan tata usaha yang menjadi

tanggung jawab Biro;

b. memelihara barang-barang inventaris Biro.

BAB IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 27

(1) Susunan kepegawaian Sekretariat Umum disesuaikan dengan

susunan organisasi Sekretariat Umum yang bagan organisasi

nya seperti dimaksud dalam pasal 1 6.

(2) Pengisian susunan kepegawaian Sekretariat Umum disesuai

kan dengan tahap kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1

huruf b dan c yaitu pada tahap operasionil seperti tercantum

dalam lampiran III dan pada tahap non operasionil seperti

tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 28.

(1) Susunan kepegawaian Sekretariat Umum diisi dengan Pegawai

Negeri baik Sipil maupun ABRI yang dipekerjakan dari

Departemen/Lembaga Non Departemen dan Tenaga lainnya.

(2) Dalam pengisian kepegawaian seperti dimaksud dalam ayat

(1) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan yang ditentukan

oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

seperti tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
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BAB V

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 29.

(1) Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dipimpin oleh se

orang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

(2) Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari beberapa

Biro dan Bagian atau sebutan nama lainnya yang setingkat

dengan itu.

Pasal 30.

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari :

a. Biro Penyelenggaraan;

b. Biro Administrasi.

Pasal 31.

(1) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Bagian Program;

b. Bagian Penyelenggaraan;

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik;

d. Bagian Hubungan Masyarakat.

(2) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bagian Urusan Dalam;

c. Bendaharawan.

Pasal 32.

Bagian-bagian dalam Biro tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Tiap-tiap Bagian merupakan satu kelompok kerja serta pembagi

an tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 33.

Bagan Organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia

tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
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B A B VI

TATA KERJA SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 34.

(1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah mempersiapkan penye

lenggaraan teknis pemilihan umum untuk memilih Anggota

DPR, DPRD I dan DPRD II.

(2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :

a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan tek

nis pemilihan umum;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penye

lenggaraan;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya,

d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Program adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

program;

b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentu

kan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkum

pul;

c. menyusun konsep program penyelenggaraan pemilihan

umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Penye

lenggaraan untuk seterusnya disampaikan kepada Peja

bat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk di

ambil keputusan;

d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Ketua menjadi program dan menyampaikan kepada Pe

jabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan

dilaksanakan.
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e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(3) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

penyelenggaraan;

b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk

secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II serta menyampaikannya kepada Lembaga

Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentu

kan;

c. menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan untuk

Anggota DPR serta mengurus pengesahannya menurut

prosedur yang telah ditentukan;

d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon

Tetap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumuman

nya;

e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-

tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang

ditentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap pemilih

an Anggota DPRD I dan DPRD II;

f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan

pemungutan suara;

g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Ang

gota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan

Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;

h. mengadakan penghitungan suara dan menyusun Daftar

Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus peng

umumannya serta menyampaikan kepada Lembaga Pemi

lihan Umum;

i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan meng

himpun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPRD I dan

DPRD II:

j. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.
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(4) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggara dalam melaksana

kan tugasnya menyusun dokumentasi dan statistik;

b. mengumpulkan, menyusun/mensistimatisasikan dan me

nyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai penye

lenggaraan pemilihan umum;

c. memperbanyak bahan dan data-data tersebut menurut

keperluan atas perintah Pejabat yang berwenang;

d. memberikan bahan dan data-data tersebut kepada Pe

jabat-pejabat yang' memerlukan atas perintah Pejabat

atasan lainnya yang berwenang;

e. membuat Statistik dan Grafik mengenai kegiatan penye

lenggaraan pemilihan umum;

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

f 5) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :

a. membantu Kepala Biro penyelenggaraan dalam melak

sanakan tugasnya dibidang penerangan masyarakat;

b. mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan/atau

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau di

tetapkan oleh Ketua;

c. mengurus segala sesuatu mengenai dan/atau yang ber

hubungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala

surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilih

an Indonesia, menyelenggarakan administrasi personil, men

catat dan memelihara barang-barang inventaris, menyeleng

garakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Sekretariat.
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(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya da

lam bidang administrasi;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro

Administrasi;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. ' membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata

usaha;

b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan

kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan mendistribusi

kannya kepada yang berkepentingan;

c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat;

d. menyelenggarakan urusan personalia Panitia Pemilihan

Indonesia;

e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan

Indonesia dan membuat Notulen/catatan rapat-pimpinan

Sekretariat;

f. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan dan lain

sebagainya;

g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang urusan

dalam;

b. mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat;

c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat;
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d. menyediakan tempat-tempat rapat;

e. mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan

Indonesia:

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

a. menerima, menyimpan mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah ordonatur;

b. mengurus pembukuan;

c. menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah dilakukan;

d. menyimpan bukti-bukti kas.

BABVD

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 36.

(1) Susunan kepegawaian Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia

disesuaikan dengan susunan organisasi Sekretariat Panitia

Pemilihan Indonesia yang bagan organisasinya seperti dimak

sud dalam pasal 33.

(2) Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia diambil dari

personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 37.

Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka hubungan

kerja diselenggarakan dengan kordinasi dan kerja sama yang se

baik-baiknya antara Pejabat-pejabat Sekretariat Umum Lembaga

Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.
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BAB IX

HAL-HAL LAIN

Pasal 38

Mengingat situasi dan Kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I

Irian Jaya yang masih memerlukan pengaturan khusus maka

pembentukan Staf Penyelenggara Pemilihan Umum Irian Jaya

pada Panitia Pemilihan Indonesia diatur dengan Keputusan

tersendiri,

BAB X

PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur

lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 40

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 7 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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SUSUNAN KEPEGAWAIAN

LEMBAGA PEMI

DALAM TAHAP

JUM

NO.

URT.

SATUAN

ORGANISASI
B: t R 0 BAGIAN SUB BAGIAN

JABATAN/

PEKERJAAN
GOLONGAN

IV

PEG. NEl.

i 2 3 4 5 6 7

Sekretaris Umum — — a. Sekretaris

Umum

1

1b. Walcil Sekre

taris Umum

1 Perencanaan - - a. Kepala 1

1b. Wakil Kepala

1. Analisa dan

Evaluasi

- Kepala 1

1. Pendaftaran Pemi

lih dan Jumlah

Penduduk

a. Kepala

b. Pegawai

2. Pencalonan. dan

Penggantian

Anggota

a. Kepala

b. Pegawai

3. Pemungutan Suara

dan Penghitungan

Suara

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Program - Kepala I

1. Perencanaan

Umum dan Organi

sasi

a. Kepala

b. Pegawai —

2. Perencanaan

Logistik

a. Kepala

b. Pegawai -

Jumlah dipindahkan 6
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SEKRET* LAMPIRAN : IIIARIATUMUM

UHAN UMUM

OPERASIONIL

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1975

LAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS - 1968

ATAU YANG BERSAMAAN

GOLONGAN

01

GOLONGAN

II

GOLONGAN

I

JUMLAH
KETE

RANGAN

PH5. NEG. PEG. NEG. TEN. HAR. PEG. NEG. TEN. HAR PEG. NEG. TEN. HAR.

8 9 10 11 12 13 14 15

: - - -

1

1 -

1

- — - 1 -

— — — 1 —

1

2 2 -

1

2 2

-

1 1

2 2 - - 2 2

I 1

2 2 - - 2 2

- - - - 1 -

1 1

2 1 - - 2 1

1

1 1 - -

1

1 1

5 9 8 - - 20 8
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1 2 3 4 5 6

Jumlah Pindahan

3. Dokumentasi

dan Statistik

- Kepala

1. Dokumentasi dan

Perpustakaan

a. Kepala

b. Pegawai

2. Statistik a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

u. regawaj

2. Hukum - - a. Kepala

b. Wakil Kepala

1 . Berundang-

undangan

- a. Kepala

b. Pegawai

2. Penyelesaian

Hukum

- a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

b. Pegawai

3. Hubungan

Masyarakat

- - a. Kepala

b. Wakil Kepali

1. Publikasi dan

Penerangan

— a. Kepala

1. Penerbitan a. Kepala

b. Pegawai

2. Mau Media a. Kepala

b. Pegawai

2. Santiaji dan

Pembinaan

a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

Jumlah dipindahkan

b. Pegawai
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8 159 1410 13U 12

5 9 8 - - 20 8

- - 1 -

1

1 1 - - ; 1

1

l 1 -

-

! 1

1

1 -

- -

; -

- - - - -

1

-

2 1

- -

j 1

-

2 1

- —

\ 1

1

1

- -

- ;

-

-

- -

- - ! -

— — - . 1

1

2 1 1

I

1 2 - - ! 2

1

3 2 - - j 2

i

1
■' -

-

- !

-

13 24 17 - - 51 17
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1 2 3 4 5 6. 7

Jumlah Pindahan IS

4. Keuangan - a. Kepala 1

1b. Wakil Kepala

1. Anggaran - a. Kepala 1

b. Pegawai

2. Otorisasi - a. Kepala I

b. Pegawai

3. Pemeriksaan - a. Kepala 1

b. Pegawai

4. Pembukuan a. Kepala 1

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala •-

b. Pegawai

5. Administrasi

Umum

- a. Kepala 1

b. Wakil Kepala 1

1 . Tata Usaha - Kepala 1

1. Pengurusan Surat

dan Kearsipan

a. Kepala

b. Pegawai

2. Pengetikan dan

Penggadaan

a. Kepala -

b. Pegawai

2. Personalia - Kepala r

1 . Administrasi

Personil

a. Kepala

b. Pegawai

2. Kesejahteraan

Personil

a. Kepala -

b. Pegawai

3. Urusan Dalam

-

Kepala i

Jumlah dipindahkan 26

206



8 1S9 1410 1311 12

13 24 17 - 51. 17,

* - -

; -

2 2

- -

\ 2

-

1 2 -

-

\ 2

- 1 1 - - \ 1

- 2 1 -
"V

j 1

1

- - 1

- -

- — - !

1 -

- - - - - -

1

2 4

-

1 ; 5

1

3 4 1 2 ; 6

- - - - - 1

1

2 2

-

1 \ 3

1

. 11 3 - 1 4

- - - - - i -

39 36 1 5 83 41
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' 1 2 3 4 5 6 7

1. Rumah Tangga

Jumlah Pindahan

a. Kepala

26

b. Pegawai -

2. Keamanan Dalam a. Kepala

b. Pegawai -

3. Pergudangan a. Kepala -

b. Pegawai

4. Angkutan dan

Perjalanan

a. Kepala

b. Pegawai
-

a. Bendaharawan

4. Bendaharawan b. Pegawai

a. Kepala

Tata Usaha b. Pegawai -

6. Khusus - - a. Kepala 1

1b. Wukii Kepala

1 . Keamanan - Kepala 1

1. Pengumpulan

Data Keamanan

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Kebijaksanaan

Keamanan

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Operation

Room

- a. Kepala I

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

b. Pegawai
:
-

7. Kelompok

Penghubung

— - Anggota 7

JUMLAH: 37

4
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8 159 1410 1311 12

18 39 36 1 5 83 41

2 5 - 16 ; 21

[ 2 5

-

6 j 11

[ 1 1

-

1 ! 2

[ 2 4 5 20 ; 24

•

4 2

-

- \

-
2

[ 1

- - -

i

-

- - - -

;

-

- - - - - 1 -

1

1 1 - - ! 1

1

1 1 - - ; 1

- 4 2 - - \ 2

1

1

- - -

\ -

- - - - - 7 -.

27 58 57 6 48 127 105

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 1975.

MENTERI DALAM NKGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

tld

AMIRMAlHMJJD
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SUSUNAN KEPEGAWAIAN

LEMBAGA PEM

DALAM TAHAP N

•a

NO

URT

SATUAN

ORGANISASI
BIRO BAGIAN SUB BAGIAN

JABATAN/

PEKERJAAN
GOLONGAN

rv

PEG.NEG.

1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat

Umum

- - - a. Sekretaris Umum 1

1

b. Wakil Sekretaris

Umum

l.Peren-
canaan

- - a. Kepala 1

b. Wakil Kepala

1. Analisa dan

Evaluasi

- Kepala 1

1. Pendaftaran Pemi

lih dan jumlah

Penduduk

a. Kepala -

b. Pegawai

2. Pencalonan dan

Penggantian

Anggota

a. Kepala

b. Pegawai —

3. Pemungutan Suara

dan Penghitungan

Suara

a. Kepala

b. Pegawai

-

2. Program - Kepala

1 . Perencanaan Umum

dan Organisasi

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Perencanaan

Logistik

a. Kepala

b. Pegawai

3. Dokumentasi

dan Statistik

- Kepala 1

Jumlah dipindahkan 5

-
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SEKRETARIAT UMUM LAMPIRAN : IV

UHAN UMUM

>N OPERASION1L

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1975.-

AH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS - 1968

ATAU YANG BERSAMAAN
KETE

RANGANOLONCAN lOLONGAN

II

GOLONGAN

1

JUMLAH

m

PEC. NEG. PEG. NEG TEN. HAR. PEG. NEG. TEN. HAR PEG. NEG. TEN. HAR.

8 9 10 11 12 13 14 15

— — - - - 1

1

-

:

- - - 1 -

— — - — 1 -

- — -

- - - -

■

i

-

-

- 1

1 -

- — - —

- - - - - -

-

- - -

-

-

-

- - - -

—

- - - - 1 -

i - - - 7 -
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1 2 3 4 S 6 7

1 . Dokumentasi dan

Perpustakaan

Jumlah pindahan

a. Kepala -

b. Pegawai

2. Statistik a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

:b. Pegawai

2. Hukum - - a. Kepala

b. Wakil Kepala

1 . Perundang-

undangan

- a. Kepala

b. Pegawai

2. Penyelesaian

Hukum

- a. Kepala

b. Pegawai

f Tata Usaha a. Kepala
- a

.

b. Pegawai

3. Hubungan

Masyarakat

— a. Kepala

b. Wakil Kepala

1 . Publikasi dan

Penerangan

- a. Kepala

b. Pegawai

1 . Penerbitan a. Kepala

b. Pegawai

2. Mass Media a. Kepala

b. Pegawai

2. Santiaji dan

Pembinaan

- a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

b. Pegawai

4. Keuangan — — a. Kepala

b. Wakil Kepala

1 . Anggaran - a. Kepala

b. Pegawai

2. Otorisasi — a. Kepala

Jumlah dipindahkah

b . Pegawai

—

i
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8 159 1410 131 1 12

1 1 - - - 7 -

1

1

-

- -

1

1 -

- -

- -

- -

-

1

1

- - 1

1

-

- -

-

- - I -

1

-

: :

1

1

-

-

- -

- - - -

1

1

- - - 1

1

-

- -

-

-

-

1

-

- - - -

- - -

-

- - -

- -

-

- - -

- - - -

-

1 i

-

-

1

1 1

1 1

1 - - 1 -

- - -

1

-

-

2

-

-

1

2 2

-

~

-

— — — —

6 8 3 - - 25 3
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1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pindahan U

3. Pemeriksaan - a. Kepala -

b. Pegawai

4. Pembukuan - a. Kepala 1

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala -

b. Pegawai

5. Administrasi

Umum

- a. Kepala 1

b. Wakil Kepala

1. Tata Usaha - Kepala

1 . Pengurusan Surat

dan Kearsipan

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Pengetikan dan

Penggandaan

a. Kepala -

b. Pegawai

2. Personalia - Kepala 1

1 . Administrasi

Personil

a. Kepala

b. Pegawai -

2. Kesejahteraan

Personil

a. Kepala -

b. Pegawai

3. Urusan Dalam - Kepala 1

1. Rumah Tangga a. Kepala

b. Pegawai -

2. Keamanan Dalam a. Kepala -

b. Pegawai

3. Pergudangan a. Kepala

b. Pegawai -

4. Angkutan dan

Perjalanan

a. Kepala -

b. Pegawai

4. Bendaharawan - a. Bendaharawan !

Jumlah dipindahkan

b. Pegawai

17

214



8 159 1410 13U 12

6 8 3 - - 25 3

-

-

- -

-

-

2 1 -

-

1

:

1

- - -

1

-

- - -

—

-

.-

-

- - - - - 1 -

i

2 2 - 1 ; 3

[ 2 1 1 2 ; 3

- - - - - i -

i

2 1 - - j 1

i

1 2

-

1 1 3

- - - - - 1 -

i

2 2 - 14 \ 16

i

1 4 - 6 \ 10

i

1 1 - 1 I 2

l 1 3 2 8 1 11

—

3 1

1 —

3 ]

15 26 21 3 33 61 54
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1 2 3 4 S 6

Tata Usaha

Jumlah Pindahan

a. Kepala

b. Pegawai

6. Khusus - — a. Kepala

b. Wakil Kepala

- Kepala

1 . Pengumpulan Data

Keamanan

a. Kepala

b. Pegawai

2. Kebijaksanaan a. Kepala

b. Pegawai

2. Operation

Room

- a. Kepala

b. Pegawai

Tata Usaha a. Kepala

b. Pegawai

7. Kelompok - -
Anggota

JUMLAH SELURUHNYA
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g 159 1410 1311 12

15 26 21 3 33 61 54

1

7

-

- -

1

1

-

- - - -

-

1 -

- - - - - - -

-

-

—

-

—

- -

- — - — - — —

:

1

i 1 1 2 1

i

i

-

- -

1

1 -

- - - - - 3

17 29 22 4 33 72 55

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMAlHMUD
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LAMPIRAN : V

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : ll/LPU/TAHUN 1975.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT

PANITIA PEMIUHAN INDONESIA.

MENDAGRI/KETUA PPI

SEKERTARIS

PANITIA PEMIUHAN

INDONESIA

BIRO

PENYELENGGARAAN

""I

BIRO

ADMINISTRASI

BIRO i

J PEMILIHAN i

! IRIAN JAYA J

BAGIAN

PROGRAM

BAGIAN

PENYELENGGARAAN

BAGIAN

DOKUMENTASI DAN

STATISTIK

BAGIAN

TATA USAHA

BAGIAN

URUSAN DALAM

BENDAHARAWAN

BAGIAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT

Keterangan : Ditetapkan di : Jakarta.

( i Pada tanggal : 7 Juli 1975.

! ! Akan diatur tersendiri. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

1 1 LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

(td

AMIRMACHMUD.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 13/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA

PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai afficiensi, keserasian

dan kemantapan pelaksanaan Pemilihan

Umum, perlu menetapkan secara terperinci

susunan orga'nisasi dan tata kerja Badan Per

bekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pe

milihan Umum yang disesuaikan dengan pe

ngalaman-pengalaman penyelenggaraan Pemi

lihan Umum 1 971.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam

huni f a diatas maka susunan organisasi dan

tata kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum perlu diada

kan penyempurnaan.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2914) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1 970

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

2919) ;

221



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 970 tentang Lembaga Pemilih

an Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan

Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 05/LPU/Tahun

1975 tentang Pemberhentian, Pemindahan

dan Pengangkatan Pejabat-pejabat pada Lem

baga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN

TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN PERBEKALAN DAN PER

HUBUNGAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksd dengan :

a. Tahap Operasionil ialah masa .kegiatan Lembaga Pemilihan

Umum yang terdiri dari kegiatan routine dan kegiatan

pelaksanaan pemilihan umum terhitung mulai persiapan

penyelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pelantikan/

peresmian keanggotaan MPR ;

b. Tahap Non Operasionil ialah masa kegiatan routine Lembaga

Pemilihan Umum terhitung mulai setelah pelantikan/peresmi

an keanggotaan MPR sampai dimulainya persiapan penyeleng

garaan pemilihan umum beriktunya.
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BAB II

SUSUNAN

Pasal 2

(1) Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan

Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Apabila dianggap perlu pada Badan Perbekalan dan Perhu

bungan diangkat seorang Wakil Kepala yang diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan.

(4) Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari Biro, Bagian

serta Bendaharawan.

Pasal 3

(1) Biro dan Bendaharawan dalam Badan Perbekalan dan Perhu

bungan dikordinasikan oleh Kepala Badan Perbekalan dan

Perhubungan.

(2) Apabila telah diangkat seorang Wakil Kepala Badan Perbekal

an dan Perhubungan, maka ia bertugas membantu Kepala

Badan Perbekalan dan Perhubungan mengkordinasikan Biro,

dan Bendaharawan.

(3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan.

Pasal 4

Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Biro Pengadaan ;

b. Biro Angkutan dan Perhubungan ;

c. Biro Administrasi ;
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d. Biro Pengawasan ;

e. Bendaharawan.

Pasal 5

(1) Biro Pengadaan terdiri dari :

a. Bagian pembelian Dalam Negeri ;

b. Bagian Pembelian Luar Negeri ;

c. Bagian Alokasi.

(2) Biro Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Bagian Angkutan Darat ;

b. Bagian Angkutan Laut ;

c. Bagian Angkutan Udara ;

d. Bagian Pos dan Telekomunikasi.

(3) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha ;

b. Bagian Urusan Dalam.

(4) Biro Pengawasan terdiri dari :

a. Bagian Pengawasan Keuangan ;

b. Bagian Pengawasan Barang.

Pasal 6

(1) Bagian-bagian dalam Biro-biro pada Badan Perbekalan dan

Perhubungan masing-masing tidak dibagi dalam Sub Bagian.

(2) Bagian-bagian dalam Biro dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Su sunan personil Bagian disesuaikan dengan tugas Bagian.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Badan Perbekalan dan Perhubungan

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB III

TATA KERJA BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN

PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

(1) Tugas Biro Pengadaan adalah mengadakan, menyimpan dan

memelihara serta mendistribusikan barang-barang yang diper
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lukan untuk melaksanakan pemilihan umum menurut ren

cana yang telah ditetapkan.

(2) Tugas Kepala Biro Pengadaan adalah :

a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum dalam melaksanakan

tugasnya dibidang pengadaan ;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam

Biro Pengadaan ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubung

an pada Lembaga Pemilihan Umum tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri adalah :

a. membantu Kepala Biro Pengadaan dibidang pembelian

barang-barang di dalam negeri ;

b. menyusun prosedur pembelian barang-barang di dalam

negeri menurut rencana yang telah disahkan ;

c. mengurus pembelian barang-barang di dalam negeri me

nurut rencana yang telah disahkan ;

d. mengurus pencetakan formulir-formulir teknis pemilihan

umum yang diperlukan menurut rencana yang telah

disahkan ;

e. menyerahkan 1 barang-barang yang telah dibeli atau dicetak

kepada Kepala Bagian Alokasi ;

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri adalah :

a. membantu Kepala Biro Pengadaan dalam bidang pembeli

an barang-barang di Luar Negeri ;
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b. menyusun prosedur pembelian barang-barang di Luar

Negeri ;

c. mengurus pembelian barang-barang di Luar Negeri menu

rut rencana yang telah disahkan ;

d. menyerahkan barang-barang yang telah dibeli kepada

Kepala Bagian Alokasi ;

e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :

a. membantu Kepala Biro Pengadaan dalam bidang distri

busi barang ;

b. menerima barang-barang dari Kepala Bagian Pembelian

Dalam Negeri dan Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri ;

c. menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah

diterima ;

d. mendistribusikan barang-barang yang telah diterima me

nurut rencana yang telah disahkan ;

e. menyelenggarakan administrasi dan pertanggungan jawab

barang-barang ;

f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 9

( 1 ) Tugas Biro Angkutan dan Perhubungan adalah mengurus dan

menyelenggarakan pengangkutan barang-barang kepada Pani

tia-panitia yang ada dalam Lembaga Pemilihan Umum dan

mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos dan

telekomunikasi untuk pelaksanaan pemilihan umum.

(2) Tugas Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan adalah :

a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum dibidang angkutan dan

perhubungan ;
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b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Ang

kutan dan Perhubungan ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubung

an pada Lembaga Pemilihan Umum tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Angkutan Darat adalah :

a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan

dibidang angkutan darat ;

b. mengurus dan imenyelenggarakan pengangkutan barang-

barang melalui darat, menurut rencana yang telah disah

kan ;

c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan

barang-barang yang diangkut ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Angkutan Laut adalah :

a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan

dibidang angkutan laut ;

b. mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-

barang melalui laut menurut rencana yang telah disahkan;

c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan

barang-barang yang diangkut ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Angkutan Udara adalah :

a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan

dibidang angkutan udara ;
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b. mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang

melalui udara menurut rencana yang telah disahkan ;

c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan

barang-barang yang diangkut ;

. d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(6) Tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah :

a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan

dibidang pos dan telekomunikasi ;

b. mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan

telekomunikasi untuk pelaksanaan pemilihan umum ;

c. memelihara perlengkapan pos dan telekomunikasi ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 1 0

(1) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah menyelenggarakan

urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Badan

Perbekalan dan Perhubungan, menyelenggarakan administrasi

dan pemeliharaan barang yang ada pada Badan Perbekalan

dan Perhubungan, menyelenggarakan urusan dalam, serta

menyusun dan mengurus pembiayaan intern Badan Perbekal

an dan Perhubungan.

(2) . Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi ;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Admi

nistrasi ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya ;
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d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dibidang tata usaha ;

b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan

kepada Badan Perbekalan dan Perhubungan serta men

distribusikannya kepada yang berkepentingan ;

c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang

menjadi tanggung jawab Badan Perbekalan dan Perhu

bungan ;

d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Badan Per

bekalan dan Perhubungan ;

e. membuat catatan/notulen rapat Pimpinan Badan Perbe

kalan dan Perhubungan ;

f. memimpin pekerjaan mengetikan, penstensilan dan peng

gandaan ;

g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam melaksanakan

tugasnya dibidang Urusan Dalam ;

b. menyelenggarakan administrasi dan memelihara barang-

barang inventaris yang menjadi tanggung jawab Badan

Perbekalan dan Perhubungan ;

c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan Perbekal

an dan Perhubungan ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 11.

( 1 ) Tugas Biro Pengawasan adalah mengawasi pembelian barang-

barang dan penggunaan keuangan dari Badan Perbekalan
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dan Perhubungan serta mengawasi penyimpanan dan pen

distribusian (alokasi) barang-barang.

(2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :

a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan ;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam

Biro Pengawasan ;

c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya ;

d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :

a. membantu Kepala Biro Pengawasan dibidang pengawasan

keuangan ;

b. mengadakan pengawasan terhadap segala pengeluaran

pembelian barang ;

c. melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidangnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan barang adalah :

a. membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang peng

awasan barang ;

b. mengadakan pengawasan penyimpanan dan pendistri

busian barang ;

c. melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan

Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan ;

d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.
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Pasal 1 2.

Tugas Bendaharawan adalah :

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah Ordonatur ;

b. mengurus pembukuan ;

c. menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang yang

telah dilakukan ;

d. menyimpan bukti-bukti kas.

BAB IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN DAN

PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 13.

(1) Susunan Kepegawaian Biro dalam Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum disesuaikan

dengan susunan organisasi Badan Perbekalan dan Perhubung

an pada Lembaga Pemilihan Umum yang bagan organisasinya

seperti dimaksud dalam pasal 7.

(2) Pengisian susunan kepegawaian disesuaikan dengan tahap

kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 yaitu pada tahap

operasionil seperti tercantum dalam Lampiran III dan pada

tahap non operasionil seperti tercantum dalam Lampiran IV

Keputusan ini.

Pasal 14.

(1) Susunan kepegawaian Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum dalam tahap non operasionil

di isi dengan Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI yang di

pekerjakan dari Departemen/Lembaga Non Departemen.
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(2) Susunan kepegawaian Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum dalam tahap operasionil

adalah susunan kepegawaian dalam tahap non operasionil

ditambah dengan Pegawai Negeri Sipil maupun ABRI yang

dipekerjakan dan tenaga lainnya.

(3) Dalam penempatan kepegawaian Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum menentukan jenjang ke

pangkatannya seperti tersebut dalam Lampiran II Keputusan

ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 1 5.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur

lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Pasal 1 6

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 1 975

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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JENJANG PANGKAT-PANGKAT UNTUK JABATAN P

BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ESELON NOMOR JABATAN

(D (2) (3)

Ia 1.

KEPALA BADAN PERBEKALAN

DAN PERHUBUNGAN

Ib L

WAKIL KEPALA BADAN PERBE

KALAN DAN PERHUBUNGAN

Ila 1. KEPALA BIRO

IIb 1. BENDAHARAWAN

m. 1. KEPALA BAGIAN

234



LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

IMPEMAN PADA KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

PADA NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975.

GOLONGAN/RUANG PGPS-1968

KETERANGAN

PERMULAAN LANJUTAN TERTINGGI

(4) (5) (6) f 7)

IV/d —
IV/e

IV /d
—

IV/d

IV/b - IV/c

IV/a
—

IV/b

ni/d
—

IV/a

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

DALAM TAHAP OPERASIONIL

JUM

NO.

URT.

SATUAN

ORGANISASI
BIRO BAGIAN SUB BAGIAN

JABATAN/

PEKERJAAN

GOLONGAN

1 2 3 4 5 6

PEG. NEG.

Badan Perbekalan

dan Perhubungan.

- - - a. Kepala

\b. Wk. Kepala

I . Pengadaan - - Kepala i

a. Pembelian Da

lam Negeri

— a. Kepala

lb. Pegawai

b. Pembelian

Luar Negeri

- a. Kepala

lb. Pegawai

c. Alokasi - a. Kepala

b. Pegawai

2 . Angkutan dan

Perhubungan

- - Kepala •

a. Angkutan

Darat

- a. Kepala

Lb. Pegawai

b. Angkutan

Laut

- a. Kepala

[b. Pegawai

c. Angkutan

Udara

— a. Kepala

b. Pegawai

d. Pos dan Tele-

Komunikasi

• a. Kepala

[b. Pegawai

3. Administrasi - - Kepala

a. Tata - Usaha a. Kepala

l- b. Pegawai

b. Urusan Dalam a. Kepala

.-

Jumlah dipindahkan

b. Pegawai

14
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LAMPIRAN : lil

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

DAN PERHUBUNGAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975

LAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS 1978

ATAU YANG DIPERSAMAKAN

JUMLAH

GOLONGAN

III.

GOLONGAN

II.

GOLONGAN

I.

KETE

RANGAN

PEG. NEG. PEG. NEG. TEN. HAR. PEG. NEG. TEN. HAR. PEG. NEG. TEN: HAR.

8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - -

;

-

- - - - - i -

—

1 3

—

- ! 3

—

1 - ! -

-

1 3 : : ! 3

- - - - - 1 -

-

1 3 — — ! 3

-

2 - [ 2

— —

2 - - [ 2

- - 2 - - ]- 2

- - - - - . -

1 3 1 3

1 3 - - ! 3

- 6 21 20 21
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2 3 4 5 6
•

Pindahan Jumlah

4. Pengawasan - - a. Kepala

a. Pengawasan

Keuangan

- a. Kepala

b. Pegawai

a. Pengawasan - a. Kepala

b. Pegawai

S. Bendaharawan - - a. Kepala

b. Pegawai

Jumlah 1
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8 159 1410 13II 12

- 6 21 - - 20 21

- - - - - 1 -

- 1 1 - - ! 1

-

1 1 - - i 1

— 1 1 -

-

i 1

- 9 24 - - 27 24

Jakarta, 28 Juli I97S

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

DALAM TAHAP NON OPERASIO

JUMLAH

NO.

URT.

SATUAN

ORGANISASI
BIRO BAGIAN SUB BAGIAN

JABATAN/

PEKERJAAN

GOLONGAN

IV.

PEG. NEC

1 2 3 4 5 6 7

Badan Perbekalan

dan Perhubungan

- - - a. Kepala 1

1b. Wk. Kepala

1. Pengadaan
- -

Kepala I

a. Pembelian Da

lam Negeri

- a. Kepala

b. Wk. Kepala

b. Pembelian Lu

ar Negeri

- a. Kepala

b. Pegawai

c. Alokasi - a. Kepala 1

b. Pegawai

2. Angkutan dan

Perhubungan

- — Kepala 1

a. Angkutan Da

rat

— a. Kepala 1

b. Pegawai

b. Angkutan

Laut

- a. Kepala —

b. Pegawai

c. Angkutan

Udara

- a. Kepala

b. Pegawai

d. Pos dan Tele

komunikasi

- a. Kepala 1

b. Pegawai

3. Administrasi - - Kepala 1

a. Tata Usaha — a. Kepala

b. Pegawai

b. Urutan Dalam - a. Kepala 1

Jumlah dipindahkan

b. Pegawai

9
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DAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : IV

ML SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975.

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS 1978

ATAU YANG DIPERSAMAKAN

GOLONGAN

UI.

GOLONGAN

II.

GOLONGAN
JUMLAH

KETE

RANGAN

PEG.NEG. PEG.NEG. PEG. NEl. PEG. NEG. TEMHAR. PEG. NEG. TEN. HAR.

8 9 10 11 12 13 14 15

-

-

-

-

- 1

1 -

- - - - - 1 -

- - -- - -

: -

- - - - -

- -

- 1

- — — i

i

—

— — — - — i —

1

- -

i

-

—

— — — —

- -

— - -

- - -

-

- - - - - i

-

- - - - - i

- -

—

- -

—

1

-

i -

- 2 - - - ii -
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I 2 3 4 S 6

Pindahan Jumlah

4. Pengawasan - - Kepala

a. Pengawasan

Keuangan

a. Kepala

b. Pegawai

b. Pengawasan

Barang

a. Kepala
-

b. Pegawai

a. Kepala

5. Bendaharawan - -
b. Pegawai

Jumlah 1
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8 1 59 1410 1311 12

- 2 - - -
11

- - - - - 1 -

-

—

—

- 1

- —

-

-

-

- -

- 1 - -

- 1

1

- 3 - - - 15

Jakarta, 28 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

«d.

AMIRMAlHMUD

243





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 16/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM ASISTENSI MENTERI DALAM

NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM ASISTENSI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA

PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pe

rubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

telah disampaikan kepada DPR dengan Amanat

Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni

1975;

b. bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan

tersebut akan dibicarakan dalam Sidang/

Rapat-rapat Kerja DPR;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas,

perlu dibentuk Team Asistensi Mentferi Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang

telah bertugas menyusun Penjelasan Pemerin

tah, jawaban-jawaban Pemerintah dan lain-

lain yang berhubungan dengan Rancangan

Undang-undang Perubahan tersebut pada Ra

pat-rapat Kerja dengan DPR;

d. bahwa Pejabat-pejabat yang tersebut dalam

Daftar Lampiran Keputusan ini disamping tu

gasnya sehari-hari dianggap cakap dan me
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menuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam

jabatan yang tercantum pada ruang 4 Daftar

Lampiran Keputusan dimaksud.

Mengingat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2914);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 2915);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2919);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2920);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor

38);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 1970;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 1970;
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9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun

1973;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun

1974;

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/1975;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun

1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Asistensi Menteri Dalam Ne

geri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk

menyusun Penjelasan Pemerintah pada Sidang

DPR dan menyusun tanggapan Pemerintah pada

Rapat Kerja DPR dalam membicarakan Rancang

an Undang-undang tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 yang selanjutnya

disebut Team Asistensi Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Kedua : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Team Asistensi bertugas :

1. Menyusun Penjelasan Pemerintah pada sidang

Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per-

musyawaratan/perwakilan Rakyat dan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susun

an dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD;

2. Menyusun tanggapan/jawaban Pemerintah atas

Pertanyaan Anggota-anggota DPR pada Rapat

Kerja/Panitia Khusus DPR yang membahas

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sampai

dengan disahkannya Rancangan Undang-un

dang Perubahan tersebut menjadi Undang-

undang;

3. Melaporkan hasil rumusan jawaban Pemerintah

atas pertanyaan-pertanyaan Anggota DPR

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan

kedua Rancangan Undang-undang Perubahan

tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

Keempat : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team, apa

bila dianggap perlu Ketua Team diberi wewenang

untuk mengangkat Staf Sekretariat Team.

Kelima : Masa Kerja Team Asistensi berlaku sejak 1 April

1975 sampai dengan disahkannya Rancangan

Undang-undang tentang Perubahan Undang-un

dang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1969 menjadi Undang-undang;

Keenam : Segala biaya keperluan Team Asistensi dibeban

kan pada Anggaran Biaya Lembaga Pemilihan

Umum.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di

tetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April

250



1975 dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang

kutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlu

nya.

Ditetapkan di. : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1975

NO.

URUT
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN DALAM

TEAM ASISTENSI

1 2 3 4

I. ERMAN HARIRUSTAMAN Direktur Jenderal Sosial Polilik

Departemen Dalam Negeri/Wakil

Sekretaris Umum Lembaga Pe

milihan Umum

Ketua merangkap Anggota

2. IBNOE SALEH Kepala Biro Administrasi Umum

Lembaga Pemilihan Umum

Wakil Ketua I merangkap

Anggota

3. SLAMET JAYAV1JAYA Kepala Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum

Wakil Ketua II merangkap

Anggota

4. DRS. P. GUNARDO

SUBLY SENAP1 SH.

Kepala Biro Peren-janaanLem-
baga Pemilihan Umum.

Kepala Bagian Analisa dan Eva

luasi Biro Perencanaan Lembaga

Pemilihan Umum

Sekretaris 1 merangkap Anggota

Sekretaris U merangkap Anggota5.

6. DRS. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha Biro

Administrasi Umum Lembaga

Pemilihan Umum

Sekretaris III merangkap Anggota

7. TULUS SUPRAPTO SH. Kepala Direktorat Pembinaan

Masyarakat Direktorat Jenderal

Sosial Politik

Anggota

8. DRS. MOEG1ANTO Anggota Kelompok Penghubung

Lembaga Pemilihan Umum

Anggota

9. SOEDHARNO.SH. Kepala Bagian Urusan Dalam

Biro Administrasi Umum Lem

baga Pemilihan Umum

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 197S.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 38/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

TEAM KOREKSI PENCETAKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, FORMULIR-FORMULIR

UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 38/LPU/TAHUN 1975

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM KOREKSI

PENCETAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

FORMULIR-FORMULIR UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN

UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk para pelaksana/penyelenggara/

pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 1977

perlu dibekali peraturan perundang-undangan,

formulir mengenai Pemilihan Umum;

b. bahwa peraturan perundangan, formulir-for

mulir tersebut huruf a perlu diperbanyak/di

cetak untuk dibagikan kepada para pelaksana/

penyelenggara pemilihan untuk dijadikan se

bagai pegangan/pedoman atau untuk diisi;

c. bahwa untuk meneliti/mengoreksi hasil pence

takan peraturan perundang-undangan dan for

mulir-formulir tersebut diatas dari salah cetak,

baik redaksi maupun Pasal-pasalnya sebelum

dibagikan perlu dibentuk Team Koreksi;

d. bahwa Pejabat-pejabat yang tersebut dalam

Daftar lampiran Keputusan ini disamping tu

gasnya sehari-hari dianggap cakap dan meme

nuhi syarat-syarat untuk ditunjuk/diangkat

dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4

Daftar Lampiran Keputusan dimaksud.
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1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914), se

bagai telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 38 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915); seba

gaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2919);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 3;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2920);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor ll/LPU/1975;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/1975;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 36/LPU/1975.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Team Koreksi Pencetakan Peraturan

Perundang-undangan, Formulir keperluan Pemi

lihan Umum yang selanjutnya disebut Team



Koreksi Pencetakan Peraturan Perundang-undang-

an dan Formulir;

Kedua : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Team Koreksi bertugas :

1. Mengadakan koreksi/perbaikan-perbaikan ter

hadap hasil pencetakan peraturan perundang-

undangan, Formulir yang dicetak untuk ke

perluan Pemilihan Umum 1977 dari salah

cetak dan salah susunan sebelum dibagikan

kepada para pelaksana/penyelenggara Pemilih

an Umum maupun kepada Pemilih;

2. Menyerahkan kembali hasil koreksi/perbaikan

tersebut kepada percetakan untuk dicetak

kembali sampai tidak ada kesalahan cetak/

salah susunan.

Keempat : Masa Kerja Team Koreksi ini berlaku sejak 1

Desember 1975 sampai dengan dikirimkannya

peraturan perundang-undangan dan Formulir ter

sebut ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

Kelima : Segala biaya keperluan Team Koreksi ini dibeban

kan pada Anggaran Biaya Lembaga Pemilihan

Umum.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dan berlaku surut sejak 1 Desember 1975

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Desember 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttcl

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO



DAFTAR Lampiran Keputusan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum

Nomor : 38/LPU/Tahun 1975.

Kedudukan

No.
Nama Jabatan dalam Team

Urut
Koreksi

1. IBNOE SALEH Kepala Biro Administrasi

Umum.

Ketua me

rangkap

Anggota.

2. SLAMET JV. Kepala Biro Hukum Wakil Ketua

merangkap

Anggota.

3. Drs. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha

Biro Administrasi Umum.

Sekretaris I

merangkap

Anggota

4. SAMPURNO Kepala Bagian Dokumentasi/

Statistik Biro Perencanaan.

Sekretaris H

merangkap

Anggota.

5. Drs. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan. Anggota.

6. SUBLY SENAPI, SH. Kepala Bagian Analisa dan Anggota.

Evaluasi Biro Perencanaan.

7. Drs. A. ZAINAL Kepala Bagian Op. room

Biro Khusus.

Anggota

8. Drs. ISTOWO Kepala Bagian Santiaji

Biro Humas

Anggota.

9. M. MARSAID Kepala Bagian Otorisasi

Biro Keuangan

Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Paila tanggal : 19 Desember 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM,

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 01/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN-BADAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM

DI DAERAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 01/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN-BADAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a.

Mengingat

b.

bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian

dan kemantapan penyelenggaraan Pemilihan

Umum, perlu menetapkan susunan organisasi

dan tata kerja Badan-badan Penyelenggara

Pemilihan Umum di Daerah yang disesuaikan

dengan pengalaman-pengalamai yang diperoleh

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

1971 ;

bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam

huruf a di atas, maka susunan organisasi dan

tata kerja Badan-badan Penyelenggara Pemi

lihan Umum di Daerah perlu diadakan pe

nyempurnaan ;

Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
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3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1 970 ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/

Tahun 1975 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 3/LPU/Tahun

1975.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KE

TUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN -

TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN-BADAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM DI DAERAH .

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

(1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Ba

dan yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1 976 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975.

b. Ketua adalah Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungut

an Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;

c. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/

Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;
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d. Sekretaris adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Il/Panitia

Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;

e. Anggota adalah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pe

mungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;

f. Personil adalah mereka yang diangkat dan atau dipeker

jakan pada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat Il/Panitia Pemungutan Suara/

Panitia Pendaftaran Pemilih ;

g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai yang

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1 974.

(2) Dalum satu pengertian yang sama :

a. Daerah Tingkat I adalah termasuk Daerah Istimewa Yog

yakarta, Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah termasuk Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta ;

c. Daerah Tingkat II adalah termasuk Kotamadya dan Kota

Administratip dalam lingkungan Daerah Khusus Ibukota

Jakarta ;

d. Kepala Daerah Tingkat II adalah termasuk Walikota

Administratip tersebut c.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(4 ) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah suatu Panitia yang

ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggara
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kan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat 1 sesuai dengan garis

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota

Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

a. Membantu tugas-tugas panitia Pemilihan Indonesia ;

b. Mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemi

lihan umum untuk pemilihan Anggota DPRD I dan DPR-

D IL

c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD I

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala

sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendali

kan, mengarahkan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II untuk menjamin kesatuan usaha dan

kegiatan secara efektif dan efisien.

(3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggara

an Pemilihan Umum didalani Daerah Tingkat L
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Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari sebanyak-

banyaknya 1 0 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan

Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul

Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I.

(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya men

jadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Dae

rah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

(4) Anggota-anggota panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri

dari :

a. Unsur-unsur Pemerintah yaitu Unsur Pemerintah Daerah,

ABRI, Kejaksaan, Unsur Departemen Penerangan dan

Unsur-unsur Pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan

keadaan di Daerah ;

b. Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang terdiri dari

Partai Politik dan Golongan Karya masing-masing satu

orang.

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pe

milihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah/Ketua Pani

tia Pemilihan Daerah Tingkat I.
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(2) Susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I terdiri dari beberapa Biro dan Bagian.

(3) Biro-biro dan Bagian-bagian pada Sekretariat dipimpin oleh se

orang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah personil yang di -

ambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI, diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Biro Penyelenggaraan ;

b. Biro Administrasi ;

c. Biro Perbekalan dan Perhubungan ;

d. Biro Pengawasan.

(2) Biro p Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Bagian Teknis Pemilihan Umum ;

\ Bagian Dokumentasi dan Statistik ;

c. Bagian Keamanan ;

d. Bagian Hubungan Masyarakat.

(3) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha ;

b. Bagian Urusan Dalam ;

c. Bendaharawan.

(4) Biro Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Bagian Pengadaan ;

b. Bagian Alokasi ;

c. Bagian Angkutan dan Perhubungan.

(5) Biro pengawasan terdiri dari :

a. Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum ;

b. Bagian Pengawasan Keuangan ;

c. Bagian Pengawasan Barang.
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Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas

Pasal 9

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah

merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai

yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan

pembidangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya

harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan

Umum.

Pasal 10

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang sifatnya pokok,

dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat 1, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan

kepada Ketua.

Pasal 1 1

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I ;

b. Mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat

II;

c. Mengadakan hubungan keluar ;

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
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Pasal 1 2

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 1 3

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 melaksa

nakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggara

kan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyeleng

garaan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 1 5

Tugas Sekretaris adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

Pasal 1 6

(1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah merencanakan dan me

nyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran penyeleng

garaan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR,

DPRD I dan DPRD II dalam Daerah Tingkat I.

(2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teh-

nis Pemilihan Umum ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam

Biro Penyelenggaraan ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;
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d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :

a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

penyelenggaraan ;

b. Mengumpulkan dan menyusun/mensistimatisasikan ba

han-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyeleng

garaan Pemilihan Umum ;

c. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data

yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-

bahan dan data-data tersebut ;

d. Menyusun program penyelenggaraan tehnis Pemilihan

Umum menurut ketentuan dari Lembaga Pemilihan

Umum/Panitia Pemilihan Indonesia serta kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Ketua dan menyampaikannya ke

pada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan

untuk diambil keputusan ;

e. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program

dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang ber

kepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan ;

f. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tehnis Pe

milihan Umum yang meliputi :

(i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan penduduk

secara terperinci menurut Daerah Tingkat II serta

menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Indo

nesia ;

(ii) Menerima surat-surat pencalonan/daftar calon yang

diajukan oleh Organisasi-organisasi yang mencalon

kan serta menyerahkan daftar tersebut kepada Pani

tia Peneliti Daerah Tingkat I untuk diadakan peneli

tian sesuai peraturan perundang-undangan yang ber

laku ;

(iii) Memeriksa secara tehnis surat-surat pencalonan/daf

tar calon untuk pemilihan Anggota DPRD I yang
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telah diteliti oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat I

dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I untuk diputuskan ;

(iv) Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon

Tetap untuk Anggota DPRD I dan mengurus peng

umumannya ;

(v) Mengurus pengiriman Daftar Calon Sementara/Tetap

kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

(vi) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pembe

rian suara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian

Jaya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

(vii) Mengurus penyelenggaraan penghitungan suara dan

menyampaikan.. laporannya kepada Panitia Pemi

uhan Indonesia ;

(viii) Menyusun Daftar Calon Terpilih untuk Anggota

DPRD I dan mengurus pengumumannya ;

(ix) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk

keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II dan menyampaikannya

kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Indonesia untuk diselesaikan me

nurut cara yang telah ditentukan ;

(x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan ke

padanya ;

(xi) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melaksa

nakan tugasnya menyusun Dokumentasi dan Statistik ;

272



b. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan me

nyimpan bahan-bahan dan data mengenai penyelenggara

an Pemilihan Umum ;

c. Memperbanyak bahan-bahan dan data tersebut menurut

keperluan atas perintah Kepala Biro Penyelenggaraan ;

d. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada

Pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Kepala

Biro Penyelenggaraan atau Pejabat atasan lainnya yang

berwenang ;

e. Menyusun dokumentasi dan perpustakaan mengenai ke

giatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk

buku, statistik, gambar dan lain-lainnya ;

f. Menyediakan buku, statistik, gambar dan lain sebagainya

kepada Pejabat yang memerlukan ;

g. Merencanakan, mengusahakan dan memelihara perleng

kapan pemotretan, projektor dan perekaman suara ;

h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Keamanan adalah :

a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. Mengumpulkan data tentang situasi keamanan yang me

liputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

(Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan penyelenggara

an Pemilihan Umum ;

c. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan

setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

d. Melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;

e. Mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya

tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum,

personil, finansiil dan materiil ;
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f. Mengadakan hubungan dengan instansi-intansi keamanan

lainnya untuk menjamin koordinasi tindakan pengaman

an Pemilihan Umum sebaik-baiknya ;

g. Menyusun kamar data (operation room) dengan bahan-

bahan dan data-data penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panil dan lain

sebagainya;

h. Menyiapkan gambar, chart dan lain sebagainya untuk

keperluan briefing, santiaji, penataran dan ceramah ;

i. Memelihara kamar data (operation room) ;

j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

6) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :

a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melaksa

nakan tugasnya dibidang penerangan kepada masyarakat

tentang kebijaksanaan dan kegiatan Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I ;

b. Mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan

atau kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan

oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;

c. Mempersiapkan bahan-bahan press-release dan konperen-

si pers ;

d. Mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-

produk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;

e. Menerbitkan buletin Pemilihan Umum ;

f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pene

rangan tentang Pemilihan Umum melalui siaran radio atau

televisi ;

g. Membuat film tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam wilayah Daerah Tingkat I untuk keperluan pene

rangan dan dokumentasi ;
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h. Merencanakan, mengurus dan menyelenggaraan santiaji

dan penataran kepada petugas penyelenggara Pemilihan

Umum Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;

i. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro yang Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 1 7

(1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala

surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat,

menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan meme

lihara barang-barang Inventaris, menyelenggarakan urusan

dalam dan mengurus pembiayaan Panitia.

(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang administrasi ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam

Biro Administrasi ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekertaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. Membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata

usaha ;

b. Menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan ke

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan mendistribusikan

kepada yang bersangkutan ;

c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat ;

d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;
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e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;

f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I, dan membuat notulen/catatan rapat

pimpinan Sekretariat ;

g. Memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggan

daan dan lain sebagainya ;

h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Administrasi tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. Membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang Urus

an Dalam ;

b. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat ;

c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat, an

tara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor, memeli

hara gedung, mengurus pergudangan, menyediakan tem

pat rapat dan lain sebagainya ;

d. Menyelenggarakan administrasi kendaraan, perawatan

kendaraan dan mengatur pengangkutan ;

e. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I ;

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Administrasi tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah Ordonatur ;

b. Mengurus pembukuan ;

c. Menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah dilakukan ;

d. Menyimpan bukti-bukti kas.
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Pasal 1 8

(1 ) Tugas Biro Perbekalan dan perhubungan adalah :

a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pe

milihan Umum.

b. Mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan barang-

barang yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilih

an Umum menurut rencana yang telah ditetapkan ;

c. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-

barang yang menjadi tanggung jawab Panitia ;

d. Mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos

dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan

Umum.

(2) Tugas Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan :

a. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya di

bidang pengadaan, angkutan dan perhubungaan

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam

Biro Perbekalan dan Perhubungan ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengadaan adalah :

a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan ;

b. Mengurus pengadaan barang-barang didalam Daerah Ting

kat I menurut ketentuan yang ditetapkan Ketua Lembaga

Pemilihan Umum, dan menyerahkannya kepada Kepala

Bagian Alokasi ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

i
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tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :

a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

dalam bidang distribusi barang ;

b. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pe

milihan Umum dan dari Kepala Bagian Pengadaan ;

c. Menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah

diterima :

d. Mendistribusikan barang-barang yang telah diterima ke

pada Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menurut

rencana yang telah ditentukan ;

e. Menyelenggarakan administrasi barang ;

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Angkutan dan Perhubungan adalah :

a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

dibidang angkutan dan perhubungan ;

b. Mengurus menyelenggarakan pengangkutan barang-barang

melalui darat, laut dan udara serta menyerahkannya

kepada yang berkepentingan menurut cara dan waktu

yang telah ditentukan ;

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan

barang-barang yang diangkut ;

d. Mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan

telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan, kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.
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Pasal 1 9

(1) Tugas Biro Pengawasan adalah mengawasi :

a. Persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. Pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran

lain ;

c. Penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan barang-

barang yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I.

(2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang pengawasan ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Bagian yang ada didalam Biro

Pengawasan ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum

adalah :

a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang peng

awasan tehnis Pemilihan Umum ;

b. Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan

Umum ;

c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tin

dakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris

melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan

atau disarankan kepada Ketua guna diambil tindakan-

tindakan perbaikan ;

d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada

Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.
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(4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :

a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang peng

awasan keuangan ;

b. Mengurus penerimaan barang-barang dari Pengeluaran-

pengeluaran lainnya yang menjadi tanggungjawab Panitia;

c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tin

dakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris

melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan

kepada Ketua guna diambil tindakan-tindakan perbaikan ;

d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimba

ngan kepada Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :

a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang peng

awasan barang ;

b. Mengawasi penyimpanan, pendistribusian dan pengguna

an barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia ;

c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tin

dakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris

melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan

kepada Ketua guna diambil tindakan-tindakan perbaikan ;

d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah suatu Panitia yang

ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggara
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kan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat II sesuai dengan

garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

(2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II berkedudukan di Ibu

kota Daerah Tingkat II.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 21

Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah :

a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD II.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 22

( 1 ) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala

sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendali

kan, mengarahkan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan

Suara untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara

efektif dan efisien.

(3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggara

an Pemilihan Umum di dalam Daerah Tingkat II.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari sebanyak-

banyaknya 1 0 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan
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Wakil Ketuanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas

usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il/Walikota

karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II, diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I.

(3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat II.

(4) Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri

dari :

a. Unsur-unsur Pemerintah yaitu Unsur Pemerintah Daerah,

ABRI, Kejaksaan, Unsur Departemen Penerangan dan

unsur-unsur Pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan

keadaan di Daerah ;

b. Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang terdiri dari

Partai Politik dan Golongan Karya masing-masing satu

orang.

Pasal 24

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota

madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat II.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II terdiri dari beberapa Bagian dan Sub Bagian.

(3) Bagian-bagian dan Sub Bagian-Sub Bagian dalam Sekretariat

dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah
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personil yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun

ABRI, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota-

madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat II.

Pasal 25

( 1 ) Sekretariat terdiri dari :

a. Bagian Penyelenggaraan ;

b. Bagian Administrasi ;

c. Bagian Perbekalan dan Perhubungan.

(2) Bagian Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tehnis Pemilihan Umum ;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Statistik ;

c. Sub Bagian Keamanan ;

d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

(3) Bagian Administrasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Sub Bagian Urusan Dalam ;

c. Bendaharawan.

(4) Bagian Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengadaan ;

b. Sub Bagian Alokasi ;

c. Sub Bagian Angkutan dan Perhubungan.

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

II tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas

Pasal 27

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah

merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan
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satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai

yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan

pembidangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya

harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan

Umum.

Pasal 28

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang sifatnya pokok,

dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia, Pemilihan

Daerah Tingkat II, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserah

kan kepada Ketua.

Pasal 29

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat II ;

b. Mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemungutan Suara ;

c. Mengadakan hubungan keluar ;

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 30

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingakat II

adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 31

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II melak

sanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 32

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggara

kan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelengga
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raan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap

kan oleh Ketua.

Pasal 33

Tugas Sekretaris adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Bagian-bagian yang ada didalam Sekretariat.

Pasal 34

(1) Tugas Bagian Penyelenggaraan adalah merencanakan dan

menyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran penyele

nggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR,

DPRD I dan DPRD II dalam Daerah Tingkat II.

(2) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teh-

nis Pemilihan Umum ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada

didalam Bagian Penyelenggaraan ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Sub Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam bidang

penyelenggaraan ;

b. Mengumpulkan dan menyusun/mensistematisasikan ba

han-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyeleng

garaan Pemilihan Umum.
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c. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data

yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-

bahan dan data-data tersebut ;

d. Menyusun program penyelenggaraan Pemilihan Umum

menurut ketentuan dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan

menyampaikannya kepada pajabat yang berwenang mela

lui jenjang jabatan untuk diambil keputusan ;

e. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program

dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang ber

kepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan ;

f. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilihan

Umum yang meliputi :

(i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan penduduk

secara terperinci menurut Wilayah Kecamatan serta

menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I ;

(ii) Menerima surat-surat pencalonan/daftar calon yang

diajukan oleh Organisasi-organisasi yang mencalon

kan serta mengirimkan daftar tersebut kepada Pani

tia Peneliti; Daerah Tingkat II untuk diteliti sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(iii) Memeriksa secara tehnis surat-surat pencalonan/daf

tar calon untuk pemilihan Anggota DPRD II yang

telah diteliti oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat II

dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II untuk diputuskan ;

(iv) Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon

Tetap untuk Anggota DPRD II dan mengurus

pengumumannya ;

(v) Mengurus pengiriman Daftar Calon Sementara/Tetap

kepada Panitia Pemungutan Suara ;
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(vi) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pemberi

an suara untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah

Tingkat I Irian Jaya kepada Panitia Pemungutan Su

ara ;

(vii) Mengurus penyelenggaraan penghitungan suara dan

menyampaikan laporannya kepada Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I ;

(viii) Menyusun Daftar Calon Terpilih untuk Anggota

DPRD II dan mengurus pengumumannya ;

(ix) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk

keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari Panitia

Pemungutan Suara dan menyampaikannya kepada

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I untuk diselesaikan

menurut cara yangtelah ditentukan ;

(x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan ke

padanya ;

(xi) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggara

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil

dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam melak

sanakan tugasnya menyusun Dokumentasi dan Statistik ;

b. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan me

nyimpan bahan-bahan dan data mengenai penyelenggara

an Pemilihan Umum ;

c. Memperbanyak bahan-bahan dan data tersebut menurut

keperluan atas perintah Kepala Bagian Penyelenggaraan ;

d. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada

Pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Kepala

Bagian Penyelenggaraan atau Pejabat atasan lainnya yang

berwenang ;
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e. Menyusun dokumentasi dan perpustakaan mengenai ke

giatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk,

buku, statistik, gambar dan lain-lainnya ;

f. Menyediakan buku, statistik, gambar dan lain sebagainya

kepada Pejabat yang memerlukan ;

g. Merencanakan, mengusahakan dan memelihara perleng

kapan pemotretan, projektor dan perekaman suara ;

h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Sub Bagian Keamanan adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam bidang

pengamanan pehyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. Mengumpulkan data tentang situasi keamanan yang meli

puti Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

(Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan penyelenggara

an Pemilihan Umum ;

c. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan

setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

d. Melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

e. Mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya

tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum,

personil, finansiil dan materiil ;

f. Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi keamanan

lainnya untuk menjamin kordinasi tindakan pengamanan

Pemilihan Umum sebaik-baiknya ;

g. Menyusun kamar data (operation room) dengan bahan-

bahan dan data-data penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panil dan lain

sebagainya ;

h. Menyiapkan gambar, chart dan lain sebagainya untuk

keperluan briefing, santiaji, penataran dan ceramah ;

288



i. Memelihara kamar data (operation room) ;

j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-per

timbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(6) Tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam melak

sanakan tugasnya dibidang penerangan kepada masya

rakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat II ;

b. Mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan

atau kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan

oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

c. Mempersiapkan bahan-bahan press-release dan konperensi

pers ;

d. Mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-

produk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

e. Menerbitkan buletin Pemilihan Umum ;

f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan | pene

rangan tentangPemilihan Umum melalui siaran radio ;

g. Membuat film tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam Wilayah Daerah Tingkat II untuk keperluan pene

rangan dan dokumentasi ;

h. Merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan santiaji

dan penataran kepada petugas penyelenggara Pemilihan

Umum Daerah Tingkat II dan Wilayah Kecamatan ;

i. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Tugas Bagian Administrasi adalah menyelenggarakan segala

surat-menyurat yang menjadi tanggungjawab Sekretariat,

menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan meme
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lihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan

dalam dan mengurus pembiayaan Panitia.

(2) Tugas Kepala Bagian Administrasi adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang administrasi ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada

didalani Bagian Administrasi ;

e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya :

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Administrasi dalam bidang tata

usaha ;

b. Menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan ke

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan mendistribusikan

kepada yang bersangkutan ;

c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggungjawab Sekretariat ;

d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;

e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Pani

tia Pemilihan Daerah Tingkat M ;

f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II, dan membuat notulen/catatan rapat

pimpinan Sekretariat ;

g. Memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggan

daan dan lain sebagainya ;

h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Administrasi tentang lang

kah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
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(4) Tugas Kep. a Sub Bagian Urusan Dalam adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Administrasi dalam bidang

Urusan Dalam ;

b. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada dan menjadi tanggungjawab Sekretariat ;

c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat,

antara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor, me

melihara gedung, mengurus pergudangan, menyediakan

tempat rapat dan lain sebagainya ;

d. Menyelenggarakan administrasi kendaraan, perawatan

kendaraan dan mengatur pengangkutan ;

e. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II ;

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Administrasi tentang lang

kah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau surat-

surat berharga atas perintah Ordonatur ;

b. Mengurus pembukuan ;

c. Menyusun pertanggunganjawab ataspengeluaran uang yang

telah dilakukan ;

d. Menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 36

(1) Tugas Bagian Perbekalan dan Perhubungan adalah :

a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat I ;

b. Mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan barang-

barang yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilih

an Umum menurut rencana yang telah ditetapkan ;
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c. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-

barang yang menjadi tanggungjawab Panitia ;

d. Mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos

dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan

Umum.

(2) Tugas Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang pengadaan, angkutan dan perhubungan ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada

didalam Bagian Perbekalan dan Perhubungan ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya ;

d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan

dalam- melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan ;

b. Mengurus pengadaan barang-barang didalam Daerah Ting

kat II menurut ketentuan yang ditetapkan Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I dan menyerahkannya kepada

Kepala Sub Bagian Alokasi ;

c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Bagian Alokasi adalah :

a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan

dalam bidang distribusi barang ;
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b. Mengawasi pembelian barang-barang dan panitia Pemilih

an Daerah Tingkat I dan dari Kepala Sub Bagian

pengadaan ;

c. Menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah

diterima ;

d. Mendistribusikan barang-barang yang telah diterima ke

pada Panitia-panitia Pemungutan Suara menurut rencana

yang telah ditentukan ;

e. Menyelenggarakan administrasi barang ;

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.

(5) Tugas Kepala Sub Bagian Angkutan dan Perhubungan adalah:

a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan

dibidang angkutan dan perhubungan ;

b. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-

barang melalui darat, laut dan udara serta menyerahkan

nya kepada yang berkepentingan menurut cara dan waktu

yang telah ditentukan ;

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan

barang-barang yang diangkut;

d. Mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan

telekomunikasi untuk penyelenggaraan PemilihanUmum ;

e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubung

an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang

tugasnya.
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BAB IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 37

(1 ) Panitia Pemungutan Suara adalah suatu Panitia yang ada pada

Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pe

mungutan suara di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijak

sanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II.

(2) Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di Ibukota Keca

matan/di Kantor Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 38

Tugas pokok Panitia Pemungutan Suara adalah :

a. .Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

b. Menyelenggarakan pemungutan suara untuk Pemilihan Umum

Anggota-anggota DPR, DPRD *I dan DPRD II di wilayah

Kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 39

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala

sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemungutan suara.

(2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendali

kan, mengarahkan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan

Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjamin
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kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.

(3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggara

an pemungutan suara didalarn wilayah Kecamatan

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 40 .

(1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sebanyak-banyaknya 7

(tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya,

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Ke

pala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Camat/Kepala

Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(2) Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungut

an Suara karena jabatannya menjadi Anggota merangkap

Ketua Panitia Pemungutan Suara, diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua

Panitia Pemilihan Darah Tingkat II atas nama Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I.

(3) Wakil Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Dae

rah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas

nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Camat/Kepala Wilayah

Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(4) Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara terdiri dari :

a. Unsur-unsur Pemerintah yaitu unsur Pemerintah Keca

matan, ABRI dan Unsur Departemen Penerangan, yang

disesuaikan dengan keadaan di Daerah ;

b. Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang ditunjuk oleh

Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya di Daerah

Tingkat II masing-masing satu orang.
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Pasal 41

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Dae

rah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas

usul Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pe

mungutan Suara.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

terdiri dari beberapa Sub Bagian.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh

seorang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah personil yang

diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI,

diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah

Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupa

ti/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat II.

Pasal 42

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyelenggaraan ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 43

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemungutan Suara ter

cantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas

Pasal 44

Tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara merupakan satu kese

luruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain,

oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud dalam

Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembidangan, yang dalam

persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan

erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.
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Pasal 45

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan

dan diputuskan dalam Panitia Pemungutan Suara, sedang pimpin

an penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 46

Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemungutan Suara ;

b. Mengawasi kegiatan-kegaitan Panitia Pendaftaran Pemilih dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditingkat Desa/

Daerah setingkat Desa ;

c. Mengadakan hubungan keluar ;

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum

sesuai '. dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 47

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 48

Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara melaksanakan

tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 49

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggara

kan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyeleng

garaan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 50

Tugas Sekretaris adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
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b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Sub Bagian-Sub Bagian yang ada dalam Sekretariat.''

Pasal 51

(1) Tugas Sub Bagian Penyelenggaraan adalah merencanakan dan

menyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran penye

lenggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR,

DPRD I dan DPRD II di wilayah Kecamatan.

(2) Tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teh-

nis Pemilihan Umum ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng-

. awasi kegiatan-kegiatan para kelompok. pelaksana tugas

yang ada didalam Sub Bagian Penyelenggaraan ;

c. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa

bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penye

lenggaraan pendaftaran pemilih dan penduduk serta

pemungutan suara ; . .

d. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan -Pemilihan

Umum yang meliputi :

(i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah pen

duduk secara terperinci menurut Tempat Pemungut

an Suara dan Desa/Daerah setingkat Desa serta

menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II menurut cara dan waktu yang telah

ditentukan ;

. :• (ii) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pembe

rian suara untuk Propinsi Daerah Tingkat I, Irian

Jaya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suar a ;

(iii) Mengurus Penyelenggaraan penghitungan suara dan

menyampaikan laporannya kepada Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat n ;
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(iv) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk

keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan

menyampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara

dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk

diselesaikan menurut cara yang telah ditentukan ;

(v) Menyusun dokumentasi mengenai kegiatan penye

lenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk buku,

statistik, gambar, chart dan lain-lainnya ;

(vi) Merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan

santiaji dan penataran kepada petugas penyelenggara

Pemilihan Umum yaitu Panitia Pemungutan Suara,

Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penye-

•'.11• tenggara Pemungutan Suara ;

(vii) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan ke

padanya ;

(viii) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 52

(1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan

segala urusan surat menyurat, menyelenggarakan administrasi

personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris,

menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan

Panitia/Sekretariat.  •. .

(2) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang tata usaha ;

b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan-kegiatan kelompok pelaksana tugas yang

ada didalam Sub Bagian Tata Usaha ;
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c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat dan mendistribusi

kannya kepada yang berkepentingan ;

d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;

e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Pa

nitia ;

f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemungut

an Suara, dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan

Sekretariat ;

g. Menyelenggarakan pekerjaan pengetikan, penggandaan

dan lain sebagainya ;

h. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris dan

menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia ;

i. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia dan Sekreta

riat ;

j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 53

( 1 ) Tugas Sub Bagian Keuangan adalah menyelenggarakan segala

urusan yang berhubungan dengan keuangan.

(2) Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

bidang keuangan ;

b. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan-

kegiatan para kelompok pelaksana tugas yang ada dida-

lam Sub Bagian Keuangan ;

c. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas

perintah Ketua ;

d. Mengurus pembukuan ;

e. Menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah ditentukan ;

300



f. Menyimpan bukti-bukti kas ;

g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB V

PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 54

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih adalah suatu Panitia yang ada

pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan

pendaftaran pemilih diwilayah Desa/Daerah setingkat Desa

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua

Panitia Pemungutan Suara.

(2) Panitia Pendaftaran Pemilih berkedudukan di Desa/Daerah

setingkat Desa/di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 55

Tugas pokok Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara ;

b. Menyelenggarakan pendaftaran pemilih untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II diwi

layah Desa/Daerah setingkat Desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 56

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala

sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pendaftaran pe

milih.
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(2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendali

kan, mengarahkan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan

Panitia Pendaftaran Pemilih, untuk menjamin kesatuan usaha

dan kegiatan secara efektif dan efisien.

(3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggara

an pendaftaran pemilih di dalam wilayah Desa/Daerah seting

kat Desa.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 57

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sebanyak-banyaknya

5 (lima) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya,

diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah

Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bu

pati/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa/Daerah

setingkat Desa/Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

(2) Kepala Desa/Daerah setingkat Desa karena jabatannya men

jadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih,

diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah

Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bu-

pati/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II.

(3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih diang

kat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamat

an/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Wali-

kotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa/Daerah setingkat

Desa/Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

(4) Anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari

unsur-unsur Pemerintah.
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Pasal 58

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat

dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/

Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota-

madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat II.

(2) Sekretariat Panitia Pendaftaran Pemilih mempunyai dua

macam urusan ialah urusan pendaftaran dan urusan tata-

usaha.

(3) Pada Sekretariat diperbantukan/ditugaskan sejumlah personil

yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI,

diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah

Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 59

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pendaftaran Pemilih ter

cantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas

Pasal 60

Tugas-tugas Panitia Pendaftaran Pemilih merupakan satu

keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang

lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud

dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembidangan, yang

dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan

dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 61

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan

dan diputuskan dalam Panitia Pendaftaran Pemilih, sedang

pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.
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Pasal 62

Tugas Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih ;

b. Mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih ;

c. Mengadakan hubungan keluar ;

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia

Pemungutan Suara.

Pasal 63

Tugas Wakil Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 64

Anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih melaksanakan

tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 65

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggara

kan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyeleng

garaan Pemilihan Umum khususnya pelaksanaan pendaftaran

pemilih sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Ketua.

Pasal 66

Tugas Sekretaris adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;"

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

petugas-petugas yang ada dalam Sekretariat.

d. Merencanakan dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk

kelancaran pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk di

wilayah Desa/Daerah setingkat Desa.
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e. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi

kegiatan-kegiatan kelompok petugas Pendaftar ;

f. Menyusun daftar pemilih dan jumlah penduduk secara

terperinci, dan menyampaikannya kepada Panitia Pemungut

an Suara menurut cara dan waktu yang telah ditentukan ;

g. Menyusun dokumentasi mengenai kegiatan pendaftaran pe

milih dalam bentuk buku, statistik, gambar, chart dan

lain-lainnya ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya ;

i. Merencanakan dan mengurus santiaji dan penataran untuk

Panitia dan petugas Pendaftar ;

j. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat, menyeleng

garakan urusan personil, mencatat dan memelihara barang-

barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan me

ngurus pembiayaan dan segala urusan yang berhubungan

dengan keuangan Panitia/Sekretariat ;

k. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pendaftaran

Pemilih, dan membuat notulen/catatan rapat ;

I. Menyelenggarakan pekerjaan pengetikan, penggadaan dan lain

sebagainya ;

m. Mengurus perjalanan personil Panitia dan Sekretariat ;

n. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbang

an kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil

dibidang tugasnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 67

(1) Dalam musyawarah Panitia dibicarakan dan diputuskan po

kok-pokok garis kebijaksanaan penyelenggaraan, sedang pim

pinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

(2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyarawah dan

mufakat.
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(3) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan

dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Ketua meng

ambil keputusan mengenai persoalan itu dan mempertang

gung jawabkan keputusannya itu masing-masing kepada

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia bagi Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I, kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, kepada

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II bagi P; litia

Pemungutan Suara, kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara

bagi Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyeleng

gara Pemungutan Suara.

Pasal 68

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-

sukscskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam me

rencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan, wajib dipelihara kerjasama yang sebaik-baiknya antara

pejabat-pejabat Panitia dan Sekretariat, dengan tidak terlampau

terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib

administrasi.

Pasal 69

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penyeleng

garaan Pemilihan Umum serta guna mempererat kerjasama, Ketua

mengadakan pengaturan tentang^rapat-rapat kerja.

Pasal 70

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau

perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Panitia dan Sekreta

riat, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pe

jabat yang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera

disampaikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

BAB VII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pnsal 7 1

Dalam melaksanakan tugasnya :

a. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I bertanggung jawab

kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ;

306



b. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II bertanggung jaw;i b

kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;

c. Ketua Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

d. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada

Ketua Panitia Pemungutan Suara ;

e. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua ;

f. Kepala-kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian bertanggung

jawab kepada atasan langsungnya masing-masing.

Pasal 72

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang

tersebut dalam Keputusan ini diatur dengan instruksi atau

petunjuk yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 73

Setelah berlakunya Keputusan ini segala ketentuan peraturan

pelaksanaan yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan Keputusan ini, dan yang ber

tentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputus

an ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 75

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 1 976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 02/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT II
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM-,

Menimbang : bahwa untuk mencapai effisiensi, keserasian dan

kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemi

lihan Umum Tahun 1977, perlu segera memben

tuk Panitia Pemilihan Daerah Tingat I dan Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II, masing-masing

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Qaerah Isti

mewa Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa

Aceh serta Propinsi-propinsi lainnya, dan di

daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya seluruh In

donesia;

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 2914); dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915 dan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3064);
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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lem

baran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lem

baran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 32; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3062);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun

1975;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun

1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

masing-masing di Daerah Khusus Ibukota Jakar

ta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Daerah

Istimewa Aceh, serta di Propinsi lainnya seluruh

Indonesia, dengan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 01 /LPU/Tahun 1976.
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KEDUA : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

di Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya seluruh

Indonesia, dengan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 01 /LPU/Tahun 1976.

KETIGA : Memberikan wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I/Ketua Panitia-panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I untuk mengangkat dan mem

berhentikan Ketua dan Wakil Ketua serta para

Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum, atas usul Bupati Kepala Dae-

rah/Walikotamadya Kepala Daerah masing-masing

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

keperluan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibe

bankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pe

milihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya, apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

7. Jaksa Agung di Jakarta;

8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;

9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;

10. Gubernur Bank Sentral di Jakarta ;

1 1 . Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-Partai Politik

dan Golongan Karya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER1/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1976

KEDUDUKAN DALAM

NO.
NAMA JABATAN

PANITIA PENELITI NASKAH

URT. KAMPANYE

1 2 3 4

1. OEMAR SA1D Kepala Biro Khusus Lembaga Ketua merangkap Anggota

Pemilihan Umum

2. ISlHAK SURJODIPUTRO Kepala Biro Hubungaft Masya Wakil Ketua merangkap Anggota

rakat Lembaga Pemilihan Umum gota

3. DRS. ISTOWO Kepala Bagian Santiaii Biro Sekretaris I merangkap Anggota

Hubungan Masyarakat Lembaga

Pemilihan Umum

4. R. SUMARDI BA. Kepala Bagian Publikasi dan Sekretaris H merangkap Anggota

Penerangan Biro Hubungan

Masyarakat Lembaga Pemilihan

Umum

S. TULUS SUPRANOTOSH. D Kepala Direktorat Pembinaan Anggota

Masyarakat Ditien Sospol De

partemen Dalam Negeri

6. SOEDJATI PALAKHAR Dit. KONSUB Anggota

BAKIN

7. MOlH. ZEIN SH. Kepala Bagian Penyelesaian Anggota

Hukum Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum

t. DRS. ASHARI ZEIN SH. Kepala Bagian Operation Room Anggota

Biro Khusus Lembaga Pemilihan

Umum

9. DRS. SA1DI PARDhDE Kepala Bagian Program Biro Anggota

Khusus Lembaga Pemilihan

Umum

10. HARTOYO Kepala Bagian Kemanan Biro Anggota

Khusus Lembaga Pemilihan

Umum

11. SJJGENG KADARUSMAN SH. Anggota Kelompok Penghubung Anggota

Lembaga Pemilihan Umum

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Januari 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

ttd

AMIRMAlHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 03/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN PARA GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I SEBAGAI ANGGOTA

MERANGKAP KETUA PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 03/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TING

KAT I SEBAGAI ANGGOTA MERANGKAP KEHJA PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwa

kilan Rakyat dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (5)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaima

na telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahuni 975 juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah-

Nomor 1 Tahun 1976, perlu mengangkat Guber

nur Kepala Daerah karena jabatannya menjadi

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I untuk daerahnya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambah

an "Lembaran Negara Nomor 2914), dan Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ( Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59;Tambahr,

an Lembaran Negara Nomor 2915 ), dan Un -

dang-undang Nombr 5 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3064);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3066)i

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;

4

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1 /LPU/Ta-

hun 1975 ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Ta-

hun 1975 ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor; 02/LPU/Ta-

hun 1976;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat para Gubernur Kepala DaerahTing

kat I yang namanya tersebut dalam ruang 2

menjadi anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I sebagai tercantum

dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagai mana mesti

nya, apabila dikemudiar hari ternyata terdapat

kekeliruan.
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PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan ke

pada yang bersangkutan untuk dike

tahui dan dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 1976.

MENTEiRI DALAM NEGRI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

Salinan Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta ;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;

6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;

7. Jaksa Agung di Jakarta ;

8. Panglima Kopkamtib di Jakarta ;

9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta ;

10. Gubernur Bank sentral di Jakarta;

1 1 . Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik

dan Golongan Karya.
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DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPU

KETUA LEMBAGA PEMI

NOMOR : 03/LPU/Tahun

NOMOR

URUT

NAMA JABATAN

1 2 3

1.
M. MUZAKIR WALAD Gubernur Kepala Daerah Is

timewa Aceh.

2. H. MARAH HALIM HARAHAP Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Utara

3. Prof. Drs. H. HARUN ALRASJID

ZEIN

Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Barat

4. H. ARIFIN AHMAD Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Riau

5- DJAMALUDDIN TAMBUNAN SH. Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jambi

6. Drs. A. CHALIK Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bengkulu

7. H. ASNAWI MANGKU ALAM Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan.
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USAN MENTERI DALAM NEGERI/

IHAN UMUM

1976

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH

4

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
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1 32

8. R. SOETIJOSO Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Lampung

9. H. ALI SADIKIN Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta

10. AANG KUNAEFI Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Tawa Barat

11. SOEPARDJO ROESTAM Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

12. SRI PAKU ALAM VIII Wakil Kepala Daerah Isti

mewa Jogyakarta

13. R.P.H. MOH. NOER Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur

14. KADAROESNO Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Barat

15. Ir. REINOUT SYLVANUS Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah

16. H. SOEBARDJO SOEROSAROJO Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Selatan

L. H. ABDUL WAHAB SJACHRANI Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur

18 HEIN VICTOR WORANG Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara
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4

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Jogyakarta

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
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1 32

19. A.M. TAMBUNAN Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Tengah

20. H. EDY SABARA Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara

21. H. AHMAD LAMO Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan

22. SOEKARMEN Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali

23. R.H. WASITA KUSUMAH Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara

Barat

24. EL TARI Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Nu»a Tenggara

Timur

25. SUMERU Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Maluku

26. SOETRAN Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Irian Jaya
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Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 14 Januari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 04/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA

TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 04/LPU TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA

TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pensuksesan penyeleng

garaan Pemilihan Umum 1977 untuk para

penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah

Tingkat I perlu diberikan santiaji Tingkat PPD

i;

b. bahwa untuk melaksanakan santiaji tersebut di

atas perlu dibentuk Team Kerja Penyelenggara

Santiaji.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3066);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1 970;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 3/LPU/Tahun

1975;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 0 1/LPU/Tahun

1976;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Kerja Penyelenggaraan Santiaji

PPD I seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut

Team Kerja Penyelenggara Santiaji PPD I.

Kedua : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran II Keputusan ini.
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Ketiga : Team Kerja Penyelenggara Santiaji terdiri dari :

a. Pimpinan ;

b. Stering Comittee;

c. Organizing Comittee.

Keempat : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Team Kerja

Penyelenggara Santiaji seperti tersebut dalam

Lampiran 1 Keputusan ini.

Kelima : Untuk kelancaran tugas Team Kerja Penyelengga

ra Santiaji kepada Ketua diberi wewenang untuk

membentuk Sekretariat Team Kerja.

Keenam : Segala biaya keperluan Santiaji ini dibebankan

pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan li

mum.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergu

nakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 1 976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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LAMPIRAN I Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor : 04/LPU/Tahun 1976

T ATAKERJ A

TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Team Kerja Penyelenggara Santiaji Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Seluruh Indonesia adalah suatu Team Kerja yang ada

pada Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelengga

rakan Santiaji bagi para pejabat dari Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Seluruh Indonesia.

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

Tugas pokok Team Kerja ini adalah :

Memberikan santiaji dengan bantuan tenaga penyantiaji (Coach-

ing) baik dari dalam maupun luar Lembaga Pemilihan Umum,

kepada para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh

Indonesia untuk menyiapkan mental, memberikan pengetahuan

dan menguasai tehnis Pemilihan Umum untuk menjadi petugas

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan dengan kesiapan mental,

pengetahuan dan penguasaan tehnis Pemilihan Umum tersebut

dapat menyelenggarakan santiaji untuk para pejabat Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerah masing-masing.
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B A B III

FUNGSI UTAMA

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka

Team Kerja Penyelenggara Santiaji dengan bantuan tenaga-tenaga

tersebut Pasal 2 menyelenggarakan fungsi-fungsi utama sebagai

berikut :

a. Bidang Ideologi Negara.

Memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 dan pengamanan serta pengamalannya

dalam kehidupan sehari-hari;

b. Bidang Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum.

Memberikan pengetahuan tentang Peraturan Perundang-un

dangan Pemilihan Umum;

c. Bidang Penguasaan tehnis Pemilihan Umum.

Memberikan pengetahuan yang mendalam tentang azas-azas

dan tehnis penyelenggaraan Pemilihan Umum;

d. Bidang Administrasi.

Menyelenggarakan Administrasi yang meliputi administrasi

finansiil dan materiil.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4

Team Kerja Penyelenggara Santiaji PPD I seluruh Indonesia

terdiri dari :

a. Pimpinan Team Kerja;

b. Ketua Kelompok Steering Committee;

c. Ketua Kelompok Organizing Committee;

d. Kelompok-kelompok Bidang/Urusan;

e. Anggota.
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BAB V

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 5

Tugas Team Kerja Penyelenggara Santiaji adalah satu keselu

ruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,

oleh sebab itu pembagian tugas seperti dimaksud dalam bab ini

hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam persiapan dan

penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan tidak terlam

pau terikat pada formalitas yang tidak perlu.

Pasal 6

Tugas Kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team

sehingga tercapai kesatuan tindak yang serasi sesuai dengan

program santiaji khususnya dan penyelenggaraan Pemilihan

Umum pada umumnya baik keluar maupun ke dalam, dilaksa

nakan oleh Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 7

(1) Pimpinan Team Kerja terdiri atas

a. Ketua,

b. Wakil Ketua I,

c. Wakil Ketua II,

(2) Tugas Ketua adalah :

a. Memimpin kegiatan Team secara keseluruhannya, dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan santiaji ;

b. Memimpin pelaksanaan pemberian santiaji;

c. Tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlan

car penyelenggaraan santiaji dalam rangka pensuksesan

Pemilihan Umum 1 977.

(3) Tugas Wakil Ketua I adalah :

a. Mewakili Ketua dalam hal apabila Ketua tidak dapat

menjalankan tugasnya/berhalangan ;

b. Memimpin Organizing Committee.
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(4) Tugas Wakil Ketua II adalah :

a. Mewakili Ketua dalam hal apabila Ketua tidak dapat

menjalankan tugasnya/berhalangan;

b. Memimpin Steering Committee.

Pasal 8

(1) Sekretaris Team Kerja terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris

II.

(2) Tugas Sekretaris I adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;

c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyeleng

garaan santiaji;

d. Mengatur kegiatan- kegiatan keprotokolan ;

e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;

f. Menyusun tata tertib untuk pelaksanaan santiaji.

(3) Tugas Sekretaris II adalah mewakili Sekretaris I dalam hal

Sekretaris I tidak dapat menjalankan tugasnya, dan tugas-

tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.

Pasal 9

(1) Steering Committee terdiri dari :

a. Ketua Steering Committee;

b. Ketua-ketua Kelompok;

c. Anggota.

(2) Steering Committee bertugas :

a. Mengarahkan dan mempersiapkan kurikulum, materi San

tiaji sehingga tercapai tujuan Santiaji secara maksimal;

b. Mengatur jadwal pemberian Santiaji;

c. Mengolah/Membahas dan merumuskan hasil pembicaraan

selama berlangsungnya Santiaji;

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan de

ngan penyelenggaraan Santiaji.
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(3) Untuk kelancaran tugas pelaksanaannya maka Ketua Steering

Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua

Kelompok/anggotanya.

Pasal 10

(1) Organizing Committee terdiri dari:

a. Ketua Organizing Committee;

b. Ketua-ketua Kelompok;

c. Anggota.

(2) Organizing Committee bertugas :

a. Mempersiapkan tata ruang tempat santiaji;

b. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, obat-obatan para

peserta santiaji PPD I selama santiaji;

c. Menyediakan angkutan dan perjalanan peserta santiaji

PPD I;

d. Menyelenggarakan pengamanan pada tempat rapat dan

penginapan para peserta santiaji;

e. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggara

an santiaji;

f. Mengurus administrasi keuangan Team;

g. Mempertanggung-jawabkan pengeluaran-pengeluaran uang

yang telah ditentukan.

(3) Untuk kelancaran tugas pelaksanaan maka Ketua Organizing

Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua

Kelompok/anggotanya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 1 1

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam mensuk-

seskan penyelenggaraan pemilihan umum, maka dalam meren

canakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiat

an, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara sesama

Anggota Team Kerja.
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Pasal 1 2

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan Ins

tansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris li

mum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor : 04/LPU/Tahun 1976.

NO.
NAMA JABATAN

KEDUDUKAN DALAM

Urt. TEAM

1 2 3 4

i

ERMAN HARIRUSTAMAN Wakil Sekretaris Umum Ketua merangkap Anggota

IBNOE SALEH Kepala Biro Administrasi Wakil Ketua I merangkap

Umum Anggota.

3. ISCHAK SOERJODIPOE- Kepala Biro Hubungan Wakil Ketua II merangkap

TRO Masyarakat Anggota

4. DRS. ISTOWO Kepala Bagian Santiaji Sekretaris I merangkap

Anggota

5. DRS. HORMAT SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris II merangkap

Biro Administrasi Umum Anggota

6. ISlHAK SOERJODIPOE- Kepala Biro Humas Ketua Steering lommittees

TRO merangkap Anggota

7. SOEPRIJO B.A. Sekretaris Pribadi Menteri Anggota

Dalam Negeri.

8. DRS. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan Ketua Kelompok Bidang

Organisasi dan Administrasi

merangkap Anggota.

9. DRS. SAIDI PARDEDE Kepala Bagian Program Anggota

Biro Perencanaan

10. SAMPURNO Kepala Bagian Dokumentasi/ Anggota

Statistik Biro Perencanaan.

11. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus Ketua Kelompok Bidang

Keamanan Pemilu merang

kap Anggota

1Z A B A S Kepala Bagian Keamanan Biro Anggota

Khusus

13. DRS. A. ZAINAL Kepala Bagian Op. Room Biro Anggota

Khusus

14. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum Ketua Kelompok Bidang

Tehnis Pemilu merangkap

Anggota.

15. SUBLY SENAPI S.H. Kepala Bagian Evaluasi Wakil Ketua merangkap

Anggota.

16. lH. L ATI E F Anggota Kelompok Penghubung Anggota

17. SUJONOSURADIS.H. Kepala Sub. Bagian Pemungut Anggota

an dan Penghitungan Suara Biro

Perencanaan.

18. JAN ESHARD S.H. Kepala Bagian Perundang-undang Anggota

19. MOlH. ZEIN S.H. Kepala Bagian Penyelesaian Hu Anggota

kum Biro Hukum

20. IMAN RUSDI Kepala Biro Keuangan Ketua Kelompok Bidang

Keuangan merangkap

Anggota.

21. M. MARSAID Kepala Bagian Otorisasi Biro Anggota

Keuangan.

22. MOCH. KOBIRAN Kepala Bagian Pemeriksaan Anggota
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1 42 3

DRS. SOEHARSO SETYO-

DARMODJO.

WAHYU SUKENDAR

SOEHADI

ISKANDAR

SISWOPRANOWO S.H.

DRS. ISA ANHAR

DRS. A. NASUTION

HIDAYAT ARIFIN

1BNOE SALEH

SOFDHARNO S.H.

FIRDAUS S. CH.

SUWONDO

SUNARJO

KURNIJA WIDJAJA

SOEMARDI

ABDULKADIR HARUN,

B.A.

MAlHMUD PASJAH

Kepala Bagian Anggaran Biro

Keuangan.

Kepala Bagian Pembukuan Biro

Keuangan.

Kepala Biro Pengadaan Badan

Perbekalan dan Perhubungan.

Kepala Biro Angkutan dan Per

hubungan Badan Perbekalan

dan Perhubungan.

Kepala Biro Administrasi Badan

Perbekalan dan Perhubungan.

Kepala Bagian Urusan Dalam

Biro Administrasi Badan Per

bekalan dan Perhubungan.

Pj. Kepala Biro Pengawasan Ba

dan Perbekalan dan Perhubung

an.

Kepala Bagian Tata Usaha Biro

Administrasi Badan Perbekalan

dan Perhubungan.

Kepala Biro Administrasi Umum

Lembaga Pemilihan Umum

Kepala Bagian Urusan Dalam

Biro Administrasi Umum.

Bendaharawan Sekretariat Umum|

/Badan Perbekalan dan Perhu

bungan.

Kepala Sub Bagian Perjalanan

dan Angkutan Biro Administrasi

Umum.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga|

Biro Administrasi Umum.

Kepala Bagian Personalia Biro

Administrasi Umum.

Kepala Bagian Publikasi dan Pe

nerangan Biro Hubungan Masya

rakat.

Kepala Sub Bagian Publikasi Biro

Hubungan Masyarakat.

Kepala Sub Bagian Keamanan

Bagian Urusan Dalam.

Anggota

Anggota

Ketua Kelompok Bidang

Perbekalan dan Perhubu

ngan merangkap Anggota.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua Organizing lommittec

merangkap Anggota.

Ketua Kelompok Angkutan/

Akomodasi/Keamanan me -

rangkap Anggota.

Anggota

Anggota

Anggota

Kelompok Bidang

merangkap Anggota.

Ketua Kelompok

an dan penerangan

Anggota

Anggota Kelompok Angkut

an/Akomodasi/Keamanan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Januari 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 15/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 15/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor

014/BII/Pemilu/1976 tentang usul pengangkatan

Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-ang

gota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Bengkulu;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu-

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat 'I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggo

ta-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Bengkulu.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38: Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1

Bengkulu untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Bengkulu.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Bengkulu;

10. Muspida Daerah Tingkat I Bengkulu di Bengkulu;

1 1. KODAM IV Sriwijaya di Palembang;

12. KADAPOL VI Sumbangsel di Palembang;

13. Kejaksaan .. Tinggi Bengkulu di Bengkulu;

14. KOREM 41 CAMAS di Bengkulu;

15. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Bengkulu.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 16/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I JAMBI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR . 16/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA ,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PE

MILIHAN DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 200/-

Dirpem/V-lII tanggal 27 Januari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu-

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggo

ta-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat 1 Jambi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Jambi untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Jambi;

10. Muspida Daerah Tingkat I Jambi di Telanaipura,

11. KODAM IV/Sriwijaya di Palembang;

12. KADAPOL Vl/Sumbangsel di Palembang;

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi;

14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi

Jambi di Jambi;

15. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Jambi di Telanaipura.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 17/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I LAMPUNG





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 17/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung Nomor

K/52/VII.1./76 tanggal 3 Pebruari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Ke

putusan Menteri Dalam Negerf/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976

tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera

mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran Kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Lampung untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat 1 Lampung:
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 8 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta.

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai dan Golongan

Karya di Lampung;

10. Muspida Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung;

11. KODAM IV Sriwijaya di Palembang;

12. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;

13. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Lampung;

14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjung Karang;

15. Kantor Komandan Stasiun Angkatan Laut di Panjang.

16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Lampung;
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I KALIMANTAN BARAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 18/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PE

MILIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Nomor 161/Sus-tu/I-76 tanggal 30 Januari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Barat;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Ke

putusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976

tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat 1 sebagai Anggota merangkap Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera

mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun. 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976:

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

: Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Kalimantan Barat untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

KEDUA

KETIGA
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Pontianak;

10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak;

11. KODAM XII Tanjungpura di Pontianak;

12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak;

13. KADAPOL XI Kalimantan Barat di Pontianak;

14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;

1 5. Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Kalimantan

Barat di Pontianak;

16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.
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DAFTARLAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:18/LPU/TAHUN1976

KEDUDUKANDALAMPANITIA

PEMILIHANDAERAHTINGKATI

AnggotamerangkapWakilKetua

LAMPUNG
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggo.ta Anggota Sekretaris

4

PemerintahDaerahKalimantanBarat

KepalaKejaksaanKalimantanBarat

KepalaKantorWilayahDep.PeneranganProp.
iekretarisFakultasHukumUniversitasTan- KetuaDewanPimpinanDaerahGolongan KaryaDaerahTingkatIKalimantanBarat

PartaiPersatuanPembangunanWilayahProp.
PartaiDemokrasiIndonesiaDaerahTingkatI KepalaDirektoratKhususKantorGubernur KepalaDaerahTingkatIKalimantanBarat

JABATAN/UNSUR

ABRIAngkatanDalt

3

ABRIPlLRI KalimantanBalt

jIgkarang

KalimantanBarat KalimantanBarat

NAMA

Drs.JIMMYM.IBRAHIM
Let.Kol.If.SUTARWlNl Kol.Pol.A.AR1TlNANG

MliF.iNYAWATELMliWATS.H.

MUNAWARKALAHAN iATRIli.KARTONO

2

SURlSliM.
A.FHADILAH

iUGlNDl

M.UMARillD

Nl.

URUT
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ditetapkandi:Jakarta.

Padatanggal:18Pebruari1976

MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMIUHANUMUM

AM1RMACHMUD

U) o
-J



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 19/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 19/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor Pem. 31/1/6 tanggal 11 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota anggota dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Tengah.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/TAHUN 1976 tentang

pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta

keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976

tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera

mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua,

anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah untuk atas nama Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap
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Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 Kalimatan Te

ngah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 8 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
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9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

GolonganKarya di Kalimantan Tengah;

10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka

Raya;

1 1. KODAM ^C/Lambungmangkurat di Banjarmasin;

12. KADAPOL XIII KAL-RA di Banjarmasin;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

14. Komandan Resort Militer 103 Kalimantan Tengah di Palang

ka Raya;

15. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka

Raya;

1 6. DALRES Palangka Raya;

1 7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Prop. Kalimantan

Tengah di Palangka Raya.

376



377





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 20/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SULAWESI TENGGARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 20/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP

WAKIL KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Nomor PPD- 1 /S/l /1 tertanggal 24 Januari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Teng

gara;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II' serta Kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1976;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976. •

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara untuk atas nama Menteri Da

lam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2
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daftar lampiran keputusan ini, sebagai Anggota

merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan

sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 8 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;
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7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Kendari;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;

1 1. KODAM XIV Hasanuddin di Ujungpandang;

12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;

13. KADAPOL XVIII Sulawesi Tenggara di Ujungpandang;

14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;

15. DANREM 143 di Kendari;

16. Kantor Wilayah DEPPEN Propinsi . Sulawesi Tenggara di

Kendari;

17. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro

pinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

18. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.—
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 21/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR :21/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I NUSA

TENGGARA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Nomor Pem. D/3/5 tanggal 4 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara

Barat;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :

PLRTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter-

' cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari ma-

sing masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran ke-

putusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Barat untuk atas nama Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

390



Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara

Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

/. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
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9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Mataram.

10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;

1 1. KODAM XVI Udayana di Denpasar;

12. KADAPOL XV Nusa Tenggara Barat di Denpasar;

13. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

14. Resimen 162 Wirabhakti di Mataram;

15. Dai Res Ampenan;

16 Dan Lanal Ampenan;

17. Dan Lanu Rembiga;

1 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi

Nusa Tenggara Barat;

19. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 22/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 22/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

D.VII-17-8/a/l/76 tanggal 14 Pebruari 1976 ten

tang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu-

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 38: Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063(;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

M EMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan
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tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudiam hari ternyata terdapat kekeliru

an keputusan ini di".

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
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9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Jakarta;

10. Muspida Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;

1 1 . KODAM V/JAYA di Jakarta;

12. KASDAK VII/METRO JAYA di Jakarta;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;

14. Kepala lKejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Kepala Kanwil Deppen Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Ketua D.P.R.D. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 23/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SUMATERA BARAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 23/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No

mor DKPx. 158/VI/6-76 tanggal 7 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sumatera Barat untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Padang;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang;

1 1. KODAM III/17 Agustus di Padang;

12. KADAPOL III/Sumatera Barat di Padang;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sumatera Barat di Padang;

14. Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;

15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Sumatera Barat di

Padang.

407



OS
.i.

5?

is

K- t ,

S < ~

S £ 3

< s <
in x •""

EgS
lu < m
U « rl

|<§

< UJ
-J

<

<
2

X OS

£ <

LU

II

< <
-i u

<x

is

G t

to.

SG

e

E

UI

n n n as u-
•-«»*«— *d n

O O 0 O O O O l
**

, 00 00 6L , u. 00 00

C C c c
< < < < < < < <

c "c
c .c
v ** «-* a/ — „
E 2 ffl l £ E 2 =
O ■ n \i ct w

rj

1a
3
>>
j:

x

e/i

1c

o

— CnJ Cl rf

408



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 24/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SUMATERA SELATAN





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 24/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Nomor 01/tel/ppd-l-ss-76 tanggal 9 Pebruari

1976 tentang usul pengangkatan Anggota merang

kap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris

Panitia Pemilihafa Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1 976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1075 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, .sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

1i. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang;

10. KODAM IV Sriwijaya di Palembang ;

1 1 . KADAPOL Vl/Sumbagsel di Palembang ;

12. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang;

13. Kepala Pengadilan Sumbagsel di Palembang ;
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14. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Sumatera Selatan;

15. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang;

16. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Selatan di

Palembang;
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 25/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I MALUKU





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 25/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I MALUKU.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku Nomor pem.

III/2/ 1/6 tanggal 7 Pebruari 1976 tentang usul

pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Maluku;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

munuNomor 02/LPU/Tahun. 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota"? merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Maluku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia/Pemilihan Daerah Tingkat I

Maluku untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Maluku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

i. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Maluku di Ambon;

10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai . Politik dan

Golongan Karya di Ambon:

U. Muspida Daerah Tingkat I Maluku di Ambon;

12. KODAM XV Patimura di Ambon;

13. KADAPOL XX/Maluku di Ambon;

14. Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon;

15. Kepala Daerah Pelabuhan VIII di Ambon;

16. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Maluku di Ambon.
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NO.
N A M/A

JABATAN / UNSUR

Urt.

1 2
3

1. Kol. Pol. Ubay Suryadimadj.£
Asisten V BINMAS KOMDAK XX

Maluku.

2. Let.Kol. Inf. M. Lewerissa
Asisten V KODAM XV Pattimura.

3. S. Sinaga B.A.
Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop.

Maluku.

4. Harjono Dipowidjojo SH.
Asisten I/Intel Kejaksaan Tinggi

Maluku.

5. Drs. Sumantri Much. Usman
Kepala Daerah Pelabuhan VIII Maluku

6. Drs. M. Maricar
Direktorat Khusus Kantor Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

7. Drs. Japy Patty
Sekretaris Dewan Pimpinan Partai

Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I

Maluku.

g
Max Gaspers B.A.

Golongan Karya Daerah Tingkat I

Maluku.

9. Djamaluddin Turuy B.A.
Partai Persatuan Pembangunan Wilayah

Propinsi Maluku.

10. Drs. G.A. Engko.
Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I

Maluku.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 25/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHANDAERAH TINGKAT1 MALUKU

[4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

j Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebniari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 26/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 26/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA PANITIA

PEMILIHAN LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk mencapai effisiensi, keserasian dan

kemantapan penyelenggaraan Pemilihan Umum,

bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar

Negeri, dipandang perlu menetapkan susunan or

ganisasi dan tata kerja Panitia Pemilihan bagi

Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri

yang disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman

yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan

Umum 1971;

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1'970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun

1975;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN

TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA PANITIA PEMILIHAN UNTUK WAR-

GANEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR

NEGERI, YANG SELANJUTNYA DAPAT DISE

BUT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

ATAU DENGAN SINGKATAN PPLN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Panitia Pemilihan Luar Negeri, adalah Panitia Pemilihan

untuk warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri

sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, yang terdiri dari pe

jabat-pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat-

pejabat Lembaga Pemilihan Umum.

b. Ketua, adalah Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri.

c. Wakil Ketua, adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Luar

Negeri.

d. Sekretaris/Sekretariat, adalah Sekretaris/Sekretariat Pani

tia Pemilihan Luar Negeri.

e. Anggota, adalah Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipe

kerjakan dalam Panitia Pemilihan Luar Negeri.

g. Pegawai Negeri , adalah Pegawai Negeri yang dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
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h. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri , adalah Panitia

Pemungutan Suara untuk Warganegara Republik Indo

nesia di Luar Negeri sebagai dimaksud dalam pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

(2) Dalam pengertian :

a. Daerah di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri

Republik Indonesia, dalam hubungannya yang tertentu,

termasuk wilayah Kota Administratif Jakarta Pusat dan

atau wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,

termasuk Duta Besar/Duta/Konsul Jenderal/Konsul Ke

pala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah suatu Panitia yang

ada pada Panitia Pemilihan Indonesia untuk menyelengga

rakan pemilihan umum bagi Warganegara Republik Indo

nesia yang berada di Luar Negeri berdasarkan kebijak

sanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan In

donesia.

(2) Panitia Pemilihan Luar Negeri berkedudukan di Departe

men Luar Negeri Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Tugas Pokok Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah :

1 . Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
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2. Merencanakan, memimpin, mempersiapkan dan mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Repu

blik Indonesia yang berada di Luar Negeri menurut Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 setelah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Peme

rintah Nomor 1 Tahun 1976.

3. Pemungutan Suara Luar Negeri, khususnya dalam penye

lenggaraan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk Warga

negara Republik Indonesia serta dalam pemungutan suara.

4. Menghitung hasil pemungutan suara di luar negeri.

BAB IV

FUNGSI-FUNGSI.

Pasal 4

(1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan

segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemilih

an umum bagi Warga Republik Indonesia yang berada di

Luar Negeri.

(2) Pimpinan, yaitu mengendalikan, mengarahkan dan meng-

kordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar

Negeri dan Panitia-panitia Pemungutan Suara Luar Negeri

untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan efektif dan

efisien.

(3) Pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelengga

raan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indone

sia yang berada di Luar Negeri.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Luar Negeri terdiri dari 7 (tujuh) orang

anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang di-
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angkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri Luar

Negeri.

(2) Menteri Dalam Negeri mengangkat diantara anggota Panitia

tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, seorang Ketua dan seorang

Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.

(3) Anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah yang

diambilkan dari pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri

Republik Indonesia dan Lembaga Pemilihan Umum.

(4). Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri

Luar Negeri.

(5) Personil Sekretariat terdiri dari pegawai negeri yang diangkat

dan diberhentikan oleh Ketua atas nama Menteri Dalarn

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretariat membawahi :

a. Biro Penyelenggaraan, yang terdiri dari :

(i) Bagian Tehnis Penyelenggaraan;

(ii) Bagian Keamanan dan penghubung.

b. Biro Administrasi yang terdiri dari :

(i) Bagian Tata Usaha;

(ii) Bendaharawan.

Pasal 7

(1) Biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh se

orang Kepala dan dibantu oleh sejumlah personil yang di

ambil dari pegawai negeri baik sipil maupun ABRI.

(2) Bagan Organisasi Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah se

bagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
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BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah satu kese

luruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lain; oleh se

bab itu pembagian tugas seperti dimaksud dalam bab ini hanya

lah penentuan pembidangan yang dalam persiapan dan penye

lenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensuk-

seskan Pemilihan Umum.

Pasal 9

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang pokok sifatnya

dimusyawarahkan dalam Panitia Pemilihan Luar Negeri, sedang

pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 10

Tugas Ketua adalah :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemu

ngutan Suara Luar Negeri.

c. Mengadakan hubungan langsung dengan Ketua dan atau

Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang

perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan

Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indone

sia, khususnya bagi Warganegara Republik Indonesia yang

berada di Luar Negeri.

Pasal 11

Tugas Wakil Ketua adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
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Pasal 12

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri melak

sanakan tugas-tugasnya yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Bidang tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menye

lenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan pe

nyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik

Indonesia yang berada di Luar Negeri sesuai dengan kebijaksanar

an yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Tugas Sekretaris adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat.

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Biro yang ada di dalam Sekretariat.

Pasal 15

(1) Bidang tugas Biro Penyelenggaraan adalah menyelenggara

kan segala sesuatu yang perlu termasuk urusan Hukum un

tuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum

bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar

Negeri.

(2). Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penyelenggaraan.

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan.

(3) . Tugas Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan adalah :

a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan-bahan dan

data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemilih
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an umum bagi warganegara Indonesia yang berada di luar

Negeri.

b. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-

data tersebut.

c. Menyusun program penyelenggaraan pemilihan umum

bagi Warganegara Indonesia yang berada di luar negeri

menurut ketentuan dari Panitia Pemilihan Indonesia

serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan me

nyampaikannya kepada pejabat yang berwenang melalui

jenjang jabatan untuk diambil keputusan.

d. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program

dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang ber

kepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

e. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan

umum bagi warganegara Indonesia di Luar Negeri yang

meliputi :

(i) Mengatur penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan

penyusunan daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambah

an serta pendaftaran jumlah penduduk warganegara

Indonesia yang berada di luar negeri yang dilakukan

oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri.

(ii) Dari bahan-bahan yang diterima dari Panitia Pemu

ngutan Suara Luar Negeri menyusun daftar jumlah

penduduk warganegara Indonesia dan jumlah

pemilih yang berada di luar negeri secara terperinci

menurut negara asing di mana mereka berada dan

mengirimkannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia

melalui jenjang jabatan dan menurut cara dan waktu

yang telah ditentukan.

(iii) Mengurus pengiriman surat suara kepada Panitia

Pemungutan Suara Luar Negeri.

(iv) Mengatur penyelenggaraan pemungutan suara dan

penghitungan yang dilakukan oleh Panitia Pemu

ngutan Suara Luar Negeri dan menyusun laporannya
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untuk dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Jakarta Raya dan Panitia Pemilihan Indo

nesia melalui jenjang jabatan dan menurut prosedur

yang telah ditentukan.

(v) Melakukan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada

nya.

(4) Tugas Kepala Bagian Keamanan dan Penghubung adalah :

a. Mengumpulkan bahan keterangan tentang situasi keaman

an di luar negeri di mana Republik Indonesia mempunyai

perwakilan, yang diperkirakan dapat mempengaruhi

penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara

Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

b. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan

tersebut menyampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan

luar negeri melalui jenjang jabatan, sebagai bahan dalam

menentukan garis kebijaksanaan di bidang pengamanan

pemilihan umum bagi warganegara Indonesia yang berada

di luar negeri;

c. Menempa kebijaksanaan keamanan ketua Panitia Pemilih

an Luar Negeri dalam bentuk-bentuk tertentu di bidang

pengamanan pemilihan umum bagi warganegara Indonesia

yang berada di luar negeri;

d. Mengurus pengamanan keputusan-keputusan dan/atau ke-

bijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau dite

tapkan oleh Ketua;

e. Memberikan penjelasan kepada petugas-petugas penye

lenggara pemilihan umum bagi Warganegara Republik

Indonesia yang berada di luar negeri.

f. Memberikan penjelasan kepada segenap masyarakat di

dalam maupun di luar negeri tentang kebijaksanaan-ke
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bijaksanaan dan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar

Negeri dan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri me

nurut keputusan Ketua.

Pasal 16

(1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan

segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab

Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, men

catat dan memelihara barang-barang inventaris, menyeleng

garakan urusan dalam serta menyusun dan mengurus pem

biayaan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia-panitia

Pemungutan Suara Luar Negeri.

(2) . Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.

c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiat

an Bagian-bagian yang ada di dalam Biro Administrasi

(3) . Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. Menerima surat-surat dan kawat-kawat yang dialamat

kan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri dan mendis

tribusikannya kepada yang berkepentingan.

b. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat.

c. Menyusun dan mengurus pembiayaan Panitia Pemilihan

Luar Negeri dan Panitia-Panitia Pemungutan Suara

Luar Negeri.

d. Menyelenggarakan administrasi personil.

e. Mengurus administrasi barang-barang inventaris yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat.

f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia Pemi

lihan Luar Negeri.

(4) . Tugas Bendaharawan adalah :

a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau

Surat-surat berharga atas perintah Ordinator.
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b. Mengurus pembukuan Keuangan.

c. Menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah ditentukan.

d. Mengurus dan menyimpan bukti-bukti kas.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

(1) Dalam musyawarah yang diadakan sekurang-kurangnya satu

kali dalam seminggu, Panitia Pemilihan Luar Negeri mem

bicarakan dan memutuskan pokok-pokok garis kebijaksa

naan penyelenggaraan, sedang pimpinan penyelenggaraan

nya diserahkan kepada Ketua.

(2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah

dan mufakat.

(3) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputus

kan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Ketua me

ngambil keputusan mengenai persoalan itu dengan mem

pertanggung jawabkan keputusan itu kepada Ketua Panitia

Pemilihan Indonesia. Keputusan terakhir mengenai kepu

tusan itu diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 18

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-

sukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam me

rencanakan mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan, wajib dipelihara kerja sama yang serasi antara pejabat-

pejabat Sekretariat, dengan tidak terlampau terikat pada forma

litas yang tidak perlu, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 19

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penye

lenggaraan Pemilihan Umum serta guna mempererat kerja sama,

Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja.
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Pasal 20

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau

perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Sekretariat, segera

diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang

bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera disam

paikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

Pasal 21

Hubungan kerja dan jenjang jabatan antara Panitia Pemilih

an Luar Negeri dengan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri

diatur sebagai berikut :

a. Dalam beberapa hal tertentu, Panitia Pemilihan Luar Negeri

bertindak seolah-olah sebagai Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II dan atau sebagai Panitia Pemungutan Suara se

bagai dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerin

tah Nomor 1 Tahun 1976. Dalam hal ini Panitia Pemungut

an Suara Luar Negeri bertindak sebagai PPS dan atau se

bagai PPP/KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan

62 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

b. Dalam beberapa hal tertentu lainnya, Panitia Pemilihan Luar

Negeri bertindak seolah-olah sebagai Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I dan atau sebagai Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II sebagai dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Dalam hal ini PPSLN

bertindak sebagai PPD II dan atau sebagai PPS sebagai di

maksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976.

Pasal 22

(1) Segala surat-surat dan kawat-kawat yang dialamatkan ke

pada Panitia Pemilihan Luar Negeri diurus olehSekretariat.

(2) Apabila ada pejabat di dalam Panitia Pemilihan Luar.Negeri

menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusan
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nya, supaya dengan segera menyampaikannya kepada

pejabat yang berkepentingan.

Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugasnya :

a. Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan

Indonesia.

b. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

c. Kepala Biro dan Kepala Bagian bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing.

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang

tersebut dalam tata-kerja ini diatur dengan instruksi, perintah

atau petunjuk yang akan dikeluarkan kemudian.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur

dalam keputusan ini diatur dengan keputusan tersendiri.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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BAGAN SUSUNAN O IGt

L JAI

PAN TU

Ll Al

I

BIRO

ADMINISTRASI

I

BAGIAN

TATA USAHA

I

BENDAHARAWAN

KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETA

RIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MEN-

DAGRI/KETUA LPU ATAS USUL MENTERI LUAR NE

GERI.

2. BIRO-BIRO DAN BAGIAN-BAGIAN MASING-MASING

DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA, DIANGKAT DAN

DIBERHENTIKAN OLEH KETUA PPLN ATAS NAMA

MENDAGRI/KETUA LPU.

3. KEPALA-KEPALA BIRO/BAGIAN DIBANTU SEJUM

LAH PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL/ftBRI.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 26/LPU/TAHUN 1976.

iSl PANITIA PEMILIHAN

JERI.

ILIHAN

ERI

SEKRETARIAT

I

BIRO

PENYELENGGARAAN

I

BAGIAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN

I

BAGIAN KEAMANAN

* * PENGHUBUNG

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 27/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

LUAR NEGERI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 27/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NE

GARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk mencapai effisiensi, keserasian

dan kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 1977, bagi Warganegara

Republik Indonesia di Luar Negeri perlu segera

membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri yang

berkedudukan di Departemen Luar Negeri;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1 969 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun

1976.
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MEMUTUSKAN.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk Panitia Pemilihan Bagi Warganegara

Republik Indonesia di Luar Negeri yang disebut

Panitia Pemilihan Luar Negeri dan selanjutnya

disingkat PPLN, berkedudukan di Departemen

Luar Negeri, dengan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilih

an Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976.

Menugaskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Luar

Negeri untuk segera membentuk Panitia Pemu

ngutan Suara untuk Warganegara Republik

Indonesia di Luar Negeri, yang disebut Panitia

Pemungutan Suara Luar Negeri atau selanjutnya

disingkat PPSLN.

Memberikan wewenang kepada Ketua Panitia

Pemilihan Luar Negeri untuk mengangkat dan

memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, Anggota

dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Luar

Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Peratur

an Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, serta

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja

nya.

Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

keperluan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan

Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri dibeban

kan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan

Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,
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apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke

liruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

7. Jaksa Agung di Jakarta;

8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;

9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;

10. Gubernur Bank Sentral di Jakarta;

1 1 . Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik

dan Golongan Karya.
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No.

Urt
NAMA JABATAN

1 2 3

1. ANAK AGUNG GDE

AGUNG S.H. Staf Akhli Menteri Luar Negeri

2. RP. SOEGENG Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian

dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal.

3. MARTOMAN Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat

Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri.

4. BACHTIAR S. YAMIL Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat

Jenderal.

5. SOEWAHJOE Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Ke

pegawaian.

6. Drs. MUGIANTO Anggota Kelompok Penghubung

7. ST. CH. LATIEF Anggota Kelompok Penghubung
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 27/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN LUAR NEGERI

4

Anggota merangkap Ketua

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 28/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA/WAKIL KETUA

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 28/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP KETUA,

ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA DAN ANGGOTA-

ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan Pemeilihan

Umum bagi Warganegara Republik Indonesia

di Luar Negeri, dan sesuai dengan Pasal 13

ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 sebagaimana telah diubah dengan Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975, juncto

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Ta

hun 1976, dipandang perlu mengangkat Anggo

ta merangkap Ketua, Anggota merangkap

Wakil Ketua, dan Anggota-anggota dan Sek

retaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Nomor

2914), dan Undang-undang Nomor 4 Ta

hun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 No
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mor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 1 1/

LPU/Tahun 1975;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/

LPU/Tahun 1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/

LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum

dalam ruang 2 menjadi Anggota merangkap

Ketua, Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemi

lihan Luar Negeri sebagai tercantum dalam

ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap

kan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya, apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan.
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PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang ber

sangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlu

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

Salinan Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

7. Jaksa Agung di Jakarta;

8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;

9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;

1 0. Gubernur Bank Sentral di Jakarta;

11. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Po

litik dan Golongan Karya.
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No.

Urt. NAMA JABATAN

I 2 3

1. ANAK AGUNG

GDE AGUNG S.H Staf Akhli Menteri Luar Negeri

2. R.P. SOEGENG Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian

dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal.

3. MARTOMAN Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat

Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri

4.
BACHTIAR S. YAMIL Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat

Jenderal .

5. SOEWAHJOE Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Ke

pegawaian.

6. Drs. MUGIANTO Anggota Kelompok Penghubung.

7. ST. CH. LATIEF Anggota Kelompok Penghubung.

i
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 28/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN LUAR NEGERI

Anggota merangkap Ketua.

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 34/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I IRIAN JAYA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 34/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor

R-029/X/GIJ/76 tanggal 16 Pebruari 1976 ten

tang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota serta Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Irian Jaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem
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baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

: Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Irian Jaya untuk atas nama Menteri Dalam Negeri

/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Irian Jaya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

KEDUA

KETIGA
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jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalamKeputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Irian Jaya;

10. Muspida Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;

1 1. KODAM XVII/Cendrawasih di Jayapura;

12. KADAPOL XXI Irian Jaya di Jayapura;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Irian Jaya;

14. Kepala Kejaksaan Tinggi Irian Jaya di Jayapura;

1 5. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Irian Jaya di

Jayapura.

463



NO.

Urt.
NAMA JABATAN / UNSUR

1 2 3

1. Ds. Jan Mamoribo Wakil Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Irian Jaya.

2. A.W. Darwis S.H. Kepala Gubernur

2. A.W. Darwis S.H. Kepala Direktorat Khusus Prop.

Dati I Irian Jaya.

3. Let.Kol. L. Sitompul Wa. As. V Territorial Kasdam

XVII Cendrawasih.

4. LetKol. (Pol.) Drs. R. Soetedjo As. V Komdak XXI Irian Jaya

5. Asmuni S.H. Adiwirajaksa, As, I/Intel Kejak

saan Tinggi Irian Jaya.

6. H. F. Wanma Kabag. Umum Kanwil Deppen.

Tingkat I Irian Jaya.

7. A.S. Indra Wakil Ketua DPW. P.P.P. Irian

Jaya.

8. Prits. W. Karubaba Ketua DPD. P.D.I. Irian Jaya

9. Let. Kol. Krisno Djumar Ketua Umum PDP Golkar Dati

I Irian Jaya.

10. Drs. Syarifuddin Harahap Sekwilda Dati I Irian Jaya.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUMNOMOR : 34/LPU/TAHUN 1976

KEDUDUKAN DALAM PANITIAPPEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n ggo t a

A n ggo t a

A n ggo
f
a

A n ggo t a

A n ggo t a

A n ggo t a

A n ggo t a

A n ggo t a

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakajta.

Pada tanggal 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 35/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I RIAU





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 35/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I RIAU.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Riau Nomor

1029/3/Rhs tanggal 19 Pebruari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Riau;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Umum Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1 976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Riau;

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :

PH RTAMA: Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

: Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Riau untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Riau.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

KEDUA

KETIGA
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Mare.t 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Riau di Pakanbaru.

10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Pakanbaru.

1 1. Muspida Daerah Tingkat I Riau di Pakanbaru;

12. KODAM III/ 17 Agustus di Padang;

13. KADAPOL IV/Riau di Pakanbaru;

14. Kejaksaan Tinggi Riau di Pakanbaru;

1 5. Kepala Kantor wilayah Deppen Propinsi di Pakanbaru.
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NO.

Urt.
NAMA JABATAN / UNSUR

1. Sjarifuddin Lubis S.H. Sekretaris Wilayah Daerah Tk.

I Riau.

2. Rizal Thaib S.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

3. Abdul Hamid Kepala Kantor Wilayah Dep.

Penerangan Propinsi Riau.

4. KoI.Pol. Drs. Sjafaroeddin Assisten V Kepala Staf Bidang

Tan Pono Binmas Dak IV Riau.

5. LetKol. CZI Siswadi Kepala Staf KOREM 031 Wira-

bima.

6. H. Nong Abdullah Syech Partai Persatuan Pembangunan

Wilayah Propinsi Riau.

7. Franciscus Samin Satimin Partai Demokrasi Indonesia Da

erah Tingkat I Riau.

8. Maryadi S.H. Golongan Karya Daerah Tingkat

I Riau.

9. Drs. Halim Syahir Assisten III Sekwilda Tingkat 1

Riau.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 35/LPU/TAHUN 1976

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I RIAU

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n g 8 0 ta

A n g g 0 ta

A n g g 0 ta

A n g g 0 ta

A n g g 0 ta

A n g g 0 ta

A n g g 0 ta

S e k r e t a r i

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 36/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Nomor SUS-1-2-1 1-884 tanggal 10 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Kalimantan Selatan untuk atas nama Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1 976

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
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9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Go

longan Karya di Banjarmasin;

10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

1 1. KODAM X/Lambungmangkurat di Banjarmasin;

12. KADAPOL XIII/KALRA di Banjarmasin;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan daerah Tk.

I Kalimantan Selatan di Banjarmasin;

14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;

1 5. Kantor Wilayah Deppen Prop. Kalimantan Selatan di Banjar -

masin.
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NO.
NAMA JABATAN / UNSUR

Urt.

1 2 3

1. Kol. lnf. Rachmatullah WAKASDAM X / LAM

•>
Kol. Pol. Drs. Amiarsono Asisten V KASDAK XIII /

KALRA

3. R. Soemarto S. H. Asisten I Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Selatan.

4. Drs. H. Ast'ul Anwar Kepala Direktorat Khusus

Daerah Tk. I Kalimantan Sel.

5. A. Sadjeli Kepala Direktorat Pemerintah

an Daerah Tk. I Kalimantan

Selatan.

6. Abdul Kadir Aly B.A. Kepala Kantor Wilayah Deppen.

Prop. Kalimantan Selatan.

7. H. Samir Syukur AH. Partai Persatuan Pembangunan

Wilayah Propinsi Kalimantan

Selatan.

X. Masri Baduk Partai Demokrasi Indonesia Da

erah Tingkat I Kalimantan Sel.

9. H. Syahrul Golongan Karya Daerah Tingkat

I Kalimantan Selatan.

10. Sadcri Penata Tata Praja Tingkat I (Ill/d)

pada Kantor Pemerintah Daerah

Prop. Kalimantan Selatan.

■
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN SELATAN.4

Anggota merangkap Wakil Ketua.

A n g g o ta

A n g g o t a

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976,

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACI1MUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 37/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMIUHAN DAERAH

TINGKAT I SULAWESI TENGAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 37/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Nomor 01/ADM/PPDI-ST/II/1976 tanggal 18 Pe-

bruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota

merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan

Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

487



bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor I;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1 976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

KEDUA

KETIGA
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;

1 1 . KODAM XIII/Merdeka di Menado;

1 2. KADAPOL XIX Sulutteng di Menado;

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;

14. Ketua Pengadilan Negeri Kias I Palu di Palu;

1 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi

Sulawesi Tengah di Palu;

16. Kepala Dolog Sulawesi Tengah di Palu;

17. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulteng di Palu.
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NO.
NAMA JABATAN / UNSUR

URUT

1 2 3

1. Kolonel M. RUSLI Komandan KOREM 132 / Tadulako.

2. R SUKADIONO S.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

3. iol. Pol. B.A. WULLUR Komandan Antar Resort Kepolisian 192

Sulawesi Tengah.

4. J. WINARDI S.H. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu.

5. JAMAS ABDULLAH B.A. Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan

Propinsi Sulawesi Tengah.

6. M. DAHLAN Kepala Dolog Sulawesi Tengah Dati I

Sulawesi Tengah.

7. R. SOEYONO Ketua DJ».D. Golongan Karya Dati I

Sulawesi Tengah.

8. H. D.M. GAGARAMUSU Ketua Pimpinan Wilayah Partai Persatuan

Pembangunan Dati I Sulawesi Tengah.

9. K1SMAN JODJODOLO Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia

Dati I Sulawesi Tengah.

10. H.M. NAHUMURY Pj. Kepala Direktorat Khusus Propinsi

Sulawesi Tengah.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 37/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI TENGAH

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 38/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SUMATERA UTARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 38/LPU/TAHUN 1 976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No

mor 863/21 /tanggal 16 Pebruari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1 976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

495



Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

: Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sumatera Utara untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

KEDUA

KETIGA
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Medan;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Utara' di Medan;

11. KODAM II/Bukitbarisan di Medan;

12. KADAPOL II/Sumatera Utara di Medan;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sumatera Utara di Medan;

14. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;

15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Utara di

Medan.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTU

KETUALEMBAGA

NOMOR : 38/LP

NO.

URUT

NAMA JABATAN/UN

1
i 3

1.

2.

3.

4.

5.

BARDANSJAH

Let.Kol. Inf. R.I. SIREGAR

Let.Kol. Pol. Drs. D.H. ARITONANG

R. SUDIBYO SH

Sekwilda Sumatera Utara

KODAM II/Bukitbarisan

KOMDAK II Sumatera Uta

Kejaksaan Tinggi Sumatera

Kadit Pem. Kantor Gubern

Tingkat I Sumatera Utara

Kakanwil Deppen Prop. Su

Golongan Karya Daerah Tin

Utara

6.

7.

ABDUL KADIR KENDALKEUAT

M. SANI

8.

Drs. SLAMET RIYANTO

Dr. P. SIREGAR

ZAINIR

Partai Demokrasi Indonesia

Sumatera Utara.

9. Partai Persatuan Pembangun

Sumatera Utara.

Kaditsus pada Kantor Gube

Daerah Tingkat 1 Sumatera

10. Kol. A. WAHAB ABDY

•
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\N MENTERI DALAM NEGERI/

EMIL1HAN UMUM

/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
'R

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

n

iepala Daerah

tera Utara.

>t I Sumatera

Anggota

Anggota

lerah Tingkat I Anggota

Wilayah Prop. Anggota

lir Kepala

lara.

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 39/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 39/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Wakil Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilih

an Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05/PPD.

1/1976 tanggal 17 Pebruari 1976 tentang usul

pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Wakil Kepala Daerah/

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogya

karta untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Istimewa Yogyakarta.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalanrkeputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal 1 Maret 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpnan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Yogyakarta;

10. Muspida Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;

11. Wakil Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Isti

mewa Yogyakarta-

12. Komandan Resimen 072 Yogyakarta;

13. Komandan Antar Resort 96 Yogyakarta;
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14. Komandan LANUMA Adisucipto Yogyakarta:

15. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;

16. Kepala KANWIL Departemen Penerangan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

17. Kordinator/Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

506





NO.

URUT N AM A JABATAN / UNSUR

I 2 3

1. Kol. Inf. R.W. SOEGIARTO Dan Rem 072 Yogyakarta.

2. Kol. Pol. Drs. H. ABDULROCH1M Dantares 96 Yogyakarta.

3. Let. Kol. Pen. SUG1ANTORO Dan Lanuma Adsucipto Yogyakarta.

4. HAM1R HUSODO S.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

5. IMAM SUHADAK Kepala Kanwil Dep. Penerangan

D.I. Yogyakarta.

6. SUNARYO S.H. Koordinator / Ketua Pengadilan

Negeri Yogyakarta.

7. K. ZUHDI DAHLAN Partai Persatuan Pembangunan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

8.

9.

SUBADHl Partai Demokrasi Indonesia Daerah

Istimewa Yogyakarta.

DRS. SOEMIDJAN Golongan Karya Daerah Istime

wa Yogyakarta.

10. SOEGITO Asisten Sekwilda I/Ka.Dit. Pe -

merintahan.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 39/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMIUHAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : . 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 40/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 40/LPU/TAHUN 1976.

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Nomor Pem. 033.3/4/76 tanggal 2 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara

Timur ;

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu-

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggo

ta-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 0 1/LPU/Tahun

1976 ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02 /LPU/Tahun

1976 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PLRTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-

masing dalam jabatan dan kedudukan yang ter

cantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan

tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1

Nusa Tenggara Timur untuk atas nama Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa
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nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara

Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta ;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakara ;

6. Jaksa Agung di Jakarta ;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Kupang ;

10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;

1 1. KODAM XVI/Udayana di Denpasar ;

12. KADAPOL XV/Nusa Tenggara di Denpasar ;

13. DANTARES Kupang ;
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14. DANREM 161 Wirasakti Nusratim di Kupang ;

15. DAN SIONAL Kupang ;

16. Kejaksaan Tinggi Nusratim ;

1 7. Pengadilan Negeri Kelas I Kupang ;

18. Kepala Wilayah Deppen Prop. Nusa Tenggara Timur di

Kupang ;

1 9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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NO.

URUT. NAMA JABATAN/ L

1 2 3

1. I. GUSTI MAHARDIKA S.H. Ketua Pengadilan Negeri

2. Kol. Pol. J.N. LEATIMEA DANTARES Kupang.

3. SOEWARNO S.H. Kepala Kejaksaan Tinggi

Timur.

4. Kol. SOEKAMTO Caretaker DANREM 161

Tenggara Timur.

5. Let. Kol. Pelaut ARI SISWADI DAN SIONAL Kupang.

6. TH. SOEGITO Kepala Kantor Wilayah De

Nusa Tenggara Timur.

7. JAN KIAPOLI Wakil Ketua Dewan Pembi

Daerah Tingkat I Nusa T

8. M. TAGU BEDO SMHk Ketua I Dewan Pimpinan

Demokrasi Indonesia Daera

Tenggara Timur.

9. I. INDRADEWA Ketua Dewan Pimpinan Wi

satuan PembangunanPropin

Timur.

10. A. HERMANUS Asisten II Sekretaris Wi

Tingkat I Nusa Tenggara
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 40/LPU/TAHUN 1976.

NSUR

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

4

ielas I Kupang Anggota merangkap Wakil Ketua

Nusa Tenggara

Anggota

Wirasakti Nusa

Anggota

Anggota

>pen. Prop.

Anggota

a Daerah Golkar

Anggota

nggara Timur. Anggota

Daerah Partai «

Tingkat I Nusa

Anggota

yah Partai Per-

Nusa Tenggara

Anggota

yah/Daerah

Timur. Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 41/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 41/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

Gub. x - 1/1/16 tanggal 29 Pebruari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Dae

rah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Nege

ri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gu

bernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota

merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I, perlu segera mengangkat Anggota merang

kap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor i 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 2914) jo Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembar
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an Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3063) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976 ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Jawa Tengah untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik

mereka yang ; tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,
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jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta ;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di jakarta ;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;

6. Jaksa Agung di Jakarta ;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Jawa Tengah di Semarang ;

10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;

1 1. KODAM VII/Diponegoro di Semarang ;

12. iKejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

13. Kantor Wilayah Deppen Jawa Tengah di Semarang ;

14« Kantor Wilayah Dep. P dan K Jawa Tengah di Semarang ;

1 5. Koordinatorat Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di

Semarang.
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NO.

URUT.
NAMA JABATAN / l/

1 2 3

1.

2.

3.

4.

KARDIMAN Pemerintah Daerah Tingka

KODAM VII Diponegoro

Kejaksaan Tinggi Jawa Te

Kantor Wilayah DeppenPro

Kantor Wilayah Dep. P 4

Kopertis Wilayah V

Brigjen. PARWOTO

DJOEMENO DARMODIDJOJO S.H.

MOCHAMAD BA.

5. . Drs. WIDARSO

6. Drs. SOEKARDJAN

7. Drs. H. MOESTAHAL AHMAD

MASHUD Partai Persatuan Pembangu

8.

9.

SARDJITO DHARSOEKI

WIDARTO

Partai Demokrasi Indonesia

Golongan Karya Daerah

Tengah

10. ADJITO S.H. Kejaksaan Tinggi Jawa Ten
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 41/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

«UR

4

i I Jawa Tengah Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

igah Anggota

pinsi Jawa Tengah Anggota

K Jawa Tengah Anggota

Anggota

nan Jawa Tengah Anggota

Daerah Tingkat I Anggota

Tingkat I Jawa

Anggota

gah Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal 5 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 42/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 42/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor

KHX 051/PPD-I/1976 tanggal 24 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1 976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggo

ta-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Jawa Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 4) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/1976 ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/l 976 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/

1976.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Jawa Timur untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

Menetapkan

PERTAMA
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jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta ;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;

3. Pimpinan D. P.A. di Jakarta ;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;

6. Jaksa Agung di Jakarta ;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Surabaya ;

10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Timur di -Surabaya ;

1 1 . Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

12. KODAM VIII/Brawijaya di Surabaya ;

1 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;

14. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Propinsi Jawa Timur di

Surabaya ;

1 5. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabya ;

16. KADAPOL X/Jawa Timur di Surabaya.
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NO.

URUT.
NAMA JABATAN / UI

1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kol. DJAJADI SOEDJONO Pamen SKODAM VII/ Bn

Staf KOMDAK X / Jawa T

Kepala Bagian Teritorial padi

Kepala Kantor Wilayah Deppi

Hakim dpb. pada Pengadilan

Kepala Direktorat Pemerlnt

Gubernur Kepala Daerah Tu

Mayor Pol. SEGER SOEMOATMODJO

A. MUIS SIREGAR, S.H.

SOEMIJATNO

J. SOEWARTO S.H.

M. CHAELAN PORWANTO

7. H.M. HASJIM LAT1EF B.A. DPW'. Partai Persatuan Pi

Jawa Timur

8. SOEGIANTO Ketua DPD. Golongan Karyi

Jawa Timur

9. MOH. HAFID B.A. DPD. Partai Demokrasi Indc

kat I Jawa Timur

10. Drs. SOEPRAPTO Kepala Subdit Pembinaai

Direktorat Khusus Prop.

Jawa Timur
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 42/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

iUR PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

4

vijaya Anggota merangkap Wakil Ketua

mur Anggota

Kejati Jawa Timur Anggota

i Prop. Jawa Timur Anggota

Tinggi Jawa Timur Anggota

ihan pada Kantor

>kat I Jawa Timur Anggota

nbangunan Prop.

Anggota

Daerah Tingkat I

Anggota

lesia Daerah Ting-

Anggota

Masyarakat pada

")aerah Tingkat I

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal 5 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 43/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SULAWESI SELATAN





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 43/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Nomor 03/PPDI/I/1976 tanggal 5 Pebruari 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Sela

tan;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/

Tahun 1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar
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lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
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10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pan

dang;

11. KODAM XIV/Hn. di Ujung Pandang;

12. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;

13. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;

14. Kantor Wilayah Deppen Prop, Sulawesi Selatan di Ujung

Pandang.
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NO.

URT.

NAMA JABATAN/ UNSUR

1 2 3

.1. Kol. A. Oddang KASDAM XIV/Hn.

2. Drs. M. Daud Nompo Pemerintah Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan.

3. I. Agus Suhadi S. H. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Sel

4. Drs. H.M. Riza Kanwil Deppen Propinsi Sula

Selatan.

5. H.A. Pateppei Partai Persatuan Pembanguna

Propinsi Sulawesi Selatan.

6. J. R. Patandianan Partai Demokrasi Indonesia D

Tingkat I Sulawesi Selatan.

7. Drs. Arifin Noer Golongan Karya Daerah Ting

Sulawesi Selatan.

8. Drs. Moh. Said Asisten III Sekwilda
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 43/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

tan. Anggota

/esi Anggota

i Anggota

erah Anggota

atl Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AM1RMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 44/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I BALI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 44/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I BALI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilijhan Daerah Tingkat I Bali Nomor

013/PPD.I/76 tanggal 17 Pebruari 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1 976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Bali;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976- -

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/KetuaLem-

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter-

cantumtlalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran Kepu

tusan tersebut.

Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Bali untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka

yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini,

sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Bali.

550



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggai : 9 Maret 1 976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Daerah Tingkat I Bali;

10. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;

1 1. KODAM XVI/Udayana di Denpasar;

1 2. KOMDAK XV/NUSRA di Denpasar;
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13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Bali di Denpasar;

14. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

15. Kepala Pengadilan Tinggi Nusra;

16. Kepala Kanwil Deppen Propinsi Bali.
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NO.

URT.
NAMA JABATAN / UNSUR

1 2 3

1. Let.Kol. M. Marpaung Bc. Hk.. KOMDAK XV/Nusra

2. Alimuddin S. H. Kejaksaan Tinggi Bali

3. Ida Bagus Oka Yadnya B. A. Kepala Kantor Wilayah Deppe

Prop. Bali.

4. I Gusti Made Adhi Pengadilan Tinggi Nusra.

5. Mayor Inf. Agus Soedarso

Yudo Saputra

LAKSUS PANGKOPKAMTIB

Nusa Tenggara

6. I Gusti Ngurah Pindha B.A. Parisadha Hindu Dharma

7. Ali Sattar Partai Persatuan Pembangunan

Prop. Bali.

8. Made Paul Sudjana B. A. Partai Demokrasi Indonesia Da

Tingkat I Bali

9. Drs. I Made Tantra Golongan Karya DaerahTingka

10. Drs. Putu Suasnawa Kepala Direktorat Pemerintaha

Kantor Gubernur Kepala Daen

Tingkat I Bali
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 44/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I BALI

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota)A

Anggota

AnggotaWilayah

•rah
Anggota

I Bali Anggota

Sekretarisl

i

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 9 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 47/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 47/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PERATURAN PERUN

DANG-UNDANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan

Pemilihan Umum 1977 perlu disusun per

aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975,

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1975 sebagai

mana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976, dan Peraturan Pemerin

tah Nomor 2 Tahun 1976;

b. bahwa untuk menyusun peraturan pelaksanaan

sebagai dimaksud di atas, perlu dibentuk Team

Perumus yang bertugas menyusun Rancangan

Peraturan Pelaksanaan antara lain dalam ben

tuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum dan dalam bentuk peraturan pelak

sanaan lainnya;

c. bahwa pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Ke

putusan ini dianggap cakap dan memenuhi

559



syarat untuk diangkat dalam jabatan yang

tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran

tersebut.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914); jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915);

jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Rancangan Peratu

ran Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Un
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dang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagai

mana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 1976; yang selanjutnya

disebut Team Perumus Peraturan Perundang-

undangan pemilihan Umum 1977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya

tercantum dalam ruang 2 untuk disamping

tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditun

juk dalam kedudukan seperti tercantum

dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Perumus bertugas :

1 . Merumuskan Rancangan Peraturan Pelaksa

naan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diu

bah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 dan Peraturan Pemerintah Nomoi 2

Tahun 1976 yang dituangkan dalam bentuk

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan

dalam bentuk peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Melaporkan hasil perumusan tersebut di atas

kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Masa Kerja Team Perumus Peraturan Perun-

dang-undangan Pemilu 1977 berlaku terhi

tung sejak 1 April 1976 sampai dengan 31

Maret 1977.
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KELIMA : Segala biaya keperluan Team dibebankan

pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan

Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya apabila terdapat keke

liruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan diper

gunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Maret 1976.

A N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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DAFTARLAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOM':47/LPU/TAHUN1976

KEDUDUKANDALAM

TEAMPERUMUS

KetuamerangkapAnggota.
WakilKetuaImerangkap

Anggota

WakilKetua11merangkap

Anggota

SekretarisI,merangkap

Anggota

SekretarisII,merangkap

Anggota Anggota

4

KepalaBiroAdministrasiUmum«

LembagaPemilihanUmum

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroPerencanaanLem

bagaPemilihanUmum

KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianPenyelesaianHu kumBiroHukumLembagaPe

milihanUmum

KepalaBiroKeuanganLembaga

PemilihanUmum

JABATAN

3

SLAMETiAYAVIiAYA

NAMA
Drs.P.GUNARDO

Drs.H.SITORUS
MOCH.ZEINSH.

'J IBNOESALEH

IMAMRUSD1

NO.

URUT

1 1. 2. 2. 4. 5. 6.



OEMARSAID

ST.CH.LATIEF
SOEDHARNO,SH iANESHARD,SH.

SUBLYSENAPI,SH.

Dis.SAIDIPARDEDE

M.MARSA1D

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum

AnggotaKelompokPenghubung

LembagaPemilihanUmum

KepalaBagianUrusanDalam
BiroAdministrasiUmumLem

bagaPemilihanUmum

KepalaBagianPerundang-un-
danganBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianAnalisadanEva luasiBiroPerencanaanLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianProgramBiroPe rencanaanLembagaPemilihan-

Umum

KepalaBagianOtorisasiBiro KeuanganLembagaPemilihan

Umum

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



4

R.SOEPRAPTO
Anggota

ttd

Anggota

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

Anggota

Padatanggal:16Maret1976.

Anggota

Ditetapkandi:iakarta

2

KepalaBagianDokumentasidan
StatistikBiroPerencanaanLem

bagaPemilihanUmum

KepalaBagianOperationRoom
BiroKhususLembagaPemilihan KepalaBagianSantiajiBiroHu bunganMasyarakatLembagaPe

milihanUmum

KepalaBagianAnggaranLemba-

bagaPemilihanUmum

2

SAMPOERNO

Drs.A.ZAINAL

Drs.ISTOWO

Dr.SOEHARTO

1

14. 15.
16. 17.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 50/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 50/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pa-

milihan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor

326/Pm.311/1976 tanggal 18 Pebruari 1976 ten

tang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputus

an Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pe

ngangkatan Gilbernur Kepala Daerah Tingkat I

sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat

Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-ang

gota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingka 1 1

Jawa Barat untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

Sekretaris, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta:

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Barat;

10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

11. KODAM VI/SILIWANGI di Bandung ;

12. KOMDAK VIII/LANGLANGBUANA di Bandung;

13. Lanuma Husein Sastranegara di Bandung;

14. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

1 5. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Jawa Barat di Bandung;

16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua P.P.D. I Jawa Barat di

Bandung.
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NO.

URT NAMA JABATAN/UNS

I 2 3

1. SANI LUPIAS ABDURACHMAN Inspektur Daerah Propinsi

Jawa Barat.

2. Kol.Art. HUSEN SENAPRAWIRA As-5/TER KASDAM VI/SIL

3. Let.Kol.Pol. TJETJE SADEL1 KASIE INTEL VIII/LLB.

4. Mayor (U) KAMALUDIN, S.H. Kepala Dinas Hukum Lanu

negara.

5. MASYDULHAK SIMATUPANG, S.H. Asisten I Kejaksaan Tinggi

6. D. SUTARYA, S.H. Kepala Kantor Wilayah Depa

m Propinsi Daerah Tingkat I Jaw

7. Drs. H. ACHMAD ZENAL WAHID Partai Demokrasi Indonesia

Jawa Barat.

8. Drs. H. MOH. MUKRON AS'AD. Partai Persatuan Pembaneu

Barat.

9. HASAN EFFENDIE Golongan Karya Daerah Tim

10. Drs. MAHBUB MESRI Kepala Jawatan Pajak dan Pe

tah Propinsi Daerah Tingkat 1
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 50/LPU/TAHUN 1976

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

JR

4

)aerah Tingkat I

Anggota merangkap Wakil Ketua.

WANGI. Anggota.

na Husein Sastra-

Anggota.

Anggota.

lawa Barat. Anggota.

temen Penerangan

t Barat. Anggota.

Daerah Tingkat I

Anggota.

mn Wilayah Jawa

Anggota.

cat I Jawa Barat. Anggota.

idapatan Pemerin-

Jawa Barat. Sekretaris.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 51/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SULAWESI UTARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 51/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No

mor susx 135/111-76 tanggal 3 Maret 1976 tentang

usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Ang

gota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem
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baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 Daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1

Sulawesi Utara untuk atas nama Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,
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jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Sulawesi Utara di Menado;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Menado;

11. KODAM XIII/Merdeka di Menado;

12. KOMDAK XIX/Sulteng di Menado;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara di Menado;

14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Menado;

15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Sulawesi Utara di

Menado.

579



NO.

Urt. NAMA JABATAN / UNSUR

1 2 3

1. R. Messach Kermite B.A. Kaditsus

2. Let.Kol.Inf. F. Sumampow ABRI

3. Let.Kol.Pol. Drs. Junusi Jusuf Ass. I KOMDAK XIX/Suluteng

4. Adjad Sudradjat S.H. Ass. I Kejati Sulawesi Utara.

5. Res Bujung B.A. Kakanwil Deppen Propinsi Sula

/C

wesi Utara.

0.

6. Drs. Mokoginta Pemerintah Daerah Tingkat I

Sulawesi Utara.

7. Ali Kiyai Demak S.H. Partai Persatuan Pembangunan

Wilayah Sulawesi Utara.

8. N.P. Pakasi B.A. Partai Demokrasi Indonesia Da

erah Tingkat I Sulawesi Utara.

9. Drs. J.D.P. Takaendengan Golongan Karya Daerah Tingkat

I Sulawesi Utara.

10 W. Najoan Pemerintah Daerah Tingkat I

Sulawesi Utara.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 51/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI UTARA.

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 52/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

ISTIMEWA ACEH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 52/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 27/A2/

III/1976 tanggal 10 Maret 1976 tentang usul

pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Istimewa Aceh.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilih

an Umum Nomon 02/LPU/Tahun 1976 tentang

pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta

keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976

tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera

mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilih-

Daerah Istimewa Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran 'Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara 2914) jo Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01 /LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa

Aceh untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik me

reka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran

ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,

Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan

Daerah Istimewa Aceh.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;

10. Muspida Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;

11. KODAM I/Iskandarmuda di Banda Aceh;

1 2. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Istimewa Aceh di Banda Aceh;

13. Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;

14. Kantor Wilayah Deppen. Daerah Istimewa Aceh di Banda

Aceh;

15. KOMDAK I/Aceh di Banda Aceh.
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NO.
NAMA JABATAN / UNSUR

Urt.

1 2 3

1. Kolonel Inf. M. Ali B. Asisten V Kas Kodam I/Iskandar-

muda.

2. Let.Kol. Pol. Ngatman Su- Asisten V Binmas Komdak I/Aceh

marjo.

3. Drs. Achmad Sanusi S.H. Kepala Bagian Politik Kejati Aceh.

4. Twk. Abbas Abdullah B.A. Kepala Kantor Wilayah Deppen.

Daerah Istimewa Aceh.

5. T. Sulaiman Effendy Sekretariat Wilayah/Daerah Istime

wa Aceh.

6. Mudji Budiman Ketua Koordinator Partai Persatu

an Pembangunan Wilayah Aceh.

7. M. Daud Ali Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah

Partai Demokrasi Indonesia D.I. Aceh.

8. Hamdan Anggota Dewan Pimpinan Daerah Go

longan Karya Daerah Istimewa Aceh.

9. Drs. Koeswandi Direktur APDN Banda Aceh
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 52/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWAACEH.

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Maret 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 54/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

MERANGKAP WAKIL KETUA PPD

TINGKAT I SULAWESI TENGGARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 54/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

MERANGKAP WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Nomor l/l/t2/III/76 tanggal 8 Maret 1976 ten

tang usul penggantian Wakil Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pindahnya Kol. Dn.

Lintang Dan Rem 143 ke Jakarta, maka perlu

diberhentikan dari Jabatannya sebagai Ang

gota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang

diangkat dengan surat keputusan Menteri Da

lam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor 20/LPU/Tahun 1 976;

b. bahwa Kol. Inf. Ady Mangelep Dan Rem 143

yang baru memenuhi syarat untuk diangkat

menjadi Anggota merangkap Wakil Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 38; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3063);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor I;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemililian Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 20/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PLRTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Kol.

Dn. Lintang dari Jabatannya sebagai Anggota

merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan ucapan te

rima kasih atas segala jasanya yang telah disum

bangkan selama menjalankan tugasnya.

KLDUA : Mengangkat Saudara Kol. Inf. Ady Mangelep di

samping Jabatannya sehari-hari menjabat Anggota

merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Kendari;

10. Ketua Muspida Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara di

Kendari;

1 1. KODAM XIV Hasanuddin di Ujungpandang;

12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Sulawesi Tengara di Kendari;

13. KADAPOL XVIII Sulawesi Tenggara di Ujungpandang;

14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;

15. DAN REM 143 di Kendari;

16. Kantor Wilayah Deppen Pro. Sulawesi Tenggara di Kendari;

1 7. Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Prop.

Sulawesi Tenggara di Kendari;

18. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 56/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

MERANGKAP WAKIL KETUA PPD

TINGKAT I SULAWESI TENGAH





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 56/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

MERANGKAP WAKIL KETUA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Nomor 06/S2/III/1976 tanggal 17 Maret 1976

tentang usul penggantian Anggota merangkap

Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepindahannya Ko

lonel M. Rusli Komandan Korem 1 32, maka

perlu diberhentikan dari Jabatannya sebagai

Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

yang diangkat dengan surat keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 37/LPU/Tahun 1976.

b. bahwa Kolonel Soeranto Komandan Korem

132 yang baru memenuhi syarat untuk diang

kat menjadi Anggota merangkap Wakil Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan PresidenNomor 3 Tahun 1970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Kolonel

M. Rusli dari jabatannya sebagai Anggota merang

kap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I Sulawesi Tengali dengan ucapan terima kasih

atas segala jasanya yang telah disumbangkan

selama menjalankan tugasnya.

KEDUA : Mengangkat Saudara Kolonel Soeranto di samping

jabatannya sehari-hari menjabat Anggota merang

kap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan keDada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;

1 1 . KODAM XIII/Merdeka di Menado;

1 2. KADAPOL XIX Suluteng di Menado;

13. Kepala Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;

*14. Ketua Pengadilan Negeri Kias I Palu di Palu;

1 5. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Prop. Sulawesi Tengah di

Palu;

16. Kepala Dolog Sulawesi Tengah di Palu;

17. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 57/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PANGANGKATAN ANGGOTA PPD

TINGKAT I SUMATERA UTARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 57/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN, ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SUMATERA UTARA.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumate-

ra Utara Nomor 7201/21 tanggal 22-3-1976 ten

tang penggantian Anggota PPD I dari unsur Partai

Demokrasi Indonesia.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri

Saudara Dr. Panangian Siregar, yang diangkat

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Nege

ri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

38/LPU/Tahun 1 976 sebagai Anggota PPD I,

maka perlu segera diberhentikan dari jabatan

nya sebagai Anggota PPD I Sumatera Utara.

b. bahwa Saudara Patawi Bowi, yang diusulkan

sebagai penggantinya dianggap memenuhi

syarat untuk diangkat sebagai Anggota PPD I

tersebut.

Memper- ; Surat permohonan pengunduran diri dari Saudari

hatikan Dr.Pananginan Siregar, tertanggal 24 Pebruari 1976.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1 969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1 976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr.

Panangian Siregar dari jabatannya sebagai Ang

gota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat ISumatera

Utara dengan ucapan terimakasih atas segala

jasanya yang telah disumbangkan selama menja

lankan tugasnya.

Mengangkat Saudara Patawi Bowi untuk menjabat

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I Sumatera Utara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 6 April 1 976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta; .

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Medan;

10. Ketua Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;

1 1. KODAM II/Sumatera Utara di Medan;

12. KADAPOL II/Sumatera Utara di Medan;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Sumatera Utara di Medan;

14. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;

1 5. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Utara di

Medan.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 58/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENELITI NAMA DAN

TANDA GAMBAR ORGANISASI DALAM

PEMILIHAN UMUM 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 58/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENELITI

NAMA DAN TANDA GAMBAR ORGANISASI

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 8

Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan

Bagian Pertama BAB V Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1 976, perlu dibentuk Team

yang bertugas meneliti Nama dan Tanda

Gambar Organisasi untuk Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II yang

akan dipergunakan sebagai lambang organisasi

dalam Pemilihan Umum Tahun 1 977;

b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam lajur 2 Daftar Lampiran Kepu

tusan ini dianggap cakap dan memenuhi sya

rat untuk diangkat dalam jabatan yang tercan

tum dalam lajur 4 Daftar lampiran tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) Jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang

Perubanan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun
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1 969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 No

mor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Peneliti Nama dan Tanda

Gambar Organisasi untuk Pemilihan Umum Ang

gota DPR, DPRD I dan DPRD II yang diperguna

kan sebagai lambang Organisasi dalam Pemilihan

Umum Tahun 1977, dengan para Team Peneliti

Nama dan Tanda Gambar Organisasi dalam Pemi

lihan Umum Tahun 1 977, yang selanjutnya dise

but Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam lajur 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam lajur 4 Daftar

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar bertugas :

1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan

oleh Lembaga Pemilihan Umum dalam mene

liti Nama dan Tanda Gambar Organisasi yang

diajukan oleh dua Partai Politik dan satu
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Golongan Karya untuk dipergunakan sebagai

lambang Organisasi dalam Pemilihan Umum

Tahun 1977;

2. Mempersiapkan bahan-bahan dan perlengkap

an administrasi untuk keperluan penetapan

Nama dan Tanda Gambar Organisasi sebagai

dimaksud dalam angka 1 serta pengundian

nomor urutnya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Team Peneliti

Nama dan Tanda Gambar diberi wewenang

untuk menghubungi Pengurus Pusat Partai

Politik maupun Golongan Karya serta lain-lain

Instansi yang dianggap perlu.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke

pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala pembiayaan untuk keperluan Team Peneli

ti Nama dan Tanda Gambar dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila kemudian ternyata terdapat

kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di .: Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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NO.

URT.
NAMA JABATAN

] 2 3

1. Erman Harirustaman Direktur Jenderal Sosial Politik

Departemen Dalam Negeri.

2. Ibnoe Saleh Kepala Biro Administrasi Umum

Lembaga Pemilihan Umum

3. Subly Senapi S.H. Kepala Bagian Analisa dan Eva

luasi Biro Perencanaan Lembaga

Pemilihan Umum.

4. Drs. H. Sitorus Kepala Bagian Tata Usaha Biro

Administrasi Umum Lembaga

Pemilihan Umum.

5.
Tulus Supranoto S.H. Direktur Pembinaan Masyarakat

Direktorat Jenderal Sosial Politik

Departemen Dalam Negeri.

6.
Slamet Jayavijaya; Kepala Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum.

7. Drs. P. Gunardo Kepala Biro Perencanaan Lembaga

Pemilihan Umum.

8. Oemar Said Kepala Biro Khusus Lembaga Pe

milihan Umum.

9. Drs. Istowo Kepala Bagian Santiaji Biro Hu

bungan Masyarakat Lembaga

Pemilihan Umum.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 58/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM TEAM KERJA

PENGUMPULAN DATA KASUS PELANGGARAN

PEMILIHAN UMUM 1977

4

Ketua merangkap Anggota.

Wakil Ketua merangkap

Anggota.

Sekretaris I merangkap

Anggota.

Sekretaris II merangkap

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 13 April 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 60/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIATNYA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 60/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIATNYA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efisiensi keserasian

dan kemantapan pelaksanaan/penyelenggara-

an Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu

menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan

Indonesia yang disesuaikan dengan pengala

man yang diperoleh dalam penyelenggara

an Pemilihan Umum Tahun 1971;

b. bahwa dengan memperhatikan situasi dan

kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian

Jaya yang dalam beberapa hal masih memer

lukan pengaturan tersendiri, maka untuk

kelancaran penyelenggaraan Pemilihan U-

mum Tahun 1977 di Daerah tersebut dalam

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia per

lu dibentuk Biro tersendiri yang bertugas

mengenai masalah-masalah tehnis yang ber

hubungan dengan penyelenggaraan Pemili

han Umum;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut da

lam huruf a dan b di atas, maka ketentuan
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ketentuan mengenai susunan organisasi dan

tata kerja sebagai dimaksud dalam keputu-

san Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975, perlu disempurnakan;

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Nomor

2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun

1 969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawa

ratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diu

bah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor

1; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pa

nitia Pemilihan Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan U-

mum:
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5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun

1976 tentang Pembentukan Panitia Pemili

han Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 1 1 /LPU/

Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi,

Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga

Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pe

milihan Indonesia;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/

LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Orga

nisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan

dan Perhubungan pada Lembaga Pemili

han Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA

PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA PANITIA

PEMILIHAN INDONESIA SERTA SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA SEKRETARIATNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Ketua adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;

b. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indo

nesia;

c. Sekretaris adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia;

d. Anggota adalah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia;
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e. Personil adalah mereka yang diangkat dan atau dipekerjakan

pada Panitia Pemilihan Indonesia;

f. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 2

(1) Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia adalah :

a. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penye

lenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I

dan DPRD II;

b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.

(2) Tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah merupakan

satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu

dengan yang lain.

(3) Kegiatan perencanaan pengendalian dan pengawasan penye

lenggaraan Pemilihan Umum didasarkan pada kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 3

Hal-hal mengenai penyelenggaraan yang pokok sifatnya di

musyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan In-

donisia, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada

Ketua.

Pasal 4

( 1 ) Tugas Ketua adalah :

a. memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Indo

nesia;

b. mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemilihan di Da

erah;
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c. mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipan

dang perlu;

d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipan

dang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan. Pemili

han Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Pemilihan

Indonesia bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pemi

lihan Umum.

Pasal 5

(1) Tugas Wakil Ketua adalah :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya,

b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

(2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Ketua.

Pasal 6

(1) Tugas Anggota adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

yang ditentukan oleh Ketua.

(2) Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Ketua.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi Sekretariat

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, di dalam Panitia

Pemilihan Indonesia dibentuk sebuah Sekretariat, dipimpin

oleh seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden.
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(2) Apabila dipandang perlu Sekretaris dibantu oleh seorang

Wakil Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum karena jaba

tannya merangkap menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan

Indonesia.

Pasal 8

(1) Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari beberapa

Biro.

(2) Biro terdiri dari beberapa bagian.

(3) Pada tiap-tiap Biro terdapat Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(4) Biro, Bagian dan Sub Bagian Tata Usaha Biro dalam Sekre

tariat dipimpin oleh seorang Kepala.

(5) Kepala-kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian Tata Usaha Biro

dibantu oleh sejumlah Pegawai Negeri/Personil yang diang

kat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 9

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari :

a. Biro Penyelenggaraan;

b. Biro Administrasi;

c. Biro Pemilihan Umum Untuk Irian Jaya, disingkat Biro Pemi

lu Irja.

Pasal 10

(1) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Bagian Program;

b. Bagian Tehnis Pemilihan Umum;

c. Bagian Dokumentasi dan Statistik

d. Bagian Hubungan Masyarakat.
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(2) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bagian Urusan Dalam;

c. Bendaharawan.

(3) Biro Pemilu Irja terdiri dari :

a. Bagian Program Pemilu Irja.

b. Bagian Tehnis Pemilu Irja.

Pasal 11

(1) Bagian-bagian dalam Biro tidak dibagi dalam Sub Bagian.

(2) Tiap-tiap Bagian merupakan satu kelompok kerja yang su

sunan personilnya disesuaikan dengan tugas Bagian , dan

pembagian tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Indonesia

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja Sekretariat

Pasal 13

Tugas Sekretariat adalah merencanakan, mempersiapkan

dan menyelenggarakan administrasi tehnis Pemilihan Umum ter

masuk bidang keuangan dan pengawasan.

Pasal 14

(1) Tugas Sekretaris adalah :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;

c. mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan

Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

(2) Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.
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Pasal 15

(1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah mempersiapkan dan

menyelenggarakan Tehnis Pemilihan Umum.

(2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :

a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teh

nis Pemilihan Umum;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan me

ngawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro

Penyelenggaraan;

c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya;

d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3 ) Tugas Kepala Bagian Program adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

penyusunan program.

b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menen

tukan nilai data yang telah terkumpul;

c. menyusun konsep program penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Pe

nyelenggaraan;

d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Ketua menjadi program;

e. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

tehnis Pemilihan Umum;
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b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk

secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan

Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;

c. memeriksa kelengkapan surat-surat pencalonan untuk

Anggota DPR serta mengurus pengesahannya menurut

prosedur yang telah ditentukan;

d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon

Tetap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumuman

nya;

e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-

tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang di

tentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap pemilihan

Anggota DPRD I dan DPRD II;

f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan

pemungutan suara;

g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Ang

gota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum

menurut prosedur yang telah ditentukan;

h. mengadakan perhitungan suara dan penyusunan Daf

tar Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus

pengumumannya untuk disampaikan kepada Lembaga

Pemilihan Umum;

i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan meng

himpun Daftar Pemilih untuk keanggotaan DPRD I dan

DPRD II;

j. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melak

sanakan tugasnya dalam bidang penyusunan dokumentasi

dan statistik;
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b. mengumpulkan, menyusun mensistematisasikan dan me

nyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai penyeleng

garaan pemilihan umum;

c. memperbanyak bahan-bahan dan data-data menurut ke

perluan dan menyampaikan kepada Pejabat yang memer

lukan;

d. membuat statistik dan grafik mengenai kegiatan penye

lenggaraan Pemilihan Umum;

e. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(6) Tugas Kepala Hubungan Masyarakat adalah :

a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang

hubungan masyarakat;

b. mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan atau

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau

ditetapkan oleh Ketua;

c. mengurus segala sesuatu mengenai dan atau yang berhu

bungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat;

d. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala

surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Panitia

Pemilihan Indonesia, menyelenggarakan administrasi perso

nil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris

menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan

Sekretariat.

(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya da

lam bidang administrasi;
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b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan meng

awasi kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro

administrasi;

c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya;

d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris;

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata

usaha;

b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan

kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan mendistribusi

kannya kepada yang bersangkutan;

c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang

menjadi tanggung jawab Sekretariat;

d. menyelenggarakan urusan personalia Panitia Pemilihan

Indonesia;

e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan

Indonesia dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan

Sekretariat;

f. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan dan lain

sebagainya;

g. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langakah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang

urusan dalam;

b. mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang

ada yang menjadi tanggung jawab Sekretariat;

c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat;

d. mempersiapkan tempat untuk rapat;
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e. mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan

Indonesia;

f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah

yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau su

rat-surat berharga atas perintah ordonatur;

b. mengurus pembukuan;

c. menyusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang

yang telah dilakukan;

d. menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 17

(1) Tugas Biro Pemilu Irja adalah mempersiapkan dan menye

lenggarakan tehnis Pemilihan Umum di Propinsi Daerah

Tingkat I Irian Jaya.

(2) Tugas Kepala Biro Pemilu Irja adalah :

a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teh

nis Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian

Jaya;

b. memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan menga

wasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Pemilu

Irja;

c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya;

d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan

kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Program Pemilu Irja adalah :

a. membantu Kepala Biro Pemilu Irja dalam bidang pro

gram Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Iri

an Jaya;
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b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menen

tukan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah ter

kumpul;

c. menyusun konsep program penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan me

nyampaikan kepada Kepala Biro Pemilu Irja;

d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Ketua menjadi program;

e. membuat rencana logistik pengadaan barang-barang,

baik jumlah, jenis, bentuk maupun kwalitasnya untuk

penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah

Tingkat I Irian Jaya;

f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim

bangan kepada Kepala Biro Pemilu Irja tentang langkah-

langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilu Irja adalah :

a. membantu Kepala Biro dalam bidang tehnis Pemilihan

Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;

b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk

di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya secara terperinci

menurut Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk

disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut

prosedur yang telah ditentukan;

c. memeriksa kelengkapan surat-surat pencalonan untuk

Anggota DPR serta mengurus mengesahannya, menurut

prosedur yang telah ditentukan;

d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Te

tap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumumannya;

e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-

tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang

telah ditentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap

pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II di Propinsi

Daerah Tingkat I Irian Jaya;

f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan

pemungutan suara;
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g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Ang

gota DPR dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian

Jaya, untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan

Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;

h. mengadakan penghitungan suara dan menyusun Daftar

Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus peng

umumannya untuk disampaikan kepada Lembaga Pe

milihan Umum;

i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan meng

himpun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPRD I dan

DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;

j. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimba

ngan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang

perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 18

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah :

a. menyelenggarakan segala urusan tata usaha yang menjadi

tanggung jawab Biro;

b. memelihara barang-barang inventaris Biro.

BAB IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 19

(1) Susunan kepegawaian Sekretariat Panitia Pemilihan Indo

nesia disesuaikan dengan susunan organisasi Sekretariat

Panitia Pemilihan Indonesia yang bagan susunan organi

sasinya sebagai dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terutama

diambil dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.
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BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka hubungan

kerja diselenggarakan dengan kordinasi dan kerja sama yang

sebaik-baiknya antara Pejabat-pejabat Sekretariat Panitia Pemi

lihan Indonesia dan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 21

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan

diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 22

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemili

han Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

Tembusan kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Saudara para Anggota Dewan Pimpinan

Lembaga Pemilihan Umum

Saudara Dewan/Anggota-anggota

Pertimbangan Lembaga Pemilihan

Umum.
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BAGIAN

TEHNISPEMILU

IsA AMIRMACHMUD

Ditetapkandi:Jakarta Padatanggal:13April1976

ttd

MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

BAGIAN

TEHNISPEMILU

I

BAGIAN

DOKUMENTASI
DANSTATISTIK

BAGIAN

HUSONGAN

MASYARAKAT

BAGIAN

URISANDALAM

BANDAHARA

WAN

KETERANGAN:

1.SEKRETARIATDIAIMPINOLEHSEO'NGSEKRETARIS DIANGKATDANDI''ENTIKANOLEHPRESIDEN

2.IARO-IARO,BAIAAN AIAANDIAI INOLEHSE'A.

KEP A,DIANGIATDANDI''ENTIKANOL MEN TERIDALAMNEGERI/KETUALEMBAGAPEMILIHAN

UMUM.

2.KEPALA'EPALAIARO/BAIAANDIBANTUOLEHSE IKOLAHPGKSONILPEGAIAINEGIAI,DIANGKATDAN DI''ENTIKANOLEHMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM.

4.BAIAAN AIAANTIDAKDIBAIADALAMSUBBAIAAN-
SUBBAIAAN:DALAMMASING-MASINGIAROADA

SUBBAIAANTATAUSAHAIARO.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 64/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PPD TINGKAT I JAWA TIMUR





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 64/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 21 8/M.2/IV/1976 tanggal

11-4-1976 tentang penggantian Anggota PPD I

dari unsur Partai Persatuan Pembangunan.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri

Saudara H.M. Hasjim Latief BA yang diangkat

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Nege

ri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

42/LPU/Tahun 1976 sebagai Anggota PPD I,

maka perlu segera diberhentikan dari jabatan

nya sebagai Anggota PPD I Jawa Timur.

b. bahwa Saudara Soelaiman Biyahimo yang

diusulkan sebagai penggantinya dianggap me

menuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggo

ta PPD I tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 (Lem
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baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan, Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara H.M.

Hasjim Latief BA dari jabatannya sebagai Anggota

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur

dengan ucapan terimakasih atas segala jasanya

yang telah disumbangkan selama menjalankan

tugasnya.

Kedua : Mengangkat Saudara Soelaiman Biyahimo untuk

menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Jawa Timur.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 9 April 1 976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Surabaya;

10. Ketua Muspida Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

11. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

1 2. KODAM VIII/Brawijaya di Surabaya;

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

14. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Propinsi Jawa Timur di

Surabaya;

1 5. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

KADAPOL X/Jawa Timur di Surabavo
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 66/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 66/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,

ANGGOTA ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Nomor Pem. 1092/C-5/76 tanggal 6 April 1976

tentang usul pengangkatan Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Timur;

bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Men

teri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan U-

mum Nomor 02/LPU/Tahun 1 976 tentang pem

bentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta kepu

tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 ten

tang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera meng

angkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggo

ta-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Kalimantan Timur;

1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

Menimbang :

Mengingat
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bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1 976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan

ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari ma

sing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang

tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran kepu

tusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala

Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Kalimantan Timur untuk atas nama Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,

melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran itu, sebagai Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan

Timur.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 1 976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya Kalimantan Timur di Samarinda;

10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda;

11. KODAM IX/Mulawarman di Balikpapan;

1 2. KADAPOL XIV/Kalimantan Timur di Balikpapan;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda;

14. Kakawil Deppen Prop. Kalimantan Timur di Samarinda;

15. Kakawil Dep. P dan K Kalimantan Timur di Samarinda;

16. Kepala S.M.A. Negeri Tenggarong di Tenggarong (Kalimantan

Timur).

647



NO.

URUT.

NAMA JABATAN /UN

1 2 3

1. HA.RS. MOHAMMAD PEMDA Kalimantan Timur.

2. Let. Kol. Inf. SOEKARDI Wa. As. V Kodam IX/Muli

3. Kapten Pol. DAHLI UMAR S.H. ABRI

4. SUTANIO S.H. Staf KAJARI Samarinda.

5. NUR AINI ACHMAD B.A. Kakanwil Deppen Prop. 6

6. IMANSYAH DJEMAIN Kep. SMA. Negeri Tenggi

7. ADJI JOHANSYAH DPW Partai Persatuan Pemb

Kalimantan Timur.

8. H. SJAHRUNSJAH IDRIS DPP Partai Demokrasi U

Tingkat I Kalimantan Tin

9. HUSIN ACHUTANAIR BSc. DPP Golongan Karya ft

Kalimantan Timur.

10. ACHMAD HANAN S.H. Ditsus Propinsi Kalimantan
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 66/TPU/TAHUN 1976.

SUR

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

PEMIUHAN DAERAH TINGKAT I

KAUMANTAN TIMUR

warman.

limantan Timur,

long DPW Partai

angunan Propinsi

onesia Daerah

ur.

erah Tingkat I

Timur.

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 70/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I NUSATENGGARA BARAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 70/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Nomor 253/W2/76 tanggal 9 April 1976 tentang

usul penggantian Anggota Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepindahannya Let.

Kol. TNI AL Soemartono Dan Lanal Ampen-

an, maka perlu diberhentikan dari Jabatannya

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang diangkat

dengan surat Keputusan Menteri Dalam Nege

ri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

21/LPU/TAHUN 1976.

b. bahwa Let.Kol. TNI AL (P) Hasan Sobari Dan

Lanal Ampenan yang baru memenuhi syarat

untuk diangkat menjadi Anggota Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975; Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063;
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ke tua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 21/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Let.Kol.

TNI AL Soemartono dari Jabatannya sebagai

Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Barat dengan ucapan terima kasih atas

segala jasanya yang telah disumbangkan selama

menjalankan tugasnya.

KEDUA : Mengangkat Saudara Let.Kol. Laut (P) Hasan

Sobari disamping jabatannya sehari-hari menjabat

Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliru

an dalam keputusan ini.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R. I. di Jakarta;

2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;

3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan

Golongan Karya di Mataram;

10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;

1 1 . KODAM XVI Udayana di Denpasar;

12. KADAPOL XV Nusa Tenggara di Denpasar;

13. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

14. Korem 162 Wirabhakti di Mataram;

15. Dan Res Ampenan;

16. Dan Lanal Ampenan;

17. Dan Lanu Rembiga;

18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi

Nusa Tenggara Barat;

19. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat I Nusa Tenggara Barat di Mataram.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 72/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN

PRANGKO PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 72/LPUfTAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN PRANGKO

PEMIUHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk menggairahkan partisipasi ma

syarakat terhadap Pemilihan Umum 1977

perlu dibuat suatu media antara lain dengan

Prangko Pemilihan Umum 1 977;

b. bahwa untuk membuat prangko tersebut hu

ruf a perlu dibentuk Team yang bertugas

merumuskan bentuk dan gambar Prangko

Pemilihan Umum 1 977;

c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum

dalam ruang 2 daftar Lampiran Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan meme

nuhi syarat untuk diangkat dan ditunjuk pada

jabatan seperti tertera dalam ruang 4 Daftar

Lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang
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gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 No

mor 38; Tambahan Lembaran Negara No

mor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1 969 Nomor

59; Tambahan Lembaran Negara Nomor

2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang No

mor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan ' Pemerintahan Nomor 2 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagai

mana diubah dengan Undang-undang Nomor

5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara No

mor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;



6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1 /LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 3/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Badan Perbekalan dan Per

hubungan Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEMBENTUK TEAM PERUMUS PEMBUATAN

PRANGKO PEMILIHAN UMUM 1977.

PERTAMA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Surat

Keputusan ini untuk disamping tugas jabatannya

sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan

yang tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran

tersebut.

KEDUA : Team bertugas :

1. Merumuskan bentuk dan gambar Prangko

Pemilihan Umum 1 977 yang bertemakan :

a. menjamin kelangsungan hidup Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1 945;

b. menjamin kelangsungan kepemimpinan

Orde Baru, stabilitas Nasional dan pemba

ngunan menuju masyarakat adil dan mak

mur berdasarkan Pancasila.

661



2. Merencanakan pembuatan Prangko Pemilihan

Umum 1 977 dan Sampul Hari Pertamanya;

3. Mengadakan hubungan keluar dengan Instan

si-instansi lain yang dipandang perlu untuk

memperoleh bahan-bahan yang diperlukan;

4. Melaporkan hasil perumusan kepada Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan li

mum selambat-lambatnya pada pertengahan

bulan Juni 1 976.

KETIGA : Segala pembiayaan untuk keperluan Team di luar

pembiayaan untuk pembuatan pencetakan Prang

ko Pemilihan Umum 1977 dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dan berdaya surut sejak tanggal 1 April 1 976,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari ternyata terdapat keke

liruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 1 Mei 1 976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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NO.

URUT NAMA JABAT

1. ISKANDAR Kepala Biro Angkutan da

baga Pemilihan Umum.

2; ISHAK SURJODIPUTRO Kepala Biro Hubungan

Pemilihan Umum.

3. I.D. DIPONEGORO Kepala Bagian Pos dui

Angkutan dan Perhubung

dan Perhubungan Lemba

4. Drs. H. SITORUS Kepala Bagian Tata U

Umum Lembaga PemUiha

5. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum Lenb

6. SUHADI Kepala Biro Pengadaan &

Perhubungan Lembaga Pt

7. Drs. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaai

Umum.

8. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus Lemb

9. R. SUMARDI Kepala Bagian Publikasi B

rakat Lembaga Pemilihan

10. R. SOETEDJO Bc. AP. Kepala Sub. Direktorat

Direktorat Jendral Pos

Departemen Perhubungan

11. HENRI WIDJOJO Bc. AP. Kepala Seksi Perperangke

Giro Direktorat Jendral

nikasi Departemen Perhu

12. Drs. SUPRAPTO MARTOSUHARDJO Designer Direktorat Jendi

Bc. AP. nikasi Departemen Perhu

13. SOEDIGDONO Kepala Biro Pra Cetak Pe

Republik Indonesia.

14. YUNALIES Kepala Bagian Perancang

cetakan Uang Republik
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DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 72/LPU/TAHUN 1976.

AN KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS

i Perhubungan Lem- Ketua merangkap Anggota Badan Perbekalan dan

Perhubungan.

Masyarakat Lembaga Wakil Ketua merangkap Anggota.

Telekomunikasi Biro Sekretaris I merangkap Anggota.

in Badan Perbekalan

>a Pemilihan Umum.

iha Biro Administrasi Sekretaris II merangkap Anggota

i Umum.

iga Pemilihan Umum. Anggota

lan Perbekalan dan

nilihan Umum. Anggota

Lembaga Pemilihan

Anggota

iga Pemilihan Umum. Anggota

ro Hubungan Masya-

Umum. Anggota

Umum Pos dan Giro

dan Telekomunikasi

Anggota

ui Direktorat Pos dan

Pos dan Telekomu-

)ungan. Anggota

il Pos dan Telekomu-

ningan. Anggota

1um Percetakan Uang

Anggota

Gambar Perum Per-

Indonesia. Anggota

Jakarta, 11 Mei 1976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM,

ttd

R. SOEPRAPTO 665





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 79/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BADAN-BADAN

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DITIAP-TIAP

DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 79/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BADAN-BADAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977 DI TIAP-TIAP DAERAH

TINGKAT I SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk keperluan penyelenggaraan Pe

milihan Umum Tahun 1977 dipandang perlu

menetapkan jumlah Badan-badan Penyeleng

gara Pemilihan Umum di tiap-tiap Daerah

Tingkat I seluruh Indonesia sebagai dimaksud

dalam Pasal 9, 10, 11, dan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914),

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Ne

gara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan

Panitia Pemilihan Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976

tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Indonesia;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47

Tahun 1976 tentang Pembagian Daerah

Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah

Tingkat II dan Pembagian Daerah Tingkat

II/Kotamadya yang belum terbagi dalam

Wilayah Kecamatan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/

LPU/Tahun 1976 tentang Susunan Orga

nisasi dan Tata Kerja Badan-badan Penye

lenggara Pemilihan Umum di Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/

LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN-

BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

1977 DI TIAP-TIAP DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum

untuk Pemilihan Umum Tahun 1977 yaitu Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

(PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pen

daftaran Pemilih (PPP) di tiap-tiap Daerah Tingkat I Seluruh

Indonesia adalah masing-masing sebagaimana tercantum dalam

Lajur 3, 4, 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini..

Pasal 2

Apabila diperlukan adanya perubahan untuk penyem

purnaan mengenai jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan

Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1, maka perubahan ter

sebut ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:79/LPU/TAHUN1976.

DAFTAR,OLAHBADAN ADANPENYEL.GARAPEMILIHANUMUM

TAHUN1977DITIAP-TIAPDAERAHTINGKATI

SELURUHINDONESIA

DAERAHTINGKATI

iUMLAH

PPDI

PPDII

PPS

PSO

KETERANGAN

D.I.ACEH

SUMATERAUTARA SUMATERABARAT

RIAU

SUMATERASELATAN

iAMBI
BENGKULU

LAMPU.

JAWABARAT
DKIiAKARTA

iAIATENGAH
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1.7er
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l l
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l4

5n
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KAUMANTANBARAT

KALIMANTANTENGAH
KALIMANTANSELATAN

KALIMANTANTIMUR

SULAWESIUTARA
SULAWESITENGAH

SULAWESITENGGARA

SULAWESISELATAN

BALI

NUSATENGGARABARAT NUSATENGGARATIMUR

MALUKU
IRIANiAYA

iUMLAH

14. 15. 16. 17. 18. 19.
er.

21. 22.
26.

24. 25. 26.

Ditetapkandi:iakarta Padatanggal24Mei1976

MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

ttd

AMIRMACHMUD





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 94/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PARA

PEJABAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA YANG AKAN MEMPERSIAP

KAN DAN MENYELENGGARAKAN PENCALONAN

UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH DALAM

PEMILIHAN UMUM 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 94/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PARA PEHBAT

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH

INDONESIA YANG AKAN MEMPERSIAPKAN DAN ME

NYELENGGARAKAN PENCALONAN UNTUK PEMILIHAN

ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM

PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang a. bahwa dalam rangka persiapan dan penye

lenggaraan Pencalonan untuk Pemilihan

Umum 1977, perlu diadakan penjelasan

tentang Tata Cara pengajuan calon untuk

Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR,

DPRD I dan DPRD II bagi para pejabat

PPD I seluruh Indonesia;

b. bahwa untuk mempersiapkan dan menye

lenggarakan Rapat Kerja sebagai mana di

maksud dalam sub a, perlu dibentuk Panitia

dan menunjuk Pejabat-pejabat yang nama

nya tersebut dalam ruang 2 Lampiran

Keputusan ini disamping jabatan sehari-

hari diangkat dalam jabatan yang tercantum

dalam ruang 4 lampiran tersebut,

Meningat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota
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Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Ta

hun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki

lan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor

5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan-badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lemba

ran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tam

bahan Lembaran Nomor 3065);

678



4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Ke

dudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang'

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1970; tentang Lembaga

Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan

Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1970; tentang Pembentukan

Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun

1976 tentang Pembentukan Panitia Pemili

han Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976

tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota. DPR, DPRD I dan

DPRD II;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/

Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan

Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Ang

gota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 88/LPU/

Tahun 1976 tentang Perubahan waktu

Penetapan Nama dan Tanda Gambar Orga

nisasi untuk Pemilihan Umum Anggota-

anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam

Pemilihan Umum Tahun 1977;

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/

Tahun 1976 tentang Nama dan Tanda

Gambar Oganisasi Partai Politik dan Go

longan Karya yang dipergunakan dalam

Pemilihan Umum Tahun 1977 serta pe

nentuan Nomor urutnya.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Rapat Kerja Para Pejabat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh

Indonesia yang akan Mempersiapkan dan

Menyelenggarakan Pencalonan untuk Pemilihan

Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan

Umum 1977, yang selanjutnya disingkat

Panitia Raker Pemilu 1977.

Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya

tersebut dalam ruangan-ruangan untuk di-

samping jabatan sehari-hari masing-masing di

tunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam

ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

Untuk kelancaran tugas Panitia Rapat Kerja,

Ketua Panitia Rapat Kerja diberi wewenang

memperbantukan Pegawai Lembaga Pemilihan

Umum pada Sekretariat Panitia Raker Pemilu

1977.



KEEMPAT : Panitia Raker Pemilu 1977 sebagai Pembantu

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum dalam penyelenggaraan tugas

Rapat Kerja dibagi dalam :

a. Steering Committee.

b. Organizing Committee.

KELIMA : Steering Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;

2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil

pembicaraan selama berlangsungnya Rapat

Kerja;

3. Menyelesaikan hasil-hasil keputusan Rapat

Kerja.

KEENAM : Demi kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja,

maka pelaksanaan tugas-tugas Steering Commi-

tte dibagi dalam 3 Kelompok yaitu :

1. Kelompok Tehnis Pencalonan;

2. Kelompok Administrasi Pencalonan;

3. Kelompok Keuangan;

4. Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.

KETUJUH : Organizing Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1 . Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat

Kerja;

2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, -

obat-obatan dan keperluan logistik lainnya

untuk para peserta Rapat Kerja dari Daerah

selama Rapat Kerja;

3. Menyediakan angkutan untuk para peserta

Rapat Kerja dari;

4. Menyediakan alat-alat tulis untuk para

peserta Rapat Kerja Daerah.
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KEDELAPAN : Untuk kelancaran penyelenggara Rapat Ker

ja, maka pelaksanaan tugas Organizing Commi-

ttee dibagi dalam 4 Kelompok yaitu :

1 . Kelompok Akomodasi;

2. Kelompok Perjalanan dan Angkutan;

3. Kelompok Persidangan/Protokol;

4. Kelompok Kesehatan.

KESEMBILAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja baik

yang berupa Naskah maupun Chart dalam

keadaan siap disajikan harus diselesaikan

dalam waktu lima hari sebelum Rapat Kerja

dimulai dan penyediaan tempat persidangan,

penginapan dan obat-obatan harus sudah

selesai dalam waktu dua hari sebelum peserta

Rapat Kerja dari Daerah tiba di Jakarta.

KESEPULUH : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan

pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan

Umum.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya apabila terdapat ke

keliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 1976.

AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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DAFTARLAMP'NKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:94/LPU/1976

KEDUDUKANDALAM

PANITIARAKER

PEMILU1977 4

KetuamerangkapAnggota KetuaSteeringCommittee

merangkapAnggota

SekretarisSteeringCommi

tteemerangkapAnggota

Anggota

KetuaKelompokAdministrasi PencalonanmerangkapAnggota

Anggota Anggota

iABATAN

3

WakilSekretarisPanitiaPemilih

anIndonesia

KepalaBiroHukumLembaga

Pemilihan-Umum

KepalaBiroPemiluIRJAPanitia

PemilihanIndonesia

KepalaBagianDokumentasi/ StatistikBiroPerencanaanLem

bagaPemilihanUmum

KepalaBiroPerencanaanLem

bagaPemilihanUmum

KepalaBagianOperationRoom
BiroKhususLembagaPemilihan

Umum

KepalaBagianProgramBiroPe-

NAMA

2[
IBNOESALEH

SLAMETiAYAVIJAYA

SUBLYSENAPISH.

SAMPOERNO

DRS.P.GOENARDO

DRS.ASHARIZAINAL DRS.SAIDIPARDEDE

NO.
URT. 1 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7.



MOCH.ZEINSH.

SLAMETiAYAVIiAYA

1n.

UMARSAID

11.

ISCHAKSURJODIPUTRO

12.

JANESHARDSH.

12.

IMAMRUSDI

14.

M.MARSAID

15.

DRS.SOEHARSO

16.

FIRDAUSS.CH.

rencanaanLembagaPemilihan

Umum

KepalaBagianPenyelesaianHu kumBiroHukumLembagaPe

milihanUmum

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroHubunganMasya
rakatLembagaPemilihanUmum|

KepalaBagianPerundang-un-

danganHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroKeuanganLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianOtorisasiBiro KeuanganlembagaPemilihan

Umum

KepalaBagianAnggaranBiro
KeuanganLembagaPemilihan

Umum

BendaharawanSekretariatLem

bagaPemilihanUmum

Anggota

KetuaKelompokTeknisPenca

lonanmerangkapAnggota

Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokKeuangan

merangkapAnggota

Anggota Anggota Anggota



4

KetuaKelompokPerbekalan

danPerhubungan.

Anggota Anggota Anggota

KetuaOrganizinCommittee

merangkapAnggota

SekretarismerangkapAnggota KetuaKelompokAkomodasi

merangkapAnggota Anggota

3

KepalaBiroPengadaanBadan

PerbekalandanPerhubungan

KepalaBiroAngkutandanPer

hubungan

KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiBadanPerbe

kalandanPerhubungan

KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiBadanPerbekalan

danPerhubungan.

WakilSekretarisPanitiaPemi

lihanIndonesia

KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianUrusanDalami-

BiroAdministrasiUmumLem

bagaPemilihanUmum

KepalaSubBagianRumahTang gaUrusanDalamBiroAdminis trasiUmumLembagaPemilihan

Umum

2

SUHADI

ISKANDAR

DRS.ISAANHAR ARIFINHIDAYAT

IBNOESALEH

DRS.H.SITORUS

SOEDARNOS.H.

SOENARiO

1

l.

18. 19.
er

21. 22.
26.

24.



KetuaKelompokPerjalanan

danAngkutanmerangkap

Anggota

KetuaKelompokPersidangan/ ProtokolmerangkapAnggota

Anggota

KetuaKelompokKesehatan

merangkapAnggota

KepalaSubBagianPerjalanan
danAngkutanBiroAdministrasi

Umum

KepalaBagianCoachingBiro HubunganMasyarakatLembaga

PemilihanUmum

KepalaBagianPublikasidan PeneranganBiroHubunganMa

syarakatLembagaPemilihan

Umum

KepalaBagianPersonaliaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum

SUWONDO

DRS.ISTOWO

SOEMARDI

KURNIAWIDiAiA

25. 26. 27. 28.

Ditetapkandi:iakarta
Padatanggal:19Juli1976

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 99/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PANITIA PENELITI PUSAT DAN PANITIA PENELITI

DAERAH UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKI

LAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH TINGKAT I DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH TINGKAT II DALAM PEMILIHAN

UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 99/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PANITIA PENELITI PUSAT DAN PANITIA PENELITI

DAERAH UNTUK KEANGGOTAAN MPR, DPR,

DPRD I DAN DPRD II DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penelitian syarat-

syarat calon Anggota-anggota MPR/DPR/

DPRD I/DPRD II, sebagai dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976 serta Pasal 12 ayat (3)

dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 1 976, perlu diatur lebih lanjut

tentang susunan organisasi dan tatakerja

Panitia Peneliti Pusat dan Peneliti Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun
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1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki

lan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya-

waratan/Pervakilan Rakyat sebagaimana di

ubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 1; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Ke

dudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagai

mana diubah dengan Undang-undang Nomor

5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan



DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3066);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/

Tahun 1976 tentang Tatacara Penyeleng

garaan Pengajuan Calon untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I

dan DPRD II dalam Pemilihan Umum

Tahun 1977;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/

Tahun 1976 tentang Tatacara Penelitian

Calon serta Penyusunan Daftar Calon dan

pengumumannya untuk Pemilihan Umum

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat

I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun

1977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

TENTANG PANITIA PENELITI PUSAT DAN

PANITIA PENELITI DAERAH UNTUK KE

ANGGOTAAN MPR, DPR, DPRD I DAN

DPRD II DALAM PEMILIHAN UMUM TA

HUN 1977.

Pasal 1

(1) Panitia Peneliti Pusat adalah Panitia Peneliti Pusat sebagai

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 1976.
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(2) Panitia Peneliti Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 13

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

adalah Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Panitia Peneliti

Daerah Tingkat II.

Pasal 2

(1) Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

(2) Untuk membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/

Panitia Peneliti Daerah Tingkat II Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum melimpahkan wewenang

nya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 3

Pada Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat

I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 4

(1) Panitia Peneliti Pusat terdiri dari unsur-unsur Departemen

Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, KOPKAMTIB

dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu,

sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang Anggota ter

masuk seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan dua

orang Sekretaris.

(2) Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah

Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah,

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dan

Instansi Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap

perlu, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota

termasuk seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang

Sekretaris.
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Pasal 5

(1) Sekretariat Panitia Peneliti Pusat dipimpin oleh Sekretaris

Panitia Peneliti Pusat.

(2) Personil Sekretariat Panitia Peneliti Pusat diambilkan

dari personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum/

Panitia Pemilihan Indonesia, sebanyak-banyaknya 40

(empat puluh) orang, yang diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indo

nesia.

(3) Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti

Daerah Tingkat II dipimpin oleh Sekretaris Panitia Peneliti

Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II yang

bersangkutan.

(4) Personil Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/

Panitia Peneliti Daerah Tingkat II diambil dari personil

Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, untuk

Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I sebanyak-

banyaknya 12 (dua belas) orang yang diangkat dan di

berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan untuk Sek

retariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat II sebanyak-banyak

nya 8 (delapan) orang dan diberhentikan oleh Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 6

(1 ) Tugas pokok Panitia Peneliti Pusat adalah :

a. memeriksa, meneliti dan menilai surat-surat keterangan

dan surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan

Rakyat;
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b. memberi saran-saran yang berhubungan dengan tugas

penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian kepada

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Tugas pokok Panitia Peneliti Daerah adalah :

a. memeriksa, meneliti dan menilai surat-surat keterangan

dan surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

b. memberikan saran-saran yang berhubungan dengan

tugas penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian kepada

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti

Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. menerima bekas bahan-bahan penelitian dari Lembaga

Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

II;

b. meneliti keabsahan surat-surat keterangan dan surat-surat

pernyataan Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;

c. memeriksa secara cermat kebenaran isi surat-surat ke

terangan dan surat-surat pernyataan tersebut;

d. mengadakan penilaian secara objektif dan mendalam dengan

menghubungkan isi surat yang satu dengan surat yang lain,

dan jika dianggap perlu menghubungkan pula dengan

keterangan-keterangan lain yang diperoleh dari Instansi
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instansi Pemerintah yang bersangkutan dan atau dari Peng

urus Partai Politik/Golongan Karya masing-masing;

e. meminta/mengembalikan surat-surat keterangan dan atau

surat-surat pernyataan seorang Calon dari/kepada Orga

nisasi/Instansi yang bersangkutan apabila syarat-syarat

kelengkapan administrasi seorang Calon belum dipenuhi/

kurang lengkap, dengan sepengetahuan Lembaga Pemilihan

Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk

dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan;

f. memberitahukan kepada Organisasi/Instansi yang mengaju

kan Calon bahwa terdapat nama Calon yang dicoret dari

Daftar karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi

Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang dilakukan

dengan sepengetahuan Lembaga Pemilihan Umum/Panitia

Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 8

(1) Apabila dalam melaksanakan tugasnya diantara Anggota-

anggota Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah

tidak diperoleh kata sepakat, maka persoalannya oleh

Ketua Panitia Peneliti Pusat/Ketua Panitia Peneliti Daerah

disampaikan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum/

Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang ber

sangkutan untuk mendapat keputusan.

(2) Apabila dipandang perlu, dengan sepengetahuan Lembaga

Pemilihan Umum/Panitia pemilihan Indonesia/Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Ting

kat II yang bersangkutan, Panitia Peneliti Pusat/Panitia

Peneliti Daerah dapat mengadakan hubungan dengan

Organisasi/Instansi yang mengajukan Calon dan atau Ins

tansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dianggap

perlu.
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Pasal 9

Sekretariat Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah

melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua Panitia Peneliti

Pusat/Ketua Panitia Peneliti Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Segala biaya untuk keperluan Panitia Peneliti Pusat/Panitia

Peneliti Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga

Pemilihan Umum.

Pasal 11

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Ke

putusan ini diatur tersendiri.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 100/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENASEHAT PEMBUATAN

FILM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENASEHAT

PEMBUATAN FILM PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk kemantapan suatu pembuatan

Film Pemilihan Umum Tahun 1977 produksi

Lembaga Pemilihan Umum dipandang perlu

untuk membentuk Team Penasehat, yang

terdiri dari Pejabat-pejabat Lembaga Pemilihan

Umum.

: 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki-

Mengingat
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lan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969

Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana di

ubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD se

bagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun

1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga



Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan

Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/

Tahun 1975 tentang Susunan organisasi

dan tata kerja Sekretariat Umum Lembaga

Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia

Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya

tercantum dalam Ruang 2, untuk disamping

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk

dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang

4 Lampiran Keputusan ini.

Team Penasehat Pembuatan Film Pemilihan

Umum 1977 bertugas :

1. Memberi nasehat, petunjuk dan pengarahan

tentang penyusunan scanario dan tentang

pembuatan film Pemilihan Umum 1977,

sehingga Film Pemilihan Umum 1977

memiliki bobot sesuai dengan tujuan pem

buatannya.

2. Mengadakan pengawasan dan penilaian ten

tang hasil pembuatan Film Pemilihan Umum

1977.

3. Melaporkan hasil pembuatan Film Pemilihan

Umum 1977 kepada Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Masa Kerja Team Penasehat Pembuat Film

Pemilihan Umum 1977 terhitung mulai tanggal

ditanda tanganinya Surat Perjanjian Pem
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borongan pekerjaan pembuatan film yakni

tanggal 6 Juli 1976, sampai selesai pembuatan

film sesuai dengan Surat Perjanjian.

Keempat : Segala biaya keperluan Team Penasehat Pem

buatan Film Pemilihan Umum 1977, dibeban

kan kepada Pemborong Pekerjaan ialah PT

Romei Samara Bros Film.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal

6 Juli 1976 dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya, apabila kemudian ter

nyata terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang

kutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 1976

AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM,

ttd

R. SOEPRAPTO.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGARI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1976.

NO.

NAMA J A B A TA N

KEDUDUKAN

URT. DALAM TEAM

1. IBNOE SALEH Wakil Sekretaris Panitia

Pemilihan Indonesia

Ketua merangkap

Anggota

2. ISCHAK SURJO- Kepala Biro Hubungan Wakil Ketua me

DIPUTRO Masyarakat Lembaga

Pemilihan Umum

rangkap Anggota

3. SLAMET JAYA-

VIJAYA

Kepala Biro Hukum

Lembaga Pemilihan

Umum.

Anggota

4. DRS.P.GUNARDO Kepala Biro Perencana-

naan Lembaga Pemilih

an Umum

Anggota-

5. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus

Lembaga Pemilihan -

Umum

Anggota

6. DRS.H.SITORUS Kepala Bagian Tata

Usaha Biro Adminis

trasi Lembaga Pemi

lihan Umum.

Sekretaris merang

kap Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 1976

A.N.MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM.

ttd

R. SOEPRAPTO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 109/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA

PANITIA PENELITI DAN PENILAI DAERAH

SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PANITIA

PENELITI DAN PENILAI DAERAH SELURUH

INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penelitian dan penilaian

terhadap Warganegara Republik Indonesia

yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C

yang dapat dipertimbangkan penggunaan

hak memilihnya serta pengesahannya dalam

Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu diada

kan pembahasan bersama antara Panitia

Peneliti dan Penilai Pusat dengan Panitia

Peneliti dan Penilai Daerah untuk mencari

pemecahan terhadap masalah-masalah yang

timbul dalam penyusunan dan pengesahan

Daftar OT/1977 dan Daftar OT.1/1977;

b. bahwa untuk mempersiapkan dan menye

lenggarakan Rapat Kerja sebagai dimaksud

dalam sub a, perlu membentuk Panitia

Penyelenggara dan menunjuk Pejabat-pejabat

yang namanya tersebut dalam ruang 2

Lampiran Keputusan ini disamping jabatan
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sehari-hari diangkat dalam jabatan yang

tercantum dalam ruang 4 Lampiran ter

sebut.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana di

ubah dengan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran

Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975

tentang perlakuan terhadap mereka yang

terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C;

4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun

1976 tentang Tatacara penelitian dan pe

nilaian terhadap Warganegara Republik Indo

nesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Go

longan C yang dapat dipertimbangkan

penggunaan hak memilihnya, serta peng

esahannya dalam Pemilihan Umum Tahun

1977;
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5. Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor Ke

putusan 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 1975;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

125 Tahun 1976 tentang Pembentukan

Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat

terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/

PKI Golongan C yang dapat dipertimbang

kan penggunaan hak memilihnya dalam

Pemilihan Umum Tahun 1977.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

126 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian

terhadap WNRI yang tidak dapat didaftar

sebagai Pemilih dan pengaturan lebih lanjut

mengenai penelitian dan penilaian terhadap

WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI

Golongan C yang dapat dipertimbangkan

penggunaan hak memilihnya dalam Pe

milihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Pertnyelenggara Rapat

Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah

seluruh Indonesia dalam rangka penelitian

dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat

dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat

dipertimbangkan penggunaan hak memilih

nya dalam Pemilihan Umum 1977 selanjutnya

disingkat Panitia Raker P3D.
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KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya

tersebut dalam ruang 2 untuk disamping

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk

dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang

4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia

Raker P3D, Ketua Panitia Raker dapat mem

perbantukan Pegawai Sekretariat Umum Lem

baga Pemilihan Umum, Anggota Team Pelak

sana Tehnis, Panitia Peneliti dan Penilai Ting

kat Pusat pada Staf Sekretariat Panitia Raker

P3 D.

KEEMPAT : Panitia Raker P3D dalam tugas penyelengga

raan Raker dibagi dalam :

a. Steering Committee;

b. Organizing Committee.

KELIMA : Steering Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan bahan Rapat Kerja.

2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil

pembicaraan selama berlangsungnya Rapat

Kerja.

3. Menyelesaikan hasil-hasil Keputusan Rapat

Kerja.

KEENAM : Untuk kelancaran penyelenggaraan Raker,

Steering Committee dibagi dalam 5 Kelompok

yaitu :

1. Kelompok I, menangani masalah OT/1977

dan OT. 1/1977 dari Sumatera.

2. Kelompok II, menangani masalah OT/1977

dan OT.1/1977 dari DKI dan Jawa Barat.
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3. Kelompok III, menangani masalah OT/1977

dan OT. 1/1977 dari Jawa Tengah dan

D.I. Yogyakarta.

4. Kelompok IV, menangani masalah OT/1977

dan OT. 1/1977 dari Jawa Timur.

5. Kelompok V, menangani masalah OT/1977

dan OT. 1/1 977 dari Bali, Nusa Tenggara

Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan,

Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

KETUJUH : Organizing Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1 . Mempersiapkan tata ruang Sidang Rapat

Kerja.

2. Mempersiapkan tempat penginapan dan ke

perluan logistik lainnya untuk para peserta

Raker dari Daerah.

3. Menyediakan angkutan untuk kelancaran

Rapat Kerja.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja

Organizing Committee dibagi dalam 5 Kelom

pok yaitu :

1 . Kelompok Keuangan.

2. Kelompok Akomodasi.

3. Kelompok Perjalanan dan Angkutan.

4. Kelompok Persidangan.

5. Kelompok Kesehatan.

KESEMBILAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja harus

diselesaikan dalam waktu lima hari sebelum

Rapat Kerja dimulai dan penyediaan tempat

persidangan, penginapan dan obat-obatan harus

sudah selesai dalam waktu dua hari sebelum

peserta Rapat Kerja dari Daerah tiba di Jakarta.
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KESEPULUH : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan

pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan

Umum.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya apabila terdapat ke

keliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 1976

AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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DAFTARLAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERSOKETUA LEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:109/LPU/TAHUN1976

PANITIARAPATKEsA

KetuamerangkapAnggota.
WakilKetuaImerangkap WakilKetuaIImerangkap

KetuaSteeringCommittee
SekretarisISteeringCom

mitteemerangkapAnggota

KEDUDUKANDALAM
Sekretarismerangkap

Anggota

WakilKetuaSteering Commiteemerangkap

Anggota

SekretarisIISteering

4

DirjenSospol/WakilSekretaris

UmumLPU.

Anggota Anggota

KepalaBiroPemiluIrjaPPL KepalaBagianProgramBiro

JABATAN
WakilSekretarisPPL

KepalaBiroHukumLPU.

KepalaBagianTataUsaha

BiroAdministrasiUmum

LPU.

WakilSekretarisPPL

KepalaBagianOperation

3

ErmanHarirltaman

SlametJayavijaya
SublySenapiSH.

Drs.SaidiPardede

PerencanaanLPU.

NAMA Drs.H.Sitorus DrsA.Zainal

2
IbnoeSaleh

IbnoeSaleh

NO.
URT. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.
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OemarSaid

10.Kol.Inf.Hartono

11.Let.Kol.Inf.Soejati

12.Kol.Inf.Sugiono 13AchmadAchirSH.

14.Soetardi

15.SujonoSuradiSH.

16.

Sampurno

17.Moch.ZeinSH.

18.Hartoyo

RoomLPU

KepalaBiroKhususLPU.

PABANIVSINTEL

KOPKAMTIB

PALAKHARDITKONSUB

BAKIN

PABANIISTER

KOPKAMTIB

KepalaBagianPolitikpada

DirektoratPolitikBidang

IntelKejaksaanAgung.

StafAhliBAKN

KepalaSubBagianPemungut

anSuaradanPenghitungan

SuaraBiroPerencanaanLPU. KepalaBagianDokumentasi/

StatistikBiroPerencanaan

LPU.

KepalaBagianPenyelesaian

HukumBiroHukumLPU.
KepalaBagianPengamanan

BiroKhususLPU.

Committeemerangkap

Anggota

AnggotaSteeringCommit

tee

AnggotaSteeringCommit

tee

AnggotaSteeringCommit

tee

AnggotaSteeringCommit

tee

AnggotaSteeringCommit

tee

AnggotaSteeringCommit

tee

KetuaKelompokIme

rangkapAnggota.

KetuaKelompokIIme

rangkapAnggota

KetuaKelompokIIIme

rangkapAnggota

KetuaKelompokIVme

rangkapAnggota.



Drs.ZulkarnaenSubing

Drs.P.Goenardo KurnijaWidjaya

2 ImamRusdi
FirdalS.Ch. Drs.Soeharso

M.Marsaid

SoedharnoSH.

Soenarjo

Drs.Istowo

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1

KepalaSubBagianPendaftar anPemilih/JumlahPenduduk

BiroPerencanaanLPU.

KepalaBiroPerencanaanLPU.

KepalaBiroKeuanganLPU.

BendaharawanSekretarisLPU. KepalaBagianAnggaranBiro

KeuanganLPU.

KepalaBagianOtorisasiBiro

KeuanganLPU.

KepalaBagianUrusanDalam

BiroAdministrasiUmum

LPU.

KepalaSubBagianRumah TanggaUrusanDalamBirc

AdministrasiUmumLPU.

KepalaBagianCoachingBiro

HubunganMasyarakatLPU.

KepalaBagianPersonalia

BiroAdministrasiUmumLPU.

KetuaKelompokVme

rangkapAnggota

KetuaOrganizingCommit

teemerangkapAnggota
KetuaKelompokKeuang

anmerangkapAnggota

Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokAkomoda

simerangkapAnggota

Anggota

KetuaKelompokPersidang

an/Protokolmerangkap

Anggota

KetuaKelompokKesehatan

merangkapAnggota.



KetuaKelompokPerjalanan

danAngkutanmerangkap

Anggota

.

KepalaBagianTehnisPemilu

IrjaPPL

Soewondo

29.

Ditetapkandi:Jakarta

Padatanggal:19Agustl1976

A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRIAARISUMUM

ttd.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 125 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN

PENILAI PUSAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 125 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENILAI TING

KAT PUSAT TERHADAP WARGANEGARA REPUBLIK

INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM G.30.S/PKI GO

LONGAN C YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENG

GUNAAN HAK MEMILIHNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ke

putusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976

tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian

Terhadap Warganegara Republik Indonesia

yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan

C Yang Dapat Dipertimbangkan penggunaan

Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Da

lam Pemilihan Umum Tahun 1977, Warga

negara Republik Indonesia yang dapat

dipertimbangkan penggunaan hak memilih

nya adalah semua Golongan C, kecuali

mereka yang termasuk dalam perumusan

sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf c

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975

dan Pegawai Negeri Sipil Golongan Cl yang

pada saat diselenggarakan pendaftaran pe

milih dan jumlah penduduk untuk persiapan

Pemilihan Umum Tahun 1977 masih di

pekerjakan pada Instansi Pemerintah yang
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nama-namanya tercantum dalam Daftar

Model OT. 1/1977;

b. bahwa untuk mengadakan penelitian dan

penilaian terhadap Golongan C yang dapat

dipertimbangkan penggunaan hak memilih

nya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

sebagai dimaksud dalam huruf a di atas,

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22

ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 4 ayat (1)

dan (2) Keputusan Presiden Nomor 20

Tahun 1976, perlu dibentuk Panitia Peneliti

dan Penilaian Tingkat Pusat;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagai

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), (2) dan

(3) Peraturan Nomor 1 Tahun 1976, perlu

diadakan penelitian terhadap Warganegara

Republik Indonesia yang tidak dapat di

daftar sebagai pemilih yang nama-namanya

tercantum dalam Daftar Model OT/1977

yang sudah mendapat legalisasi dari LAK-

SUS PANGKOPKAMTIBDA.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
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15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969;

3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975

tentang Perlakuan terhadap mereka yanp

terlibat G.30.S/PKI Golongan C;

4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976

tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian

terhadap Warganegara Republik Indonesia

Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan

C Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan

Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Da

lam Pemilihan Umum Tahun 1977;

5. Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor Kep.

03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pelaksana

an Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 1975.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 ten

tang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pe

gawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Peru

sahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah Yang

Terlibat Dalam Peristiwa Pemberontakan —

G.30.S/PKI.

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Panitia Peneliti dan Penilai Ting

kat Pusat Terhadap Warganegara Republik

Indonesia Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI

Menetapkan

PERTAMA
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Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan

Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemi

lihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya

disebut Panitia Peneliti dan Penilai atau di

singkat P3 Pusat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya

tercantum dalam ruang 2 untuk disamping

tugas jabatan sehari-hari masing-masing di

tunjuk dalam kedudukan seperti tercantum

dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan

ini.

KETIGA : P3 Pusat bertugas :

a. Mengadakan penelitian dan penilaian ter

hadap Warganegara Republik Indonesia

yang terlibat dalam G.30.S/PKI terbatas

diantara Golongan C yang dapat diper

timbangkan penggunaan hak memilihnya

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977,

yang nama-namanya tercantum dalam Daftar

Model OT. 1/1977 sebagai dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) dan (5) Keputusan Pre

siden Nomor 20 Tahun 1976;

b. Mengadakan penelitian terhadap Warga

negara Republik Indonesia yang tidak

dapat didaftar sebagai pemilih sebagai di

maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Pasal

22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976, yang nama-namanya

tercantum dalam Daftar Model OT/1977.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke

pada Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P3

Pusat dapat dibentuk Team Pelaksana
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Tehnis sebagai Pembantu P3 Pusat yang

terdiri dari sebanyak-banyaknya 75 (tujuh

puluh lima) orang, diambilkan dari unsur-

unsur Departemen Dalam Negeri dan Lem

baga Pemilihan Umum.

b. Team Pelaksana Tehnis bekerja di bawah

Pimpinan Sekretaris P3 Pusat yang dibantu

oleh sebanyak-banyaknya 3 orang yang

berkedudukan sebagai Wakil Sekretaris.

c. Team Pelaksana Tehnis dibagi dalam Ke

lompok-kelompok yang dipimpin oleh Ketua

Kelompok.

KELIMA : Masa kerja P3 Pusat terhitung mulai 10 April

1976 sampai dengan 31 Agustus 1976.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10

April 1976 dengan ketentuan, bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya, apabila kemudian ter

nyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke

pada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan se

perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

AMIRMACHMUD

723





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 3 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA TEHNIS PADA

PANITIA PENELITI DAN PENILAI TINGKAT PUSAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 3 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA TEHNIS

PADA PANITIA PENELITI DAN PENILAI

TINGKAT PUSAT

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat

sesuai dengan diktum KEEMPAT Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun

1976, perlu segera membentuk Team Pe

laksana Tehnis pada Panitia Peneliti dan

Penilai Tingkat Pusat;

b. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada ruang 2 dianggap cakap dan

memenuhi syarat untuk diangkat dalam

jabatan sebagaimana tercantum dalam ruang

4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/
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Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Ne

gara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975

tentang Perlakuan terhadap mereka yang

terlibat G.30.S/PKI Golongan C;

4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1 976

tentang Tata cara Penelitian dan Penilaian

Terhadap Warganegara Republik Indonesia

Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan

C Yang Dapat Dipertimbangkan penggunaan

Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Da

lam Pemilihan Umum Tahun 1977;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

126 Tahun 1976 tentang Tata cara peneli

tian terhadap Warganegara Republik Indo

nesia yang tidak dapat didaftar sebagai

pemilih dan pengaturan lebih lanjut menge

nai penelitian dan penilaian terhadap Warga

negara Republik Indonesia yang terlibat

G.30.S/PKI Golongan C yang dapat di

pertimbangkan penggunaan hak memilihnya

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

125 Tahun 1976 tentang Pembentukan

Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana Tehnis pada

Panitia Peneliti Dan Penilai Tingkat Pusat

terhadap Warganegara Republik Indonesia

yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C

yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak

memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun

1977, yang selanjutnya disebut Team Pelak

sana Tehnis Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat

Pusat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya

tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tu

gas jabatan hari-hari masing-masing ditunjuk

dalam kedudukan seperti tercantum dalam

ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Pelaksana Tehnis Panitia Peneliti Han

Penilai Tingkat Pusat bertugas :

a. Mengadakan kegiatan penelitian dan pe

nilaian secara tehnis terhadap Warganegara

Republik Indonesia yang terlibat dalam

G.30.S/PKI terbatas diantara Golongan C

yang dapat dipertimbangkan penggunaan

hak memilihnya dalam Pemilihan Umum

Tahun 1977 yang nama-namanya seperti

tercantum dalam Daftar Model OT.1/1977

sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

dan (5) Keputusan Presiden Nomor 20

Tahun 1976;
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b. Mengadakan penelitian secara tehnis ter

hadap Warganegara Republik Indonesia yang

tidak dapat didaftar sebagai pemilih sebagai

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Pasal 22

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1976, yang nama-namanya

seperti tercantum dalam Daftar Model

OT/1977;

c. Membuat Berita Acara tentang pelaksanaan

tugas sebagai dimaksud dalam huruf a dan b;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke

pada Ketua Panitia Peneliti dan Penilai

Tingkat Pusat.

KEEMPAT : Tata cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara

tehnis sebagai dimaksud dalam diktum KE

TIGA huruf a, b dan c berpedoman kepada

ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126

Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian

Terhadap Warganegara Republik Indonesia

Yang Tidak Dapat Didaftar Sebagai Pemilih

Dan Pengaturan lebih lanjut mengenai Pe

nelitian Dan Penilaian Terhadap Warganegara

Republik Indonesia Yang Terlibat Dalam

G.30.S/PKI Golongan C Yang Dapat Di

pertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya

Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

KELIMA : Masa kerja Team Pelaksana Tehnis Panitia

Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat terhitung

sejak 1 Mei 1976 sampai dengan 31 Agustus

1976.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1

Mei 1976 dengan ketentuan, bahwa segala
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sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya, apabila kemudian ter

nyata terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dike

tahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 1976

AN. MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK/

KETUA PANITIA PENELITI PUSAT

ttd

ERMAN HARIRUSTAMAN
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DAFTARLampiranKeputusanMenteriDalamN

Nomor:3TAHUN1976

:9JUNI1976

Kedudukandalam TehnisP3Pusat

WakilSekretarisI merangkapAnggo

ta.

WakilSekretarisII
merangkapAnggo

ta.

KetuaKelompokI
yangmeliputiDae

rahTingkatID.I.

Aceh,Sumatera
Utara,Sumatera

Barat,Riau,Jambi,

Bengkulu,Sumate
raSelatandanLam

pung;merangkap

Anggota.

WakilKetuaKelom
pokImerangkap

Anggota.

Anggota.

s

Tanggal
Jabatan/Komponen

BiroPerencanaan LembagaPemilih

anUmum

BiroAdministrasi

UmumLembaga PemilihanUmum.

iteiroPerencanaan

LembagaPemilih

anUmum

BiroPerencanaan
LembagaPemilihan

Umum.

DirektoratPembi-
naanUmumDitjen

3

Drs.SaidiPardede
•SudjonoSuradiSH

NAMA
Drs.H.Sitorus

Boediharso

IsmailSyukur

2

Nomor

Urut
1.

1. 2. 3. 4. 5.



KartiminUdapramono

Supena Tresno

Soewardi

HasyimParakasyiBA

MaksumWidjaja

Kusumah

SoeharjanoSH

SumunarjonoSm.

HK

A.Tresnarasa
F.X."Indrasto

Drs.Fauduzicochi

Sampurno

L»aiam.negeri,

idem idem idem idem idem

BiroHukumLem bagaPemilihanU-

mum.

BiroPerencanaan

LembagaPemilihan

Umum.

idem idem idem idem idem

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota- Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokII

yangmeliputiD.K. I.JakartadanDae
rahTingkatTJawa

Barat,merangkap

Anggota.



4

WakilKetuaKelom
pokIImerangkap

Anggota.

Anggota.
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

3

BiroPerencanaan

LembagaPemilihan

Umum.

idem idem

Dit.Pemb.Kes.

BangsaDitjenSos polDepartemenDa

lamNegeri. idem idem idem idem idem idem

Dit.Pembinaanli muniDHjen.Sosial
PolitikDepartemen

DalamNegeri

Sek.DitjenSosial

PolitikDeparte

menDalamNegeri.

2

Drs.Mudjiman

Sungadi

Sudarmodjo
W.E.Kanter

H.EffendiBulhir

P.PasaribuBsc.

M.YusufIlyas

Drs.Subagia

Drs.M.Sagala

Drs.JayaAdilFatah

DjokoSudradjat

Sudarman

t

1

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.



SU. 31. 32. 33. 3s. 35. 36. 37. 38. 39. sn.

jlilmenairu

Drs.BuchariHasan

Basri

Moch.ZeinSH. SoedhamoSH.

SuhadiBA. Teguh

Drs.Pandumanggala

Drs.AgusH.Manik

P.Soenarjo

NgadinoSoedjono

R.Ibrahim

1USO111
idem

BiroHukumLem bagaPemilihanU-

mum.

BiroAdmmisrasi

Umum.

LembagaPemilihan

Umum.

BiroPerencanaan
LembagaPemilihan

Umum.

idem

BiroKhuslLem

bagaPemilihanUmum]

DirektoratPeng

amananDeparte

menDalamNegeri.

idem idem

DirektoratPenga
mananDitianSos-

Anggota

KetuaKelompokIII
yangmeliputiDae

rahTingkatIJawa

TengahdanD.I.
Jogyakarta,me

rangkapAnggota

WakilKetuaKe lompokUImerang

kapAnggota.
Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

II



4

Anggota. Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokIV yangmeliputiDae
rahTingkatIJawa Timur.,merangkap

Anggota.

WakilKetuaKelom
pokIV,merangkap

Anggota.

Anggota. AngRota.

polDepartemenDa

lamNegeri.

BiroAdministrasi
UmumLembagaPe

milihanUmum.

BiroKhususLem bagaPemilihanU-

miiTTi.

idem

BiroAdministrasi
UmumLembagaPe

milihanUmum.

3
idem idem idem idem idem Idem

2

.MamanSofjanBA.

Sach1i

SukabulJuli

SoewandiM.

Soekadis

SumardjonoHS.

Hartojo

Drs.A.Zainal

KoernijaWidjaja

ChamlnSu.I.ro

1
41.

s2,
43. ss.

s5. s6. s7. s8. s9.
60.



Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

5J.

Drs.RllanLumbu

Ny.Soewarti

83.

M.Marsaid

54.

Suwignyo

66.

SidikIksan

56.Poerwadi

57.A.Syaifullah

58.|KamilSutardjo

59.|Wasgito
60.ISadiman

61.ToropSilalahl

BiroKhususLem
bagaPemilihanli

muni.

BiroAdministrasi

UmumLembagaPe

milihanUmum.

BiroKeuanganLem
bagaPemilihanU-

mum.

BendaharawanLem
bagaPemilihanU-

mum.

Dit.KetertUmum danHansipDitjen.
Sospol.Departemen

DalamNegeri.

idem idem idem idem idem idem

-j -j



l.

62.

Drs.ZulkarnaenSu-

bSOg.

63.

AmirSaladjinSH.

6s.J.PurbaSH.

65.Drs.KemasRholib

66.NasriDarwisSH.

67.SungadiSH.

68.A.NasrullahBc.Hk.

69.ArifMuchtarBA.

70.MNockas

KetuaKelompokV yangmeliputiDae
rahTk.IBali,Nusa TenggaraBarat,Nu saTenggaraTimur, KalimantanSelat an,KalimantanTe

ngah,Kalimantan Barat,Kalimantan UtaraSulawesiTe
Tenggara,Sulawesi

SelatanMalukudan IrianJaya;merang WakilKetuaKe lompokVmerang

4

Timur,Sulawesi
ngah,Sulawesi

kapAnggota. kapAnggota.
Anggota. Anggota.

Anggota Anggo-ta. Anggota. Anggota. Anggota.

BiroPerencanaan

LembagaPemilihan
Dit.Pemb.Masya

rakatDitjenSospol

DepartemenDalam
BiroHumasLem- SOjiaich.'tmlllh»nU-

3.

Umum.
Negeri.

idem idem idem idem idem idem
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Anggota. Anggota Anggota. Anggota.

idem

SekretariatDitjen
SospolDepartemen

BiroHukumLem bagaPemilihanU. SekretariatDitjen
Sospol.Departemen

DalamNegeri. DalamNegeri.

Drs.NgaskarulSur-

idem

JanEshardSH.

mum.

idem

SyafriMalik

jonegoro Djadjuli

Syarif

71. 72. 73. 7s. 75.

Ditetapkandi:Jakarta
Padatanggal:9Juni1976

A.N.MENTERIDALAMNEGERI

DIREKTURJENDERALSOSPOLPOLITIK/KETUA

PANITIAPENELITIPUSAT

ttd

ERMANHARIRUSTAMAN





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 119/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBUBARAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN

PRANGKO PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 119/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBUBARAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN PRANGKO

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

bahwa berhubung dengan tugas yang dilakukan

oleh Team Perumus Pembuatan Prangko

Pemilihan Umum Tahun 1977 yang merumus

kan bentuk dan Gambar Prangko Pemilihan

Umum Tahun 1977 telah selesai, dipandang

perlu membubarkan Team tersebut.

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 72/

LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan

Team Perumus Pembuatan Prangko Pe

milihan Umum Tahun 1977;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 105/

LPU/Tahun 1976 tentang Bentuk dan

Gambar P^rangko Seri Pemilihan Umum

Tahun 1977.

MEMUTUSKAN:

Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Ke

putusan ini membubarkan Team Perumus

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA
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Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Tahun

1Q77 yang telah dibentuk dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 72/LPU/Tahun 1976.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat-pe

jabat yang namanya tercantum dalam ruang 2

dari jabatan yang tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima

kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbang

kan selama menjalankan tugas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan se

perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 1976

AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

'ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:119/LPU/TAHUN1976.

KEDUDUKANDALAM

TEAMPERUMUS

4

KetuamerangkapAnggota

WakilKetuamerangkapAnggota SekretarisImerangkapAnggota SekretarisIImerangkapAnggota

Anggota Anggota Anggota

JABATAN

2

KepalaBiroAngkutandanper hubunganBadanPerbekalan danPerhubunganLembagaPe

milihanUmum.

KepalaBiroHubunganMasya rakatLembagaPemilihanUmum KepalaBagianPosdanTeleko munikasiBiroAngkutandanPer hubunganBadanPerbekalandan
PerhubunganLembagaPemilih

anUmum.

KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroPengadaanBadan PerbekalandanPerhubungan

LembagaPemilihanUmum

KepalaBiroPerencanaanLemba

gaPemilihanUmum

NAMA

2

ISKANDAR

ISCHAKSURiODIAUTRO

LD.DIPONEGORO
Drs.H.SITORUS

SLAMETiAYAVIiAYA

SUHADI

Drs.P.GUNARDO

NO.

URUI
1 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7.



Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KepalaBiroKhususLembaga KepalaBagianPublikasiBiro HubunganMasyarakatLembaga
KepalaSubDirektoratUmum

PosdanGiroDirektoratienderal PosdanTelokomunikasiDepar KepalaSeksiPerprangkoanDi rektoratPosdanGiroDirektorat
ienderalPosdanTelekomunika

KepalaUrusanOrganisasidan MetodeDirektoratienderalPos danTelekomunikasiDepartemen

Perhubungan

KepalaBiroPraCetakPerum PercetakanUangRepublikIndo
KepalaBagianPerancangGam

barPerumPercetakanUangRe

PemilihanUmum PemilihanUmum

R.SOETEDiOBc.AP.

temenPerhubungan

HANDIWIDiAiABc.AP.

siDepartemenPerhubungan

Drs.SUPRAPTOMARTO-

SUHARDiOBc.AP.

nesia.

publikIndonesia.

OEMARSAID R.SUMARDI SOEDIGDONO

YUNALIES

s. 9. 1n. 11. 12.
Al.

14.

Ditetapkandi:iakarta

Padatanggal:9September1976.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 121/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PUSAT UNTUK

MENELITI SYARAT-SYARAT CALON UNTUK KE

ANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 121/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PUSAT UNTUK ME

NELITI SYARAT-SYARAT CALON UNTUK KEANGGOTAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Menimbang : bahwa untuk mengadakan penelitian terhadap

syarat-syarat calon untuk keanggotaan Dewan

Perwakilan Rayat, sebagai dimaksud dalam Ke

putusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 jo.

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976

perlu dibentuk Panitia Peneliti Pusat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor; 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-un

dang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3063 ) ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa

ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam
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bahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Ne

gara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lem

baran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976

tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian

Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah Tingkat II;
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun

1976 tentang Tatacara penyelenggaraan penga

juan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun

1976 tentang Tatacara penelitian Calon serta

penyusunan Daftar Calon dan Pengumumannya

untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota De

wan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan

Umum Tahun 1977;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 99/LPU/Tahun

1976 tentang Panitia Peneliti Pusat dan Panitia

Peneliti' Daerah untuk Keanggotaan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum

Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti

syarat-syarat Calon untuk keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas
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jabatannya sehari-hari masing-masing sebagai ang

gota-anggota Panitia Peneliti Pusat dalam kedu

dukan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Peneliti Pusat bertugas :

a. Memeriksa, dan meneliti surat-surat keterangan

dan surat pernyataan yang berhubungan de

ngan syarat-syarat calon yang harus dipenuhi

oleh seorang calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat,

b. Dengan sepengetahuan Panitia Pemilihan Indo

nesia mengadakan hubungan dengan Organisasi

yang mengajukan calon atau pihak-pihak lain

yang berkepentingan;

c. Memberikan saran-saran yang berhubungan

dengan tugas penelitian kepada Menteri Dalam

Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan

Indonesia;

KEEMPAT : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua

Panitia Peneliti Pusat dapat membentuk Se

kretariat;

b. Sekretariat dibagi dalam tiga kelompok kerja

yang personilnya diambilkan dari Sekretariat

Umum Lembaga Pemilihan Umum/Sekretariat

Panitia Pemilihan Indonesia sebanyak-banyak

nya 40 (empat puluh) orang.

KELIMA : Masa kerja Panitia Peneliti Pusat terhitung mulai

1 September 1976 sampai dengan 31. Januari

1977.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan
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diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 September 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMIUHANUMUM

NOMOR:121/LPU/TAHUN1976.

KEDUDUKANDALAM
PANITIAPENELITI

PUSAT

Ketuamerangkapanggota.

WakilKetuaImerangkap

Anggota.

WakilKetuaIImerangkap

Anggota.

SekretarisImerangkapAng

gota.

SekretarisIImerangkapAng

gota

Anggota Anggota Anggota

4

DirekturienderalSosialPolitik

DepartemenDalamNegeri.

WakilSekretarisPanitiaPemi

lihanIndonesia

PABANIVSINTELKOPKAM

TIB.

KepalaBiroPemiluIrjaPanitia

PemiuhanIndonesia.

KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanIndonesia.

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroPerencanaanLcm-

iABATAN bauaFVmlUl.mi1Imum.

3

ERMANHARIRUSTAMAN

KOL.INF.HARTONO

SUBLYSENAPISH.

SLAMETiAYAVIJAYA

NAMA Drs.H.SITORUS
Dr».P.GUNARDO

2 IBNOESALEH
OEMARSAID

NO.

URUT.

1 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

-J 1u



Anggota

AMIRMACHMUD

Anggota

ttd

Anggota MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

Anggota

:16September1976.

Anggota :Anggota

iakarta.

Anggota

di

Ditetapkan
dangIntelKejaksaanAgung.

KepalaBiroPerencanaanBAKN

PABANIISTERKOP-KAM-

TIB

PABANVI/KHUSUSSOSPOL

KOPKAMTIB

PALAKHARDIT.KONSUB

BAKIN.

KepalaDirektoratPengamanan
DirektoratienderalSosialPo

litikDepartemenDalamNegeri.
AnggotaKelompokPenghu

bungLembagaPemilihanUmum

KepalaSubDirektoratDoku mentasiHukumpadaDirek toratPerundang-undangan
Dit-ien.HukumdanPerun

dang-undanganDepartemen

Kehakiman.

Padatanggal

H.NAINGGOLAN

Kol.Inf.SOEIAONO

KJ.Inf.ROEMPOKOWIRYO

Let.Kol.Inf.SOLDiADI

Kol.Inf.SOEWONDO

TULUSSUPARNOTOSH.

WIRATMODIANGGOROSH.

y1 1n. 11. 12. 12. 14. 15. 16.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 129/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA KOMUNIKASI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI PUSAT

TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN

DALAM NEGERI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 129/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA KOMUNIKASI PE

MILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI PUSAT TELEKOMUNI

KASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 1977 dipandang

perlu untuk mengintegrasikan Pusat Teleko

munikasi Departemen Dalam Negeri dengan

Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun

1977, untuk menjamin pengiriman dan pene

rimaan berita dengan tertib, aman, cepat dan

tepat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf

a perlu membentuk Team Pelaksana Tehnis

Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977

di Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam

Negeri.

c. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 dianggap cakap dan

memenuhi syarat untuk disamping jabatan

nya sehari-hari diangkat dalam jabatan seba

gaimana tercantum dalam ruang 4 Daftar Lam

piran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per
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musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-

anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-

anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

rakyat (Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pa

nitia Pemilihan Indonesia.

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 14/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata-

kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana Tehnis Komunikasi
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Pemilihan Umum Tahun 1977 di Pusat Teleko

munikasi Departemen Dalam Negeri.

: Mengangkat Pejabat-pejabat yang nama-namanya

tercantum dalam ruang 2 untuk disamping

jabatannya sehari-hari, ditunjuk dalam jabatan

seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran

Keputusan ini.

: Team Pelaksana Komunikasi Pemilihan Umum

1977 bertugas :

a. mengirim berita Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 1977 dari Pusat ke Daerah-

daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II;

b. menerima berita dari Daerah Tingkat I/Daerah

II dan menyalurkan kepada instansi yang ber

sangkutan secara aman, tertib, cepat dan tepat;

c. menjamin kerahasiaan berita yang dikirim dan

yang diterima mengenai penyelenggaraan Pemi

lihan Umum Tahun 1977.

KEEMPAT : segala pembiayaan untuk keperluan Team Pelak

sana Tehnis Komunikasi Pemilihan Umum 1977

dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga

Pemilihan Umum.

KELIMA : Masa kerja Team Pelaksana Tehnis Komunikasi

Pemilihan Umum 1977 di Pusat Telekomunikasi

Departemen Dalam Negeri terhitung sejak tanggal

1 Oktober 1976 sampai dengan selesainya pelan

tikan DPR/MPR.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tang

gal 1 Oktober 1976 dengan ketentuan bahwa se

gala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari ternyata ter

dapat kekeliruan.

KEDUA

KETIGA
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang

kutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Oktober 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Jakarta.

1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

762



LAMHKAINlS.trU1U3AINMfimCIUIMLAMNCUEIU/HC1UA

LEMBAGAPEMIUHANUMUM

NOMOR:129/LPU/TAHUN1976.

KEDUDUKANDALAM
TEAMPELAKSANA KepalaKelompokI

KepalaKelompokII
KepalaKelompokIII

KOMUNIKASI

PEMILU1977

Kepala/pengawas

WakilKepala

AnggotaTehnik

Operator 0peratot Operator

4

Ka.Sub.Bag.T.U.Telkom Ka.Sub.Bag.TehnikDep

dagri.

KaryawanTelkomDepdagri. KaryawanTelkomDepdagri. KaryawanT.U.TelkomDep

dagri

KaryawanTehnikTelkom KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

JABATAN

Ka.Bag.TelkomDepdagri

KaryawanT.U.Depdagri-

3

Depdagri.

iOHNKARELRONDONUWU

Depdagri.

NAMA

INDROSUHANDONO UNTU.PRAYITNO

MOCH.DiAWAS

RACHMATEFENDI

2

A.ZAINAL

SUBONOMJ. HASANUDIN
C.SARLAN

URUT
1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NO.
1



1n. 11. 12. 12. 14. 15. 16. 17. 1s. 19.
er.

21.

SOEPARMAN

S.SALEH
SUiOKO

RUSDANSANUSI

GUNADI

A..SUWARDI

MATONI
SUPARLAN

OMANHERMANSYAH

B.DIKWADI

HANDOiO

TUBARMAN

22.

TRIiANTOH.S.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KepalaKantorBeritaTelkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri.

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

G*



4

OperatorOperator OperatorOperator OperatorOperator OperatorOperator OperatorOperator OperatorOperator Operator

Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom
KaryawanT.U.TelkomDep-

2

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri. Karyawan Depdagri.

2

RAMELAN
SUPRIiADI

SLAMETTARWOTiO

SUKATNO

MARSETIAWAN

RISMONO

MACHMUDSUTADI

SUPARDiO

M.SUWITO

AMRUN

HERI'RTUSKADIMAN

T.U.SUROSO

S.WIDODO

1 22. 24. 25. 26. 27.
1.

29.
er.

21. 22. 22. 24. 25.



Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator
StafPengawasan.

Operator

KaryawanKantorBerita

TelkomDDN.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

StafTelkomDepdagri.

KaryawanT.U.TelkomDep

dagri.

KurirTelkomDepdagri.

KaryawanOperatorTelkom

Depdagri.

KaryawanDepartemenPer

hubungan.

Markonis.,Pertamina.

dagri.

BARISANBUNTAR UNTAR

RAMBATMUCHTAR

MUNASRIP

EMANADROMI

ANiARB'N

MUNKASIHOTANG

KARTOPRAWIRO

RISWADiI

KETUTRIDENGSH

HERWIYANTO

36. 27. 38.
Al.

4n. 41. 42. 42. 44.
I.

Ditetapkandi:jajcarta.

Padatanggal:19Oktober1976.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN / PANGLIMA

ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI

PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/LPU/TAHUN 1976

NOMOR Kep/36/XI/1976

NOMOR KM 444/U/PHB/1976

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI SISTIM

KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977





KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA

ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 160/LPU/TAHUN 1976.

NOMOR : KEP/36/XI/1976.

NOMOR : KM444/U/PHB/1976.

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI SISTIM KOMUNIKASI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGUMA

ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi suksesnya penyelenggaraan Pemi

lihan Umum Tahun 1977, diperlukan suatu

sarana komunikasi yang terintegrasi, dapat

diandalkan dan mampu mendukung tugas-

tugas pelaksanaan Pemilihan Umum dan pe

ngamanannya;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimak

sud dalam huruf a, dipandang perlu memben

tuk suatu Badan Kordinasi Sistim Komunikasi

Pemilihan Umum Tahun 1977 baik ditingkat

Pusat maupun ditingkat Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun

1964 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per

wakilan Rakyat sebagaimana telah diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970

tentang Siaran Radio Non Pemerintah (Lem

baran Negara Tahun 1970 Nomor 75 Tambah

an Lembaran Negara Nomor 2952);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973

tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II;

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur

Departemen Pertahanan-Keamanan (Disempur-



nakan) jo. Keputusan Presiden Nomor 44

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi

Departemen;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun

1975 tentang susunan organisasi dan tata

kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan

Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM

NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMAN

AN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

DAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BA

DAN KORDINASI SISTIM KOMUNIKASI PE

MILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dengan :

Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun

1977 atau disingkat BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977

adalah suatu Badan Pelaksana Lembaga Pemilihan Umum yang

mengkordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengawasi

sistim-sistim komunikasi Pemerintah, ABRI dan Swasta secara

terpusat dan terintegrasi.

Pasal 2

BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 sebagaimana di

maksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, berkedudukan :
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: dalam Lembaga Pemilihan Umum se

bagai Badan Pelaksana Tingkat Pusat.

: dalam Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I sebagai Badan Pelaksana

Daerah Tingkat I.

: dalam Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II sebagai Badan Pelaksana

Daerah Tingkat II

Pasal 3

(1) Tugas Pokok BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977

adalah mengkordinasikan, mengatur, mengendalikan serta

mengawasi SISKOM-SISKOM Pemerintah (termasuk ABRI)

dan swasta secara terpusat/terintegrasikan dalam suatu

operasi yang terarah.

(2) Tugas pokok tersebut ayat (1) dilaksanakan oleh BAKOR

SISKOM PEMILU TAHUN 1977 berdasarkan kebijak

sanaan yang ditetapkan oleh MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAKOR SISKOM

PEMILU TAHUN 1977 mempunyai fungsi untuk :

a. mengkordinasikan SISKOM-SISKOM ABRI, Pemerintah dan

Swasta.;

b. mengkordinasikan kegiatan-kegiatan BAKOR SISKOM PEMI

LU TAHUN 1977 bawahannya.

Pasal 5

(1) BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 dipimpin oleh

seorang Kepala.

(2) BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 terdiri dari :

a. Biro Pengendalian dan Pengawasan,

b. Biro Administrasi.

a. di Pusat

b. di Daerah Tingkat I

c. di Daerah Tingkat II
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(3) Biro Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Pengendalian.

c. Bagian Pengawasan;

(4) Biro Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Tata-Usaha;

b. Bagian Urusan Dalam;

c; Bendaharawan;

Pasal 6.

(1) Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 ditingkat

Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

2). Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 di Daerah

Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

(3) . Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 di Daerah

Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali-

kotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat II.

(4) Kepala Biro, Kepala Bagian dan personil Staf lainnya di

ambilkan dari Pegawai Negeri maupun ABRI dan Karyawan

Pemerintah, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977.

Pasal 7.

(1) Tugas Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977

adalah :

a. mengadakan kordinasi pengawasan atas semua Radio

Siaran non Pemerintah yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970;

b; menyelenggarakan administrasi dalam rangka penyeleng

garaan kordinasi komunikasi PEMILU Tahun 1977;
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c. memimpin, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Biro-

biro BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977;

d. membentuk sentral Komunikasi (SENKOM) sebagai

sarana untuk mengkordinasikan penerimaan pengirim

an dan penyampaian berita PEMILU Tahun 1977 dengan

cepat, tepat dan aman.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAKOR SISKOM

PEMILU TAHUN 1977 bertanggung jawab :

a. Di Tingkat Pusat kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.

b. Di Daerah Tingkat I kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;

c. Di Daerah Tingkat II kepada Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat II.

Pasal 8

(1) Bidang tugas Biro Pengendalian dan Pengawasan adalah

mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang

perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan

pengamanan penyampaian dan penerimaan berita-berita

untuk PEMILU tahun 1977.

(2) Tugas Kepala Biro Pengendalian dan Pengawasan adalah

sebagai berikut :

a. membantu Kepala BAKOR SISKOM PEMILU Tahun

1977 dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan Biro Pengendalian dan Pengawasan;

c. merencanakan, mengarahkan, mengkordinasikan, dan

mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada

di dalam Biro Penyelenggara.

Pasal 9

(1) Bidang .tugas Biro Administrasi adalah mempersiapkan dan

menyelenggarakan administrasi untuk menjamin kelancar

an tugas BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977.
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(2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah sebagai berikut :

a. membantu Kepala BAKOR SISKOM PEMILU Tahun

1977 dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi;

c. mengarahkan mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan-

kegiatan yang ada di dalam Biro Administrasi.

Pasal 10

(1) Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya ber

tanggung jawab kepada Kepala BAKOR SISKOM PEMI

LU Tahun 1977.

(2) Kepala-kepala Bagian dan Bendaharawan dalam melaksana

kan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro

masing-masing.

Pasal 11.

Pelaksanaan tugas pokok BAKOR SISKOM PEMILU

Tahun 1977 diselenggarakan dengan kordinasi dan kerja sama

yang erat antara semua Departemen yang .bersangkutan di bi

dang Sistim Komunikasi pelaksanaan PEMILU Tahun 1977,

dan dikendalikan secara terpusat.

Pasal 12.

Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas BAKOR SISKOM

PEMILU Tahun 1977, dibebankan kepada Departemen/Lem

baga masing-masing.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kepu

tusan ini akan diatur tersendiri.
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Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Nopember 1976.

MENTERI PERHUBUNGAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN

ttd PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

EMIL SALIM ttd

M. PANGGABEAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 161/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BADAN KORDINASI

SISTEM KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 161/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BADAN KORDINASI SISTIM

KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemi

lihan Umum Tahun 1977 telah dibentuk Badan

Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum

Tahun 1977 sebagai dimaksud dalam Keputus

an Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Per

tahanan Keamanan/Panglima Angkatan Ber

senjata dan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 1 60/LPU/Tahun 1976, No

mor Kep. 36/XI/1976, Nomor KM 444/U/

PHB/1976';

b. bahwa untuk memimpin Badan Kordinasi

Sistim Komunikasi sebagai dimaksud huruf

a perlu mengangkat seorang Pejabat untuk

disamping jabatan sehari-hari diangkat dalam

jabatan Kepala Badan Kordinasi Sistim Ko

munikasi Pemilihan Umum Tahun 1977.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914); jo. Undang
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undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru

bahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

1 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri

Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata dan Menteri Perhubungan Repu

blik Indonesia Nomor 1 60/LPU/Tahun 1976,

Nomor Kep. 36/XI/1976, Nomor KM 444/

U/DHB/1976, tentang Pembentukan Badan

Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum

Tahun 1977.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Drs. Suryadi May. Jen. TNI,

Asisten KOMLEK pada Departemen HANKAM,

untuk disamping tugas dan jabatan sehari-hari di

angkat dalam jabatan Kepala Badan Kordinasi

Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977

yang selanjutnya disebut Kepala BAKOR SIS-

KOM PEMILU Tahun 1977.

KEDUA : Surat Keputusan mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali

sebagaimana mestinya jika dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan ke

pada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan se

perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Nopember 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 168/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA UNTUK

MENYELESAIKAN MASALAH PENCALONAN

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT

I/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TINGKAT n SELURUH INDONESIA DALAM

PEMILIHAN UMUM 1977





KEP TS/ ' ' MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 168/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA UNTUK

MENYELESAIKAN MASALAH PENCALONAN

KEANGGOTAAN DPR/DPRD I/DPRD II

SELURUH INDONESIA DALAM

PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengajuan Calon keang

gotaan DPR/DPRD I/DPRD II untuk Pemilih

an Umum 1977, timbul beberapa masalah dan

sehubungan dengan itu perlu diberikan pe

tunjuk tentang ] penyelesaian > masalah ter

sebut;

b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyeleng

garakan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud

dalam sub a, perlu dibentuk Panitia dan me

nunjuk Pejabat-pejabat yang namanya ter

sebut dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini

disamping jabatan sehari-hari diangkat dalam

jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Lam

piran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran
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Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang

Nomor 4 Tahun r 1975 tentang Perubahan

Undang-udnang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-udang Nomor 15
*

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah



dengan Undang-undang Nomor 5 Tahuni 975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara

Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 1970; tentang Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 1970; tentang Pembentukan Badan

Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga

Pemilihan Umum ;

7. Keputusan Presiden Nomor 13/M/Tahun 1976

tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indo

nesia.;

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976

tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan

DPRD II;

9. Keputusan Menteri Dalam negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun

1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Penga

juan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-

anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam

Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Rapat Kerja untuk menye

lesaikan masalan PENCALONAN KEANGGOTA

AN DPR/DPRD I/DPRD II Seluruh Indonesia
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dalam Pemilihan Umum 1977, yang selanjutnya

disingkat Panitia Raker Pencalonan.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

sebut dalam ruang 2 untuk disamping jabatan

sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam ja

batan seperti tercantum dalam ruang 4 Lam

piran Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Panitia Rapat Kerja,

Ketua Panitia Rapat Kerja diberi wewenang mem

bentuk Sekretariat Panitia Raker Pemilu 1977.

KEEMPAT : Panitia Raker Pencalonan sebagai Pembantu

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemi

lihan Umum dalam penyelenggaraan tugas Rapat

Kerja di bagi dalam :

a. Steering Committee.

b. Organizing Committee.

KELIMA : Steering Committee tersebut dalam Diktum KE

EMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;

2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil

pembicaraan selama berlangsungnya Rapat

Kerja;

3. Menyelesaikan hasil-hasil keputusan Rapat

Kerja.

KEENAM : Organizing Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1 . Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat Kerja;

2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, dan

logistik lainnya untuk para peserta Rapat Kerja

dari Daerah selama Rapat Kerja;

3. Menyediakan alat-alat tulis untuk para peserta

Rapat Kerja;
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KETUJUH : Untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja,

maka pelaksanaan tugas Organizing Committee

dibagi dalam- kelompok yaitu :

1. Kelompok Akomodasi;

2. Kelompok Perjalanan dan Angkutan;

3. Kelompok Persidangan/Protokol.

KEDELAPAN : Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja dan penye

diaan tempat persidangan, penginapan dan lain

sebagainya supaya diselenggarakan dengan se

baik-baiknya sesuai dengan rencana.

KESEMBILAN'Biaya !(£ penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibe

bankan pada anggaran belanja Lembaga Pemilih

an Umum.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai i berlaku pada tanggal di

tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

nya akan diubah dan diatur kembali sebagai

mana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Desember 1976.

AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd-

( R. SOEPRAPTO )
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AnggotaSteeringCom-

mittee.

AnggotaSteeringCom-

mittee.

AnggotaSteeringCom-

mittee.

AnggotaSteeringCom-

mittee.

AnggotaSteeringCom- AnggotaSteeringCom-

mittee.

AnggotaSteeringCom-

mittee.

KetuaOrganizingCom-

mitteemerangkapAnggota

AnggotaOrganizingCom-

mittee.

KetuaKelompokKeuangan

merangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota.

KepalaBiroKhususLPU. KepalaBiroHumasLPU.

PABANIVSINTELKOPKAM

TIB.

KADITVDITiENSOSPOL1

DepartemenDalamNegeri.

KADITIVDITiENSOSPOL

DepartemenDalamNegeri.

KepalaBagianDokumentasi/ StatistikBiroPerencanaanLPU.
KepalaBagianPenyelesaian

HukumBiroHukumLPU.

KepalaBiroPerencanaanLPU. KepalaBagianPerundang-un-

danganBiroHukumLPU.

KepalaBiroKeuanganLPU.
BendaharawanSekretariatLPU. KepalaBagianAnggaranBiro

KeuanganLPU.

KepalaBagianOtorisasiBiro

KeuanganLPU.

OEMARSAs

ISCHAKSUsODIPUTRO

Kol.Inf.HARTONO

SUWONDO

TULUSSUPRANOTO,S.H.

SAMPURNO

MOCH.ZEIN,S.H.
Drs.P.GOENARDO

iANESHARD,S.H.

IMAMRUSDP

FIRDAUSS.Ch. Drs.SOEHARSO

M.MARSAID

9. 1n. 11. 12. 12.
er.

15. 16. 17. 18. 19.
er.

21.



KetuaKelompokAkomodasi KetuaKelompokPersidangan/ ProtokolmerangkapAnggota.

KetuaKelompokPerjalanan

4 Anggota

merangkapAnggota.

Anggota Anggota Anggota

danAngkutanmerangkap

Anggota.

KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiUmumLPU.
KepalaSubBagianRumah TanggaUrusanDalamBiro KepalaBagianCochingBiro KepalaBagianPersonaliaBiro KepalaBagianPublikasiBiro KepalaBagianTehnisPemilu

KepalaBagianPemeriksaan

AdministrasiUmumLPU.

HubunganMasyarakatLPU.
AdministrasiUmumLPU.

3

BiroKeuanganLPU.

SOEDHARNO,S.H.
KURNIiAWIDiAiA

HumasLPU.
IsAPPL

2

KOBIRAN
SOENAsO

Drs.ISTOWO

R.SUMARDI

SOEWONDO

1 22.
26.

24. 25. 26. 27.
1.

Ditetapkandi:iakarta.

Padatanggal:8Desember1976.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMIUHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 182/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM

KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI KE n

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 182/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM

KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI KE II PANITIA PE

MILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan

Pemilihan Umum 1977 khususnya dalam

menghadapi tahap Kampanye dan Pemungut

an Suara, kepada para penyelenggara Pemilih

an Umum di Daerah Tingkat I perlu diberikan

Santiaji ke II;

b. bahwa untuk melaksanakan Santiaji ke II

tersebut di atas perlu dibentuk Team Kerja

Penyelenggara Santiaji;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3065);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem
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baran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3066);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun

1975;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 0 1/LPU/Tahun

1976;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 04/LPU/Tahun

1976.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Santiaji ke II Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada

tanggal 21 sampai dengan 27 Januari 1977 di

Jakarta.

KEDUA : Tujuan penyelenggaraan Santiaji ke 11 adalah :

1 . Untuk membentuk kesiapan mental, membe

rikan pengetahuan dan penguasaan tehnis

Pemilihan Umum kepada para pejabat Pemi

lihan Daerah Tingkat I.

2. Dengan kesiapan mental, pengetahuan dan

penguasaan tehnis Pemilihan Umum yang di

miliki oleh para pejabat tersebut angka 1

di atas, maka untuk selanjutnya Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I dapat menyeleng

garakan Santiaji ke II untuk para pejabat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di

Daerahnya masing-masing.

KETIGA : Para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

sebagai dimaksud diktum Pertama adalah ter

diri dari 3 orang masing-masing :

1. Wakil Ketua PPD I;

2. Sekretaris PPD I;

3. Kepala Biro Penyelenggara;

KEEMPAT : Segala biaya keperluan Santiaji ke II ini dibeban

kan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan

Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite

tapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang

kutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlu

nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor : 1 82/LPU/TAHUN 1976.

TATA KERJA

TEAM PENYELENGGARA SANTIAJI KE II PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA DA

LAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

BAB 1

KEDUDUKAN

Pasal 1

Team Penyelenggara Santiaji ke II Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Seluruh Indonesia selanjutnya disebut Team Penyeleng

gara Santiaji II adalah suatu Team Kerja yang ada pada Sekretaris

Lembaga Pemilihan Umum yang dibentuk untuk menyelenggara

kan Santiaji ke II bagi para pejabat dari Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

Tugas pokok Team Penyelenggara Santiaji II ini adalah :

Memberikan Santiaji (coaching) dengan bantuan tenaga

baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemilihan Umum, ke

pada para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh

Indonesia untuk menyiapkan mental, memberikan pengetahuan

dan penguasaan tehnis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
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Tahun 1977 khususnya di dalam menghadapi tahap Kampanye,

Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum sehingga dengan kesiapan mental, pengetahuan

dan penguasaan tehnis tersebut dapat menyelenggarakan Santiaji

ke II untuk para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

di Daerah masing-masing.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Team Penyelenggara Santiaji II terdiri dari :

a. Pimpinan Team;

b. Pimpinan Steering Committee;

c. Pimpinan Organizing Committee;

d. Pimpinan Kelompok kelompok Bidang/Urusan;

e. Anggota.

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 4

Tugas Team Penyelenggara Santiaji II merupakan satu kesa

tuan tugas yang tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh sebab itu

pembagian tugas hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam

persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan

sebaik-baiknya.

Pasal 5

Tugas kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercapai kesatuan

tindak yang serasi sesuai dengan program santiaji khususnya dan

penyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya.
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Pasal 6

(1) Pimpinan Team terdiri atas :

a. Ketua,

b. Wakil Ketua I,

c. Wakil Ketua II,

d. Sekretaris.

(2) Tugas Ketua adalah :

a. Memimpin kegiatan Team secara keseluruhan dalam me

laksanakan tugas penyelenggaraan santiaji:

b. Memimpin pelaksanaan pemberian santiaji;

c. Tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memper

lancar penyelenggaraan santiaji dalam rangka pensukses-

kan Pemilihan Umum Tahun 1977.

(3) Tugas Wakil Ketua I adalah :

a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;

b. Memimpin Organizing Committee.

(4) Tugas Wakil Ketua II adalah :

a. Mewakili Ketua apabila Ketua/Wakil Ketua I berhalang

an:

b. Memimpin Steering Committee.

Pasal 7

(1) Sekretaris Team terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II.

(2) Tugas Sekretaris I adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat

c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyeleng

garaan Santiaji;

d. Mengatur kegiatan-kegiatan keprotokolan ;

e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;

f. Menyusun tata tertib untuk pelaksanaan santiaji.

(3) Tugas Sekretaris II adalah membantu Sekretaris I dalam

menjalankan tugasnya, dan menjalankan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Ketua.
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Pasal 8

( 1 ) Steering Committe terdiri dari :

a. Ketua Steering Committee;

b. Sekretaris Steering Committee;

c. Ketua-ketua Kelompok;

d. Anggota.

(2) Steering Committee bertugas :

a. Mengarahkan dan mempersiapkan kurikulum, materi

Santiaji sehingga tercapai tujuan Santiaji secara maksimal;

b. Mengatur jadwal pemberian Santiaji;

c. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembi

caraan selama berlangsungnya Santiaji;

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan

dengan penyelenggaraan Santiaji.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, maka Ketua Steer

ing Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-

ketua Kelompok/Anggotanya.

Pasal 9

( 1 ) Organizing Committee terdiri dari :

a. Ketua Organizing Committee;

b. Sekretaris Organizing Committee;

c. Ketua-ketua kelompok;

d. Anggota.

(2) Organizing Committee bertugas;

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan tata ruang tempat

santiaji;

b. Mengatur akomodasi/penginapan, obat-obatan para

peserta santiaji PPD I selama santiaji;

c. Menyediakan angkutan dan mengatur perjalanan pe

serta santiaji PPD L;

d. Menyelenggarakan pengamanan pada tempat rapat dan

penginapan para peserta santiaji; i;
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e. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggara

an Santiaji;

f. Mengurus administrasi Keuangan Team;

g. Mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluran uang

yang telah ditentukan.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua Orga-

nizing Committee membagi tugas pekerjaannya kepada

Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-

sukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam me

rencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara

sesama Anggota Team.

Pasal 11.

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan

Instansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris

Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANIIKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOM':1l/LPU/TAHUN1976

KEDUDUKANDALAMTEAM

KetuamerangkapAnggota

WakilKetuaImerangkap WakilKetiaIImerangkap

Anggota

SekretarisImerangkapAnggota SekretarisIImerangkapAnggota
KetuaStecrSOaComniitleemo-

4

WakilSekretarisUmumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroHubunganMasya

rakatLPU.

KepaliBagianSantiajiBiroHu

masLPU

KepalaBagianTataUsahaBiro

AdministrasiUmumLPU
iABATAN

WakilSekretarisPPI

KepalaBiroHumasLPU

2

ERMANHARIRUSTAMAN
ISCHAKSOIAJODIAOETRO ISCHAKSOERJODIPOETRO

NAMA

2 IBNOESALEH
DRS.ISTOWO

DRS.SIT'US

NO. URT. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1



Anggota

KetuaKelompokBidangPe

nyelenggaraanKampanyaPemi

lumerangkapAnggota Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokBidangPe

nyelesaianPemungutanSuara, danPenetapanHasilPemilihan

UmummerangkapAnggota

WakilKetuaKelompokIIme

rangkapAnggota

Anggota Anggota

AnggotaKelompokPenghubung

LPU.

KepalaBiroKhususLPU
KepalaBagianSantiaji

KepalaBagianKeamananBiro

KhususLPU

KepalaBagianOperationRoom BiroKhusus/KepalaBagian

TechnisPemilihanUmum KepalaBiroHukumLPU

KepalaBiroPEMILUIRiAPPI.

KepalaBagianProgram

KepalaBagianPenyelesaianHu

kumBiroHukumLPU

•

SOEPRIJOBA
OEMARSAs

DRS.ISTOWO

HARTOJO

DRS.A.ZAINAL

SLAMETJAYAVIiAYA

SUBLYSENAPISH
DRS.S.PARDEDE

MOCH.ZEINSH

7. 8. 9. 1n. 11. 12.
Al.

14. 15.



KetuaKelompokBidangKe

uanganmerangkapAnggota

KetuaKelompokBidangPerbe kalandanPerhubunganmerang

kapAnggota

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
a

Anggota Anggota

4

KepalaBagianPerundang-un-

KepalaBagianStatistik

KepalaSubBagianPemungutan danPenghitunganSuaraBiro

PerencanaanLPU.

KepalaBiroKeuanganLPU

KepalaBagianOtorisasiBiroKe- KepalaBagianOtorisasiBiroKe

uanganLPU

KepalaBagianPemeriksaan

KepalaBagianAnggaranBiro

KeuanganLPU

KepalaBiroPengadaanBadan
PerbekalandanPerhubunganq

LPU

KepalaBiroAngkutandanPer hubunganBadanPerbekalandan

PerhubunganLPU

KepalaBiroAdministrasiBadani

PerbekalandanPerhubungan

3

DRS.SOEHARSOSETYO-

DARMODiO

LPU

iANESHARDSH

SUiONOSURADISH

MOCH.KOIARAN

SISWOPRANOWOSH

2

-SAMPOERNO
IMAMRUSDI

M.MURSAID

SOEHADI
ISKANDAR

16. 17. 18. 19.
er.

21. 22. 22. 24. 25.
1



Anggota
Anggota

KetuaOrganizingCommitteeme

rangkapAnggota

KetuaKelompokBidangAngkut
an/Akomodasi/Keamananme

rangkapAnggota

Anggota Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokBidangKese

hatanmerangkapAnggota

KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiBadanPerbe

kalandanPerhubungan

KepalaBagjanTataUsahaBiro
AdministrasiBadanPerbekalan

Perhubungan

KepalaBiroAdministrasiPPI KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiUmumLPU

BendaharawanSekretariat

Umum/BadanPerbekalandan

Perhubungan

KepalaBagianTechnisPemilihan

umumIrianiaya

KepalaSubBagianRumahTang gaBiroAdministrasiUmumLPU KepalaSubBagianKeamanan

BagianUrusanDalamLPU

KepalaBagianPersonaliaBiro

AdministrasiUmumLPU

DRS.ISAANHAR ARIFINHIDAYAT

DRS.P.GOENARDO

SOEDARNOSH
FIRDAUSS.CH.

SUWONDO
SUNARiO

MACHMUDPASiA KURNIiAWIiAiA

26. 27.
1.

29. 3n.
SO.

22. 33.
l



KetuaKelompokBidangPersi dangandanPeneranganmerang

Anggota

4

kapAnggota

KepalaBagianPublikasidanPe

neranganBiroHumasLPU

KepalaSubBagianPublikasi

2 BiroHumasLPU.

2

ABDULKADIRHARUNBA.

SOEMARDI

25. 26.
1

Ditetapkandi:Jakarta

Padatanggal2nDesember1976

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 01/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 01/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pe

nyelenggaraan pemungutan suara dalam Pe

milihan Umum Tahun 1977 perlu diatur lebih

lanjut tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
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15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusya

waratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Ne

gara Tahun 1975 Nomor 1; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga

Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan

Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976

tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat II;

5 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan- Umum Nomor 01/LPU/

Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi

Badan-badan Penyelenggaraan Pemilihan -

Umum di Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum Nomor 131/

LPU/Tahun 1976 tentang Tata Susunan

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Umum Tahun 1977.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA KELOMPOK PENYELENG

GARA PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No

mor 1 Tahun 1976;

b. PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;

c. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara;

d. PPP adalah Panitia Pendaftaran Pemilih;

e. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara;

f. KPPS adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara;

g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) KPPS adalah suatu Kelompok yang ada pada PPS yang

dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 sesuai dengan ke

bijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua PPS.

(2) KPPS berkedudukan dalam wilayah kerjanya yang di

tetapkan oleh Ketua PPS.
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BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok KPPS adalah :

Mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara di

wilayah kerjanya yaitu :

(i) Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum

hari pemungutan suara, Ketua KPPS sudah

mengumumkan tempat dan waktu penye

lenggaraan pemungutan suara dalam wilayah

kerjanya.

(ii) Menyampaikan Surat Panggilan untuk mem

berikan suara selambat-lambatnya 5 (lima)

hari sebelum hari pemungutan suara.

(iii) Menyiapkan TPS dengan segala peralatannya

Bersama-sama dengan petugas keamanan untuk TPS menga

tur penjagaan keamanan dengan sebaik-baiknya sehingga

Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dapat

berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara dan Peng

hitungan Suara di TPS.

Pasal 4

Fungsi KPPS adalah :

Perencanaan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang

perlu untuk penyelenggaraan pemungutan suara.

Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendali

kan, mengarahkan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan

penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara

di TPS sampai dengan menyerahkan hasilnya kepada PPS

yang bersangkutan untuk menjamin kesatuan usaha dan

kegiatan secara efektif dan efisien.



BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) KPPS yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, ter

masuk Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua PPD II

atas usul Ketua PPS.

(2) Anggota-anggota KPPS, termasuk Ketuanya, terdiri dari

unsur-unsur Pemerintah, sedapat-dapatnya diambilkan bekas

Pendaftaran sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Pe

raturan Pemerintah.

(3) KPPS melakukan tugasnya selama 1 (satu) bulan, terhitung

mulai 20 (dua puluh) hari sebelum sampai dengan 10 (se

puluh) hari sesudah dilakukan pemungutan suara.

Pasal 6

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah/Walikota/Ketua PPD

II sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di dalam melaksana

kan wewenangnya mengangkat Ketua dan Anggota-anggota

KPPS berpedoman pada ketentuan tentang syarat-syarat keang

gotaan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21

Tahun.

b. Cakap menulis dan membaca huruf Latin.

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,

kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi

Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus

1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

d. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI atau Organisasi-

organisasi terlarang lainnya.

815



e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Peng

adilan yang tidak dapat diubah lagi.

f. Tidak nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya.

g. Penduduk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota KPPS

mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-

masing dengan berpedoman pada ketentuan sebagai di maksud

dalam pasal 16 dan pasal 17 peraturan pemerintah.

BAB V

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

(1) Tugas Ketua KPPS dalam penyelenggaraan Rapat Pemungu

tan Suara adalah sebagai berikut :

a. Memimpin kegiatan-kegiatan KPPS;

b. Mengawasi kegiatan-kegiatan KPPS;

c. Mengadakan hubungan ke luar;

d. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan

mengenai persiapan dan penyelenggaraan pemungutan

suara dan penghitungan suara untuk menghadapi segala

kemungkinan yang tidak diinginkan.

e. Menentukan saatnya para pemilih boleh memasuki TPS

dan duduk ditempat untuk para pemilih.

f. Tepat jam 08.00 waktu setempat membuka rapat pe

mungutan suara dengan kata pengantar singkat dan

Seperlunya.

g. Memberikan penjelasan kepada para pemilih tentang

cara-cara pemberian suara sesuai dengan naskah ter

tulis yang sudah dipersiapkan.
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h. Memberikan bantuan kepada para pemilih yang tidak

mungkin dapat mencoblos dan memasukkan surat-surat

suara ke dalam kotak suara sendiri (tuna netra atau

cacad badan) dengan didampingi seorang anggota KPPS

yang bertindak juga sebagai saksi.

i. Mengatur giliran untuk memberikan suara bagi anggota

KPPS dan petugas keamanan yang bukan ABRI dan

bagi dirinya sendiri setelah seluruh pemilih yang bukan

anggota KPPS dan bukan petugas keamanan memberikan

suaranya.

j. Menutup rapat pemungutan suara pada jam 14.00 waktu

setempat atau setelah seluruh pemilih yang terdaftar

dalam Kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan

untuk TPS yang bersangkutan sudah selesai memberikan

suaranya, walaupun belum jam 14.00.

k. Memberhentikan pemungutan suara jika ketertiban ter

ganggu dan bilamana diteruskan tidak akan terjamin

sahnya pemungutan suara itu, serta menutup celah -

celah kotak suara dan menyegelnya.

(2) Tugas Ketua KPPS dalam penyelenggaraan Rapat Penghi

tungan Suara segera setelah selesai penyelenggaraan pemu

ngutan suara sebagai berikut:

a. Menyilahkan para pemilih yang masih berada di TPS

untuk mengikuti penyelenggaraan rapat penghitungan

suara di TPS.

b. Menetapkan wakil-wakil Partai Politik/Golongan Karya

yang membawa surat tugas dari Pengurus Organisasinya

di Daerah Tingkat II untuk menjadi Saksi-saksi dalam

penghitungan Suara di TPS dari tiap Organisasi 1 (satu)

orang.

c. Sebelum penghitungan suara dimulai, menetapkan dan

mengumumkan kepada hadirin hal-hal sebagai berikut:
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(i) jumlah pemilih menurut catatan dalam Kutipan

Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan telah

memberikan suaranya;

(ii) jumlah pemilih yang telah memberikan suara de

ngan mempergunakan formulir Model AB sebagai

dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 88 Peraturan

Pemerintah;

(iii) jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena

keliru dicoblos oleh pemilih terperinci untuk tiap

Badan Perwakilan Rakyat;

(iv) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemi

lih karena rusak terperinci untuk tiap Badan

Perwakilan Rakyat;

(v) jumlah Surat Suara yang tidak dipergunakan da

lam pemungutan suara, terperinci untuk tiap Ba

dan Perwakilan Rakyat;

d. Menugaskan kepada anggota KPPS untuk membuka kunci

Kotak Suara dan mengeluarkan semua Surat Suara untuk

diletakkan di meja Pimpinan KPPS, terperinci untuk tiap

jenis Surat Suara;

e. Membuka Surat Suara sehelai demi sehelai dan meneliti

kepada Organisasi mana suara Pemilih diberikan/pada

Tanda Gambar mana terdapat bekas pencoblosan oleh

Pemilih;

f. Mengumumkan kepada hadirin tiap suara yang diberikan

kepada Organisasi peserta Pemilihan Umum yang terdapat

pada tiap helai Surat Suara, hal ini diselesaikan untuk

tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat berturut-turut un

tuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

Pasal 9

Anggota-anggota KPPS melaksanakan tugas yang ditentukan

oleh Ketuanya.
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Pasal 10

Tugas KPPS merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan lain, oleh sebab itu pembagian tugas se

bagai dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 hanyalah berupa

penentuan pembidangan.

Pasal 11

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan

dan diputuskan dalam KPPS, di bawah pimpinan Ketuanya.

BAB VII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Rapat Pemungutan Suara sebagai

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, KPPS bertanggung jawab kepada

PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan.

Pasal 13

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Propinsi

Daerah Tingkat I Irian Jaya, hal-hal yang masih memerlukan

pengaturan khusus diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Irian Java.

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kepu

tusan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 02/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI

NASKAH-NASKAH KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MELALUI TVRI DAN RRI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI NASKAH-NASKAH

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA DAN

RADIO REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kampa

nye Pemilihan Umum melalui siaran Televisi

Republik Indonesia dan Radio Republik Indo

nesia, DPP Partai Politik dan Golongan Karya

yang mengadakan kampanye harus menyerah

kan naskah-naskah kampanye Pemilihan Umum

kepada Lembaga Pemilihan Umum untuk di

teliti;

b. bahwa untuk meneliti naskah-naskah Kampa

nye Pemilihan Umum tersebut huruf a sebe

lum disiarkan perlu dibentuk Panitia Peneliti

Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak

yat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwa

kilan Rakyat sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-

anggota Permusyawaratan/Perwakilan (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 1; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976

tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye

Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai

minggu tenang dalam Pemilihan Umum Tahun

1977;

4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 208/

Kep/Menpen/1976 tentang ketentuan-ketentu

an siaran Kampanye Pemilihan Umum me

lalui siaran TVRI;

5. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 209/

Kep/Menpen/1976 tentang ketentuan-ketentu

an siaran Kampanye Pemilihan Umum melalui

siaran RRI;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 04/LPU/Tahun

1977 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Menge

nai Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye

Pemilihan Umum.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

Pertama : Membentuk Panitia Penelitian Naskah-naskah

Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran Tele-
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visi Republik Indonesia dan Radio Republik

Indonesia selanjutnya disebut Panitia Peneliti

Naskah Kampanye.

Kedua : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada ruang 2 untuk di samping tugas

jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk

dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang

4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Panitia Peneliti Naskah Kampanye bertugas:

a. meneliti Naskah-naskah Kampanye Pemilihan

Umum Tahun 1977 yang disampaikan oleh

Parpol/Golkar kepada Lembaga Pemilihan

Umum;

b. mengajukan Naskah-naskah Kampanye yang

sudah diteliti kepada TVRI dan RRI;

c. menghubungi instansi-instansi yang dianggap

perlu untuk keperluan penelitian tersebut;

d. melaporkan hasil penelitian tersebut kepada

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemi

lihan Umum.

Keempat : Panitia Peneliti Naskah Kampanye melaksanakan

tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 1977

sampai dengan 1 Mei 1977.

Kelima : Segala biaya untuk keperluan Panitia Peneliti

Naskah Kampanye dibebankan pada Anggaran

Lembaga Pemilihan Umum.

Keenam : Keputusan 'ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di
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ubah dan diatur kembali sebagaimana mesti

nya jika di kemudian hari ternyata terdapat ke

keliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 68/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA

TEAM PENYELENGGARA RAPAT KERJA PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 68/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 1977 khususnya da

lam menghadapi tahap kegiatan Pemungutan

Suara dan tahap kegiatan selanjutnya kepada

para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat

I seluruh Indonesia perlu diadakan Rapat

Kerja;

b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyeleng

garakan Rapat Kerja sebagai dimaksud dalam

sub a perlu dibentuk Team Kerja Penyeleng

garaan Rapat Kerja dan menunjuk Pejabat-

pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2

Lampiran Keputusan ini di samping jabatan

sehari-hari diangkat dalam jabatan yang ter

cantum dalam ruang 4 Lampiran tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang
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undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa

ratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun «1969 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubah

an Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Per

musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-

anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor

1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentamg Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-



wakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia

Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 ten

tang Pembentukan Badan Perbekalan dan Per

hubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan

Indonesia;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Ta-

hun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1977 tentang Susunan Organisasi Badan-badan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;

1 0. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II;

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976 tentang Pengangkatan Para Gubernur
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Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota

merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 67/LPU/Tahun

1977 tentang penyelenggaraan Rapat Kerja

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh

Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Kerja Penyelenggara Raker

PPD I seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut

Team Penyelenggara Raker dalam Pemilihan

Umum Tahun 1977.

Kedua : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran II Keputusan ini.

Ketiga : Team Penyelenggara Raker terdiri dari :

a. Pimpinan;

b. Steering Committee;

c. Organizing Committee.

Keempat : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Team Penye

lenggara Raker adalah seperti tersebut dalam

Lampiran I Keputusan ini.

Kelima : Untuk kelancaran tugas Team Kerja Penyeleng

gara Raker, Ketua Team Kerja Penyelenggara

Raker diberi wewenang untuk memperbantukan

Pegawai Lembaga, Pemilihan Umum pada Sekre

tariat Team Kerja Raker.
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Keenam : Segala biaya keperluan Rapat Kerja PPD I seluruh

Indonesia dibebankan pada Anggaran Belania

Lembaga Pemilihan Umum.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite

tapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM.

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRAN I Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor : 68/LPU/Tahun 1977.

TATA KERJA

TEAM KERJA PENYELENGGARA RAPAT KERJA PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Team Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I seluruh Indonesia selanjutnya disebut Team Kerja

Penyelenggara Raker adalah suatu Team Kerja yang ada pada

Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum yang di bentuk untuk

menyelenggarakan Raker para pejabat Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun

1977.

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

Tugas pokok Team Penyelenggara Raker ini adalah menye

lenggarakan Raker pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

seluruh Indonesia untuk memantapkan pengetahuan dan pengua

saan tehnis Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 di dalam

menghadapi tahap kegiatan Pemungutan Suara, Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta mengadakan

pengecekan terakhir pengadaan alat-alat perlengkapan yang telah

sampai di Panitia Pemilihan Daerah.
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Team Kerja Penyelenggara Raker terdiri dari :

a. Pimpinan Team;

b. Pimpinan Steering Committee;

c. Pimpinan Organizing Committee;

d. Pimpinan Kelompok-kelompok Bidang/Urusan;

e. Anggota.

BAB IV

PEM BAGIAN TUGAS

Pasal 4

Tugas Team Kerja Penyelenggaraan Raker merupakan satu

kesatuan tugas yang tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh sebab itu

pembagian tugas hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam

persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan

sebaik-baiknya.

Pasal 5

Tugas kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team

Kerja diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercapai kesatuan

tindak yang serasi, sesuai dengan acara Raker khususnya dan pe

nyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya.

Pasal 6

( 1 ) Pimpinan Team terdiri atas :

a. Ketua

b. Wakil Ketua I;

c. Wakil Ketua II;

d. Sekretaris.
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(2) Tugas Ketua adalah :

a. Memimpin kegiatan Team Kerja secara keseluruhan dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan Raker;

b. Memimpin pelaksanaan acara Raker;

c. Tugas-tugas dan yang dipandang perlu untuk memperlan

car penyelenggaraan Raker dalam rangka mensukseskan

Pemilihan Umum Tahun 1977.

(3) Tugas Wakil Ketua adalah :

a. Mewakili Ketua apabila ketua berhalangan;

b. Memimpin Organizing Committee;

Pasal 7

(1) Sekretaris Team terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II.

(2) Tugas Sekretaris I adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;

c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyeleng

garaan Raker;

d. Mengatur kegiatan-kegiatan keprotokolan ;

e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;

f. Menyusun tata tertib pelaksanaan Raker.

(3) Tugas Sekretaris II adalah membantu Sekretaris I dalam

menjalankan tugasnya dan menjalankan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

(1) Steering Committee terdiri dari :

a. Ketua Steering Committee;

b. Wakil Ketua Steering Committee;

c. Ketua-ketua Kelompok;

d. Anggota.
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(2) Steering Committee bertugas :

a. Mengarahkan dan mempersiapkan materi Raker sehingga

tercapai tujuan Raker secara maksimal;

b. Membantu acara Raker;

c. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan

selama berlangsungnya Raker;

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan de

ngan penyelenggaraan Raker.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua Stee

ring Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-

ketua Kelompok/Anggotanya.

Pasal 9

(1) Organizing Committee terdiri dari :

a. Ketua Organizing Committee;

b Ketua-ketua Kelompok;

c. Anggota.

(2) Organizing Committee bertugas :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan tata ruang tempat

Raker;

b. Mengurus akomodasi/penginapan, obat-obatan para peser

ta Raker PPD I selama Raker;

c. Menyelenggarakan Pengamanan pada tempat rapat dan

penginapan para peserta Raker;

d. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggara

an Raker.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua Orga

nizing Committee membagi tugas pekerjaannya kepada

Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.
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BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Untuk menjamin kesatuan tugas dan kegiatan dalam men-

sukseskan, penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam meren

canakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiat

an, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara sesama

Anggota Team.

Pasal 11

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan

Instansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris

Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapka di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:6s/LPU/TAHUN1977

KEDUDUKANDALAM

TEAM

WakilKetuamerangkapAnggota SekretarisIImerangkapAnggota SekretarisIImerangkapAnggota
KetuaSteteringCommitteeme

rangkapAnggota

KetuaMerangkapAnggota

Anggota Anggota

4

WakilSekretarisPanitiaPemilihan

Indonesia

KepalaBagianSantiajiBiroHu masPanitiaPemilihanUmum
KepalaBagianTataUsahaBiro AdministrasiUmumLembagaPe

milihanUmum

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroHumasLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum

WakilSekretarisPemilihan

Umum

iABATAN

3

ERMANHARIRUSTAMAN

SLAMETJAYAVIiAYA

ISCHAKSOERiODIPUTRO

NAMA DRS.H.SIT'US

2
IBNOESALEH DRS.1STOWO OEMARSAID

NO.

URUT
2. 3. 4. 5. 6. 7.

1



9. 1n. 11. 12. 12. 14. 15. 16 17.

S0EPRIJ0BA

SLAMETJAYAVIJAYA

SUBLYSENAPISH.
DRS.A.ZAINAL

DRS.S.PARDEDE

MOCH.ZEINSH
JANESHARDSH.

SAMPOERNO
IMAMRUSDI

M.MARSAID

AnggotaKelompokPenghubung

LembagaPemilihanUmum

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroPEMILUIRiA.

KepalaBagianTeknisPemilihan UmumPanitiaPemilihanIndo

nesia

KepalaBagianProgramBiro

PerencanaanLPU

KepalaBagianPenyelesaianHu kumBiroHukumLembagaPe

milihanUmum

KepalaBagianPerundang-

UndanganBiroHukumLPU

KepalaBagianStatistikBiro

PerencanaanLPU

KepalaBiroKeuanganLPU

KepalaBagianOtoristsiBiro

KeuanganLPU

Anggota

KetuaKelompokTeknisPemi lihanUmummerangkapAnggota
WakilKetuaKelompokmerang

kapAnggota

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KetuaKelompokBidangPer bekalandanPerhubunganme

rangkapAnggota

Anggota
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KetuaKelompokBidangPer bekalandanPerhubunganme

rangkapAnggota

Anggota

Anggota Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota Anggota Anggota

MOCH.KOIARAN

DRS.SOEHARSOSETYO-

DARMOJO

WAHIKSUKENDAR

SISWOPRANOWOSH

DRS.ASHARINASUTION

DRS.ISAANHAR ARIFINHIDAYAT

2

SOEHADI
ISKANDAR

18. 19.
er.

21. 22.
26.

24. 25. 26.
1

2

KepalaBagianPemeriksaanBiro

KeuanganLPU

KepalaBagianAnggaranBiro

KeuanganLPU

KepalaBagianPembukuanBiro

KeuanganLPU

KepalaBiroPengadaanBadan

PerbekalandanPerhubungan

LPU

KepalaBiroAngkutandanPer
hubunganBadanPerbekalandan

PerhubunganLPU

iepalaBiroAdministrasiBadan

PerbekalandanPerhubungan

LPU

KepalaBiroPengawasanBadan

PerbekalandanPerhubungan

LPU

KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiBadanPerbe

kalandanPerhubunganLPU

KepalaBagianTataUsahaBiro



KetuaOrganizingCommitteeme
KetuaKelompokBidangAng kutan/Akomodasi/Kemananme KetuaKelompokBidangKese dangandanPeneranganmerang

-

Anggota Anggota Angggota Anggota

hatanmerangkapAnggota

KetuaKelompokBidangPersi

rangkapAnggota rangkapAnggota

kapAnggota

/AdministrasiBadanPerbekalan
KepalaBiroAdministarsiPPI

KepalaBagianUrusanDalamBi UmumBadanPerbekalandan KepalaBagianTekhnisPemilihan KepalaBagianKeamananBiro KepalaSubBagianRumah TanggaBiroAdministrasiUmum
KepalaBagianPersonaliaBiro KepalaBagianPersonaliaBiro

roAdministrasiUmumLPU.

danPerhubungan

BendaharawanSekretariat

UmumIrianJaya.

AdministrasiUmumLPU
AdministrasiUmumLPU

DRS.P.GOENARDO

Perhubungan

SOU LPU

KURNIiAWIDiAiA

SOEDHARNOSH
FIRDAUSS.CH.

SUWONDO
HARTOiO SUNARiO

DRS.1STOWO

27.

1.
29. 3n. 31. 32. 33.
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Anggota

R.SOEPRAPTO

Anggota

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

Anggota

Padatanggal:4April1977
Ditetapkandi:iakarta

KepalaBagianPublikasiBiro

HumasLPU

KepalaSubBagianPenerbitan

BiroHumasLPU

KepalaBagianAlokasiBd.Per

bekalandanPerhubunganLPU.

R.SOEMARDI

ABD.IADIRBA.

SUNARSO

35. 36. 27.
1





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 80/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA TEAM PERUMUS

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PEMILIHAN

UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 80/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA TEAM PERUMUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilih

an Umum 1 977 perlu disusun peraturan pe

laksanaan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 sebagaimana telah diubah dengan Un

dang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-

undang Nomor 1 6 Tahun 1 969 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 1976, dan Peraturan Pemerintah No

mor 2 Tahun 1 976;

b. bahwa untuk menyusun peraturan pelaksana

an sebagai dimaksud di atas, dipandang perlu

memperpanjang masa kerja Team Perumus

Peraturan Perundangan Pemilihan Umum

1977 sebagai dimaksud dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemi

lihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun 1976

dengan personil yang disesuaikan dengan volu

me tugas pekerjaan Team tersebut;
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c. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercan

tum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputus

an ini dianggap cukup dan memenuhi syarat

untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum

dalam ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063;)
«

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 5
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Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara No

mor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1 976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan In

donesia;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun

1976 tentang Pembentukan Team Perumus

Peraturan Perundang-undangan Pemilihan

Umum Tahun 1 977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Team Perumus Per

aturan Perundangan Pemilihan Umum 1977 se

bagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri
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Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

Nomor 47/LPU/Tahun 1976 dengan personil

yang disesuaikan dengan volume tugas pekerjaan

nya.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Team Perumus Peraturan Perundang-

undangan Pemilu 1 977 berlaku terhitung sejak 1

April 1977 sampai dengan selesai pelantikan

MPR/DPR.

KEEMPAT : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April

1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 1 977

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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NO.
NAMA JABATAN

URUT

1 2 3

1.
IBNOE SALEH Wakil Sekretaris Panitia Pemi

lihan Umum Indonesia.

2.
SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum Lembaga

Pemilihan Umum.

3. DRS. P. GUNARDO Kepala Biro Perencanaan Lem

baga Pemilihan Umum.

4. DRS. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha Biro

Administrasi Umum Lembaga

Pemilihan Umum.

5. MOCH. ZEIN S.H. Kepala Bagian Penyelesaian Hu

kum Lembaga Pemilihan Umum.

6. IMAM RUSDI Kepala Biro Keuangan Lembaga

Pemilihan Umum.

7. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus Lembaga

Pemilihan Umum.

8. ST. CH. LATIEF Anggota Kelompok Penghubung

Lembaga Pemilihan Umum.

9. SOEDHARNO S.H. Kepala Bagian Urusan Dalam Bi

ro Administrasi Umum Lembaga

Pemilihan Umum.

10. JAN ESHARD S.H. Kepala Bagian Perundang-undang-

an Biro Hukum Lembaga Pemilih

an Umum.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 80/LPU/TAHUN 1977.

KEDUDUKAN DALAM TEAM

PERUMUS

4

Ketua merangkap

Anggota.

Wakil Ketua I merangkap

Anggota.

Wakil Ketua II merangkap

Anggota.

Sekretaris I merangkap

Anggota.

Sekretaris II merangkap

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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1 32

11. SUBLY SENAPI S.H.
Kepala Biro Pemilu Irian Jaya

Lembaga Pemilihan Umum.

12. DRS. S. PARDEDE
Kepala Bagian Program Biro Pe

rencanaan Lembaga Pemilihan li

muni.

13. M. MARSAID
Kepala Bagian Otorisasi Biro Ke

uangan Lembaga Pemilihan Umum.

14. SAMPOERNO Kepala Bagian Dokumentasi dan

Statistik Biro Perencanaan Lem

baga Pemilihan Umum.

15. DRS. A. ZAINAL
Kepala Bagian Operation Room

Biro Khusus Lembaga Pemilihan

Umum.

16. DRS. ISTOWO
Kepala Bagian Santiaji Biro Hu

bungan Masyarakat Lembaga Pe

milihan Umum.

17. DRS. SOEHARSO
Kepala Bagian Anggaran Biro Ke

uangan Lembaga Pemilihan Umum.

18. SOEWONDO Kepala Bagian Teknis Pemilu IRJA
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4

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 April 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 81/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

POS KOMANDO UNTUK PENYELENGGARAAN

PEMUNGUTAN SUARA

DAN

PENGHITUNGAN SUARA DALAM

PEMILIHAN UMUM





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 81/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

POS KOMANDO UNTUK PENYELENGGARAAN

PEMUNGUTAN SUARA

DAN

PENGHITUNGAN SUARA DALAM

PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum Tahun 1977 yang

barazas umum, langsung, bebas dan rahasia

adalah merupakan suatu sarana demokrasi

yang harus berjalan dengan lancar, tertib dan

aman;

b. bahwa untuk menampung segala masalah-

masalah yang berhubungan dengan penyeleng

garaan pemungutan suara dan agar hasil peng

hitungan suara dapat diketahui dengan segera

perlu dibentuk Pos Komando untuk Penye

lenggaraan Pemungutan Suara dan Penghi

tungan Suara, dalam Pemilihan Umum Tahun

1977 yang berkedudukan di Lembaga Pemi

lihan Umum.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1 975.
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2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976

tentang Hari Pemungutan Suara.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun

1977 tentang Perubahan Jadwal Waktu kegiat

an-kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 1 977 setelah Hari Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN

TANG POS KOMANDO UNTUK PENYELENG

GARAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENG

HITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN U-

MUM TAHUN 1977, YANG SELANJUTNYA

DISEBUT POSKO PEMILU 1977.

: Posko Pemilu 1977 dibentuk di dalam Lembaga

Pemilihan Umum terhitung mulai tanggal 25 April

1977 sampai dengan tanggal 1 Juni 1977 dan

bekerja siang malam selama 24 Jam.

: Posko Pemilu 1 977 terdiri dari Unsur Pimpinan,

Kelompok Penasehat/Ahli, Pelaksana Harian, Se

kretaris Posko dan Kelompok-kelompok Penghu

bung dan Penasehat.

a. Unsur Pimpinan.

Terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Posko

Pemilu 1977 yang dijabat oleh Sekretaris

Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Wakil

Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

b, Kelompok Penasehat/Ahli.

Terdiri dari pejabat-pejabat Lembaga Pemilih-

KEDUA

KETIGA
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KEEMPAT : :1. Posko Pemilu 1 977 bertugas :

a. Menerima, menghimpun dan mengadmi-

nistrasikan segala data serta kejadian yang

timbul dalam waktu penyelenggaraan pe

mungutan suara dan penghitungan suara;

b. mengadakan pengecekan dan memberikan

bimbingan terus-menerus mengenai per

siapan dan penyelenggaraan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara;

c. Menerima, menghimpun dan mengadmi-

nistrasikan Hasil Penghitungan Suara yang

diterima dari PPD I;

d. Melaporkan dengan segera kejadian yang

penting kepada Pimpinan Lembaga Pemi

lihan Umum;

e. Setiap hari pada jam 18.00 melaporkan

tentang pencatatan Hasil Sementara Peng

hitungan Suara yang diperoleh masing-

masing Partai Politik dan Golongan Karya

untuk tiap Daerah Pemilihan;

f. Mengumumkan hasil Sementara Penghi

tungan Suara melalui TV-RI dan RRI.

2. Dalam melaksanakan tugas, Posko Pemilu

1977 mempergunakan Pesawat Telepon dan

SSB yang sudah dipersiapkan serta alat tel

kom lainnya sesuai ketentuan yang telah di

atur oleh BAKOR SISKOM Pemilu 1977

untuk mengadakan hubungan terus menerus

dengan PPD I, dan apabila dipandang perlu

hubungan langsung dengan PPD II.

3. Dalam pelaksanaan tugas, Posko Pemilu 1 977

bertanggung jawab kepada Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Personalia Pos Komando Pemilu 1 977 diambilkan

dari personalia Sekretariat Umum Lembaga Pemi
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an Umum yang karena keahliannya diperban

tukan kepada Unsur Pimpinan untuk melan

carkan tugas Posko Pemilu 1 977.

c. Pelaksana Harian.

Terdiri dari seorang Ketua Pelaksana Harian

Posko Pemilu 1977 yang dijabat oleh Kepala

Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indo

nesia dengan 2 (dua) orang Wakil.

d. Sekretaris Posko.

Terdiri dari 3 (tiga) orang Sekretaris I, II dan

III dibantu oleh beberapa orang petugas.

Sekretaris Posko diperbantukan pada Pelak

sana Harian.

e. Kelompok Penghubung dan Pencatat.

Terdiri dari seorang Kepala Kelompok, 2

(dua) orang wakil dan beberapa Pembantu.

Keseluruhannya ada 6 (enam) kelompok yang

masing-masing berhubungan dengan beberapa

PPD I yaitu :

— Kelompok I dengan PPD I Aceh, Suma-

tera Utara, Sumatera Barat

dan Riau.

— Kelompok II dengan PPD I Jambi, Su

matera Selatan, Bengkulu

dan Lampung.

— Kelompok III dengan PPD I se Jawa dan

Bali.

— Kelompok IV dengan PPD I se Kaliman

tan.

— Kelompok V dengan PPD I se Sulawesi.

— Kelompok VI dengan PPD I Nusa Ten

ggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Maluku dan Irian

Jaya.



lihan Umum, Sekretariat PPI serta Badan Perbe

kalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan li

mum.

: Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

• Untuk kelancaran tugas POSKO Pemilu 1977

dapat diperbantukan Pegawai Sekretariat Umum

Lembaga Pemilihan Umum dan Badan Perbekalan

dan Perhubungan pada Sekretariat POSKO Pemilu

1977.

KEDELAPAN : Segala biaya untuk keperluan Pos Komando ini

dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga

Pemilihan Umum.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mesti

nya apabila terdapat kekeliruan.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang ber

sangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan dengan penuh tang

gung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 April 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

KEENAM

KETUJUH
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NO.

URUT

NAMA JABAT

1 2 3

1. R. SOEPRAPTO Sekretaris Umum Lembam

2. IBNOE SALEH Wakil Sekretaris Panitia P:

3. OEMAR SAID Kepala Biro Khusus Le

Umum.

4. IMAM RUSDI Kepala Biro Keuangan U

Umum.

5. ISCHAK SOEJODIPUTRO Kepala Biro Humas Le

Umum.

6. SUH ADI Kepala Biro Pengadaan Ba

Perhubungan Lembaga Ps

7. ISKANDAR Kepala Biro Perhubungan B

Perhubungan Lembaga Pera

8. SLAMET JAYAVIJAYA Kepala Biro Hukum Lf

Umum.

9. Drs.P. GOENARDO Kepala Biro Perencanaan

Umum.

10. SUBLY SENAPI, S.H. Kepala Biro Pemilu IRJA

Indonesia.

11. Drs. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usaha

Umum Lembaga Pemilihan

12. Drs. A. ZA1NAL Kepala Bagian OperationR

Lembaga Pemilihan Umum

13. Drs. ISTOWO Kepala Bagian Santiaji BI'

Pemilihan Umum.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR : 81/LPU/TAHUN 1977.

KEDUDUKAN DALAM STAF.r

POS KOMANDO

4

nilihan Umum. Ketua

han Indonesia. Wakil Ketua

iga Pemilihan Anggota Kelompok Ahli.

aga Pemilihan Anggota Kelompok Ahli.

iga Pemilihan Anggota Kelompok Ahli.

Perbekalan & Anggota Kelompok Ahli.

ihan Umum.

n Perbekalan & Anggota Kelompok Ahli.

an Umum.

iga Pemilihan Anggota Kelompok Harian.

ibaga Pemilihan Wakil Pelaksana Harian

litia Pemilihan Wakil Pelaksana Harian.

o Administrasi Sekretaris J.

rum.

n Biro Khusus Sekretaris II.

umas Lembaga Sekretaris III.
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1 32

14. Drs. S. PARDEDE Kepala Bagian Prograrr

Lembaga Pemilihan Ua

15. SOEDJONO SOERADI, S.H. Kepala Sub Bagian Perel

Perencanaan Lembaga h

16. SOENARSO Kepala Bagian Alokasi &

Perhubungan.

17. BOEDIARSO Kepala Sub Bagian Oia

naan Lembaga Pemilihu

18. SOEHARYONO, S.H. Pembantu Kasubag Birc

baga Pemilihan Umun

19. F.X. INDRASTO Pembantu Kasubag Bir

baga Pemilihan Umum

20. SOEDHARNO, S.H. Kepala Bagian Urusan 3

trasi Umum Lembaga ?a

21. Drs. ISA ANHAR Kepala Bagian Urusan!

kalan dan Perhubungai

Umum.

22. Drs. F. TELAUMBANUA Pembantu Kasubag fo=

baga Pemilihan Umur.

23. SUMUNARJONO, Bc.HK. Pembantu Kasubag BL"

baga Pemilihan Umum

24. NOCK AS Kepala Sub Bagian Tau

Lembaga Pemilihan InJ

25. SUN ARJO Kepala Sub Bagian Rir

ministrasi Umum Lemb*

26. DJ. DIPONEGORO Kepala Bagian Telkom 1

Perhubungan Lembag3 ft

27. KOERNIJA WIDJAJA Kepala Bagian Personi

Umum Lembaga PemiB-

28. ARIFIN HIDAJAT Kepala Bagian Tata Lst

& Perhubungan Lemba?

29. CHAMIN SUTEGO Pembantu Kasubag Krc

Lembaga Pemilihan Um«
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4

Biro Perencanaan

m.

Ketua Kelompok I.

tungan Suara Biro

ilihan Umum.

Wakil Ketua Kelompok.

an Perbekalan dan Wakil Ketua Kelompok I.

sasi Biro Perenca- Anggota.

mum.

erencanaan Lem- Anggota.

Perencanaan Lem- Anggota.

am Biro Adminis-

lihan Umum.

Ketua Kelompok II.

am Badan Perbe-

mbaga Pemilihan

Wakil Ketua Kelompok II.

erencanaan Lem- Wakil Ketua Kelompok III.

erencanaan Lem- Anggota.

saha Biro Humas Anggota.

Tangga Biro Ad-

Pemilihan Umum.

Anggota.

an Perbekalan dan

lihan Umum.

Ketua Kelompok III.

Biro Administrasi

Umum.

Wakil Ketua Kelompok III.

Badan Perbekalan

Pemilihan Umum.

Wakil Ketua Kelompok III.

rninistrasi Umum Anggota.
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1 2 3

30. SOEWARSO Pembantu Kasubag Biro

Pemilihan Umum.

31. SOENGADI Kepala Sub Bagian Biro

baga Pemilihan Umum.

32. MOCH. ZEIN, S.H. Kepala Bagian Penyelesaian

kum Lembaga Pemilihan

33. JAN ESHARD, S.H. Kepala Bagian Perunelang?

Hukum LembagaPemilihan

34. KOBIRAN Kepala Bagian Pemeriksaa

Lembaga Pemilihan Umum

35. MAKSUM WIDJAJAKUSUMAH Pembantu Kasubag Biro

Pemilihan Umum.

36. H AN API Pembantu Kasubag Biro

Pemilihan Umum.

37. M. ICHWAN Pembantu Kasubag Biro

Pemilihan Umum.

38. SOEWONDO Kepala Bagian Tehnis Pe

Pemilihan Indonesia.

39. M. MARSAID Kepala Bagian Otorisasi Bi

baga Pemilihan Umum.

40. Drs. SOEHARSO SETYODARMODJO Kepala Bagian Anggaran Bi

baga Pemilihan Umum.

41. NGATIMAN Pembantu Kasubag Biro A

Lembaga Pemilihan Umum

42. EDO SOEKAENA Kepala Sub Bagian Biro i

Pemilihan Umum.

43. POERWITO Pembantu Kasubag Biro i

Pemilihan Umum.

44. R. HARTOJO Kepala Bagian Keamanan

baga PemiUhan Umum.

45. R. SUMARDI Kepala Bagian Publikasi da

Humas Lembaga Pemilihan
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4

Humas Lembaga Anggota.

Perencanaan Lem- Anggota.

Hukum Biro Hu-

Umum.

Ketua Kelompok IV.

n-undangan Biro

Umum.

Wakil Ketua Kelompok IV.

n Biro Keuangan Wakil Ketua Kelompok IV.

Hukum Lembaga Anggota.

Khusus Lembaga Anggota.

Humas Lembaga Anggota.

milu Irja Panitia Ketua Kelompok V.

ro Keuangan Lem- Wakil Ketua Kelompok V.

ro Keuangan Lem- Wakil Ketua Kelompok V.

dministrasi Umum Anggota.

euangan Lembaga Anggota.

euangan Lembaga Anggota.

Biro Khusus Lem- Ketua Kelompok VI.

n Penerangan Biro

Umum.

Wakil Ketua Kelompok VI.
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1 32

46. SANUSI WIRASUMINTA, B.A. Kepala Bagian Angkutan

bekalan & Perhubungan L

Umum.

47. Drs. RUSLAN LUMBU Kepala Sub Bagian Tatal

Lembaga Pemilihan Umum

48. ABD. HADIR HARUN, B.A. Kepala Sub Bagian Biro

Pemilihan Umum.

49. KUSMANTO Pembantu Kasubag BiroPe

Perbekalan dan Perhubunes

lihan Umum.
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4

ra Badan Per-

laga Pemilihan

Wakil Ketua Kelompok VI.

i Biro Khusus Anggota.

imas Lembaga Anggota.

mngan Badan

«mbaga Pemi-

Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 April 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 97/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENYELENGGARA

RAPAT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 97/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENYELENGGARA

RAPAT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Ang

gota DPR oleh Panitia Pemilihan Indonesia

akan diselenggarakan selambat-lambatnya

tanggal 9 Juni 1977 dalam suatu Rapat

Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan

Umum Anggota DPR Tahun 1977 yang ter

buka untuk umum;

b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyeleng

garakan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan

Umum sebagai dimaksud dalam sub a perlu

dibentuk Team Kerja Penyelenggara Rapat

yang Anggota-anggotanya terdiri dari Pejabat-

pejabat Sekretariat Umum Lembaga Pemilih

an Umum dan dari Sekretariat Panitia Pemi

lihan Indonesia;

c. bahwa untuk keperluan pembiayaan Team

Kerja tersebut dalam sub b dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
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(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Per

musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 (Lembaran Negara, Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);



5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia.

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan li

mum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan" Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indo

nesia;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 6 1/LPU/Tahun

1 977 tentang Tata cara penyelenggaraan Peng

hitungan Suara untuk Pemilihan Umum Ang

gota DPR, DPRD I dan DPRD II oleh Panitia

Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat II danPanitia Pemilihan Daerah Ting

kat I dalam Pemilihan Umum Tahun 1 977;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 64/LPU/Tahun

1977 tentang Tata cara penetapan dan

penggantian' Calon-calon yang dinyatakan

terpilih menjadi Anggota DPR atau DPRD I

atau DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun

1977;
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1 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 69/LPU/Tahun

1977 tentang Tata cara Penetapan Hasil Pemi

lihan untuk Pemilihan Umum Anggota-ang

gota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam

Pemilihan Umum Tahun 1 977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Kerja Penyelenggara Rapat

Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan U-

mum Anggota DPR Tahun 1 977 yang selanjutnya

disebut Team Kerja Rapat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum dalam ruang 2 Untuk disamping tugas dan

jabatan sehari-hari masing-masing seperti tercan

tum dalam ruang 3 ditunjuk dalam kedudukan

seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Kepu

tusan ini.

KETIGA : Team Kerja Penyelenggara Rapat Penetapan Hasil

Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tugas

nya dibagi dalam :

a. Kelompok Penghubung;

b. Kelompok Penyelenggara;

c. Kelompok Teknis.

KEEMPAT : Kelompok Penghubung tersebut dalam diktum

KETIGA bertugas membantu Ketua Team dalam

rangka mempersiapkan kelancaran jalannya Rapat

Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan U-

mum Anggota DPR Tahun 1 977.
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KELIMA : Kelompok Penyelenggara tersebut dalam diktum

KETIGA bertugas :

a. Mempersiapkan Tata Ruang Rapat;

b. Menyediakan peralatan-peralatan untuk pe

nyelenggaraan Rapat;

c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlu

kan untuk menjamin ketertiban, keamanan

dan kelancaran Rapat.

KEENAM : Kelompok Teknis tersebut dalam diktum KE

TIGA bertugas :

a. Mempersiapkan data-data hasil penghitungan

suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR

yang dikirim dari semua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I ;

b. Mempersiapkan alat-alat keperluan adminis

trasi dan bahan-bahan untuk keperluan Pene

tapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977,

antara lain Berita Acara Penghitungan Suara

Daerah Tingkat I;

c. Mempersiapkan penyelenggaraan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun

1977.

KETUJUH : Team Kerja Rapat dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilih

an Indonesia melalui Sekretaris Panitia Pemilihan

Indonesia.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran tugas Team Kerja Rapat Pene

tapan Hasil Pemilihan Umum, Ketua Team Kerja

Rapat diberi wewenang membentuk Sekretariat

Team Kerja.

KESEMBILAN ; Segala biaya keperluan Rapat Penetapan Hasil

Pemilihan Umum ini dibebankan pada Anggaran

Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

879



KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini: disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dilaksana

kan dengan penuh tanggung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 25 Mei 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:97/LPU/TAHUN1977.

KedudukandalamTeamKerja
PenyelenggaraRapatPenetap

anHasilPemilihanUmumDPR.

4

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuamerangkap

Anggota.

SekretarisTeammerangkap

Anggota.

KetuaKelompokPenghu-
bungmerangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota.

Jabatan

3

WakilSekretarisPanitiaPemi

lihanIndonesia.

KepalaBiroPenyelenggaraPa

nitiaPemilihanIndonesia.

KepalaBagianTataUsahaBiro

AdministrasiPPL

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroHubunganMasya

rakatLPU.

KepalaBiroKeuanganLemba

gaPemilihanUmum.

KepalaBiroPengadaanBadan
PerbekalandanPerhubungan

Nama

2
IBNOESALEH

SLAMETJAYAVIJAYA

DRS.H.SITORIS

OEMARSAID

ISCHAKSUsODIPUTRO

IMAMRISOI

SOEHADI

No.
Urt. 1 .1. 2. 3. 4. 5. 1.

oo7
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ISKANDAR

DRS.P.GUlRDO

10.

soedharnos.h.

u.

HARTOiO

12.

SOlAsO

13.

FIRDAUSSCH.

14.

SLAMFTiAYAVIiAYA

15.

SUBLYSElPI,S.H.

LembagaPemilihanUmum.

KepalaBiroAngkutandanPer

hubunganBadanPerbekalan

danPerhubunganLPU.

KepalaBiroAdministrasiPani

tiaPemilihanIndonesia.

KepalaBagianUrusanDalam

BiroAdministrasiPPI.

KepalaBagianKeamananBiro

KhususLembagaPemilihan

Umum.

StafPelaksanapadaBagian

UrusanDalamBiroAdminis

trasiPPI.

BendaharawanPanitiaPemilih

anIndonesia.

KepalaBiroPenyelenggaraPa

nitiaPemilihanIndonesia.

KepalaBiroPEMILUIsA PanitiaPemilihanIndonesia.

Anggota.

KetuaKelompokPenyeleng

garamerangkapAnggota.

SekretarisKelompok.

Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokTehnisPe

netapanHasilPemilihanU-
mumDPRmerangkapAng

gota.

WakilKetuaKelompok

merangkapAnggota.
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i

SekretarisKelompok.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota

KepalaBagianTeknisPemilih

anUmumPanitiaPemilihan

Indonesia.

PelaksanapadaBiroPenyeleng

garaPPI.

KepalaSubBagianPenghitung
anSuaraBiroPerencanaanLPU.

KepalaBagianHubunganMasya

rakatPPI.

PelaksanapadaBiroPenyeleng

garaPPI.

3

KepalaBagianProgramBiro

PEMILUIsAPPI.

KepalaBagianDokumentasi/

StatistikPPI.

KepalaBagianProgramPPI.

SUDJONOSURAD1S.H.

2

DRS.A.ZAINAL
MOCH.ZEINS.H.

DRS.ISTOWO

SAMPURNO

DRS.S.PARDEDE

R.SlMARDI

JANESHARDS.H.

1
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Ditetapkandi:iakarta. Padatanggal:25Mei1977.

A.N.MlTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd.

R.SlPRAPTO.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 100/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA

KERJA UNTUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN

ADMINISTRASI PENGANGKATAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT

I DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TINGKAT II DARI GOLONGAN KARYA

ABRI DAN GOLONGAN KARYA BUKAN

ABRI YANG DIANGKAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA KERJA

UNTUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI

PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD I DAN DPRD II

DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN

GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI

YANG DIANGKAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimak

sud dalam Pasal 1 3 Keputusan Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No

mor 90/LPU/Tahun 1 977 perlu segera diben-

tuk Panitia Kerja untuk mempersiapkan dan

menyelesaikan administrasi Pengangkatan

Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan

Karya ABRI dan Golongan Karya bukan

ABRI;

b. bahwa personalia Panitia Kerja sebagai dimak

sud dalam sub a dipilih dari Pejabat-pejabat

Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum

dan Departemen Dalam Negeri yang dianggap

cakap untuk duduk dalam Panitia Kerja ter

sebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 (Lembaran .Negara : Tahun 1 975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3064) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomoi

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1 976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);



5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976

tentang Tata cara Pemenuhan dan Penelitian

Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun

1 976 tentang Bentuk, Ukuran, Warna Tulisan,

Warna dan Jenis Kertas, Formulir-formulir

untuk keperluan Penyelenggaraan Pencalonan

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD

I dan DPRD II;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun

1 976 tentang Tata cara Penyelenggaraan Peng

ajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun

1 976 tentang Tata cara Penelitian Calon serta

Penyusunan Daftar Calon dan Pengumuman

nya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwa

kilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemi

lihan Umum Tahun 1977;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun

1977 tentang Tata cara Pengangkatan Ang

gota DPRD I, DPRD II dari Golongan Karya

ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;
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1 0. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 91/LPU/Tahun

1977 tentang Tata cara Penelitian Calon

Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dari

Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya

bukan ABRI yang diangkat.

M EMUTUSK AN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Untuk Melaksanakan

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Anggota

DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI

dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat

selanjutnya disebut Panitia Kerja.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang tercantum da

lam ruang 2 di samping tugas dan jabatan sehari-

hari, masing-masing ditunjuk dalam jabatan seper

ti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan

ini.

KETIGA : Panitia Kerja bertugas :

1. Menerima saran/usul nama Calon yang akan

diangkat menjadi Anggota DPRD I/DPRD II

sebagai prakarsa Menteri Dalam Negeri atas

nama Presiden dari Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I atau dari Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat II termasuk yang diusul

kan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/

Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat

yang ditunjuknya untuk disusun dalam suatu

Daftar Calon. Anggota DPRD I/DPRD II dari

Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya

bukan ABRI yang diangkat;
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2. Memeriksa kelengkapan administrasi yang di

lampirkan pada saran/usul sebagai dimaksud

dalam angka 1 berupa surat-surat keterangan/

surat pernyataan mengenai diri Calon Anggota

DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI

dan Golongan Karya bukan ABRI yang diang

kat;

3. Memeriksa surat-surat keterangan dan surat

pernyataan sebagai dimaksud dalam angka 1 ,

yang pada hakekatnya sudah diteliti oleh

Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/II yang

bersangkutan;

4. Mengadakan hubungan dengan Gubernur Ke

pala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota-

madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Pani

tia Pemilihan Daerah Tingkat II masing-ma

sing yang bersangkutan untuk memantapkan

pelaksanaan tugasnya;

5. Menyusun suatu Daftar Calon Anggota DPRD

I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan

Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat

terperinci untuk masing-masing DPRD I/

DPRD II yang bersangkutan yang selanjutnya

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

untuk ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

prakarsa atas nama Presiden, dilengkapi de

ngan bahan/data-data sebagai bahan pertim

bangan bagi Menteri Dalam Negeri dalam

rangka pengangkatan tersebut;

6. Tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum da

lam rangka pengangkatan Anggota Badan Per

musyawaratan/Perwakilan Rakyat dari Go

891



longan Karya ABRI dan Golongan Karya

bukan ABRI;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke

pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Ker

ja, kepada Ketua diberi wewenang membentuk

Sekretariat Panitia Kerja.

KELIMA : Segala biaya untuk keperluan Panitia Kerja dibe

bankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pemi

lihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKKETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:100/LPU/TAHUN1977.
4

KetuamerangkapAnggota. WakilKetuaIImerangkap

KEDUDUKANDALAM

PANITIAKEsA

WakilKetuaImerangkap

SekretarisImerangkap

SekretarisIImerangkap

Anggota. Anggota. Anggota.

Anggota. Anggota. Anggota.

3.

WakilSekretarisPanitiaPemi KepalaDirektoratPembinaan
UmumDepartemenDalamNe

KepalaBiroHukumLembaga
KepalaBiroPEMILUIsAPa

KepalaBagianTataUsahaBiro
AdministrasiUmumLembaga KepalaBiroKhususLembaga KepalaDirektoratPembinaan MasyarakatDitjenSospolDe

KepalaSubDirektoratPembi
naanPejabatWilayahDaerah

JABATAN

lihanIndonesia.

geri.

PemilihanUmum.

nitiaPemilihanIndonesia.

PemilihanUmum. PemilihanUmum.

TULUSSOEPRANOTOS.H

partemenDalamNegeri.

NAMA

IBNOESALEH

DRS.P.GUNARDO

SLAMETJAYAVIJAYA

SUBLYSENAPIS.H.

DRS.H.SITORIS

OEMARSAs

DRS.H.SOEMARNO

2

NO.
URT.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.



danbukanABRIuntukDPRD
SODPRDIIdariwilayahSuma-

KetuaKelompokIUrusan PenyelesaianAdministrasi

PengangkatanGolkarABRI

teramerangkapAnggota.
KetuaKelompokIUrusan PenyelesaianAdministrasi

PengangkatanGolkarABRI
danbukanABRIdariwilayah

iuwamerangkapAnggota.

AnggotaKelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok

KepalaSubBagianPenerbitan BiroHumasLembagaPemilih
KepalaSubBagianTataUsaha

padaBiroHumasLembagaPe PelaksanapadaBiroPerencana
anLembagaPemilihanUmum.

KepalaSubBagianTataUsaha
BiroKhususLembagaPemilih StatistikBiroPerencanaanLem

KepalaBagianSantiajiBiro HumasLembagaPemilihan
PelaksanapadaBiroHumas

LembagaPemilihanUmum.

milihanUmum.

KepalaBagianDokumentasi/

bagaPemilihanUmum.

DitjenPUOD.

Umum.

SOD.KADIRHARIN

anUmum.

DRS.F.TF.LAMBANUA
DRS.RUSLANLUMBU

anUmum.

DRS.ISTOWO

CH.ICHWANB.A.

NOCKAS.
sampofrno

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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Anggotakelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok AnggotaKelompok

KetuaKelompokIUrusan PenyelesaianAdministrasi
pengangkatanGolkarABRI

danbukanSORIdanwilayah

Kalimantan,Sulawesime-

rangkapAnggota.

AnggotaKelompok.

4

KepalaBagianPerundang-un danganBiroHukumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaSubBagianPenghitung
anSuaraBiroPerencanaanLPU.

KepalaSubBagianPerutusan

LogistikBiroPerencanaanLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaSubBagianDokumenta sidanPerpustakaanBiroPeren

canaanLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

KepalaBagianProgramBiroPe
rencanaanLembagaPemilihan

Umum.

KepalaSubBagianPencalonan

3

SUDiONOSURADIS.H.

iANESHARDS.H.

SlHADIB.A.

DRS.S.PARDEDE

2
SACHLI

RACHMAN
SlNGADI

16. 17. 18. 19. 20.
21.

22.1



23. 24. 25. 26. 27.

SODIHARSO

SUHAsONOS.H.

SUMUNAsONOB.A. SOEDARMODJOB.A.

R.HARTOJO

28. 29.

DRS.A.ZAINAL MOCH.ZEINS.H.

danPenelitianAnggotaBiro

PerencanaanLPU.

KepalaSubBagianBiroPeren

canaanLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

KepalasubBagianTataUsaha

BiroPerencanaanLPU.

KepalaBagianPengamananBi roKhlusLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianOperationRoom

BiroKhususLPU.

KepalaBagianPenyelesaianHu

kumBiroHukumLPU.

AnggotaKelompok. AnggotaKelompok. AnggotaKelompok. AnggotaKelompok.

KetuaKelompokIVUrusan
penyelesaianAdministrasipe

ngangkatancalonGolkarABRI

danbukanABRIdariwilayah NusaTenggara,Maluku,IsA,

merangkapAnggota.
AnggotaKelompok. AnggotaKelompok.



4

AnggotaKelompok. AnggotaKelomrok. AnggotaKelompok AnggotaKelompok.

3

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

PelaksanapadaBiroAdministra

siUmumLPU.

2
F.PARAENG

SOEKASOLJII

TRIJAYA

NGATIMAN

1
30. 31. 32. 33.

Ditetapkandi:Jakarta Padatanggal:30Mei1977.

A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd.

R.SOEPRAPTO





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 108/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENGUMPULAN

DATA KASUS PELANGGARAN

PEMILIHAN UMUM 1977

899





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 108/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENGUMPULAN DATA

KASUS PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengumpul

an Data Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum

1977 dipandang perlu membentuk Team Pengum

pul Data Pelanggaran Pemilihan Umum 1977.

Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 970 tentang Lembaga Pemilih

an Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan

Badan Perbekalan dan Perhubungan pad?

Lembaga Pemilihan Umum;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 44 Tahun 1 976 tentang Tatacara Penye

lenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan

Ketentuan Mengenai Minggu Tenang Dalam

Pemilihan Umum 1 977;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang susunan organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan In

donesia;
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5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976

tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat

I dan DPRD Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Pengumpulan Data Kasus-kasus

Pelanggaran Pemilihan Umum 1977 selanjutnya

disebut Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu

1977.

Kedua : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini

untuk di samping tugas jabatannya sehari-hari

masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti

tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan

tersebut.

Ketiga : Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu 1977

bertugas :

a. Melakukan kegiatan pengumpulan, penyim

panan data-data pelanggaran yang mempunyai

hubungan dengan Pemilu 1977;

b. Dapat mengadakan hubungan dengan instansi

lain yang dianggap perlu untuk keperluan

pengumpulan data tersebut.

c. Menyampaikan data pelanggaran tersebut ke

pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

Keempat : Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu 1977

melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggai 1

Mei 1977 sampai dengan 30 Juni 1977.
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Kelima : Segala biaya untuk keperluan Team Pengumpulan

dan Pengolahan Kasus-kasus Pemilu 1977 dibeban

kan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1

Mei 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliru

an.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dilaksana

kan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANIKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:108/LPU/TAHUN1977

KEDUDUKANDALAMTEAM

KEsAPlGUMPIANDA TAKASUSPELANGGARAN

PEMILIHANUMUM1977

KetuamerangkapAnggota

WakilKetuamerangkap

Anggota.

SekretarismerangkapAnggota

4

Anggota. Anggota.

iABATAN

KepalaBiroKhususLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBagianKeamananBiro

KhlusLembagaPemilihan

Umum.

StafBagianKeamananBiro KhlusLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianOperationRoom
BiroKhususLembagaPemilih

anUmum.

KepalaBagianSantiajiBiroHu-

3

Drs.AzhariZainal

NAMA

2
OemarSaid

Hartoyo

ZainiIsmail
Drs.Istowo

No.
Urt.

1 1. 2. 3. 4. 5.



Anggota.

R.SOEPRAPTO

Anggota
ttd

Anggota.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

Anggota.

Ditetapkandi:Jakarta
Padatanggal:18Juni1977

BiroKhususLembagaPemilih

StafBagianOperationRoom KasubagKebijaksanaanKea-
mananBiroKhususLembaga

StafBagianKeamananBiro KhlusLembagaPemilihan StafBagianKeamananBiro KhlusLembagaPemilihan

PemilihanUmum.

anUmum.

Umum. Umum.

ErwinEffendiS.H.

NgadionoS.H.

Drs.Poerwanto

BambangSuhindroG.

6. 7. 8. 9.



LAMPIRANIIKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:108/LPU/TAHUN1977

DiangkatpadaSekretariatTeam KerjaPengumpulanDataKhusl

PelanggaranPemilu1977.

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

4

gandaanBiroAdministrasiUmum

PelaksanapadaBagianOpera-
tionRoomBiroKhususLPU.

PelaksanaSubBagianKeaman KasubagPengetikandanPeng
PelaksanaSubBagianPengetik-

KasubagPengumpulanData

PelaksanaOperationRoom

Jabatan

KasubagTataUsahaBiro

KasusBiroKhususLPU.

BiroKhususLPU.

anBiroKhususLPU.

3

KhususLPU.

LPU.

Nama

Drs.RuslanLumbu
Drs.Pandumenggala

EddySofyanAli

Suwidoyono

EllyRachmawati

2

Sukadis
Kliman

No.
Urt.

l

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Anggota

R.SlPRAPTO.

Anggota

A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

Anggota

Ditetapkandi:Jakarta.
Padatanggal:18Juni1977.

Anggota Anggota

PelaksanaSubBagianPengetik PelaksanaSubBagianPengetik PelaksanaSubBagianPengetik PelaksanaSubBagianPengetik PelaksanaSubBagianPengetik

andanPenggandaanBiroAd-
andanPenggandaanBiroAd

andanPenggandaanBiroAd-
andanPenggandaanBiroAd

andanPenggandaanBiroAd-

ministrasiUmumLPU. ministrasiUmumLPU. ministrasiUmumLPU. ministrasiUmumLPU. ministrasiUmumLPU. ministrasiUmumLPU.

SuwandiM.
G.Moesino

Kasman

Soewarti
Djuarsih

8. 9.
10. 11. 12.



I



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 109/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PUSAT

UNTUK MENELITI SYARAT-SYARAT CALON DAN

KETENTUAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYA

WARATAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN GOLONGAN

KARYA BUKAN ABRI YANG DIANGKAT
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PUSAT UNTUK ME

NELITI SYARAT-SYARAT CALON DAN KETENTUAN KE

ANGGOTAAN MPR/DPR DARI GOLONGAN KARYA ABRI

DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI YANG DIANGKAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk mengadakan penelitian terhadap

syarat-syarat calon dan ketentuan" keanggotaan

MPR/DPR sebagai dimaksud dalam Keputusan

Presiden Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 91/LPU/Tahun 1977 perlu diben-

tuk Panitia Peneliti Pusat.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomer 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1 969 (Lembaran Negara Tahun 1 975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomer 1 6 Tahun 1 969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1 969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil

an Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No

mor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 5 Tahun 1 969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakil

an Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara No

mor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1 976

tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian

Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977

tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tam

bahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Go

longan Karya ABRI dan Golongan Karya

Bukan ABRI;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun

1 977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota

DPRD I dan Anggota DPRD II dari Golongan

Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan

ABRI;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 91/LPU/Tahun

1977 tentang Tatacara Penelitian Calon Ang

gota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dari Golong

an Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan

ABRI yang diangkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti

syarat-syarat Calon dan ketentuan keanggotaan

MPR/DPR dari Golongan Karya ABRI dan bukan

ABRI yang diangkat.

KEDUA : Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam

ruang 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas

jabatannya sehari-hari masing-masing diangkat da

lam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran tersebut.

-i
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KETIGA : Panitia Peneliti Pusat bertugas :

a. Memeriksa dan meneliti surat-surat keterang

an dan surat pernyataan yang berhubungan

dengan syarat-syarat Calon yang harus dipe

nuhi oleh seorang Calon Anggota MPR/DPR;

b. Dengan sepengetahuan Sekretaris Umum

Lembaga Pemilihan Umum dapat mengadakan

hubungan dengan instansi yang mengajukan

Calon atau pihak-pihak lain yang berkepen

tingan;

c. Memberikan saran-saran yang berhubungan

dengan tugas penelitian kepada Menteri Da

lam Negeri/Ketua Lembaga PemilihanUmum;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke

pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga

Pemilihan Umum.

KEEMPAT : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua

Panitia Peneliti Pusat dapat membentuk Se

kretariat;

b. Sekretariat dibagi dua Kelompok Kerja ma

sing-masing untuk meneliti kelengkapan admi

nistrasi Calon dari Golongan Karya ABRI dan

Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat;

c. Personil Sekretariat diambilkan dari Sekreta

riat Umum Lembaga Pemilihan Umum/Sekre

tariat Panitia Pemilihan Indonesia sebanyak-

banyaknya 30 (tiga puluh) orang.

: Masa kerja Panitia Peneliti Pusat terhitung mulai 1

Juni 1 977 sampai dengan 3 1 Agustus 1 977.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

KELIMA

KEENAM
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Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERSO

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:109/LPU/TAHUN1977.

KEDUDUKANDALAM

PANITIAPENELITIPUSAT

KetuamerangkapAnggota

WakilKetuaImerangkap

Anggota.

WakilKetuaIImerangkap

Anggota.

4

SekretarisImerangkap

Anggota.

SekretarisIImerangkap

Anggota Anggota. Anggota. Anggota

DirekturJenderalSosialPolitik
WakilSekretarisPanitiaPemi

lihanIndonesia

KepalaBiroKhuslLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBagianTataUsahaBiro
AdministrasiUmumLembaga KepalaBiroHukumlembaga

DepartemenDalamNegeri. •KepalaBiroPEMILUIsA
PanitiaPemilihanIndonesia.

WAASSOSPOLHANKAM.

WAASINTELHANKAM.
JABATAN

PemilihanUmum. Pumllllin»Umum.
3

ERMANHARIRISTAMAN

SUBLYSENAPIS.H.

BRIG.JEN.TNI.PRAPTO BRIG.JEN.TNI.SOEHAR
SLAMETiAYAVIiAYA

NAMA DRS.H.SITORIS

2 IBNOESALEH
OEMARSAID

PRAYITNO.

TO.

NO.

URT.

8.1. 7.2. 6.3. 5.4.



Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota. Anggota.

KepalaBiroPerencanaanBAKN

SospolDepartemenDalamNe
DirekturPembinaanPemerin

InspekturProyekPembangun anpadaDitjenDepartemenKe
KepalaDirektoratSOPolitikKe

amananKejaksaanAgungR.I.
DirekturPengamananDitjen

tahanDaerahDitjenPUOD DepartemenDalamNegeri.
PELAKHARDIT.KONSUB

bagaPemilihanUmum.

hakiman.

BAKIN.

geri.

DRS.MACHUDDINNOOR

DR.M.DIMIYATIHAR-

SURONOS.H.
H.NATNGGOLAN

LET.KOL.INF.SOEDJATI

SOEWONDO

TONOS.H.

10. 11. 12. 13 14. 15.

Ditetapkandi:Jakarta
Padatanggal:18Juni1977.

MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

VOttd

SAMIRMACHMUD





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 148/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 148/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PANITIA

PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembubaran Panitia Pe

milihan Daerah Tingkat I (PPD I) dan Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) perlu

diadakan Rapat Kerja para pejabat PPD I

seluruh Indonesia untuk memberikan petun

juk mengenai penyelesaian administratif, pe

limpahan wewenang untuk pengelolaan inven

taris Lembaga Pemilihan Umum dan pengelo

laan tugas-tugas Panitia-panitia Pemilihan

yang masih harus diselesaikan sesudah waktu

pembubaran;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Kerja

sebagai dimaksud dalam sub a, perlu dibentuk

panitia penyelenggara yang Anggota-anggota

nya terdiri dari Pejabat-pejabat pada Sekreta

riat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58[

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) io.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
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1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 No

mor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1 969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun

1 975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomr»r 1 5

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Ang

gota-anggota Badan Permusyawaratan/Per

wakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1976 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Ta

hun 1 975 tentang Perubahan Undang-undang



Nomor 1 6 Tahun 1 969 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan U

mum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Mengadakan Rapat Kerja PPD I seluruh Indo

nesia untuk Persiapan Pembubaran PPD I dan

PPD II seluruh Indonesia dari tanggal 12

Agustus 1977 sampai dengan 13 Agustus

1977 di Jakarta, selanjutnya disebut Rapat

Kerja PPD I ke-III Tahun 1 977.

2. Tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja PPD I

ke-III Tahun 1 977 ialah :

a. Untuk memberikan petunjuk-petunjuk ke

pada para Pejabat Panitia Pemilihan Dae

rah Tiingkat I tentang penyelesaian admi

nistratif dan pelimpahan wewenang dalam

pengelolaan inventaris Lembaga Pemilihan

Umum yang berada di Daerah-daerah dan

pengelolaan tugas-tugas Panitia-panitia Pe

milihan yang masih harus diselesaikan

setelah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

dibubarkan ;
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b. Memberikan bahan-bahan untuk dijadikan

pedoman bagi Pejabat Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I untuk memberikan pe

tunjuk kepada para pejabat Panitia Pemilih

an Daerah Tingkat II di Daerahnya ma

sing-masing dalam rangka pembubaran Pa

nitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan

Panitia Pemungutan Suara.

3. Peserta Rapat Kerja PPD I ke-III Tahun 1 977

dari tiap PPD I terdiri dari 4 orang yaitu :

a. Sekretaris;

b. KepalaBiro Penyelenggara;

c. Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan;

d. Kepala Biro Administrasi.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja

PPD I ke-III Tahun 1977 yang terdiri dari

Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam

ruang 2 untuk di samping tugas sehari-hari ma

sing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercan

tum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Panitia Penyelenggara,

sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA Ketua

Panitia Penyelenggara diberi wewenang mem

bentuk Sekretariat Panitia Penyelenggara.

KEEMPAT : Dalam Panitia Penyelenggara diadakan :

a. Steering Committee;

b. Organizing Committee.

KELIMA : 1. Steering Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

a. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;

b. Mengolah/Membahas dan merumuskan ha
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sil pembicaraan selama berlangsung Rapat

Kerja;

c. Melaporkan hasil-hasil/keputusan Rapat

Kerja kepada Ketua Panitia Penyeleng

gara.

2. Demi kelancaran penyelenggaraan Rapat Ker

ja, maka pelaksanaan tugas-tugas Steering

Committee dibagi dalam 4 Kelompok yaitu :

1. Kelompok Tehnis dan Perundang-undang-

an.

2. Kelompok Politis dan Keamanan.

3. Kelompok Administrasi dan Keuangan.

4. Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.

KEENAM : Organizing Committee tersebut dalam Diktum

KEEMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat Ker

ja.

2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, obat-

obatan dan keperluan logistik lainnya untuk'

para peserta Rapat Kerja selama Rapat Kerja.

3. Mempersiapkan segala sesuatunya yang diang

gap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan

Rapat Kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran penyelenggara Rapat Kerja,

maka pelaksanaan tugas Organizing Committee

dibagi dalam 3 Urusan yaitu :

1. Urusan Akomodasi, Perjalanan dan Angkutan.

2. Urusan Persidangan.

3. Urusan Kesehatan.

KEDELAPAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja baik dalam

bentuk Naskah maupun Bagan/Chart harus disele
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saikan dalam waktu lima hari sebelum Rapat Ker

ja dimulai.

KESEMBILAN Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada

Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO.
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DAFTARLAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:148/LPU/TAHUN1977.

KetuaOrganizingCommittee. merangkapKetuaKelompok
WakilKetuaKelompokTeh

KedudukandalamPanitia

RakerPemilu1977.

KetuaPanitiamerangkap WakilKetuaIPanitiame
WakilKetuaIIPanitiame

KetuaSteeringCommittee

TehnisdanPerundang-un-
nisPerundang-undangan.

4

rangkapAnggota. rangkapAnggota. SekretarisPanitia.

dangan.

SekretarisKelompok.

rakatLembagaPemilihanUmum

KepalaBiroKeuanganLem

KepalaBiroHubunganMasya
KepalaBagianDokumentasi danStatistikBiroPerencana

anLembagaPemilihanUmum. KepalaBiroHukumLembaga
KepalaBiroPemiluIsAPa

KepalaBagianPenyelesaian

WakilSekretarisPanitia

bagaPemilihanUmum.

nitiaPemilihanIndonesia.

Jabatan

3

PemilihanIndonesia.

IshakSoerjodipoetro

PemilihanUmum.

Nama

2

IbnoeSaleh
ImamRusdi

Sampoerno

SlametJayavijaya
SublySenapiS.H.

Moch.ZeinS.H.

No.
Urt.

1. 2. 3. 4. 5. 1. 7.
1



Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokPolitis

danKeamanan.

SekretarisKelompok

Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokAdminis

trasidanKeunnpan.

HukumBiroHukumLembaga KepalaBagianTataUsahaBiro
AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBagianTehnisBiroPe-
nyelenggaraaPanitiaPemilihan

KepalaBagianTehnisPerundang undanganBiroHukumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroKhuslLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBagianKeamananBiro KepalaBagianSantiajiBiroHu masLembagaPemilihanUmum.
KepalaSubBagianKebijaksana

anKeamananpadaBiroKhusus

LembagaPemilihanUmum.

KepalaSubBagianTataUsaha
BiroKhususLembagaPemilih

KepalaBiroPerencanaanLem-

Pemilihan-Umum.

Indonesia.

KhllLembagaPemilihan

anUmum.

bag;iPemilihanUmum.

Drs.H.Sitorus
Drs.A.Zainal JanEshardS.H.

OemarSaid

Umum.

Drs.Istowo

BambangSoehendro
Drs.RllanLumbu

Drs.P.Goenardo

Hartojo

8.
16.9. 15.

10
14.

11.
13.12.



SekretarisKelompok

KetuaKelompokPerbekal

andanPerhubungandan
WakilKetuaKelompok

Perbekalan,Perhubungan SekretarisKelompokPer
bekalan,Perhubungandan

4

Anggota. Anggota. Anggota Anggota.

Angkutan.

danAngkutan.

Angkutan.
Anggota.

KepalaBiroAngkutandanPer bekalandanPerhubunganLPU.

KepalaBagianOtorisasiBiro
KeuanganLembagaPemilihan

KepalaBagianProgramBiro PerencanaanLembagaPemi
KepalaBagianAnggaranBiro

KeuanganLembagaPemilih KepalaBagianPemeriksaan BiroKeuanganLembagaPe
KepalaBagianPembukuan

BiroKeuanganLembagaPe

KepalaBiroPengadaanBadan
PerbekalandanPerhubungan

LembagaPemilihanUmum.

bekalanLembagaPemilihan
KepalaBagianAlokasiBiro

PengadaanBadanPerbekalan KepalaBagianUrusanDalam BiroAdministrasiBadanPer

3

Umum.

Drs.S.Pardede

lihanUmum.

Drs.Soeharso

anUmum.

milihanUmum.

WahyuSukendar

milihanUmum.

Umum.

danPerhubunganLPU.

Drs.IsaAnhar

1f2

M.Marsaid

Kobiran

Suhadi

Iskandar Soenarso

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.



Anggota. Anggota.

BendaharawanPanitia

KetuaUrusanAkomodasi
PerjalanandanAngkutan.

Anggota. Anggota.

UrusanPersidangan.

UrlanKesehatan.

KepalaBagianPosdanTeleko
munikasiBiroAngkutandan

PerhubunganLPU.

KepalaBagianUrlanDalam

BiroAdministrasiUmumLPU. KepalaSubBagianPerjalanan

danAngkutanBiroAdministra

siUmumLPU.

KepalaBagianTataUsahaBi
roAdministrasiBadanPerbe

kalandanPerhubunganLPU.
BendaharawanSekretarisU-

mumLembagaPemilihan

Umum.

KepalaSubBagianRumah TanggaUrlanDalamBiro

AdministrasiUmumLPU.

KepalaBagianPublikasidan PeneranganBiroHumasLPU. KepalaBagianPersonaliaBi
roAdministrasiUmumLPU.

ArifinHidayat

I.D.Diponegoro

FirdausS.Ch.

Soedharno,S.H.

Soenarjo
Suwondo

Soemardi

KoernijaWidjaja

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Ditetapkandi:Jakarta.

Padatanggal:8Agustus1977.

A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd.

R.SOEPRAPTO.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 151/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA

KERJA PENYELENGGARA UPACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR . 151/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA KERJA

PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/

JANJI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengambilan sum

pah/janji keanggotaan MPR dan DPR sebagai

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

1976 perlu dibentuk Panitia Kerja yang ber

tugas untuk mempersiapkan dan menyeleng

garakan upacara pengambilan sumpah/janji

keanggotaan MPR dan DPR;

b. bahwa Panitia Kerja sebagai dimaksud dalam

sub a perlu disusun dari pejabat-pejabat bebe

rapa instansi yang erat hubungannya dengan

pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR

dan DPR;

c. bahwa pejabat-pejabat dari instansi-instansi

dan namanya tersebut dalam Lampiran Ke

putusan ini dianggap cakap dan memenuhi

syarat untuk diangkat dalam jabatan yang

tercantum dalam Lampiran tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1975(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor

1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1976 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di

ubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor

2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja untuk mempersiapkan

dan menyelenggarakan upacara pengambilan sum

pah/janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selan

jutnya disebut Panitia Kerja Pengambilan sum

pah/janji keanggotaan DPR/MPR.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada ruang 2 Lampiran Keputusan ini di

samping tugas dan jabatan masing-masing sebagai

dimaksud dalam ruang 3 ditunjuk dalam jabatan

yang tercantum pada ruang 4 Lampiran tersebut.

KETIGA : Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keang

gotaan DPR/MPR bertugas :

a. mempersiapkan dan menyelenggarakan upa

cara pengambilan sumpah/janji keanggotaan

DPR dan MPR tanggal 1 Oktober 1977;

b. menyelenggarakan/mengurus perjalanan Ang

gota DPR dan MPR yang akan diambil sum

pah/janjinya dari Daerah tempat tinggal Ang

gota yang bersangkutan sampai di Jakarta;

c. menyelenggarakan penginapan/akomodasi

Anggota DPR dan MPR yang akan diambil

sumpah/janjinya tanggal 1 Oktober 1977;

d. menyelenggarakan pengamanan penyelengga

raan upacara pengambilan sumpah/janji Ang

gota DPR dan MPR;

e. mengurus segala sesuatu lainnya yang diang

gap perlu untuk menjamin kelancaran dan

ketertiban penyelenggaraan upacara pengam

bilan sumpah/janji Anggota DPR dan MPR

sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua

Lembaga Pemilihan Umum.
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KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administratif

Panitia Kerja Pengambilan sumpah/janji keanggo

taan DPR/M PR Ketua Panitia^dapat menambah

Anggota Panitia Kerja dan membentuk Sekreta

riat yang diambilkan dari personil Sekretariat

Lembaga Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia

Pemilihan Indonesia dan Instansi lain yang diang

gap perlu.

KELIMA : Untuk kelancaran penyelenggaraan upacara peng

ambilan sumpah/janji Anggota DPR dan MPR,

pada Panitia Kerja dapat dibentuk kelompok-

kelompok :

a. Kelompok urusan tehnis administrasi;

b. Kelompok urusan Akomodasi, Angkutan dan

Perjalanan;

c. Kelompok urusan Pengambilan Sumpah/Janji

dan Protokol;

d. Kelompok urusan Keamanan;

e. Kelompok urusan Keuangan;

f. Kelompok urusan Hubungan Masyarakat.

KEENAM : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan pengambilan sumpah/janji keanggota

an DPR/MPR dibebankan kepada Anggaran Be

lanja Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Panitia Kerja pengambilan sumpah/janji keanggo

taan DPR/MPR melaksanakan tugasnya sejak

tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan

tanggal 31 Oktober 1977.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila kemudian ternyata terdapat

kekeliruan.
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Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AM1RMACHMUD
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LAMPIRANKEPUTUSANMlTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:151/LPU/TAHUN1977

No.
Urt.

Nama

Jabatan

KedudukandalamPanitiaPe
nyelenggaraPengambilanSum

pah/JanjiAnggotaMPR/DPR.

1

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

R.Soeprapto MudjonoS.H.

IsmailSalehS.H.

ErmanHarirustaman

IbnoeSaleh

Drs.SugiartoRs.

Suhadi

r>r».P.Ciunnrdo

SekretarisUmumLembaga

PemilihanUmum.

SekretarisJenderalMPR/DPR.

WakilSekretarisKabinet.

Wak/ISekretarisUmumLembaga

PemilihanUmum.

WakilSekretarisPanitiaPemilih

anIndonesia.

WakilSekretarisJenderalMPR. KepalaBiroPengadaanBadan
PerbekalandanPerhubungan

LembagaPemilihanUmum.

iepnlnRirnJVn*ncunaonl*cm-

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuaImerangkap

Anggota.

WakilKetuaIImerangkap

Anggota.

WakilKetuaIIImerangkap

anggota

KetuaPelaksanaHarianme

rangkapAnggota.

WakilKetuaIpelaksanaHa

rianmerangkapAnggota.

WakilKetuaIIPelaksanaHa

rianmerangkapAnggota.

Scktetnri*meraiidkup



10. 11. 12. 13. 14. 15. 11. 17. 18.

Drs.H.Sitorus

ImanRusdi

Moh.TaufikMA.

Drs.Moh.AbduhMA

Nizarwan

FirdausS.Ch.
Drs.Soeharso

M.Marsaid

SlametJayavijaya

SublySenapiS.H.

bagaPemilihanUmum.

KepalaBagianTataUsaha

BiroAdministrasiUmum

LembagaPemilihanUmum.

KepalaBiroKeuanganLembaga

PemilihanUmum

DirekturPembinaanAnggaran
RutinDepartemenKeuangan.

KepalaSubDirektoratpadaDi

rektoratPembinaanAnggaran RutinDepartemenKeuangan.

KepalaSubDirektoratpadaDi

rektoratPembinaanAnggaran
PendapatandanPenyelenggara

anKeuangan.

BendaharawanSekretariatLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBagianAnggaranBiroKe uanganLembagaPemilihanUmum

KepalaBagianOtorisasiBiro

KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum

KepalaBiroPEMILUIRJAPa

nitiaPemilihanIndonesia.

Anggota.

WakilSekretarisme

rangkapanggota.

KetuaUrusanKeuangan

merangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanKeu

anganmerangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaUrusanTehnisAdmi nistrasimerangkapAnggota. WakilKetuaUrusanTehnis

Administrasimerangkap

Anggota.



4

Anggota. Anggota.
Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaUrusanAkomodasi
danAngkutanPerjalanan WakilKetuaUrusanAko

modasiAngkutandanPer-

KepalaBiroAdministrasiSekre KepalaBiro-IVPersonaliaSekre

KepalaBagianPenyelesaian

Hukum,BiroHukumLembaga
KepalaBagianDokumentasidan

StatistikBiroPerencanaanLem

KepalaBagianTehnisBiroPe- nyelenggaraPanitiaPemilihan

KepalaBagianProgramBiroPe
rencanaanLembagaPemilihan

KepalaUnitT.M.O.Sekretariat
KepalaBiroAngkutandanPer

hubunganBadanPerbekalandan

PerhubunganLembagaPemilih

KepalaBagianUrusanDalamBi
roAdministrasiUmumTrmhaun

J3

tariatMPR-RI. tariatDPR-RI.

PemilihanUmum

bagaPemilihanUmum.

Indonesia.

Umum.

DPR-RI. anUmum.

2
Drs.I.G.Therik

BennyWardhantoS.H.

Moch.ZeinSH

Sampurno

Drs.A.Zainal
Drs.S.Pardede

RadilZebua,BAE.

Iskandar

SoedhamoS.H.

1
27.

19.
26.

20.
25.21. 24.22. 23.



KoernijaWidjaja

Soewondo

Soenarjo

OemarSaid

Let.Kol.(Pol) A.LatifSatha

R.Hartojo

BambangSoehendro SupoloPrawotohadi-

kusumoBcHk.

remuinanumum.

KepalaBagianPersonaliaBiro AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaSubBagianAngkutan

danPerjalananBiroAdministra

siUmumLembagaPemilihan

Umum.

KepalaSubBagianRumahTang

gaBiroAdministrasiUmumLemi

bagaPemilihanUmum.

KepalaBiroKhususLembagaPe

milihanUmum.

DEO-S GASKTU-TUR/BARO-

KA/PROYEKSekretariatDPR. KepalaBagianKeamananBiro

KhususLembagaPemilihan

Umum.

KepalaSubBagianKebijaksana
anKeamananBiroKhususLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBiroKomunikasidanPu

blikasiSekretariatMPR.

Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaUrlanKeamanan

merangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanKe-
amananmerangkapAng

gota.

Anggota. Angaota.

KetuaUrusanPengambilan sumpah/janjidanProtokol

merangkapAnggota.



4

WakilKetuaUrusanPeng ambilansumpah/janjidan
ProtokolmerangkapAng

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

gota.

KepalaBiro.HubunganMasyara
SekretarisPanitiaPemilihanun

KepalaPusatpenelitiandanPe
ngembanganperikehidupanber

agamadanperikepercayaanke padaTuhanYangMahaesaDep.
tukWargaNegaraIndonesiadi

StafKepaniteraanMahkamah

ProtokolDepartemenDalam
KepalaBagianProtokol/Biro KomunikasidanPublikasiSe

3

katSekretariatDPR.

PaniteraMahkamahAgung. KepalaBagianProtokolSe

LuarNegeri.

Agung. Negeri.

kretariatMPR. kretariatDPR.

A(iuma.

2

RuslanSalamunB.A.

SutanChabarsjahLatief.

R.PitojoS.H.

Kosasih

HeruHarsojo

Drs.ShabardinD.

Drs.Sutrisman

Drs.HasbullahMursjid.

1 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
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KetuaUrusanHubungan

Masyarakatmerangkap

Anggota.

WakilKetuaUrusanHu bunganMasyarakatme-

rangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota.

bunganMasyarakatLembagaPe-

MilihanUmum.

KepalaBiroHubunganMasyara

katLembagaPemilihanUmum.

KepalaBagianHubunganMasya

rakatSekretariatMPR.

KepalaBagianHubunganMasya
KepalaBagianPublikasi/Penera

nganBiroHubunganMasyarakat
AnggotaKelompokPenghubung

LembagaPemilihanUmum.

rakatSekretariatDPR.

LembagaPemilihanUmum.

IschakSurjodiputro

Drs.UsmanSulan

Drs.DudungKamaludin

R.Soemardi
SoeprijoB.A.

l.

46. 47. 48. 49.

Ditetapkandi:Jakarta.

Padatanggal:12September1977.

MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

ttd

AMIRMACHMUD.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 152/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM

PENYUSUN DOKUMENTASI

PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk mengumpulkan serta menyusun

bahan-bahan dan data-data dalam penyelenggara

an dan hasil pelaksanaan pemilihan umum 1977

dalam suatu susunan dokumentasi yang teratur,

perlu membentuk Team Penyusun Dokumentasi

yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemi

lihan Umum 1 977.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak

yat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR.

DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 5 Tahun 1 969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggo

ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakil

an Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara No

mor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Ta

hun 1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 1 6 Tahun 1 960 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No

mor 1 Tahun 1976 tentang pelaksanaan Un

dang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai

mana diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1975;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1 970 tentang Lembaga Pemilih

an Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan

Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

1 l/LPU/1975 tentang Susunan dan Tata Ker

ja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan U-

mum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indo

nesia.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

13/LPU/1975 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubung

an.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penyusun Dokumentasi yang

berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan

Umum 1977 yang selanjutnya disebut Team

Penyusun Dokumentasi Pemilu 1 977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada ruang 2 untuk disamping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team bertugas mengumpulkan serta menyusun

bahan-bahan dan data-data mengenai penyeleng

garaan serta hasil Pemilihan Umum 1977 dalam

suatu susunan dokumentasi yang teratur dan yang

terdiri dari :

a. Dokumentasi tulisan :

(1) Peraturan perundangan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum

1977;
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(2) Kebijaksanaan Pimpinan Negara yang ter

tulis.

(2) Kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pemi

lihan Umum.

(3) Hasil-hasil rapat kerja antara Komisi III

DPR dan Pemerintah c.q. Lembaga Pemi

lihan Umum.

(5) Laporan mengenai pelaksanaan Pemilihan

Umum 1977 dari Panitia Pemilihan Dae

rah dan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

(6) Pendapat dan tanggapan yang tertuang

dalam surat kabar atau mass-media lain

nya.

(7) Tulisan-tulisan lain yang berhubungan de

ngan Pemilihan Umum 1977.

b. Dokumentasi lukisan :

(1) Gambar-gambar fotografis dari peristiwa

yang berhubungan dengan penyelenggara

an Pemilihan Umum 1 977.

(2) Lukisan, gambar tangan, poster dan span

duk dari peristiwa yang berhubungan de

ngan penyelenggaraan Pemilihan Umum

1977.

c. Dokumentasi ucapan :

Ucapan-ucapan yang terekam melalui alat-alat

elektronika yang berhubungan dengan penye

lenggaraan Pemilihan Umum 1977.

d. Dokumentasi audio-visuil :

Hasil perekaman yang bersifat audio-visuil

baik yang berisi perekaman peristiwa-peris

tiwa otentik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Penyusun

Dokumentasi Pemilu 1977 dapat mengadakan

konsultasi dengan fihak-fihak yang dianggap per

lu.
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KELIMA : Selambat-lambatnya akhir bulan Maret Tahun

1978 Team Penyusun Dokumentasi Pemilu 1977

sudah harus menyelesaikan tugasnya dan me

nyampaikan hasilnya dalam bentuk Susunan Bu

ku Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 kepada

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum.

KEENAM : Segala biaya untuk keperluan Team tersebut.

dibebankan pada mata anggaran Belanja Lembaga

Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 1 977.-

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:152/LPU/TAHUN1977.

KedudukandalamTeamPe

nyusunanDokumentasi

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuaImerangkap
WakilKetuaIImerangkap

SekretarisImerangkap
SekretarisIImerangkap

KetuaKelompokAdminis

Pemilu1977.
4

Anggota. Anggota. Anggota.

trasidanOrganisasi.

Anggota. AnKHola.

KepalaBiroKhususLembaga KepalaBiroHumasLembaga KepalaBagianDokumentasi/

StatistikBiroPerencanaanLem KepalaBagianTataUsahaBiro
AdministrasiUmumLembaga

KepalaBiroPerencanaanLem

KepalaBagianProgramBiroPe
rencanaanLembagaPemilihan KepalaHai.iiiHIViKoiialiaHirn

iabatan

WakilSekretarisPPI

PemilihanUmum. PemilihanUmum.

bagaPemilihanUmum.

PemilihanUmum.

bagaPemilihanUmum.

Umum.

Nama

2

IbnoeSaleh OemarSaid

IschakSuijodiputro

Sampurno

Drs.H.Sitorus
Drs.P.Gunardo

Drs.S.Pardede

KoornijuWidjaja

No.
Urt.

1 1. 3. 4. 5. 6. 7.



Anggota. Anggota.
Anggota. Anggota. Anggota.

Anggota. Anggota.

KetuaKelompokTehnis

Perundang-undangan.

WakilKetuaKelompok.

Anggota. Anggota.

Hartoyo

SoeclharnoS.H.

Soewondo

Slametiayavijaya
SublySenapiS.H.

Moch.ZeinS.H. YanEshardS.H.
Drs.A.Zainal

Drs.Istowo

Soemardi

19.IImamRusdi

PemilihanUmuSO.

KepalaBagianKeamananBiro

Khusus.

KepalaBagianUrusanDalamBiro
AdministrasiUmumLembagaPe

milihanUmum.

KepalaBagianTehnisBiroPemi

luIrja.

KepalaBiroPenyelenggaraPani

tiaPemilihanIndonesia. KepalaBiroPemiluIrja.

KepalaBagianPenyelesaianHu
kumBiroHukumLembagaPe

milihanUmum.

KepalaBagianPerundang-undang- anBiroHukumLembagaPemilih

anUmum.

KepalaBagianTehnisBiroPe-

nyelenggaraPPL

KepalaBagianSantiajiBiroHu
kumLembagaPemilihanUmum.

KepalaBagianPenerangandan

Publikasi.

KepalaBiroKeuanganLembaga

PemilihanUmum.



KetuaKelompokKeuangan. KetuaKelompokPerbekal

andanPerhubungan.

4

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KepalaBagianAnggaranBiro
KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianOtorisasiBiroKeu anganLembagaPemilihanUmum. KepalaBagianPemeriksaanBiro

KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianPembukuanBiro
KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

BendaharawanSekretariatLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBiroPengadaanPerbekal

andanPerhubunganLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroAngkutandanPer

hubungan.

KepalaBagianAlokasi.
KepailaBagianTelkom

3

WahyuSukendar
1.13.Diponegoro

Drs.Soeharso

M.Marsaid

FirdalS.Ch.
Soehadi

2
Kobiran

Iskandar Soenarso

21
12820.

27.21. 26.22. 25.23. 24.



Anggota. Anggota.

R.SOEPRAPTO.

Ditetapkandi:Jakarta. Padatanggal:29Ags

ttd

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

29. 30.

Drs.IsaAnhar ArifinHidayat

KepalaBagianUrusanDalam

KepalaBagianTataUsaha





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 153/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT

PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 153/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA

PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a.

b.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Maje

lis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Per

wakilan Rakyat perlu dibentuk sebuah Sekre

tariat Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1977;

bahwa personil Sekretariat Panitia Pemeriksa

an sebagai dimaksud dalam huruf a diambil

dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan

Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan Indone

sia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu
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syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977

tentang Susunan, Tugas, dan wewenang Pani

tia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977

tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan un

tuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan In

donesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Pemeriksaan un

tuk Keanggotaan MPR dan DPR, yang selanjutnya

disebut Sekretariat Panitia Pemeriksaan;

KEDUA : Mengangkat personil yang namanya tercantum

dalam ruang 2 untuk di samping tugas dan jabatan

sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedu

dukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemeriksaan bertugas :

1. Menyediakan, menyiapkan dan menyusun ba

han/data berupa surat-surat bukti diri Anggo

ta MPR/DPR yang terpilih/diangkat untuk

menentukan penerimaan sebagai Anggota

MPR/DPR yang diperlukan oleh Panitia Peme

riksaan.

2. Menyusun hasil-hasil pelaksanaan tugas Pani

tia Pemeriksaan dan menyelesaikan adminis

trasinya lebih lanjut.

3. Mengadakan pengamanan catatan-catatan dan

segala surat-surat hasil pemeriksaan oleh Pani

tia Pemeriksaan.

4. Mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu

atas petunjuk Ketua Panitia Pemeriksaan.

KEEMPAT : Personil Sekretariat Panitia Pemeriksaan diambil

kan dari personil Sekretariat Umum Lembaga

Pemilihan Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan
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Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya di-

kordinir oleh Sekretaris Panitia Pemeriksaan.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Panitia Peme

riksaan dibebankan pada Anggaran Belanja Lem

baga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERSO

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:1S3/LPU/TAHUN1977

KedudukandalamSekreta

KetuaKelompokPemerik
saanSuratbuktidiriCalon AnggotaDPRyangterpilih.

riatPemeriksaan.

4

WakilKetuaKelompok.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anpgota. Anggota.

KepalaBagianProgramBiroPe KepalaBagianSantiajiBiroHu
KepalaBagianTehnisBiroPe-

PelaksanaSubBagianpadaBiro PelaksanaSubBagianpadaBiro PelaksanaSubBagianpadaBiro
KepalaSubBagianTataUsaha

KepalaSubBagianPemungutan
SuaradanPenghitunganSuara

Jabatan

3

rencanaanLPU.

bunganMasyarakatLPU.

nyelenggaraPPL
PerencanaanLPU. PerencanaanLPU. PerencanaanLPU. BiroHumasLPU.

SudjonoSuradiS.H.

BiroPerencanaanLPU.

Nama

2
Drs.S.Pardede

Drs.Istowo

Drs.A.Zainal
F.X.Indrasto

SuharyonoS.H.

Drs.Telaumbanua

Nockas

No.
Urt.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. l'.

i



KetuaKelompokPemeriksaan

surat-suratbuktidiriCalon
AnpgotaMPR/DPRyangdi

angkatdariGolkarSORIdan GolkarbukanSORIAnggota

TambahanMPRdariimbangan

PemiluUtusanDaerah.

WakilKetuaKelompok.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota

KepalaSubBagianPenggantian
AnggotaMPR/DPRBiroPeren

canaanLPU.

PelaksanapadaBiroPerencana

anLPU.

PelaksanaSubBagianpadaBiro PelaksanaSubBagianpadaBiro

KepalaBagianDokumentasi/

StatistikBiroPerencanaanLPU/

PPI.

KepalaSubBagianTataUsaha

KepalaBagianPenyelesaian

HukumBiroHukumLPU.

PelaksanaSubBagianpada

BiroHukumLPU.

KepalaSubBagianpadaBiro

PerencanaanLPU.

PelaksanaSubBagianpada

BltoPer»no»n«nn1_PSOJ

BiroKhuslLPU. PerencanaanLPU. PerencanaanLPU.

Drs.RuslanLumbu

Moch.ZeinSH.
MaksumWiku

SuhadiBA.
RahardjoSoengadi Rachman

Suparno

F.Paraeng Sampurno

vo0

10.
17. 18.

11. 12. 13. 16.14. 15.



:29Agustus1977.

Anggota; Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.
:Jakarta.

Ditetapkandi

PelaksanaSubBagianpadaBiro PelaksanaSubBagianpadaBiro PelaksanaSubBagianpadaBiro

padatanggal

KepalaSubBagianPenerbitan KepalaSubBagianpadaBiro
KepalaSubBagianTataUsaha

padaBiroPerencanaanLPU.

BiroHumasLPU.
PerencanaanLPU.

AdministrasiUmumLPU. AdministrasiUmumLPU.

PerencanaanLPU.

Abd.KadirB.A.

Sachli

Ch.Sutego

SudarmodjoBA.

Ngatiman Soekabul

19. 20. 21. 22. 23. 24.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd.

R.SOEPRAPTO.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 157/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN

UMUM NOMOR 151/LPU/TAHUN 1977 TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA

KERJA PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN

SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT/MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 157/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM

NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM NOMOR

151/LPU/TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUN

AN DAN TUGAS PANITIA KERJA PENYELENGGARA UPA

CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DE

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWA

RATAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa tugas Panitia Kerja Penyelenggara upa

cara Pengambilan sumpah/janji keanggotaan

MPR/DPR sebagai dimaksud dalam punt KE

TIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ke

tua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

151/LPU/Tahun 1977 perlu kemantapan un

tuk menjamin kelancaran pengambilan sum-

pah/janii keanggotaan MPR/DPR;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas ter

sebut huruf a serta untuk menciptakan effi-

siensi kerja yang sebaik-baiknya perlu untuk

mengubah dan menyempurnakan Lampiran

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/

Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan

dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara Upacara

Pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan De

wan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusya

waratan Rakyat.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063) ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3064) .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1976 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil
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an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum tentang Pembentukan,

Susunan dan Tugas Panitia Kerja penyelengga

ra upacara pengambilan sumpah/janji keang

gotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam

Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor

151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Su-

, sunan dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara

Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusya

waratan Rakyat sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 29

Agustus 1977 dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali se

bagaimana mestinya apabila kemudian ternyata

terdapat kekeliruan.
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 2 September 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD



ivwuiuortiiMliNiEilUALAMNLGERSO

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:157/LPU/TAHUN1977

KedudukandalamPanitiaPe
nyelenggaraPengambilanSum

pah/JanjiAnggotaMPR/DPR.

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuaImerangkap
WakilKetuaIImerangkap

WakilKetuaIIImerangkap KetuaPelaksanaHarianme WakilKetuaIPelaksanaHa
WakilKetuaIIPelaksanaHa

SekretarismerangkapAnggota.

4

Anggota. Anggota. Anggota.

rangkapAnggota.

rianmerangkapKetua. rianmerangkapKetua.

SekretarisUmumLembagaPemi

SekretarisJenderalMPR/DPR.

WakilSekretarisUmumLembaga

WakilSekretarisPanitiaPemilih

WakilSekretarisJenderalMPR.

KepalaBiroPerencanaanLemba-

KepalaBiroPengadaanBadan
PerbekalandanPerhubungan

Jabatan

3

lihanUmum.

WakilSekretarisKabinet.

PemilihanUmum.

anIndonesia.

LembagaPemilihanUmum.

Nama

2
R.Soeprapto

MujonoS.H.

IsmailSalehS.H.

ErmanHarirustaman

IbnoeSaleh

Drs.SugiartoRs.

Suhadi

Drs.P.Gunardo

No.
Urt.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



WakilSekretarismerangkap

Anggota.

KetuaUrusanKeuanganme

rangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanKeuang

anmerangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaUrusanTehnisAdmi nistrasimerangkapAnggota. WakilKetuaUrusanTehnis

KepalaBagianTataUsahaBiro
AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroKeuanganLembaga

PemilihanUmum.

DirekturPembinaanAnggaran
RutinDepartemenKeuangan.

KepalaSubDirektoratpadaDi

rektoratPembinaanAnggaran
RutinDepartemenKeuangan.

KepalaSubDirektoratpadaDi

rektoratPembinaanAnggaran
PendapatandanPenyelenggara

anKeuangan.

BendaharawanSekretariatLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBagianAnggaranBiro
KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianOtorisasiBiro

KeuanganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBiroHukumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBiroPEMILUIRJAPani-

gaPemihhanUmum.

Drs.Moh.AbduhMA.

titiIVlliililinti1n,1I.iUS-nin

Drs.H.Sitorus

ImamRusdi

Moh.TaufikMA.

Nizarwan

FirdausS.Ch.
Drs.Soeharso

M.Marsaid

SlametJayavijaya
SublySenapiS.H.

9. 18.10. 17.11. 16.12. 15.13. 14.



1I2

19.Drs.I.G.Therik

20.BennyWardhantoS.H.

21.Moch.ZeinS.H.

22.Sampoerno

23.Drs.A.Zainal
24.Drs.S.Pardede

25.RadiusZebua,BAE.

26.Iskandar

27.SoedhamoS.H.

28.KoernijaWidjaja

3

KepalaBiroAdministrasiSekre

tariatMPR-RI.

KepalaBiro-IVPersonaliaSekre

tariatDPR-RI.

KepalaBagianPenyelesaianHu

kumBiroHukumLembagaPemi

lihanUmum.

KepalaBagianDokumentasidan

StatistikBiroPerencanaanLemba

PemilihanUmum.

KepalaBagianTeknisBiroPenye

lenggaraPanitiaPemilihanIndo-

nesia.

KepalaBagianProgramBiroPe
rencanaanLembagaPemilihan

Umum.

KepalaUnitT.M.O.Sekretariat

DPR-RI.

KepalaBiroAngkutandanPer

hubunganBadanPerbekalandan
PerhubunganLembagaPemilihan

Umum.

KepalaBagianUrlanDalamBi roAdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaBagianPersonaliaBiro

4

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaUrusanAkomodasi,
AngkutandanPerjalanan

merangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanAko
modasiAngkutandanPer

jalananmerangkapAnggota.

Anggota.



29.Soewondo

30.Soenarjo

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

OemarSaid

Let.Kol.(Pol) A.LatifSatha

R.Hartojo

BambangSoehendro

Sutrisman

Drs.ShabardinD.

SutanChabarsjahLatief.

AdministrasiUmumLembaga

PemilihanUmum.

KepalaSubBagianAngkutandan

PerjalananBiroAdministrasiU-

mumLembagaPemilihanUmum. KepalaSubBagianRumahTang gaBiroAdministrasiUmumLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBiroKhususLembagaPe

milihanUmum.

DAN-SATGASKAM-MPR/DPR/ BAPEKA/PROYEKSekretariat

DPR.

KepalaBagianKeamananBiro

KhususLembagaPemilihan

Umum.

KepalaSubBagianKebijaksana
anKeamananBiroKhususLem

bagaPemilihanUmum.

KepalaBagianProtokolSekreta

riatDPR.

KepalaBagianProtokol/BiroKo
munikasi&PublikasiSekretariat

MPR.

SekretarisPanitiaPemilihanuntu
WargaNegaraIndonesiadiLuar

Negeri.

Anggota. Anggota.

KetuaUrusanKeamanan

merangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanKe amananmerangkapAng

gota.

Anggota. Anggota.

KetuaUrusanPengambilan sumpah/janjidanProtokol

merangkapAnggota.

WakilKetuaUrusanPeng ambilansumpah/janjidan

ProtokolmerangkapAnggota.

Anggota.



KetuaUrusanHubunganMasya WakilUrusanHubunganMasya

Anggota. Anggota. Anggota.
Anggota.

rakatmerangkapAnggota. rakatmerangkapAnggota.

Anggota. Anggota. Anggota.

StafKepaniteraanMahkamah

ProtokolDepartemenDalam

KepalaBagianSantiajiBiroHu
bunganMasyarakatLembagaPe KepalaBiroHubunganMasyara

katLembagaPemilihanUmum.

KepalaBiroHubunganMasyara KepalaBiroKomunikasidanPu

KepalaBagianPublikasi/Pene-

ranganBiroHubunganMasyara
katLembagaPemilihanUmum.

AnggotaKelompokPenghubung

PaniteraMahkamahAgung.

Agung. Negeri.

milihanUmum.

katDPR.

blikasiSekretariatMPR.

LembagaPemilihanUmum.

IschakSurjodiputro RuslanSalamunB.A.
SupoloPrawotohadi-

R.PitojoS.H.
Kosasih

HeruHarsojo

Drs.Istowo

kusumoBc.Hk.

R.Soemardi
Soepru'oB.A.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
l.

46.

Ditetapkandi:Jakarta.

Padatanggal:29Agustus1977.

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

AMIRMACHMUD.





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 160/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KERJA

PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN

SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 160/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SEKRETARIAT PANITIA KERJA PENYE

LENGGARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KE

ANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJE

LIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas

administratif Panitia Kerja Penyelenggara

Upacara pengambilan Sumpah/Janji keanggo

taan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat perlu dibentuk Se

kretariat Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/

Janji Keanggotaan DPR/MPR.

b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercan

tum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap

cakap dan memenuhi syarat diangkat dalam

jabatan yang tercantum dalam Lampiran ter

sebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
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1 969 (Lembaran Negara Tahun 1 975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063) ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1 969 (Lembaran Negara Tahun 1 975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3064) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1976 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/

Tahun 1977 tentang Pembentukan Sekretariat

Panitia Kerja Penyelenggara Upacara Pengam

bilan Sumpah/Janji Keanggotaan Dewan Per

wakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kerja penyeleng

gara upacara pengambilan Sumpah/Janji keang

gotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya di

sebut Sekretariat Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji keanggotaan DPR/MPR.

KEDUA : Mengangkat personil yang namanya tercantum

pada ruang 2 Lampiran Keputusan ini di samping

tugas dan jabatan masing-masing sebagai dimak

sud dalam ruang 3 ditunjuk dalam jabatan yang

tercantum pada ruang 4 Lampiran tersebut.

KETIGA : Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keang

gotaan DPR/MPR bertugas :

a. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam

mempersiapkan dan menyelenggarakan upaca

ra pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan

DPR dan MPR tanggal 1 Oktober 1977;

b. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam

menyelenggarakan/mengurus perjalanan Ang

gota DPR dan MPR yang akan diambil Sum

983



pah/Janjinya dari Daerah tempat tinggal Ang

gota yang bersangkutan sampai di Jakarta;

c. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam pe

nyelenggaraan penginapan/akomodasi Ang

gota DPR dan MPR yang akan diambil Sum

pah/Janjinya tanggal 1 Oktober 1 977;

d. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam me

nyelenggarakan pengamanan penyelenggaraan

upacara pengambilan Sumpah/Janji Anggota

DPR dan MPR;

e. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sum

pah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam me

ngurus segala sesuatu lainnya yang dianggap

perlu untuk menjamin kelancaran dan keter

tiban penyelenggaraan upacara pengambilan

Sumpah/Janji Anggota DPR dan MPR sesuai

petunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Personil Sekretariat Panitia Kerja Pengambilan

Sumpah/Janji Anggota DPR/MPR diambilkan dari

personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum, Seekretariat Panitia Pemilihan Indonesia

dan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga

Pemilihan Umum dan dalam melaksanakan tugas

nya dikordinir oleh Sekretaris Panitia Kerja Peng

ambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/MPR.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Panitia Kerja

pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan

DPR/MPR dibebankan kepada Anggaran Belanja

Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya
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akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya apabila kemudian ternyata terdapat

kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 9 September 1 977

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

PANITIA KERJA PENYELENGGARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

KEANGGOTAAN DPR/MPR

KETUA PELAKSANA HARIAN

ttd

IBNOE SALEH



LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERSO

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:1SO/LPU/TAHUN1977.

KEDUDUKANDALAMSEKRE
TARIATKEsAPENGAMBIL

ANSUMPAH/iANJI.

PelaksanaUrusanKeuangan.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

JABATAN

4

KepalaBagianPembukuanBiro KepalaBagianPemeriksaanBiro

PelaksanaBiroKeuangan

3

Keuangan. Keuangan.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

NAMA

2

WAHYUSUKENDAR

KOBIRAN SOLICSON

HARDISOEHAsA

DRAiAD

SOETIKNO

SISWADI

POERWITO

EDOSOEKAEl

HERIHERMAWAN

NURJAMAN

PUiIRAHAYU

MARTINI

NO.
URT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.1



s.d.a.
s.d.a. s.d.a.

s.d.a. s.d.a.
s.d.a.

PelaksanaUrusanTehnis

Administrasi.

s.d.a.s.d.a. s.d.a.s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrusanKeuangan,

s.d.a.

PelaksanaUrusanTehnis

Administrasi.

PembantuBendaharawanLem

bagaPemilihanUmum.

s.d.a. s.d.a.

KepalaBagianPerundang-

undanganLPU.

KepalaSubBagianPemungutan

SuaradanPenghitunganSuara.

KepalaSubBagianPerencanaan

UmumdanOrganisasi.

KepalaSubBagianPerencanaan

Logistik.

KepalaSubBagianStatistik

SOEW1GNYO
E.DIMJATI

ENTJUMSUMIATI. YANESHARD,S.H.

SUDJONOSURA-

BOEDIHARSO
SUHADI,B.A.

Drs.MOEDJIMAN

SOENGADSO SACHLI

SOEDARMODJO

SOEHAsONO,S.H.

F.X.INDRASTO

TRESNARASA

DI,S.H.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

KepalaSubBagianPencalonan

danPenggantianAnggota.

KepalaBagianSubDokumentasi

danPerpltakaan.

KepalaSubBagianTataUsaha

BiroPerencanaan.

PelaksanapadaSubBagianPen
daftaranPemilihdanJumlah

Penduduk.

PelaksanapadaSubBagianSta

tistik.

PelaksanapadaSubBagianPen calonandanpenggantianAnggo

ta.



PembantuUrusanTehnis

Administrasi.

PelaksanaUrusanTehnis

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrusanKeuangan.

s.d.a.

PembantuUrusanTehnis PembantuUrusanTehnis

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. 8.d.a.

Administrasi. Administrasi. Administrasi.

PelaksanapadaSubBagianPe mungutanSuaradanPenghitung

an.

PelaksanapadaSubBagianPe rencanaanUmumdanOrganisasi.
PelaksanapadaSubBagianDoku

PelaksanapadaSubBagianTata PembantuPelaksana.padaBiro PembantuPelaksanapadaBiro
KepalaSubBagianTataUsaha

PelaksanapadaSubBagianAd
PelaksanapadaBiroAdministrasi

Drs.F.TELAUMBANUA
SUMUNAsONO,SMIA

mentasidanPerpustakaan.

UsahaBiroPerencanaan.

Perencanaan.

s.d.a.

PelaksanaBiroKeuangan

s.d.a.

Hukum.

BiroHumas.

ministrasiPersonil.

Umum.

PelaksanaSubBagian

s.d.a. s.d.a.

RAHARDJO SOEKASOL

F.S.PARAENG

SOEPARNO

LASIYO SUGIAT TUKIJO

M.NOCKAS NGATIMAN

CHAMINSUTEGO

SOETRASNO

SYAIFURRACHMAN
TATANGSUHARTO

28; 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



43 44.
l

41. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59
SO SO

12. 63.

ROESHADI KOESMANSO SOEHARIN

DEDlSUPRIADI

ANDsI

SUPARMAN

BUDIANSO

SYARMANSOSALEH

KARSs1

M.POERWOSO

WAKRADALBASYAR

SOEHARTO

SAGIMAN

NY.SUJATMI

PEPIHSUPRIHATIN

SRIUTAMI

B.MANIANG

DsINGSUANDI

A.ROYADI

J.S.WAHONO

MADYABASUKI

PelaksanapadaBiroAngkutan

danHubunganLPU.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaSubBagianRumah

Tangga.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

Ad.SekjenDepartemenDalam

Negeri.

s.d.a.

PelaksanaSubBagian

s.d.a. s.d.a.

PeiaksanaUrusanAkomodasi

AngkutandanPerjalanan.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PembantuUrusanTehnis

Administrasi.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

UrusanAkomodasi,Perja

lanandanAngkutan.

s.d.a. s.d.a.



UrusanAkomodasi,Perja

UrusanAkomodasi,Perjalanan

danAngkutan.

UrusanAkomodasi

4

lanandanAngkutan.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

3

PelaksanaSubBagian

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaSubBagian

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

2

WAHYUSUGENGSANSO-

SLAMETS. SUPARDJO

MARDiOLAN

SANAWI

NURLAELA

ENDANGSOETANDI

KOMARTOJIM

RISOI

RISTAMEFFENDI

NGATMO
DJUANDA SUKATMA SUTARNO

SOHs

M.TOHIR
BAENURI

SOD.KADIR

JUSUFEFFENDI

MARDJONO

TANTOWI

RAMLI

SO.

85.|1 64. 65. 61. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.



s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrusanKeuangan,

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

S108.

SUBARDI

KAHARSUHARTO

SITISOPIAH

SANUSI

Drs.PANDUMENGGALA

Drs.RISLANLUMSO

Drs.POERWOTO

Drs.ZAINISMAIL

ERWINEFENDI,S.H.

NGARDIiONO,S.H. EDYSOFYANALI

SOEPEl

SUWsOJONO

HANAPI

MACHMUDPASYAH

SUKIJO

|M.KAJASOTAM

Y.I.E.KUSTOMO

RISTAMAFFANDI

SODIMAN SURATNO
M.DiUPRI

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianBiroKhusl,

s.d.a. s.d.a.

PelaksanaSubBagianKebijak

sanaanDataKeamanan,

s.d.a.

PelaksanaBagianOperation

Room.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianKeamanan,

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.



4

PelaksanaUrusanKeuangan

s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrusanPengambilan

s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrusanPengambilan

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaUrlanHumas.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

sumpah/janji. sumpah/janji.

3

KepalaSubBagianKeamanan

s.d.a. s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianPersonalia.

PelaksanaSubBagianPersonalia.

s.d.a. s.d.a.

PelaksanaSubBagianPersonalia.

s.d.a.

PelaksanaSubBagianUrusan

PelaksanaSubBagianBendaha PelaksanaSubBagianBiroKhu-

KepalaSubPenerbitan PelaksanaSubBagian

s.d.a. s.d.a. s.d.u.

DalamLPU.

rawan.

sua»•

TATANGHASSOLLAH
TETYARDiUNALADO

SOIK

A.KADIRHARIN,B.A.

2

TIYONO

SOD.LATIF

R.BAMBANGK. MISUMARNO

Ny.SOEATWARIiAH

TATYSUHARTIS.

SRIWsODO

SUTARSIH

EMMANUROCHMA

SITIAISYAH,B.A.

ELLYRACHMAWATI

SUTRISNO

M.ICHWAN,B.A.

ABD.RAZAK

R.SOEWARSOJet.

1 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.



s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PembantuUrusanPengetikan

danPenggandaan. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianPengetikan KepalaSubBagianArsip/Eks KepalaSubBagianBiroAdmi

PelaksanaSubBagian
PelaksanaSubBagian

s.d.a.
danPenggandaan.

pedisi.

nistrasiUmum.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s,d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

LINCEROSLIMA

SOEKADIS

SOEMARDiONOHs.

Ny.HADrDJAH
Ny.SUHADAH

NGALIMIN
SOEWANDI

KASMANHERIL

Ny.SOEWARTI

DJUARSIH

GATOTMUSENO

SUHARTIM.NOOR

NIZARFAHRI

DARLISRA.

SOTLERMARPAUNG

KLIMAN

TOELISNO DARWOTO

RAMELANW.

128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.
1l.

146.

1c



PembantuUrusanPengetikan

danPenggandaan.

4

s.d.a.

PelaksanaSubBagian

s.d.a.

3

R.M.NGOEJOEM MAKSUMWIJAYA-

KUSUMAH

2

Ditetapkandi:Jakarta

Padatanggal:19September1977.

A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

PANITIAKEsAPENYELENGGARA

PENGAMBILANSUMPAH/JANJI

KEANGGOTAANDPR/MPR

KETUAPELAKSANAHARIAN

ttd

IBNOESALEH

vOi1 147. 148.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 164/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN

DAERAH TINGKAT II SERTA PEMBERHENTIAN

KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA - ANGGOTA DAN

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT II DI SELURUH INDONESIA





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT n SERTA

PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA-

ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAE

RAH TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT II DI SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa berhubung tugas Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di

seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Pemi-

.lihan Umum Tahun 1977 sudah selesai, maka

sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 1 0 ayat

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

perlu membubarkan Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

seluruh Indonesia dan memberhentikan Anggota-

anggotanya serta mengembalikan kepada Instansi

Induknya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3063);
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2. Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 1 969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1 970;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976, dengan segala perubahannya.

Memperhatikan :Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pe

milihan Umum Nomor 37/14/VII/Tahun 1977

tanggal 13 Juli 1977 tentang penyediaan dana dan

penyelesaian administrasi bagi Badan-badan Pe

nyelenggara Pemilihan Umum 1977 di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan semua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I di Seluruh Indonesia.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
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yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I

sampai dengan Lampiran XXVI Keputusan ini

dan mengembalikan kepada Instansi Induknya

masing-masing dengan disertai ucapan terima

kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan

selama melaksanakan tugasnya dalam mensukses-

kan Pemilihan Umum Tahun 1977.

KETIGA : Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I yang diangkat dengan keputusan Guber

nur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat I diberhentikan oleh Guber

nur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat I masing-masing.

KEEMPAT : Khususnya kepada Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Bendaharawan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan tiga orang staf pembantu yang ditunjuk oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I masih melanjutkan

tugasnya dalam penyelesaian administrasi dan/

atau keuangan selama 3 (tiga) bulan terhitung

mulai tanggal 2 Nopember 1 977.

KELIMA : Mendelegasikan wewenang kepada Gubernur Ke

pala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I untuk membubarkan dan mem

berhentikan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

serta personil Sekretariat Panitia Pemilihan Dae

rah Tingkat II lainnya di daerahnya masing-

masing terhitung mulai tanggal 2 Nopember 1 977

dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimak

sud dalam diktum KEEMPAT dengan masa kerja

2 (dua) bulan, sepanjang mengenai Panitia Pemi

lihan Daerah Tingkat II.
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KfchNAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2

Nopember 1977 dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagai

mana mestinya, jika dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan MPR/DPR-RI di Jakarta;

3. Pimpinan DPA di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. KASKOPKAMTIB di Jakarta;

9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Ja

karta;

10. Para Gubernur/Ketua Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;

1 1 . Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Seluruh Ibukota

Propinsi di Indonesia.
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NO.

NAMA
KEDUDUKAN DALAM

Urt. PPD I

1 2 3

1. A. Muzakkir Walad
Anggota merangkap

Ketua.

2. KoLInf. M. Ali B.
Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Pd. Ngatman
Anggota

Sumarjo.

4. Drs. Achmad Sanusi SH.
Anggota

5. T. Desman
Anggota

6. Muji Budiman
Anggota

7. M. Daud Ali
Anggota

8. T. Sulaiman Effendy
Anggota

9. Hamdan
Anggota

10. Drs. Koeswandi Sekretaris
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Ass V Kas Kodam I

Panitia Pemilih

an Daerah Ting

kat I, D I. Aceh.

Ass V Binmas Komdak I

Kabag. Politik KAJATI.

Deppen

Ketua DPW PPP

Sekretaris DPD PDI

Sekwilda

Anggota DPD GOLKAR

Direktur APDN Banda Aceh. .

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.
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NO. XT A W A
KEDUDUKAN

Urt.

IN A M A

DALAM PPD I

1 2 3

1. Marah Halim Harahap Anggota merangkap

Ketua.

2. Bardansjah Anggota merangkap

Wakil Ketua,

3. Let.Kol.Inf. R.I. Siregar Anggota

4. Let.Kol.Pol. Drs. D.H. Anggota

Aritonang

5. Abdul Kadir Kendal Anggota

Keliat

6. R. Sudibyo S.H. Anggota

7. M. S a n i Anggota

8. Drs. Slamet Riyanto Anggota

9. Patawi Bowi Anggota

10. Zainir Anggota

11. Kol. A. Wahab Abdy Sekretaris
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sekwilda Sumatera Utara.

KODAM II/Bukitbarisan.

KOMDAK II/Sumatera

Utara.

Kadit Pem. pada Ktr. Gub.

KDH.

Kejaksaan Tinggi

Kakanwil Deppen

Anggota GOLKAR

Anggota PDI

Anggota PPP

Kaditsus/Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.
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NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt. DALAM PPD I

1 2
3

1. Prof. Drs. H. Harun Anggota merangkap

Alrasjid Zain Ketua

2. Agus Thaib S.H. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Inf. Suripto Anggota

4. Let.Kol.Pol. Soerojo Anggota

5. Djamhur Sjamsuddin SH. Anggota

6. Mahyuddin Saleh S.H. Anggota

7. Nurdin Syas Anggota

8. H.A.K. Dt.Gunung Hijau Anggota

9. R.M. Sinaga Anggota

10. Djohari Kahar S.H. Anggota

11. Drs. Zainun Sekretaris
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Pemda

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sumatera Barat

ABRI/AD

ABRI/POLRI

Kejaksaan Tinggi

Pemda

Kanwil Deppen

Anggota DPW PPP

Anggota DPD PDI

Anggota DPD GOLKAR

Anggota Kelompok Ahli

Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.
XT A \ M k

KEDUDUKAN

Urt.
NAMA

DALAM PPD I

1 2 3

1. H. Arifin Ahmad
Anggota merangkap

Ketua

2. Sjarifuddin Lubis S.H. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Rizal Thaib S.H. Anggota

4. Kol.Pol. Drs. Sjafaroedin Anggota

Tan Pono

5. Let.Kol.CZI Siswadi Anggota

6. H. Nong Abdullah Syech Anggota

7. Franciscus Samin Satimin Anggota

8. Maryadi S.H. Anggota

9. Abdul Hamid Anggota

10. Drs. Halim Syahir Sekretaris
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Sekwilda

Panitia Pemiliha\i

Daerah Tingkat I

Riau.

Ka. Kejaksaan Tinggi

Ass. V Kastaf Binmas Dak

IV.

Kastaf KOREM 031 Wira-

bima.

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Ka. Kanwil Deppen

Ass. III Sekwilda

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 1 : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1009



NO. MAMA
KEDUDUKAN

Urt.

IN A M A
DALAM PPD 1

1 2 3

1. Djamaluddin Tambunan Anggota merangkap

S.H. Ketua

2. Kol. Amir Hamzah Anggota merangkap

Wakil Ketua,

3. Kol.Pol. Mohd. Ali Anggota

Hanafiah

4. Den Hasan Anggota

5. B.S. Harahap S.H. Anggota

6. Kartono Wisnusubroto Anggota

7. Drs. H. Abdurrahman Anggota

Sayoeti

8. Ismail Fahmi B.A. Anggota

9. Muhammad Thaib Anggota

10. Drs. Bachtiar Sekretaris
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LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Tingkat I Jambi.Ting

KOREM

ABRI/POLRI

PEMDA

Ka. Kejaksaan Tinggi

Ka Kanwil Deppen

Anggota GOLKAR

Anggota DPW PPP

Anggota DPD PDI

PEMDA

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.

Urt.

NAMA

KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

1. Drs. H.A. Chalik

2. Zainul Asikin

3. Mayor Inf.Ahmad Rofe'i

4. M. Noor Sasdi

5. Jakub Silendas

6. Usman Maedi S.H.

7. K0I.P0I.M. Harun

Zainuddin

8. Abu Kasim Zainul

9. Djohan Aruf

10. Syarifuddin Abdullah

11. Zainul Arifin M.

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris
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LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Ketua DPRD I

Panitia Pemilihan

Daerah TingkaU

Bengkulu.

Kasi V Korem 41 GAMAS

Kaditsus/Pemda

Ka Kanwil Deppen

Ass. I Kejaksaan Tinggi

Komandan Antar Ressort

Pol.

Ketua DPW PPP

Ketua DPP PDI

Ketua DPD GOLKAR

Karo Personalia/Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.

NAMA

KEDUDUKAN

Urt. DALAM PPD I

1 2 3

1. H.Asnawi Mangku Alam Anggota merangkap

Ketua

2. Kol. A. Badaruddin Anggota merangkap

3. Let. Kol. Pol. Drs. Matu-

Wakil Ketua.

sin Abim Anggota.

4. M. Adjisman S.H. Anggota

5. Nurowi Idrus Anggota

6. K. Achmad Mattjik Anggota

7. A. Kowi B.A. Anggota

8. H.M. Saleh Zainuddin Anggota

9. M. Teguh Syamsuddin Anggota

10. M.H. Mustopa Saleh Anggota

11. Busto S.H. CN Sekretaris
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LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan.
KODAM IV/Sriwijaya

KOMDAK Vl/Sumbagsel

Kejaksaan Tinggi

Pengadilan Tinggi

PEMDA

Ka Kanwil Deppen

Anggota DPD GOLKAR

Anggota DPD PDI

Anggota DPW PPP

Inspektorat Daerah/Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.
MAMA

KEDUDUKAN

Urt.

li A M A
DALAM PPD I

1 2 3

1. R. Sutiyoso Anggota merangkap

Ketua

2. D. Sastarto S.H. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Mayor M. Salim S.H. Anggota

4. Mayor Laut (P) Syairud- Anggota

din Said.

5. Drs. Hi Syarifuddin Anggota

6. Gokki Sugeng Anggota

7. Drs. Abner Hutagaol Anggota

8. Drs. Suwardi Ramli Anggota

9. Matt Al Amin Kraying Anggota

S.H.

10. Valta DjelipanglimaS.H. Anggota

11. Z. Arifin JayanegaraS.H. Sekretaris
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LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Ka. Kejaksaan Tinggi

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Lampung.

KOREM 43 GATAM

Komandan Stasiun AL

Panjang

Pemda

Ka Kan Wil Deppen

KPN Tanjung Karang

Anggota GOLKAR

Anggota PDI.

Anggota PPP

Ass I Sekwilda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt.
l>i rV tvl /\

DALAM PPD I

1 2 3

1. Let.Jen. Tjokropranolo Anggota merangkap

Ketua

2. Wirjadi S.H. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Kol.Inf. Eman Sjahban Anggota

4. . Kol. Pol. Drs. Heru Wahyudi
Anggota

5. Amir Danuhusodo S.H. Anggota

6. Soewono Hadisoemarto Anggota

7. A. Wiratno Puspoatmodjo S.H. Anggota

s: Bambang Gunawan Wibisono Anggota

9. H. Muzaeni Ramly B. A. Anggota

10. Dr. Soewondo Anggota

11. Drs. Hari Soetadji Sekretaris
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LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

KETERANGAN
(JABATAN )

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Khusus

Ka Dit VII Pemda Ibukota Jakarta.

SKARDA E/KODAM V/

JAYA.

As V KASDAK VII/Metro

Jaya.

As Intel Kejaksaan Tinggi.

Ka Kanwil Deppen

Ketua DPRD/Karya ABRI

Ketua DPD GOLKAR

Wakil Ketua DPW PPP

Ketua DPD PDI

Dit I Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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NO.

Urt.

NAMA
KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

y.

10.

li.

Aang Kunaefi

Sani Lupias Abdurach-

man.

Kol.Art. Husen Senapra-

wira

Let.Kol.Pol. Tjetje Sadeli

Mayor (U) Kamaludin S.H.

Soemarmo Harjo. Oetomo S.H.

D. Sutarya S.H.

Drs. H.Achmad Zaenal Wahid.

Drs. H. Moh. Mukron As'ad.

Hasan Effendie

Drs. Mahbub Mesri

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris
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LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

KETERANGAN
(JABATAN)

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Inspektur Daerah Pemda Jawa Barat.

Ass 5/TER KASDAM VI/

Siliwangi.

Kasis INTEL VIII/LLB

Kadin Hukum Lanuma

Ass I/Intel Kejaksaan Tinggi

Ka Kanwil Deppen

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Anggota PPP

Ka Jawatan Pajak dan

Pendapatan Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD.
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NO.

Urt.
NAMA

KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

U.

Soepardjo Rustam

Kardiman

Brigjen. Pa rwoto

Djoemono Darmodi-

djojo S. H.

Mochamad B.A.

Drs. Widarso

Drs. Soekardjan

Drs. M. Moestahal

Ahmad Mashud

Sardjito Dharsoeki

Suyoto B.Sc.

Adjito S.H.

Anggota merangkap

Ketua.

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris
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LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1 977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5'

Gubernur Kepala Daerah

Pemda

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Jawa Tengah.

KODAM VII/Diponegoro

Kejaksaan Tinggi

Kanwil Deppen

Kanwil Dep. P dan K

Kopertis Wilayah V.

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Kejaksaan Tinggi.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1023



NO.

I

KEDUDUKAN
NAMA

Urt.

n t\ M A

DALAM PPD I

1 2 3

1. Sri Paku Alam VIII Anggota merangkap

Ketua

2. KoUnf. R.W. Soegiarto Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Kol.Pol. Drs. H. Abdul Anggota

Rochim.

4. Let.Kol. Pan. Sugiantoro Anggota

5. Hamir Husodo S.H. Anggota

6. Imam Suhadak Anggota

7. Sunaryo S.H. Anggota

8. K. Zuhdi Dahlan Anggota

9. Subadhi Anggota

10. Drs. Soemidjan Anggota

11. Soegito Sekretaris

1024



LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Wakil Kepala Daerah

Dan Rem 072

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

D.I. Yogyakarta.

Dantares 96

Dan Lanuma Adisucipto

Ka Kejaksaan Tinggi

Kakanwil Deppen

Ketua Pengadilan Negeri

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Ass Sekwilda I Pemda

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1025



NO.

Urt.
NAMA

KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

Soenandar Prijosoedarmo

2. | Kol. Djajadi Soedjono

3. | Mayor Pol. Seger Soemo-

atmodjo

4. A. Muis Siregar SH.

5. Soemijatno

6. J. Suwarto S. H.

7. M. Chaelan Poerwanto

8. Soelaiman Biyahimo

9. Soegianto

10. Moh. Hafid B.A.

1 1 . Drs. Soeprapto

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

1026



LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

KETERANGAN
(JABATAN)

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Pamen SKODAM VIII/ Jawa Timur.

Brawijaya.

Staf KOMDAK X/Jawa

Timur.

Kabag. Teritorial KEJATI

Ka Kanwil Deppen

Hakim Pengadilan Tinggi.

Kadit Pemerintahan Pemda.

Anggota PPP

Ketua DPD GOLKAR

Anggota DPD PDI

Kasubdit Pembinaan Masy

Ditsus.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1027



NO. KEDUDUKAN

Urt.

NAMA
DALAM PPD I

1 2 3

1. Kadaroesno Anggota merangkap

Ketua

2. Drs. Jimmy M. Ibrahim Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Inf. Sarwono Anggota

4. Kol.Pol. A. Aritonang Anggota

5. Suroso S.H. Anggota

6. A. Bhadilah Anggota

7. MosesNyamat El Moswat Anggota

S.H.

8. Sugondo Anggota

9. Munawar Kalahan Anggota

10. M. Umar Sood Anggota

n. Satrio. S. Kartono Sekretaris

1028



LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

, : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Pemda

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Kalimantan Barat.

ABRI/AD

ABRI/POLRI

Ka Kejaksaan

Ka Kanwil Deppen

Sek. Fak. Hukum Univ.

Tanjungpura.

Ketua DPD GOLKAR

Anggota DPW PPP

Anggota PDI

Ka Ditsus Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1029



..

NO.

Urt.

NAMA

KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1 3

1. Ir. Rainout Sylvanus

Effendy Soepardjan

Anggota merangkap

Ketua

2. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

3.

4.

5.

B.A. Tidja

Let.Kol.Inf. Sushandoko

Kol.Pol. Wahono Prijo-

darmodjo.

6. Soelarso ProjosewoyoS.H. Anggota

7. Drs. Abdullah Umar

Poegoeh Wiyono

Haji Moh. Kasjful Anwar

H. Timan

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

8.

9.

10.

11. C.T. Binti

1030



LAMPIRAN XV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERIA

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

jubernur Kepala Daerah

Sekwilda

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah.

Cadit Pemerintahan.

CastafResort Militer 102

)ANRES Palangka Raya

^.ss. Pengawasan Daerah

CEJATI.

Ca Kanwil Deppen

Cetua DPD GOLKAR

Cetua PPP

CetuallDPD PDI

iss I Sekwilda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1031



NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt.

Pt /\ 1V1 /\

DALAM PPD 1 i

1 2 3

1. H. Soebardjo Soerosarojo Anggota merangkap

Ketua

2. Kol.Inf. Rachmatullah Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Kol. Pol. Drs. Amiarsono Anggota

4. R. Soemarto S.H. Anggota

5. Drs. H. Asful Anwar Anggota

6. A. Sadjeli Anggota

7. Drs. Soerjo Moantasir Anggota

8. H. Samir Syukur AH. Anggota

9. Masri Baduk. Anggota

10. H. Syahrul Anggota

11. Saderi Sekretaris

1032



LAMPIRAN XV! KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1 977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

WAKASDAM X/LAM

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Kalimantan Selatan.

Ass. V KASDAK XIII/

KALRA

Ass. I Kejaksaan Tinggi.

Kaditsus Pemda

Kadit Pemerintahan Pem

da.

Kakanwil Deppen

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1033



NO.

URT.

NAMA
KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

H. Abdul Wahab Sjachrani

Drs. H. Anwar Chanani

3. Let.KoUnf. Soekardi

4. Kapten Pol. Dahli UmarS.H.

5. Prakoso S.H.

6. Nur Aini Achmad B. A.

7. Imansyah Djemain

8. Adji Johansyah

9. H. Sjahrumsjah Idris

10. Husin Achutanair B.Sc.

1 1. Achmad Hanan S.H.

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

1034



LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

KETERANGAN
(JABATAN)

4 5

Jubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

letua Bappeda Tk. I. Kalimantan Timur.

/a Ass. V KODAM II

lulawarman.

lBRI/POLRI

taf Kejari Samarinda

[akanwil Deppen

.ep. SMA Negeri Teng-

arong.

.nggota DPW PPP

.nggota DPD PDI

.nggota DPD GOLKAR

•itsus Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD



NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt.

1> r\ LV1 r\

DALAM PPD I

1 2 3

1. Hein Victor Worang Anggota merangkap

Ketua.

2. R. Messach Kermite B.A. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Inf. F. Sumampow Anggota

4. Let.Kol.Pol. Drs. Junusi Anggota

Jusuf.

5. Dody Muhamad Jafariah Anggota

S.H.

6. Res Bujung B.A. Anggota

7. Drs. A. Mokoginta Anggota

8. Ali Kiyai Demak S.H. Anggota

9. N.P. Pakasi B.A. Anggota

10. Drs. J.D.P. Takaendengan Anggota

11. W. Najoan Sekretaris

1036



LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : I64/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

jubernur Kepala Daerah

Caditsus Pemda.

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sulawesi Utara.

VBRI/AD.

\.ss. I KOMDAK XIX

Vss. I Intel Kejati.

Cakanwil Deppen.

'emda.

Anggota PPP

knggota PDI

Anggota GOLKAR

*emda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1037



NO. KT A M A
KEDUDUKAN

Urt.

NAMA
DALAM PPD I

1 2 3

1.
A.M. Tambunan Anggota merangkap

Ketua.

2. Kol. Soeranto Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3.
KoLPol. B.A. Wullur Anggota

4.
R. Sukadiono S.H. Anggota

5.
Sambasuddin Usman Anggota

Bc. Kn.

6.
Jamas Abdullah B.A. Anggota

7.
M, Dhahlan Anggota

8. R. Soeyono Anggota

9.
Hi D.M. Gagaramusu Anggota

10.
Kisman Jodjodolo Anggota

11.
H.M. Nahumury Sekretaris

1038



LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Komandan Korem 132

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah.

Ka Antar Resort Pol 192

Ka Kejaksaan Tinggi

Ketua Pengadilan Tinggi

Kakanwil Deppen

Ka Dolog

Ketua DPD GOLKAR

Ketua DPW PPP

Ketua DPD PDI

Pj. Kaditsus Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1039



NO. XT A \4 A
KEDUDUKAN

Urt.

NAMA
DALAM PPD I

1 2 3

1. H. Edy Sabara Anggota merangkap

Ketua

2. Kol. Inf. Ady Mangelep Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Pol. Gembong Anggota

Masrukin Hartawan.

4. Adam Nasution S. H. Anggota

5. Drs. Yahya Mallisa Anggota

6. M. Idris DG. Siruwa Anggota

7. Nurdin DG. Magassing Anggota

8. Ali Sahib Anggota

9.
Armyn Adelberty Rere Anggota

10. Amir Sayitno Anggota

11.
M. Djafar Yusuf S.H. Sekretaris

1040



LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER ! 977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Dan Rem 143

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara.

Komandan Antar Resort 1 85

Ass. Ka Kejaksaan Tinggi

Ass. III Sekwilda Pemda

Kakanwil Deppen

Kakanwil P dan K

Ketua DPW PPP

Ketua DPD PDI

Ketua DPD GOLKAR

Ka Ditsus Pemda.

-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1041



NO.

Urt.

1

NAMA

H. Ahmad Lamo

Kol. A. Oddang

3. Drs. M. Daud Nompo

4. Suhardjo S.H.

5. Kol.PoI. R. Soepardji

Prasmantoro.

6. Drs. H.M. Riza

7. H.A. Patoppoi

8. J. R. Patandianan

9. Drs. Arifin Noer

10. Drs. MohSaid

KEDUDUKAN

DALAM PPD I

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

1042



LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)
KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

Daerah Tingkat

KASDAM XIV/Hasanudin

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan.

Pemda.

Kejaksaan Tinggi.

ABRI/POLRI

Kanwil Deppen

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Ass. III Sekwilda Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1043



NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt. DALAM PPD I

1 3

1. Soekarmen
Anggota merangkap

Ketua.

2. Let.Kol.M. Marpaung
Anggota merangkap

Bc. Hk.
Wakil Ketua.

3. Alimuddin S.H.
Anggota

4. Ida Bagus Oka Yadnya B.A.
Anggota

5. I. Gusti Made Adhi
Anggota

6. Mayor Inf.Agus Soedarso Anggota

Yudo Saputra.

7. I. Gusti Ngurah PindhaB.A. Anggota

8. Ali Sattar
Anggota

9. Mada Paul Sudjana B.A. Anggota

10. Drs. I Made Tantra
Anggota

11. Drs. Putu Suasnawa
Sekretaris

1044



LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah

KOMDAK XV/NUSRA.

Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Bali.

Kejaksaan Tinggi.

Kakanwil Deppen.

Pengadilan Tinggi NUSRA.

LAKSUS PANGKOPKAM-

TIBDA NUSRA!

Parisadha Hindu Dharma.

Anggota PPP

Anggota PDI

Anggota GOLKAR

Ka dit Pemerintahan Pemda.

Ditetapkan ui : Jakana.

Pada tanggal : 2 J. Oktober i9 /7.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD



NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt DALAM PPD 1

1 2 3

1. R.H. Wasita Kusumah Anggota merangkap

Ketua

2. Nono Soenaryo S.H. Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. Let.Kol.(L) Hasan Sobari Anggota

4. Kol.Pol. Pagian Suprapto Anggota

5. LetKol. Rahadi Tjipto- Anggota

wardojo

6. Mayor Penerbang Prapto Anggota

Susilo

7. Yusuf Sulaiman Anggota

8. H. Alwan Widjaja Anggota

9. Lalu Ratnati Anggota

10. Hamzah Karim Anggota

11. Drs. Diro Soeprobo Sekretaris

1046



LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK
KETERANGAN

(JABATAN)

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Ka Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

Dan Lanal Ampenan.

Barat.

Dan Res Ampenan

Komandan Korem 162

Wirabakti.

Dan Lanu Rembiga

Kakanwil Deppen

Ketua DPD GOLKAR

Ketua DPD PDI

Ketua DPW PPP

Kaditsus Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1047



NO.

Urt.

NAMA
KEDUDUKAN

DALAM PPD I

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

El Tari

Soewarno S.H.

Sunuwahadi S.H.

G. Soeratmo

Let.Kol.CZI.R. Soewignyo

Hs.

Kol.Pol.J.N. Leatimea

Mayor LautG.R. Hadiyasa

Jan Kiapoli

M. Tagu Bedo SM HK.

I. Indra Dewa

A. Hermanus

Anggota merangkap

Ketua

Anggota merangkap

Wakil Ketua.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

1048



LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.

TANGGAL: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK
KETERANGAN

(JABATAN)

4 5

ki bernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

la Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

letua Pengadilan Negeri

Timur.

kakanwil Deppen.

)ANREM 16!

)ANTARES Kupang.

)ANSIONAL Kupang.

Vk. Ketua DPD GOLKAR.

letua I DPD PDI.

letua DPW PPP

vss. II Sekwilda Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

1049



NO.
NAMA

KEDUDUKAN

Urt. DALAM PPD 1

1 2 i

1. May Jen Hasan Slamet Anggota merangkap

Ketua

2. Kol. Pol. Ubay Surya- Anggota merangkap

dimadja Wakil Ketua.

3. Let.Kol.Inf.M. Lewerissa Anggota

4. S. Sinaga B.A. Anggota

5. Harjono Dipowidjojo S.H. Anggota

6. Drs. Samantri Much. Anggota

Usman.f

7. Drs. M. Maricar Anggota

8. Drs. Japy Patty Anggota

9. Max Gaspers B. A. Anggota

10. Djamaluddin Turuy B. \. Anggota

11. Drs. G. A. Engko Sekretaris

1050



LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Ass. V Binmas KOMDAK XX Maluku.

Ass V KODAM XV Patimura

Kakanwil Deppen

Ass. I Intel Kejaksaan Tinggi.

Kepala Daerah Pelabuhan VIII

Ditsus Pemda

Sekretaris DPD PDI

Anggota GOLKAR

Anggota PPP

Sekwilda Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

1051



no:
MAMA

KEDUDUKAN

Urt.

IN A M A
DALAM PPD 1

1 7 3

1. Soetran Anggota merangkap

Ketua.

2. Eliyas Paprinday Anggota merangkap

Wakil Ketua.

3. A.W. Darwis S.H. Anggota

4. LetKoLL. Sitompul Anggota

5. Let.Kol.Pol. Drs. R. Anggota

Soetedjo.

6. H.F. Wanma Anggota

7. Asmuni S.H. Anggota

8. A.S. Indra Anggota

9. Frits W. Karubaba Anggota

10. Let.Kol.Krisno Djumar Anggota

11. Drs. Syarifuddin Harahap Sekretaris

1052



LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TANGGAL

: 164/LPU/TAHUN 1977.

: 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK

(JABATAN)

KETERANGAN

4 5

Gubernur Kepala Daerah Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I

Irian Jaya.Wakil Gubenrur Kepala

Daerah.

Ka Ditsus Pemda.

Wa As V Teritorial Kasdam.

As V KOMDAK XXI

Kabag Umum Kanwil Deppen.

As I Intel Kejaksaan Tinggi.

Wk. Ketua DPW PPP

Ketua DPD PDI

Ketua Umum DPD GOLKAR.

Sekwilda Pemda.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1 977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 165/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 165/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN

PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,

ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa berhubung tugas Panitia Pemilihan bagi

Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun

1977 sudah selesai, maka sesuai dengan Pasal 13

ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

1 Tahun 1976 perlu membubarkan Panitia Pemi

lihan tersebut dan memberhentikan Anggota-ang

gotanya serta mengembalikan kepada Instansi

Induknya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lem

baran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran

Nomor 3064);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun

1976;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun

1976;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun

1976, dengan segala perubahannya;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun

1976;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga " Pemilihan Umum Nomor 27/LPU/Tahun

1976;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 28/LPU/Tahun

1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Panitia Pemilihan bagi Warga Negara

Republik Indonesia di Luar Negeri.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil

Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia

Pemilihan Luar Negeri yang namanya tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini dan kemudian

mengembalikan kepada Instansi Induicnya masing
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masing dengan disertai ucapan terima kasih atas

jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama me

laksanakan tugasnya dalam mensukseskan Pemi

lihan Umum Tahun 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Nopem-

ber 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mesti

nya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;

2. Pimpinan MPR/DPR-RI di Jakarta-

3. Pimpinan DPA di Jakarta;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;

6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;

8. KASKOPKAMTIB di Jakarta;

9. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;

10. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik

dan Golongan Karya.
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NOMOR

URUT
NAMA

KEDUDU&

PEMILIH.-

1 2

1. ANAK AGUNG GDE AGUNG S.H. Anggota merai

2. R.P. SOEGENG Anggota mena

3. M ARTOM AN A n g?

4. BACHTIAR S. YAMIL» A n gt

5. SOEWAH JOE A n g!

6. Drs. MUGIANTO Angt

7. ST. CH. LATIEF S ekre
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 165/LPU/TAHUN 1977.

LAM PANITIA INSTANSI INDUK

IAR NEGERI (JABATAN)

4

etua Staf Akhli Menteri Luar Negeri.

akil Ketua Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian

dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal.

Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat

Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri.

Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat

Jenderal.

Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Kepe

gawaian.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen

Dalam Negeri.

>
Departemen Luar Negeri.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 24 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 176/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

TEAM KERJA PENYUSUN RIWAYAT HIDUP DAN

RIWAYAT PERJUANGAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT HASIL PEMILIHAN

UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 176/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

TEAM KERJA PENYUSUN RIWAYAT HIDUP DAN RIWAYAT

PERJUANGAN ANGGOTA DPR DAN MPR HASIL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa riwayat hidup dan riwayat perjuangan

Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemi

lihan Umum Tahun 1 977 perlu disusun dalam

suatu dokumentasi dan perlu diketahui oleh

masyarakat;

b. bahwa untuk mengumpulkan bahan-bahan

tentang riwayat hidup dan riwayat perjuangan

Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemi

lihan Umum Tahun 1977 serta menyusunnya

dalam suatu dokumentasi yang berbentuk

suatu buku, perlu dibentuk team kerja penyu

sun buku riwayat hidup dan riwayat perjuang

an Anggota DPR dan Anggota MPR hasil

Pemilihan Umum Tahun 1 977;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
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38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1 969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1 976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu -

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwa -

kilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah de

ngan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 977

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No

mor 1 Tahun 1 976 tentang Pelaksanaan Un

dang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 sebagai

mana diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1977



Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara No

mor 3106);

6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan In

donesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Kerja Penyusun Buku Riwayat

Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR dan

Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1 977

yang selanjutnya disebut Team Kerja Penyusun

Buku Riwayat Hidup Anggota DPR/MPR.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat Sekretariat Umum

Lembaga Pemilihan Umum yang namanya tercan

tum pada ruang 2 untuk di samping tugas jabatan

sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedu

dukan seperti tersebut pada ruang 4 Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Team Kerja Penyusun Buku Riwayat Hidup Ang

gota DPR/MPR bertugas :

a. Mengumpulkan bahan-bahan Riwayat Hidup

dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR dan

Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun

1977;

b. Menyusun secara ringkas Daftar Riwayat Hi

dup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR
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dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum

Tahun 1977 tersebut huruf a dalam suatu

dokumentasi yang teratur dan dalam bentuk

buku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Kerja Penyu

sun Buku Dokumentasi Anggota DPR/MPR dapat

mengadakan konsultasi dengan para Anggota

DPR/MPR yang bersangkutan serta pihak-pihak

yang dianggap perlu.

KELIMA : Selambat:lambatnya akhir bulan Januari Tahun

1978 Team Kerja Penyusun Riwayat Hidup Ang

gota DPR/MPR sudah harus menyelesaikan tugas

nya dan menyampaikan hasil tugasnya kepada

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum.

KEENAM : Segala biaya untuk keperluan pelaksanaan Kepu

tusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja

Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana

mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan dengan penuh tang

gung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:176/LPU/TAHUN1977.

KEDUDUKANDALAMTEAM

KEsAPENYUSUNAN

RIWAYATHsUP
ANGGOTADPR/MPR

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuamerangkap SekretarisImerangkap SekretarisIImerangkap

KetuaKelompokIUrusan

Anggota. Anggota. Anggota.

Golkar.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

iABATANDALAMSEKRE TARIATUMUMLEMBAGA

PEMILIHANUMUM

KepalaBiroPerencanaan.

KepalaBagianTataUsahaBiro

KepalaBagianTehnisPemilu
KepalaBagianPenerbitandan

KepalaBagianSantiajiBiro

KepalaBagianAnggaranBiro

Kepala'SubBagianPerencanaan

UmumdanOrganisasiBiroPe

KepalaBiroHukum

KepalaBiroPemiluIrja.

AdministrasiUmum.

BiroPenyelenggaraPPL

PublikasiBiroHumas.

Humas.

Keuangan. rencanaan.

NAMA

SLAMETJAYAVIJAYA

Drs.P.GUNARDO

SUBLYSENAPI,S.H.

Drs.H.SITORIS
Drs.A.ZAINAL

R.SOEMARDI

Drs.ISTOWO M.MARSAID
SODIHARSO

NO.
URT.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



KetuaKelompokHUrusan
KetuaKelompokIIIUrusan

PPPdanUtusanDaerah

PDIdanSORI.

Anggota. Anggota Anpgota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KepalaBagianDokumentasidan
PelaksanapadaBiroPerencanaan PelaksanapadaBiroPerencanaan PelaksanapadaBiroPerencanaan

KepalaBagianPenyelesaianHu

KepalaSubBagianPenghitungan KepalaBagianAnggaranBiroKe KepalaBagianPerundang-undang

KepalaBagianProgramBiro KepalaBagianUrusanDalam

KepalaBagianPersonaliaBiro

StatistikBiroPerencanaan.

BiroAdministrasiUmum.

kumBiroHukum.

AdministrasiUmum.

SuaraBiroPerencanaan.

anBiroHukum.

Perencanaan.

Drs.TELAUMBANUA

SUMUNAsONO,SMIA
SOEJONOSURADI,S.H.

uangan.

Drs.S.PARDEDE
SOEDHARNO,S.H. SUHARYONO,S.H.

MOCH.ZEIN,S.H.

KURNIJAWIDJAJA

Drs.SOEHARSO

JANESHARD,S.H.

SAMPOERNO

A.N.MENTERIDALAMNEGERI/KETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO.

11. 20.12. 19.13. 18.14. 17.15. 16.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 177/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM

PENERTIBAN TEHNIS ADMINISTRASI HASIL

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 177/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA

TEAM PENERTIBAN TEHNIS ADMINISTRASI

HASIL PELAKSANAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya penyelenggara

an Pemilihan Umum Tahun 1977, maka ter

hadap segala macam surat-surat dan berkas-

berkas surat/daftar yang berhubungan dengan

tehnis pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun

1977 yang diterima oleh Lembaga Pemilihan

Umum/Panitia Pemilihan Indonesia, perlu di

adakan penilaian dan penertiban serta penyu

sunan/pengarsipan yang teratur sebagai surat-

surat kedinasan yang diperlakukan sebagai

Dokumen Pemilihan Umum Tahun 1 977;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut

huruf a di atas pada Sekretariat Umum

Lembaga Pemilihan Umum perlu dibentuk

suatu team kerja untuk menertibkan tehnis

administrasi hasil pelaksanaan Pemilihan U-

mum Tahun 1 977.

Mengingat .' 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba
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dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 291 5) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 977

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No

mor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Un

dang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 sebagai

mana diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1975;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilih

an Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 4 Tahun 1 970 tentang Pembentukan

Badan Perbekalan dan Perhubungan pada

Lembaga Pemilihan Umum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Umum Lembaga Pemi

lihan Umum

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum-Nomor 13/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan

pada Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

PERTAMA : Membentuk Team Kerja Untuk Penertiban Tehnis

Administrasi Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 1977 yang selanjutnya disebut Team Pe

nertiban Administrasi Pemilihan Umum Tahun

1977, yang diperbantukan pada Sekretariat U-

mum Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya ter

cantum pada ruang 2 untuk di samping tugas
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jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam

kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Penertiban Pemilihan Umum Tahun 1977

bertugas :

a. Menghimpun dan menyusun bahan-bahan teh-

nis administrasi hasil pelaksanaan Pemilihan

Umum Tahun 1977 dan dihubungkan dengan

hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun

1971, sesuai sistematik tahap-tahap kegiatan

Pemilihan Umum menurut peraturan perun-

dang-undangan;

b. Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap

segala macam bahan tehnis administrasi hasil

pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977

dihubungkan dengan hasil pelaksanaan Pemi

lihan Umum Tahun 1971 dan mengadakan

penyaringan terhadap bahan-bahan tersebut

untuk dipisah-pisahkan dan disusun menjadi

dokumen kedinasan dan yang harus dimus

nahkan;

c. Menyampaikan laporan berkala dan laporan

penyelesaian hasil pelaksanaan tugas kepada

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemi

lihan Umum melalui Sekretaris Umum Lem

baga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Penertiban

Tehnis Administrasi Pemilihan Umum Tahun

: Team Penertiban Administrasi Pemilihan Umum

Tahun 1977 melaksanakan tugasnya terhitung

mulai tanggal 1 Nopember 1977 sampai dengan

tanggal 31 Maret 1978.

: Segala biaya untuk keperluan Team Penertiban

Administrasi Pemilihan Umum Tahun 1977 di-

KELIMA

KEENAM
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bebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemi

lihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1

Nopember 1 977 dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagai

mana mestinya, jika dikemudian hari terdapat

kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dilaksana

kan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO
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LAMPIRANKEPUTUSANMENTERIDALAMNEGERI/

KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:177/LPU/TAHUN1977.

KedudukandalamTeamKerja
PenertibanTehnisAdministrasi

hasilPelaksanaanPemilihan
WakilKetuaPelaksanaHarian

SekretarismerangkapAnggota.

OT/OT.1/77dariD.K.I.dan

KetuamerangkapAnggota.

WakilKetuamerangkap KetuaPelaksanaHarian

KordinatorKelompok.

KetuaKelompokIUrusan

Umum1977.

merangkapAnggota. merangkapAnggota.

4

Anggota.

TawaBarat.

Anggota. Anggota.

KepalaBiroPenyelenggaraPPIf

KepalaBiroPerencanaanLPU.
KepalaBagianTataUsahaBiro

KepalaBagianDokumentasidan

danStatistikBiroPerencanaan KepalaSubBagianPencalonan Kepali»SubBagianTataUsaha

KepalaBiroPEMILUIRJA.

iABATAN

WakilSekretarisPPI

KepalaBiroKhususLPU. AdministrasiUmumLPU.
danPenggantianAnggota.

3

SLAMETJAYAVIiAYA

Drs.P.GUlRDO

SUBLYSENAPI,S.H.

LPU.

NAMA

IBNOESALEH

OEMARSAs

Drs.H.SITORIS

SAMPOERNO

SOFDARMODJO

2

SUNGADI

o
9.oo 8.

NO. 7.

URT.

6.
1

5.1. 4.2. 3.



10.RAHARDJO 11.SOEPARNO

12.MOCH.ZEIN,S.H.

13.SAHLI
14.SOEKASOL

15.SOEHADI,B.A.

16.SOEKADIS

17.SUDJONOSURAD1,S.H.

18.MAKSUM

19.SOEHAsONO,S.H.

20.SUMUNAsONOSMHK

PelaksanapadaSubBagianDo

kumentasidanPerpustakaan.

PembantuPelaksanapadaBiro

Perencanaan.

KepalaBagianPenyelesaianHu

kum.

KepalaSubBagianDokumentasi

danPerpustakaan.

PelaksanapadaSubBagianT.U.

BiroPerencanaanLPU.

KepalaSubBagianPerencanaan

Logistik.

KepalaSubBagianTikRoneo BiroAdministrasiUmumLPU.

KepalaSubBagianPemungutan
SuaradanPenghitunganSuara.

PelaksanapadaSubBagianBiro

HukumLPU.

PelaksanapadaSubBagianPen

daftaranPemilihdanJumlah

Penduduk.

PelaksanapadaSubBagianPe-

rencanaanUmumdanOrganisasi.

Anggota.

KetuaKelompokIIUrusan
OT/OT.1/77dariJawaTe

ngah,D.I.Yogyakarta.

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokIIIUrusan
OT/OT.1/77dariSumatera

Utara.

Anggota. Anggota. Anggota.



KetuaKelompokIVPenertib
anAdministrasiTehnishasil

PemilumeliputiDaerahseluruh

Sumatera.

KetuaKelompokIVPenertib
anAdministrasiTehnishasil

Pemilu1977meliputiDaerah

Tk.IseluruhPulauJawa.

4

Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KepalaBagianTehnisBiroPenye

lenggaraPPI.

KepalaBagianOtorisasiBiroKe

uanganLPU.

KepalaBagianSantiajiBiroHu

masLPU.

PembantuPelaksanapadaBiro

Perencanaan.

PelaksanaBiroKeuangan

KepalaSubBagianT.U.Biro

HumasLPU.

PelaksanapadaBiroAdministra

siUmumLPU.

KepalaBagianUrusanDalam

BiroAdministrasiUmumLPU.

KepalaSubBagianUrusanRumah

KepalaBagianPemeriksaanBiro

IV'liiW.'iuitu1kir•.K-M^mujin

3

CHAMINSUTEGO SOEDHARNO,S.H.

Tangga.

Keuangan.

Drs.A.ZAINAL

F.S.PARAENG
EDOSUKAENA

2 M.MARSAs Drs.ISTOWO M.NOCKAS

SOlAsO

KOBIRAN l»lJRWITO

1 31.21. 30.22. 29.23. 28.24. 27.25. 26.



33.JANESHARD,S.H.

34.SOEMARDJONOHs.

35.R.HARSOiO

36.WAHYUSUKENDAR 37.Drs.RISLANLUMSO

38.SOEWIGNYO

39.KOERNIJAWsiAiA

40.A.KADIRHARIN,B.A.

41.R.SOEMARDI

o
0l

si,PerjalanandanAngkutan.

KepalaBagianPerundang-undang-

anLPU.

KepalaSubBagianArsip/Ekspe

disi.

KepalaBagianKeamananBiro

KhususLPU.

KepalaBagianPembukuanBiro

KeuanganLPU.

KepalaSubBagianBiroKhusus

LPU.

PelaksanaBendaharawanLPU. KepalaBagianPersonaliaLPU. KepalaSubBagianPenertiban

BiroHumasLPU.

KepalaBagianPublikasidanPe

neranganBiroHumasLPU.

Anggota. Anggota.

KetuaKelompokVIPenertib
anAdministrasiTehnisPemilu 1977yangmeliputiDaerahTk.

Isel'uhKaEOmantan,PUli,NTT,

danNTB. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.

KetuaKelompokVIIPenertib anAdministrasiTehnisPemilu 1977meliputiDaerahTk.Ise
luruhSulawesidanIrianJaya.



4

Anggota. Anggota.
Anggota.

Anggota. Anggota.

PelaksanapadaSubBagianStatis PelaksanapadaSubBagianPemu
PelaksanapadaSubBagianAdmi

3

KepalaBagianAnggaranBiro PelaksanaBendaharawanLPU.

ngutanSuaradanPenghitungan

KeuanganLPU.

tik.

Suara.

nistrasiPersonil.

2

Drs.SOEHARSO

E.DIMiATI

F.X.INDRASTO

Drs.F.TELAUMBANUA

NGATIMAN

1
42.

43. 44.
l

46.

.A.N.MENTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

SEKRETARISUMUM

ttd

R.SOEPRAPTO.
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 178/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAYAGUNAAN/

PEMANFAATAN SISA SURAT-SURAT FORMULIR

BERUPA BARANG CETAK YANG TIDAK

DIPERGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977





KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 178/LPU/Tahun 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAYAGUNAAN/PEMAN

FAATAN SISA SURAT-SURAT FORMULIR BERUPA BA

RANG CETAK YANG TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a.

Mengingat

b.

bahwa setelah penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 1977 selesai masih ada sisa

surat-surat formulir berupa barang cetak yang

semula disediakan sebagai cadangan untuk

keperluan Pemilihan Umum Tahun 1977,

yang tidak dipergunakan dalam penyelengga

raan Pemilihan Umum Tahun 1 977 dan masih

tersimpan di Gudang Badan Perbekalan dan

Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum ma

ka dipandang perlu diatur pendayagunaannya/

pemanfaatannya;

bahwa untuk pendayagunaan/pemanfaatan

barang cetak sebagai dimaksud dalam huruf a

di atas perlu dibentuk suatu panitia untuk

menyelenggarakan pendayagunaan/peman

faatan sisa surat-surat formulir berupa barang

cetak yang tidak dipergunakan dalam penye

lenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977

tersebut.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
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(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan kedudukan Majelis Permu

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975

(Lembaran Negara Tahun 1 976 Nomor 1 ;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambah

an Lembaran Negara Nomor 3066);



5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970

tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan

Perhubungan pada Lembaga Pemilihan U-

mum;

6. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia

(I.C.W. Stbl. 1 925 Nomor 448), sebagaimana

telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya;

7. Peraturan Penyusunan Tata Usaha (R.A.B.

Stbl. 1933 Nomor 381 jo. Stbl. 1945 Nomor

134);

8. Reglement Voorschriften voor het Materieel

Beheer (Stbl. 1916 Nomor 151 jo. Stbl. 1926

Nomor 58);

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971

tentang Inventarisasi barang-barang milik Ne

gara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 164/LPU/

Tahun 1977 tanggal 222 Oktober 1977 ten

tang pembubaran Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I dan Tingkat II serta pemberhentian

Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan

Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di

seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan

sisa surat-surat formulir berupa barang cetak yang

semula disediakan sebagai cadangan dan tidak

perlu dipergunakan dalam penyelenggaraan Pe -
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milihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya

disebut Panitia Pendayagunaan Sisa Barang Cetak

Pemilihan Umum Tahun 1 977.

KEDUA : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercan

tum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan

sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedu

dukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan Sisa Barang

Cetak Pemilihan Umum Tahun 1 977 bertugas :

a. melakukan pemeriksaan dan penelitian sisa su

rat-surat formulir berupa barang cetak yang

tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 1977 dan perlu

dihapuskan sebagai surat-surat kedinasan ka

rena habis nilai kedinasannya.

b. menentukan sejumlah barang cetak tersebut

dari setiap jenis yang perlu disimpan untuk

dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977

yang selanjutnya dilola oleh Lembaga Pemilih

an Umum.

>

c. menentukan cara penghapusan barang cetak

tersebut setelah dilakukan tindakan tersebut

dalam huruf a dan huruf b, dengan ketentuan

untuk dapat diambil manfaatnya sedemikian

rupa sehingga tidak menimbulkan kegelisahan

dan atau kericuhan dalam masyarakat dan pe

manfaatannya sesuai dengan ketentuan peratu

ran perundangan yang berlaku.

d. membuat Berita Acara tentang pelaksanaan

tugasnya.
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KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

liwat Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan U-

mum selambat-lambatnya akhir bulan Januari

1978.

KELIMA : Segala biaya keperluan Panitia Pendayagunaan/

Pemanfaatan Sisa Barang Cetak Pemilihan Umum

Tahun 1977 dibebankan pada Anggaran Belanja

Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali jika di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan dengan penuh tang

gung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1 . Menteri Keuangan di Jakarta;

2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta;

1089



5. Direktur Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggara

an Keuangan di Jakarta;

6. Direktur Perbendaharaan Negara (u.p. Sub. Dit. Pendapatan

dan Pembiayaan) di Jakarta;

7. Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga

Pemilihan Umum;

8. Gubernur KDH Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I seluruh Indonesia;

9. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II seluruh Indonesia;

1 0. A r s i p.
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NO.

URT. NAMA J A BA

1 2 3

1. Drs. AZHAR1 NASUTION Kepala Biro Pengawai

dan Perhubungan pada

2. SANUSI WIRASUMINTA, B.A. Kepala Bagian Angkutan1.

Badan Perbekalan dan

LPU.

3. SOENARSO Kepala Bagian Alokasi &

Perbekalan dan Perhubia

4. SLAMET JAYAVIJAYA. Kepala Biro Hukom Lr

5. SUBLY SENAPI, S.H. Kepala Biro IRJA PP1

dan Evaluasi LPU.

6. WAHJU SOEKENDAR Kepala Bagian Pemenis

LPU.

7. Drs. ISA ANHAR Kepala Bagian Urusan U

trasi Badan Perbekalan i

LPU.

—

8. Drs. H. SITORUS Kepala Bagian Tata Usih

Umum LPU.

9. SAMPOERNO Kepala Bagian Dokumer

10. SOEDHARNO, SM. Kepala Bagian Urusan &

trasi Umum LPU.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 178/LPU/TAHUN 1977.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMUSNAHAN/

PENDAYAGUNAAN BARANG-BARANG CETAK

PEMILU 1977

N

4

dan Perbekalan Ketua merangkap Anggota.

Biro Angkutan

tubungan pada

Wakil Ketua merangkap Anggota.

;ngadaan Badan

Dada LPU.

'emilihan Umum.

Bagian Analisa

Sekretaris merangkap Anggota.

Anggota.

Anggota.

Biro Keuangan Anggota.

Biro Adminis-

rhubungan pada

Anggota.

ro Administrasi Anggota.

in Statistik LPU.

Biro Adminis-

Anggota.

Anggota.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM,

ttd.

R. SOEPRAPTO
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 179/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT TEAM

PENYUSUN DOKUMENTASI

PEMILIHAN UMUM 1977
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 179/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT TEAM

PENYUSUN DOKUMENTASI PEMILIHAN UMUM 1977

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan U-

mum 1977 perlu dibentuk Sekretariat Team

Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum

1977;

b. bahwa personil Sekretariat Team Penyusun

Dokumentasi Pemilihan Umum 1 977 sebagai

dimaksud dalam huruf a di atas diambil dari

personil Sekretariat Lembaga Pemilihan U-

mum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten

tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba

dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

38; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3063);

.2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten

tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu
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syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak

yat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1 975 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu

dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem

baran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tam

bahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 977

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No

mor 1 Tahun 1 976 tentang Pelaksanaan Un

dang-undang Nomor 1 5 Tahun 1 969 sebagai

mana diubah dengan Nomor 4 Tahun 1975.

6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Pani

tia Pemilihan Indonesia;



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 1 1/LPU/Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan

Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan In

donesia;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem

baga Pemilihan Umum Nomor 152/LPU/

Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan

Tata Kerja Team Penyusun Dokumentasi Pe

milihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat TeSm Penyusun Doku

mentasi Pemilihan Umum 1 977, yang selanjutnya

disebut Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi

Pemilihan Umum 1 977.

: Mengangkat Personil yang namanya tercantum

dalam ruang 2 untuk di samping tugas sehari-hari

masing-masing ditunjuk dalam Kedudukan seperti

tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan

ini

: Sekretariat Umum Penyusun Dokumentasi Pemi

lihan Umum 1 977 bertugas :

1. Mengumpulkan, menghimpun dan menyiap

kan bahan-bahan/data-data yang diperlukan

untuk penyusunan dokumentasi Pemilihan

Umum 1977.

2. Membantu pelaksanaan Tugas Ketua-ketua

Kelompok Team Penyusun Dokumentasi Pe

milihan Umum 1977.

3. Menjamin kerahasiaan bahan/data-data yang

diperlukan dalam penyusunan Dokumentasi

Pemilihan Umum 1 977.

KEDUA

KETIGA
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4. Mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu

atas petunjuk Ketua Team Penyusun Doku

mentasi Pemilihan Umum 1 977.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, personil Sekreta

riat Team Penyusun Dokumentasi diDimpin oleh

Ketua Kelompok yang t bersangkutan dan secara

umum dikordinir oleh Sekretaris Team Penyusun

Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Team Penyu

sun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977, di

bebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemi

lihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan per

ubahan seperlunya dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan dengan penuh tang

gung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 1 977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI

PEMILIHAN UMUM 1977

KETUA,

ttd.

IBNOE SALEH
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KETUALEMBAGAPEMILIHANUMUM

NOMOR:179/LPU/TAHUN1977.

KEDUDUKANDALAMSEKRE TARIATTEAMPENYUSUNAN

DOKUMENTASIPEMILU1971. PelaksanapadaKelompok

BidangAdministrasidan

Organisasi.

4

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

JABATAN

KepalaSubBagianT.U.Biro

KhususLPU.

KepalaSubBagianRumahTang gaBiroAdministrasiUmumLPU

KepalaSubBagianKesejahtera
anPegawaiBiroAdministrasi

UmumLPU.

KepalaSubBagianPersonalia BiroAdministrasiUmumLPU.

PelaksanaSubBagian.

3

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

NAMA

Drs.RISLANLUMSO
NY.SOEATWARIJAH

SRIWsODO

TATISUHARTATI
CHAMINSUTEGO

NO.

URT.

2
SOlAsO RAMELAN

NGATIMAN POERWOTO

KARSsI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1



NY.HADsJAH

SOENGADI SACHLI

SOEDARMODJO

SOEKSOOELiOELI

RAHARDiO
F.PARAENG

SJAIFURRACHMAN

SOEPARNO

TUKIiO

M.NOCKAS

A.KADIRHARIN,B.A.

MAKSOEM

SOETRISNO
POERW1TO

KepalaSubBagianBiroAdminis

trasiUmumLPU.

KepalaSubBagianPencalonan danPenggantianAnggotaBiro

PerencanaanLPU.

KepalaSubBagianDokumen

tasi&PerpustakaanBiroPeren

canaanLPU.

KepalaSubBagianT.U.Biro

PerencanaanLPU.

PelaksanaSubBagian.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianT.U.Biro

HumasLPU.

KepalaSubBagianPenerbitan

BiroHumasLPU.

PelaksanaSubBagian,

s.d.a. s.d.a.

s.d.a. s.d.a.

PelaksanapadaKelompok
TehnisdanPerundang-un-

dangan.

PelaksanapadaKelompokTeh

nisdanPerundang-undangan.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanapadaKelompok

nitlannKcuiinRnn.



EDOSUKAENA

HERIHERMAWAN

PUDJIRAHAJU

SANUSIWIRASUMINTA

SJAHRILRAMLI,B.A.

DEDENSUPRIJADI

JENIHEFFENDI

SODSOANTO

SUHARIN

SUPARMAN

ROSADI

SJARMANTOSALEH

SUTANTO

HANHAND.S.

SOEKADIS

SOEMARDJONOHs.

KepalaSubBagianT.U.Biro

KeuanganLPU.

PelaksanaSubBagian,

s.d.a.

KepalaBagianAngkutan/Perhu
bunganBadanPerbekalandan

PerhubunganLPU.

PelaksanapadaBadanPerbekal

andanPerhubunganLPU.

s.d,a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

KepalaSubBagianTik&Roneo

BiroAdministrasiUmumLPU.

KepalaSubBagianArsip&Eks
pedisiBiroAdministrasiUmum

LPU.

PelaksanapadaKelompok

BidangKeuangan

s.d.a. s.d.a.

PelaksanapadaKelompok BidangPerbekalandanPer

hubungan,

s.d.a.
s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaTikdanPenggandaa

s.d.a.



s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

PelaksanaSubBagian.

s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a. s.d.a.

SOEWARDI

DJUARSIH TOELISNO DARWOTO

SOEWANDIM.

GATOTMOESENO

KLIMAN

KASMANHAIRIL

NGALIMIN

SUHARTIMNOOR

NIZARFAHRI

DARLISRA.

SOTLERMARPAUNG

42. 43. 44.
l.

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Ditetapkandi:Jakarta.

Padatanggal:3Desember1977.

A.N.MlTERIDALAMNEGERSOKETUA

LEMBAGAPEMILIHANUMUM

TEAMPENYUSUNDOKUMENTASI

PEMILIHANUMUM1977

KIAUl

ttd



RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 01/11/1/1976 TANGGAL 22 JANUARI 1976

TENTANG

PENGAJUAN/PENGUSULAN CALON NAMA-NAMA

ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I SERTA SEKRETARIS PANITIA

PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I





KAWAT/TELEX/TELKOM

KEPADA : PARA GUB KDH/KETUA PPD TK I SELU

RUH INDONESIA

DARI MENDAGRI/K1 TUA LPU

SIFAT SEGERA

NO 01/1 1/1/1976 TGL 22 JANUARI 1976

BERDASARKAN SK MENDAGRI/KET. LPU NO 02/LPU/

TAHUN 1976 DAN NO 03/LPU/TAHUN 1976 KMA DIMINTA

PERHATIAN SDR SBB TTKDUA

AA TTK DENGAN BERPEDOMAN PD SK MENDAGRI/KET

LPU NO 01/LPU/TAHUN 1976 KMA AGR SDR

SEGERA MENGAJUKAN/MENGUSULKAN CALON

NAMA-NAMA ANGGOTA MERANGKAP WAKIL

KETUA DAN ANGGOTA-ANGGOTA PPD TK I

SERTA SEKRETARIS PPD TK I TTK

BB TTK UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN SAN

TIAJI PPD TK I KMA DIHARAPKAN AGAR CALON

NAMA-NAMA TERSEBUT AA DI ATAS SUDAH

DAPAT KAMI TERIMA SELAMBAT-LAMBATNYA

PD AKHIR BULAN INI TTK

CC TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLUNYA

TTKHBS

MENDAGRI/KET LPU

Untuk Pengesahan

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR 03/11/11/1976 TANGGAL 10 PEBRUARI 1976

TANGGAL 10 PEBRUARI 1976

TENTANG

RENCANA PENYUSUNAN STAF/PERSONIL

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH

TINGKAT I, PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT

I, PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II DAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KAWAT/TELEX/TELKOM

KEPADA : SDR GUB KDH/KET PPD TK I IRJA DI

JAYAPURA

DARI : MENDAGRI/KET LPU

TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KET PPD TK I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA.

NOMOR : 03/1 1 /II/ 1976 TGL 10PEBRUARI 1976.

MENUNJUK SRT SDR TGL 8 JANUARI 1976 NO.

R-004/X/GIJ/76 MENGENAI RENCANA STAF SEKRETA

RIAT PPD TK I KMA DIBERITAHUKAN SBB TTKDUA

SATU TTK

DUA TTK

TIGA TTK

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPD TK I

DAN PENGANGKATAN PERSONILNYA GA

RIS MIRING STAF YAITU KARO KE BA

WAH DILAKSANAKAN OLEH GUB

KDH/KET PPD TK I SESUAI KETENTUAN

PASAL 6 AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET

LPU NO 01/LPU/TAHUN 1976 TTK

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPD TK II

DAN PENGANGKATAN PERSONILNYA GA

RIS MIRING STAF YAITU KABAG KE-

BAWAH DILAKSANAKAN OLEH BUPATI/

WALIKOTA MADYA KDH/WALIKOTA/KET

PPD TK II SESUAI KETENTUAN PASAL 24

AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET LPU NO

01/LPU/TAHUN 1976 TTK

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS DAN

PENGANGKATAN PERSONILNYA GARIS

MIRING STAF YAITU KASUBAG KEBA-

WAH DILAKSANAKAN OLEH BUPATI/

1111



WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KET

PPD TK II SESUAI KETENTUAN PASAL 41

AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET LPU NO

01 /LPU/TAHUN 1 976 TTKDUA

EMPAT TTK SAMBIL MENUNGGU KETENTUAN LEBIH

LANJUT KMA JUMLAH PERSONIL GARIS

MIRING STAF TSB ANGKA SATU S/D TIGA

DI ATAS DITETAPKAN SBB TTKDUA

AA TTK SEBANYAKSNYA 36 KRBK TI-

GAPULUH ENAM KRTP O-

RANG TERMASUK SEORANG

SEKRETARIS DAN 6 KRBK E-

NAM KRTP ORANG TENAGA

HARIAN LEPAS UNTUK TIAPS

PPD TK I TTKKKMA

BB TTK SEBANYAKSNYA. 22 KRBK

DUAPULUH DUA KRTP O-

RANG TERMASUK SEORANG

SEKRETARIS DAN 2 KRBK

DUA KRTP ORANG TENAGA

HARIAN LEPAS UNTUK TIAPS

PPD TK II TTKKMA

CC TTK SEBANYAKSNYA 7 KRBK TU

JUH KRTP ORANG TERMASUK

SEORANG SEKRETARIS UN

TUK TIAPS PPS KMA DAN TI

DAK TERDAPAT TENAGA HA

RIAN LEPAS TTK

LIMA TTK UNTUK KEPERLUAN DOKUMENTASI KMA

SALINAN KPTSN PEMBENTUKAN SEKRE

TARIAT DAN PENGANGKATAN PERSO

NILNYA HARAP DIKIRIMKAN KPD KAMI

TTK

1112



ENAM TTK UNTUK MAKLUM DAN PERHATIAN SE

PERLUNYA TTKHBS

MENDAGRI/KET LPU

Untuk pengesahan

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 166/15/IV/1976 TANGGAL 4 APRIL 1976

DAN NOMOR 1991/15/V/1976 TANGGAL 15 MEI 1976

TENTANG

PETUNJUK PENGISIAN ANGGOTA PPD I/PPD II/PPS

DARI UNSUR PARTAI POLITIK





KAWAT/TELEK/TELEKGM

DARI

UNTUK

TEMBUSAN

TANGGAL

PERIHAL

SIFAT

MLNDAGRI/KETUA LPU

GUB KDH/KETUA PPD I SULTRA

SELURUH GUB KDH/KETUA PPD I

19 MARET 1976

KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENG

GARA PEMILU

SANGAT SEGERA

NOMOR 166/15/IV/1976.

SATU TTK MENUNJUK RDG GUB KDH/KETUA PPD I

SULTRA NOMOR 31/ l/T. l/IV/76 TGL 5-4

- 1976 TENTANG PERSONALIA PPS TTK

DUA TTK

TIGA TTK

EMPAT TTK

MENGENAI KEANGGOTAAN PANITIA PE

NYELENGGARA PEMILU HARAP PRIKSA

PASAL 1 5 PP NOMOR 1 TAHUN 1976 YANG

MENJELASKAN TENTANG SYARAT-

SYARATNYA TTK

KHUSUS MENGENAI TEMPAT TINGGAL

KEANGGOTAAN PANITIA TERSEBUT HA

RAP PRIKSA PASAL 15 HURUF C PP NO

MOR 1 TAHUN 1976 TTK

APABILA PARPOL ATAU GOLKAR TIDAK

DAPAT MENGISI KEANGGOTAAN PANI

TIA KMA TEMPATNYA HARAP TETAP DI

KOSONGKAN KMA JANGAN DIISI OLEH

UNSUR PEMERINTAH/ABRI TTK

1117



LIMA TTK UNTUK MENDAPAT PERHATIAN TTK HBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH/KETUA PPD I

KALIMANTAN SELATAN

TEMBUSAN : GUBERNUR KDH/SELURUH INDONESIA

NOMOR: 199/15/V/1976 TANGGAL 15 MEI 1976.

MENJAWAB RDG SDR NO 465/P2/V/76 TGL. 8 MEI 1976

MENGENAI PENGISIAN AGR PPS/PPD II UNSUR PARPOL

DIJELASKAN SBB TTK DUA

AA TTK PERIKSA RDG MENDAGRI/KETUA LPU NO

166/1 5/1V/ 1976 TTK

BB TTK PENGISIAN ANGG PPS/PPD II DARI UNSUR

PARPOL YG MASIH LOWONG DAPAT DIISI

KALAU CALONNYA SUDAH DIAJUKAN TTK

CC TTK PENGANGKATANNYA TERHITUNG MULAI DI

KELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANG

KATANNYA SBG ANGGOTA PPS/PPD II YBS

TTK

DEMIKIAN UNTUK MENJADI MAKLUM TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

u.b.

Biro Administrasi Umum

ttd

IBNOE SALEH
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMIUHAN UMUM

NOMOR 12/11/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UNSUR

PARTAI POLITIK





KAWAT/TELEX/TELKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : SDR GUB KDH/KETUA PPD I SUMSEL DI

PALEMBANG

TEMBUSAN : GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH INDO

NESIA

SIFAT : SEGERA.

NOMOR : 1 2/ 1 1 /VI/ 1 976 TANGGAL 28 JUNI 1 976

MENJAWAB KWT SDR TGL 6 MEI NO 832/G.1/V/76 MENGE

NAI PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UNSUR PAR

POL KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA

SATU TTK PERIKSA KWT MENDAGRI/KET LPU NO

166/15/LV/1976 DAN NO 199/15/V/1976 TTK

DUA TTK MESKIPUN JADWAL WAKTU PEMBENTUKAN

APARAT PEMILU SUDAH BERAKHIR KMA

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UN

SUR PARPOL YG MASIH LOWONG DPT DI

LAKSANAKAN APABILA CALONNYA SUDAH

DIAJUKAN DAN PENGANGKATANNYA SBG

ANGGOTA PPS YBS TTK

TIGA TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLU

NYA TTKHBS

MENDAGRI/KET LPU

UNTUK PENGESAHAN

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 14/11/R/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976

TENTANG

LEMBAGA PEMBANTU GUBERNUR DAN PEMBANTU

BUPATI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN

PEMILIHAN UMUM





KAWAT/TELKOM/TELGRAP

KEPADA : GUB KDH D.I. ACEH/KETUA PPD I

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

SIFAT : SEGERA.

TEMBUSAN : SEMUA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

NOMOR : 14/1 1 /R/VI/ 1976 TANGGAL 28 JUNI 1976

MENUNJUK KWT SDR TERAKHIR NO 774a/a.2/V/76 TGL 17

MEI 1976 KMA DGN INI DIBERITAHUKAN SBB TTK DUA

SATU TTK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-

-UNDANGAN PEMILU KMA BADANS PENYE

LENGGARA PEMILU DIBENTUR DIIBUKO-

TA DATI SATU KRBK PPD I KRTP KMA DATI

DUAKRBK PPD II KRTP KMA KECAMATAN

KRBK PPS KRTP DAN DIDESA KRBK PPP

KRTP TTK

DUA TTK LEMBAGA PEMBANTU GUB DANPEMBANTU

BUPATI TIDAK TERMASUK KETENTUAN

TSB ANGKA SATU KMA NAMUN DEMIKIAN

DLM KEDUDUKANNYA SBG ALAT DEKON

SENTRASI DPT BERPERANAN DLM RANGKA

MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU

1 977 ATAS DASARPENUGASAN YG DIBERI

KAN OLEH GUB/BUPATI YBS TTK

TIGA TTK KHUSUS MENGENAI PEMBANTU BUPATI

DLM RANGKA PENUGASAN UTK MENSUK

SESKAN PELAKSANAAN PEMILU 1977 KMA

DPT DITUGASKAN MISALNYA SBG PEMBAN

TU PPD II DGN TUGAS ANTARA LAIN TTK

DUA

1127



AA TTK PENGAWASAN THDP PERSIAPAN

/ PENYELENGGARAAN PEMILU

TTKKMA

BB TTK MENGKORDINIR KEGIATANS

PPS TTKKMA

CC TTK MENERIMA DAN MENERUSKAN

HASIL PEMUNGUTAN SUARA KE

PPD II DLL TTK

EMPAT TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM TTKHBS.

MENDAGRI/KET LPU

Untuk Pengesahan

SEKRETARIS UMUM LEMBAGA

PEMILIHAN UMUM,

ttd.

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 15/11/R/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976

TENTANG

TENAGA PERSONIL PADA SEKRETARIAT

PPD I, PPD II DAN PPS





KAWAT/TELEX/TELKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : SDR GUB KDH/KETUA PPD I SUMATERA

UTARA DI MEDAN

TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA

NOMOR : 1 5/ 1 1 /R/VI/ 1 976 TANGGAL, 28 JUNI 1 976

MENUNJUK SRT SDR TGL 26 MEI 1976 NO 908/B.2/V/1976

MENGENAI KEKURANGAN TENAGA PERSONIL PD SEKRE

TARIAT PPD I KMA PPD II DAN PPS DI DAERAH TK I

SUMUT KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA

SATU TTK JUMLAH PERSONIL TERMASUK TENAGA

HARIAN PADA SEKRETARIAT PPD I KMA

PPD II DAN PPS TELAH DITETAPKAN BER

DASARKAN KWT MENDAGRI/KETUA LPU

TGL. 10 PEBR 1976 NO 03/1 1 /II/ 1976 DAN SK

MENDAGRI/KETUA LPU NO 31/LPU/TAHUN

1976 TTK

DUA TTK MENGENAI SUPIR DAN PETUGAS/JURAGAN

PERAHU BERMOTOR KMA SPY DIAMBIL

KAN DARI FORMASI YG SUDAH DITENTU

KAN DLM SK MENDAGRI/KETUA LPU TSB

DI ATAS TTK

TIGA TTK APABILA SDH TIDAK MUNGKIN DIAMBIL

KAN DARI FORMASI TSB KMA MENGINGAT

TERBATASNYA ANGGARAN LPU KMA HA

RAP DIATASI DGN BIAYA PEMDA TTK
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EMPAT TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLU

NYA TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO



RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 22/ll/Rdg./VII/1976 TANGGAL 16 JULI 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH

TINGKAT I DAN PANITIA PENELITI

DAERAH TINGKAT n





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANI

TIA PEMILIHAN INDONESIA

UNTUK : GUBERNUR KDH/KETUA PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH

INDONESIA

KLASIFIKASI : SEGERA.

NOMOR : 27/1 5/Rdg/VIII/ 1976 TANGGAL 19 Agustus 1976

SESUAI DENGAN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NOMOR

95/LPU/TAHUN 1976 TENTANG TATACARA PENELITIAN

CALON DAN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NOMOR 10/LPU/

TAHUN 1973 TENTANG JADWAL WAKTU KEGIATAN PE

MILU TTK KMA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANI

TIA PENELITI DAERAH KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA

AA TTK PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT I DAN II

DIBENTUK SECEPAT-CEPATNYA TGL SATU

SEPT 1 976 DAN SELAMBAT-LAMBATNYA TGL

25 SEPT 1976 KMA SERTA MEMILIKI MASA

TUGAS SMP DGN TGL 31 JANUARI 1977 TTK

BB TTK PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT I SE

BANYAK-BANYAKNYA BERJUMLAH SEM

BILAN ORANG DENGAN KOMPOSISI YG TER

DIRI DR UNSURS SBB TTK DUA

SATU TTK PEMDA DUA ORANG TTK

DUA TTK LAKSUS PANGKOPKAMTIB-

DA DUA ORANG TTK

TIGA TTK PPD I DUA ORANG TTK

EMPAT TTK KEJAKSAAN SATU ORANG

LIMA TTK PENGADILAN SATU ORANG

ENAM TTK KEPOLISIAN SATU ORAN(,

1 1 39



CC TTK SUSUNAN PANITIA PENELITI DAERAH

TINGKAT I ADALAH SBB TTK DUA

SATU TTK KETUA DARI UNSUR PEMDA

TTK KMA

DUA TTK WKL KETUA DARI UNSUR LAK-

SUS PANGKOPKAMTIBDA TTK DUA

TIGA TTK SEKRETARIS DARI SEKRE

TARIAT PPD I TTK KMA

EMPAT TTK LAIN-LAINNYA BERTUGAS SBG

ANGGOTA TTK

DD TTK DARI UNSUR PEMDA SPY DIIKUT SERTA

KAN UNSUR DITSUS TTK

EE TTK SUSUNAN PANITIA PENELITI DAERAH TING

KAT II DI DISESUAIKAN DENGAN HURUF BB

KMA CC DAN HURUF DD TSB DIATAS TTK

KMA KATA LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA DI

BACA KODIM TTK

FF TTK SRT KAWAT INI BERSIFAT SBG PETUNJUK

TTK KMA KETUA PPD l/U DPT MENGADAKAN

PENYESUAIAN MENGINGAT KEADAAN DI-

DAERAHNYA MASINGS TTK

GG TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN

DILAKSANAKAN TTK HBS

MENDAGR1/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

SEKRETARIS

ttd

R. SOFPRAPTO

1 140



RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 27a/15/Rdg./VIII/1976

TANGGAL 21 AGUSTUS 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH

TINGKAT I DAN TINGKAT II





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEM

BAGA PEMILIHAN UMUM

UNTUK : GUBERNUR KDH/KETUA PANITIA PEMI

LIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH

INDONESIA

KLASIFIKASI: SEGERA.

NOMOR : 27A/15/RDG/VIII/1976

TANGGAL 21 AGUSTUS 1976

MENYUSUL KAWAT/RDG MENDAGRI/KET PPI NOMOR

27/15/RDG/VIII/1976 TGL 19 AGUSTUS 1976 TTG PEN

JELASAN PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH

TINGKAT I DAN II KMA DGN INI DITEGASKAN LBH

LANJUT BHW TTKDUA

AA TTK UNSUR KUTIP BUKA PPD I DUA ORANG KUTIP

TUTUP YG DUDUK DLM PANITIA PENELITI

DAERAH TINGKAT I SEBAGAI DIMAKSUD

DLMURF BB ANGKA TIGA KAWAT RDG MEN

DAGRI/KET PPI TSB DIATAS TERDIRI DARI

WKL KETUA PPD I DAN SEORANG PEJABAT

SEKRETARIAT PPD I KURBUK SEKRETARIS/

KARO KURTUP YANG BERSANGKUTAN ATAU

KEDUANYA PEJABAT SEKRETARIAT PPD I

TIK

BB TTK DEMIKIAN UNTUK DIPERHATIKAN DAN DI

LAKSANAKAN TTK
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CC TTK UNTUK RALAT TTKDUA KATA PANITIA PEMI

LIHAN INDONLSIA/PPI DLM KAWAT/RDC. TBS

DIATAS HARAP DIBACA LEMBAGA PEMILIH

AN UMUM/LPU TTK HBS

MKNDAGRI/KETUA LPU

Untuk pengesahan

a.n. menteri dalam negeri/ketua

ll mbac.a pemilihan umum

sekretaris umum

ttd

R. SOl PRAPrO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 33/15/Rdg./IX/1976 TANGGAL 11

SEPTEMBER 1976

TENTANG

PELANTIKAN PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT

I/PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT II





KAWAT/TELEX/TELKOM

DARI

KEPADA

KLASIFIKASI

TEMBUSAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEM

BAGA PEMILIHAN UMUM

GUB KDH/KETUA PPD I JATENG

SEGERA.

1. GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH IN

DONESIA

2. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/

KETUA PPD II SELURUH INDONESIA

NOMOR : 33/15/Rdg/IX/1976. TANGGAL, 1 1 September 1976

MENJAWAB RDG SDR NOMOR 2/SI/IX/1976 PERIHAL PA

NITIA PENELITI DAERAH TK I DAN PANITIA PENELITI

DAERAH TK II SEBAGAI DIMAKSUD DLM PASAL 13 AYAT

(4) PP NO 2 KMA JUNCTO PASAL 4 (AYAT) 2 KEP

MENDAGRI/KETUA LPU NO 99/LPU/TAHUN 1976 DIAMBIL

SUMPAH/JANJI ATAU HANYA DILANTIK DPT DIJELAS

KAN SBB TTKDUA

AA TTK PANITIA PENELITI DAERAH TK I/PANITIA PE

NELITI DAERAH TK II CUKUP DILANTIK KMA

ULANGI CUKUP DILANTIK TTK

BB TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN

DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO
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KADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 44/15/Rdg./X/1976 TANGGAL 25

OKTOBER 1976

TENTANG

MASA KERJA PANITIA PENELITI PUSAT





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH/KETUA PPD I JATENG

TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA

NOMOR : 44/ 1 5/Rdg/X/ 1 976. TANGGAL, 25 Oktober 1 976.

MENJAWAB RDG SDR NO 9/ST/X/76 TGL 14 OKT 76

MENGENAI MASA KERJA PPP KRBK PANITIA PENDAF

TARAN PEMILIH KRTP DIJELASKAN SBB TTKDUA

SATU TTK MASA KERJA PPP MENURUT PENYEDIAAN

DLM ANGGARAN SESUAI SRT MENDAGRI/

KETUA LPU NMR 04/14/11/1976 TGL 27 PE-

BRUARI 1976 ADALAH SELAMA 4 KRBK

EMPAT KRTP BULAN KMA TERHITUNG MU

LAI BULAN APRIL 1976 TTK

DUA TTK PPP DIBUBARKAN SETELAH DAFTAR PE

MILIH TAMBAHAN DISAHKAN ATAU SESU

DAH TGL 19 JULI 1976 TTKKMA HALS YG

BERHUBUNGAN DGN DAFTAR PEMILIH SE

LANJUTNYA DISELESAIKAN OLEH KETUA

PPS CO KEPALA DESA TTK

TIGA TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 50/15/Rdg./XI/1976 TANGGAL

1 NOPEMBER 1976

TENTANG

JUMLAH TPS UNTUK TIAP DAERAH TINGKAT I

SELURUH INDONESIA





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : 1. GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

2. PP LUAR NEGERI

TEMBUSAN

SIFAT : PENTING

NOMOR : 07/1 5/RDG/II/ 1977. TANGGAL 3 PEBRUARI 1977.

AA TTK MEMPERHATIKAN SARANS/USULS PPD I ME

NGENAI PERUBAHAN JUMLAH TPS YG AKAN

DIADAKAN DI DAERAH MASINGS TTK

BB TTK MENGINGAT BIAYA YG TERSEDIA SERTA

UTK MEMANTAPKAN PERSIAPAN PENENTUAN

TPS TSB KMA SERTA BERDASARKAN HASIL

SANTIAJI KEDUA DI JKT YG BARU LALU

KMA DIPANDANG PERLU MERUBAH SURAT

KAWAT MENDAGRI NO 50/1 5/RDG/XI/ 1976

TGL 1 NOPEMBER 1 976 TTK

CC TTK JUMLAH TPS UNTUK MASINGS WILAYAH KER

JA PPD I YG TELAH DIBERIKAN PETUNJUK

NYA DLM KAWAT MENDAGRI NO

50/15/RDG/XI/1976 KMA SESUAI DENGAN HA

SIL SANTIAJI KE DUA DIUBAH DAN DITETAP

KAN SBB TTKDUA

1 TTK PPD I ACEH 5600 ULANGI LIMA RIBU

ENAM RATUS TPS TTK

2 TTK PPD I SUMUT 14983 ULANGI EMPAT

BELAS RIBU SEMBILAN RATUS DE

LAPAN PULUH TIGA TPS TTK
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3 TTK PPD I SUMBAR 6462 ULANGI ENAM

RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH

DUA TPS TTK

4 TTK PPD I RIAU 3886 ULANGI TIGA RIBU

DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH

ENAM TPS TTK

5 TTK PPD I SUMSEL 8600 ULANGI DELA

PAN RIBU ENAM RATUS TPS TTK

6 TTK PPD I JAMBI 3009 ULANGI TIGA RIBU

SEMBILAN TPS TTK

7 TTK PPD I BENGKULU 1400 ULANGI SERI

BU EMPAT RATUS TPS TTK

8 TTK PPD I LAMPUNG 7534 ULANGI TUJUH

RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH EM

PAT TPS TTK

9 TTK PPD I JABAR 49998 ULANGI EMPAT

PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN

RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN

TPS TTK

10 TTK PPD I DKI JKT 13500 ULANGI TIGA

BELAS RIBU LIMA RATUS TPS TTK

1 1 TTK PPD I JATENG 50655 ULANGI UMA

PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PU

LUH LIMA TPS TTK

12 TTK PPD I DI JOGYAKARTA 5448 ULANGI

LIMA RIBU EMPAT RATUS EMPAT

PULUH DELAPAN TPS TTK

13 TTK PPD I JATIM 59643 ULANGI LIMA

PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RA

TUS EMPAT PULUH TIGA TPS TTK

14 TTK PPD I KALBAR 5382 ULANGI LIMA

RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH

DUA TPS TTK

15 TTK PPD I KALTENG 2289 ULANGI DUA

RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH

SEMBILAN TPS TTK



16 TTK PPD I KALSEL 4022 ULANGI EMPAT

RIBU DUA PULUH DUA TPS TTK

17 TTK PPD I KALTIM 2309 ULANGI DUA

RIBU TIGA RATUS SEMBILAN TPS

TTK

18 TTK PPD I SULUT 4170 ULANGI EMPAT

RIBU SERATUS TUJUH PULUH TPS

TTK

19 TTK PPD I SULTENG 2703 ULANGI DUA

RIBU TUJUH RATUS TIGA TPS TTK

20 TTK PPD I SULTRA 1720 ULANGI SERIBU

TUJUH RATUS DUA PULUH TPS TTK

21 TTK PPD I SULSEL 13504 ULANGI TIGA

BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT TPS

TTK

22 TTK PPD I BALI 5225 ULANGI LIMA RIBU

DUA RATUS DUA PULUH LIMA TPS

TTK

23 TTK PPD I NTB 5587 ULANGI LIMA RIBU

LIMA RATUS DELAPAN PULUH TU

JUH TPS TTK

24 TTK PPD I NTT 5545 ULANGI LIMA RIBU

LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA

TPS TTK

25 TTK PPD I MALUKU 2875 ULANGI DUA

RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PU

LUH LIMA TPS TTK ^ I

26 TTK PPD I IRIAN JAYA 1000 ULANGI SERI

BU TPS TTK

27 TTK PP LUAR NEGERI 80 ULANGI DELA

PAN PULUH TPS TTK

DD TTK BAGI DAERAHS SUMUT KMA SUMBAR KMA

JATIM KMA KALBAR KMA KALTIM KMA

SULTENG KMA SULSEL KMA NTT DAN MA

LUKU YG MASINGS DAERAH TSB JMLH TPS-
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NYA BERTAMBAH DARI JUMLAH TPS YG TLH

DITETAPKAN DGN KAWAT MENDAGRI NO.

50/15/RDG/XI/1976 TGL 1 NOV 1976 KMA

AGAR SEGERA MENGIRIMKAN PERINCIAN YG

BARU MENURUT DAERAH TK II/PPD II TTK

II TTK

EE TTK DEMIKIAN UTK MENJADI PERHATIAN

DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 15/15/Rdg./III/1977 TANGGAL 5 MARET 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PIKET PEMILIHAN UMUM

DI TIAP PPD I DAN PPD II





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA

NOMOR : 15/15/RDG/III/1977. TANGGAL, 5 MARET 1977.-

MENGINGAT TAHAP KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIH

AN UMUM THN 1977 SUDAHMEMASUKI MASA KAMPANYE

DAN DISUSUL TAHAP PEMUNGUTAN SUARA SERTA

PENGHITUNGAN SUARA KMA DIMANA PADA TAHAPS

TSB KEGIATAN PARPOL/GOLKAR YG IKUT SERTA PEMI

LU DITINGKATKAN SAMPAI PUNCAK KMA DIPERKIRA

KAN AKAN BANYAK TIMBUL MASAALAH YG HARUS

DIPECAHKAN DGN SEGERA TTKKMA UNTUK MENGAN-

GULANGI HALS TBS DIBERIKAN PETUNJUK SBB TTKKMA

SATU TTK AGAR DITIAP PPD I DAN PPD II SELURUH

INDONESIA DIBENTUK PIKET PEMILU YG

BERTUGAS SELAMA 24 JAM TERUS MENE

RUS TTK

DUA TTK MASA TUGAS PIKET TSB DIMULAI DARI

PERMULAAN KAMPANYE YAITU TGL. 24

PEBRUARI S/D TGL SELESAINYA PENGHI

TUNGAN SUARA DI PPD I/PPD II TTK

TIGA TTK TUGAS DARI PIKET ADALAH MENGHIMPUN

KMA MENGADMINISTRASIKAN DAN ME

NYALURKAN MASAALAH YG TIMBUL SELA

MA KAMPANYE KMA PEMUNGUTAN SUARA

DAN PENGHITUNGAN SUARA TTK
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EMPAT TTK MELAPORKAN MASAALAHS TSB KPD KE

TUA/SEKRETARIS PPD II/PPD I DAN KPD

LPU/PPI MELALUI PIKET LPU/PPI TTK

LIMA TTK DLM MELAKSANAKAN TUGASNYA KMA PI

KET DAPAT PULA MENGADAKAN KOMUNI

KASI DGN APARAT KEAMANAN DAN IN

STANSI LAIN YG DIPANDANG PERLU TTK

ENAM TTK PIKET PEMILU DI PPI/LPU DPT DIHUBUNGI

SELAMA 24 JAM DGN NOMORS TELEPON

TTKDUA 82731 - 358878 TTK

TUJUH TTK SEGERA LAPORKAN HUBUNGAN TELEPON

UTK PIKET PEMILU DI TIAP PPD I DAN PPD

II TTK

DELAPAN TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM DAN

DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 16A/15/Rdg./1977 TANGGAL 5 MARET 1977

TENTANG

KEANGGOTAAN KPPS





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA.

NOMOR : 16 A/15/RDG/III/1977. TANGGAL, 5 MARET 1977.

MENJAWAB RDG KDH TK I DIY/KETUA PPD I DIY NO

165/L 1 /II/ 1977 YG MENANYAKAN TTG APAKAH ANGGS

ABRI DPT MENJADI ANGG KPPS KMA DIBERIKAN PENJE

LASAN SBB TTKDUA

SATU TTK BERDASARKAN PSL 5 AYAT (2) KEP MEN

DAGRI/KETUA LPU NO 01/LPU/THN 1977

DIJELASKAN BHW ANGG KPPS TERMASUK

KETUANYA TERDIRI DARI UNSURS PEME

RINTAH KMA SEDAPATSNYA DIAMBILKAN

BEKAS PENDAFTAR/PANITIA PENDAFTAR

AN PEMILIK TTK

DUA TTK SEHUBUNGAN DGN KETENTUAN ANGKA

SATU DI ATAS KMA AGAR DIUSAHAKAN

ANGGS KPPS SEDAPATSNYA DIAMBILKAN

DARI UNSURS PEG NEG SIPIL TTKKMA JIKA

SETELAH DIUSAHAKAN MASIH KURANG

KMA DAPAT DIAMBILKAN DARI UNSURS

PRAMUKA ATAU HANSIP YG TIDAK MEN

JADI PETUGAS KEAMANAN DI TPS KMA

JIKA MASIH KURANG JUGA KMA DAPAT

DIAMBILKAN ANGG ABRI TTK

TIGA TTK APABILA ANGG PRAMUKA KMA HANSIP

ATAU ANGG ABRI DIJADIKAN ANGG KPPS
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KMA YBS HARUS MENANGGALKAN SEMUA

ATRIBUTNYA SBG PRAMUKA KMA HANSIP

ATAU ABRI KMA YAITU TIDAK MENG

GUNAKAN PAKAIAN KEDINASANNYA MAU

PUN JABATAN/PANGKATNYA DAN ALATS

PERLENGKAPAN LAINNYA SELAMA MELA

KUKAN TUGAS SBG ANGG KPPS TTK

EMPAT TTK DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM

DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 17/15/Rdg./III/1977 TANGGAL 14 MARET 1977

TENTANG

PEJABAT-PEJABAT YANG DITEMPATKAN PADA

PPI, PPD I, PPD II DAN PPS TIDAK

DIFULTIMERKAN





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB. KDH TK I/KETUA PPD I

TEMBUSAN: GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA

NOMOR : 1 7/ 1 5/Rdg/III/77 TANGGAL, 1 4 MARET 1 977

MENUNJUK NOTA SDR Z ARIFIN M SEKRETARIS PPD I

BENGKULU TANGGAL 23 PEBRUARI 1977 DENGAN INI

DIBERITAHUKAN SBB TTK DUA

SATU TTK ORGANISASI PPI KMA PPD I KMA PPD II DAN

PPS ADALAH ORGANISASI TEMPORAIR TTK

DUA TTK PEJABATS YG DITUGASKAN DLM PANITIAS

TSB JANGAN DIFULLTIMERKAN SEHINGGA

DIBEBASKAN DARI JABATAN ORGANIK

NYA TTK

TIGA TTK HAL ITU UNTUK MENJAGA JANGAN SAM

PAI ADA KESULITAN PD WAKTU ORGANI

SASI PPD I KMA PPD II DAN PPS DIBUBAR

KAN TTK

EMPAT TTK MASA KEGIATAN PEMILU DISEBUT JUGA

MASA OPERASIONIL PEMILU 1977 BERA

KHIR 1 APRIL 1978 KMA SETELAH ITU

ORGANISASI TSB DIBUBARKAN TTK
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LIMA TTK DEMIKIAN UNTUK MENDAPAT PERHATIAN

SEPERLUNYA TTK HBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 36/15/Rdg./IV/1977 TANGGAL 29 APRIL 1977

TENTANG

KEANGGOTAAN KPPS





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I JATENG

TEMBUSAN : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SI FAT : RAHASIA

NOMOR : 36/15/RDG/IV/1977. TANGGAL, 29 APRIL 1977.

MENJAWAB PERTANYAAN AL YG DIAJUKAN OLEH GUB

KDH TK I/KETUA PPD I JATENG MENGENAI ADANYA

ANGG KPPS YG MENGUNDURKAN DIRI SBLM HARI PE

MUNGUTAN SUARA KMA DGN INI DIBERIKAN PENJELAS

AN SBB TTKDUA

SATU TTK BERDASARKAN PSL 5 AYAT(1)KEP MENDA

GRI/KETUA LPU NO 01/LPU/1977 ANGG

KPPS TERDIRI DARI SEKURANGSNYA 3 (TI

GA) ORANG DAN SEBANYAKNYA 7 (TUJUH)

ORANG TTK

DUA TTK APABILA ADA ANGG KPPS YG MENGUN

DURKAN DIRI KMA TETAPI JUMLAH ANGG

KPPS YG ADA MASIH TIGA ORANG ATAU

LEBIH KMA MK TERGANTUNG DARI KE

MAMPUAN ANGGS KPPS YG ADA TSB KMA

APAKAH YG BERHENTI PERLU DIGANTI

TTK APABILA ANGGS KPPS YG ADA TSB

DIPERKIRAKAN DPT MENYELESAIKAN RA

PAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PENG

HITUNGAN SUARA DI TPS KMA MK ANGG

KPPS YG BERHENTI TIDAK PERLU DIGANTI

TTK
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TIGA TTK APABILA DGN PENGUNDURAN DIRI ANGG

KPPS TSB YG MASIH ADA KURANG DARI

TIGA ORANG ATAU MASIH LEBIH DARI

TIGA TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEMAM

PUAN YG DIPERLUKAN UTK MENYELESAI

KAN TUGASNYA KMA MAKA PPS PERLU

DGN SEGERA MENGUSULKAN PENGGANTI

NYA KPD BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

TK II/KETUA PPD II UTK DITETAPKAN SBG

ANGG KPPS KMA JIKA PERLU DITUGASKAN

LBH DULU BERDASARKAN KEPUTUSAN LI

SAN SBLM SRT KEP DIKELUARKAN TTK

EMPAT TTK APABILA YG BERHENTI TSB KETUA KPPS

KMA UTK SEMENTARA KETUA PPS MENUN

JUK SALAH SEORANG ANGG KPPS MENJADI

KETUA KPPS TTK

LIMA TTK DALAM HAL ADA KESUKARAN UTK MEN

DAPATKAN PENGGANTI ANGG KPPS YG

MENGUNDURKAN DIRI KMA DPT DIAMBIL

DARI ANGG ABRI YG BERTUGAS DI WILA

YAH KECAMATAN ATAU DAERAH TINGKAT

II KMA DAN MENANGGALKAN IDENTITAS

NYA SBG ABRI PD SAAT MENJADI ANGG

KPPS TTK

ENAM TTK APABILA HAL SBG DIMAKSUD ANGKA TIGA

WAKTUNYA SUDAH SANGAT SEMPIT KMA

SEHINGGA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK

DPT DILAKUKAN PD TGL 2 MEI 1977 KMA

PPS MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN

HARI PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN ME

NURUT KETENTUAN PS 84 PP NO 1/1976

DAN BERPEDOMAN PS 23 KEP MENDAGRI/

KETUA LPU NO 29/LPU/THN 1977 YG DPT

DISELENGGARAKAN OLEH SALAH SATU
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KPPS YG SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS

NYA DI TPS-NYA SENDIRI TTK

TUJUH TTK DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM

DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMJ3AGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

1 195





RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 43/15/Rdg./V/1977 TANGGAL 10 MEI 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : 1. GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

2. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/

KETUA PPD II SELURUH INDONESIA

SIFAT : PENTING

DERAJAT : SANGAT SEGERA

NOMOR : 43/ 1 5/RDG/V/ 1 977. TANGGAL, 1 0 MEI 1 977.

SESUAI DGN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 60/LPU/THN

1977 TTG JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILU KHU

SUSNYA YG BERKAITAN DG PEMBENTUKAN PANITIA

PENELITI DAERAH KRBK PANLITDA KR TTP KMA DGN

INI DIJELASKAN HALS SBB TTKDUA

SATU TTK AGAR MASINGS PPD I/PPD II SESUAI JAD

WAL WAKTU TSB SUDAH MEMBENTUK PAN

LITDA TK I/TK II YG BERTUGAS MENELITI

SYARATS DAN KETENTUANS UTK MENJADI

ANGGOTA DPRD I/DPRD II YG DIANGKAT

TTK

DUA TTK TATACARA PENELITIAN BERPEDOMAN KPD

KEPPRES NO 34/1976 JO KEPPRES NO

30/1977 JO KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO

87/LPU/1976 JO KEP MENDAGRI/KETUA LPU

NO 99/LPU/1976TTK

TIGA TTK SEHUBUNGAN DGN ANGKA DUA TSB DI-

ATAS AGAR DIPERHATIKAN HALS SBB

TTKDUA

AA TTK JUMLAH ANGG PANLITDA TK I

SEBANYAKSNYA 7 ULANGI TU
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JUH ORANG DAN JUMLAH PER

SONIL SEKRETARIAT PANLITDA

TK I SEBANYAKSNYA 9 ULANGI

SEMBILAN ORANG TTK

BB TTK JUMLAH ANGG PANLITDA TK II

SEBANYAKSNYA 5 ULANGI LI

MA ORANG DAN JUMLAH PER

SONIL SEKRETARIAT PANLITDA

TK II SEBANYAKSNYA 7 ULANGI

TUJUHORANG TTK

EMPAT TTK SUSUNAN PERSONIL PANLITDA TK I/TK II

DISESUAIKAN DG SUSUNAN PERSONIL PAN

LITDA UNTUK CALON ANGGOTA DPRD I/

DPRD II DLM PEMILU TH 1977 SBG DIMAK

SUD DLM PASAL 4 AYAT (2) KEP MENDA-

G RI/KETUA LPU NO 99/LPU/TH 1976

TTKKMA PERLU DIPERHATIKAN BAHWA

YG DITELITI ADALAH GOLKAR ABRI DAN

GOLKAR BUKAN ABRI YG SEBAGIAN BE

SAR DR JMLNYA TERDIRI DR GOLKAR

ABRI TTK

LIMA TTK DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM

DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18/12/Rdg./VII/1977 TANGGAL 11 JULI 1977

TENTANG

MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH TINGKAT II





KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA PPI

KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I JATIM DI

SURABAYA

SIFAT : SEGERA.

NOMOR : 18/22/RDG/VII/1977. TANGGAL, 1 1 JULI 1977.

MENUNJUK RDG SDR NOMOR 3790/M.2/VI/1977 MENGE

NAI MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN KEANGGOTA

AN DPRD I/DPRD II KMA BERSAMA INI DIBERIKAN

PENJELASAN DAN PENEGASAN SBB TTKDUA

SATU TTK BHW MRT KETENTUAN PS 120 PP NO 1 TH

1976 MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN

ADALAH SELAMA TIGA BLN KMA TETAPI

PRAKTIS EFEKTIP HANYA SATU BULAN

DAN DLM ANGGARANPUN HANYA DISEDIA

KAN BIAYA HONORARIUM UTK SATU BU

LAN TTK

DUA TTK DEMIKIAN PULA DPT DITAMBAHKAN

BHW UTK PANLITDA DLM ANGGARAN HA

NYA DISEDIAKAN BIAYA HONORARIUM SA

TU BULAN TTK

TIGA TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM TTK

MENDAGRI/KETUA PPI

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

WAKIL SEKRETARIS

ttd

IBNOE SALEH
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 81/15/Rdg./1977 TANGGAL 15

OKTOBER 1977

TENTANG

AKHIR MASA TUGAS PPD I DAN PPD II





KAWAT/TELKOM/TELEX

: MENDAGRI/KETUA LPU

: SDR GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELU

RUH INDONESIA

: BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/

KETUA PPD II SELURUH INDONESIA

: PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAE

RAH TK I DAN PANITIA PEMILIHAN DAE

RAH TK II

NOMOR : 8I/15/RDG/X/1977.TANGGAL, 15 OKTOBER 1977.

SEHUBUNGAN DGN KETENTUAN SEBAGAI DIMAKSUD

DLM PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 10 AYAT (7) PP NMR 1

THN 1976 MASINGS TENTANG AKHIR MASA TUGAS PPD I

DAN PPD II KMA UTK PELAKSANAANNYA BERSAMA INI

DIBERIKAN PETUNJUK SBB TTKDUA

SATU TTK ENAM BULAN SETELAH PEMUNGUTAN SUA

RA TGL 2 MEI 1977 PPD I DAN PPD II

SELURUH INDONESIA BERAKHIR MASA

KERJANYA DAN DIBUBARKAN TGL 2 NOV

1977 TTK

DUA TTK KPD PARA ANGGOTA PPD I/PPD II SEBAGAI

TANDA PENGHARGAAN ATAS JASAS YANG

TELAH DISUMBANGKAN BAIK BERUPA TE

NAGA DAN PIKIRAN UNTUK MENSUKSES-

KAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1977 DI

SAMPAIKAN PIAGAM PENGHARGAAN MEN

TERI DALAM NEGERI/KETUA LPU DGN KE-

TENTUANS SBB TTKDUA

AA TTK SUDAH DISEDIAKAN SRT FOR

MULIRNYA DAN SEDANG DLM

DARI

KEPADA

TEMBUSAN

PERIHAL
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PENYELESAIAN SECARA ADMI

NISTRATIF SESUAI KETENTUAN

KPTS MENDAGRI/KETUA LPU

NO 146/LPU/THN 1976 TTK

BB TTK PENYAMPAIAN PIAGAM PENG

HARGAAN DIATUR SBB TTK-

DUA.

AAATTK BAGI PARA ANG

GOTA TERMASUK

SEKRETARIS DAN

PERSONIL SEKRE

TARIAT PPD I PIA

GAM PENGHARGA

AN DITANDATA

NGANI OLEH MEN

DAGRI/KETUA LPU

TTK

BBB TTK BAGI PARA ANG

GOTA PPD II TER

MASUK SEKRETA

RIS PPD II DITAN

DATANGANI OLEH

MENDAGRI/KETUA

LPU TTK

CCC TTK BAGI PERSONIL SE

KRETARIAT PPD II

DITANDATANGANI

OLEH GUB KDH TK

I/KETUA PPD I A-

TAS NAMA MENDA

GRI/KETUA LPU

TTK.

DDD TTK BAGI PIHAK-PI

HAK/INSTANSI DI-

LUAR BADAN PE
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NYELENGGARA PE

MILIKAN UMUM DI

DAERAH YANG ME

NURUT PENILAIAN

GUB KDH TK I/KE

TUA PPD I MAUPUN

BUPATI/WALIKO-

TAMADYA KDH TK

II/KETUA PPD II TE

LAH MEMBERIKAN

BANTUAN DLM

MENSUKSESKAN

PENYELENGGARA

AN PEMILU 1977

KMA DIBERIKAN

PIAGAM PENGHAR

GAAN MENDAGRI/

OLEH GUB KDH TK

I/KETUA PPD I A-

TAS NAMA MENDA-

GRI/KETUA LPU

TTK

TIGA TTK MASALAH ADMINISTRASI DAN ATAU KE

UANGAN PPD I/PPD II YANG BELUM DPT

DISELESAIKAN S/D TGL 2 NOV 1977 KMA

SESUAI SURAT MENDAGRI/KETUA LPU NO

37/14/VII/77 TGL 13 JULI 1977 UNTUK PE

NYELESAIANNYA DITEGASKAN SBB

TTKDUA

AA TTK PENYELESAIAN ADMINISTRASI

DAN ATAU KEUANGAN PD TKT

PPD I HARUS DISELESAIKAN SE-

LAMBATSNYA AKHIR BULAN

JANUARI 1978 TTK
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BB TTK KPD 6 (ENAM) ORANG PEJABAT

PPD I YANG TERDIRI DARI KE

TUA KMA SEKRETARIS KMA

BENDAHARAWAN SERTA 3 (TI

GA) ORANG PEMBANTU DPT DI

BERIKAN HONORARIUM BERDA

SAR KETENTUAN YANG BER

LAKU UTK PEMILU 1977 DLM

TUGAS PENYELESAIAN ADMI

NISTRASI TSB TTK

CC TTK PENYELESAIAN ADMINISTRASI

DAN ATAU KEUANGAN DI TKT

PPD II HARUS DISELESAIKAN

SELAMBATSNYA AKHIR DESEM

BER 1977 TTK

DD TTK KPD 6 (ENAM) ORANG PEJABAT

PPD II YANG TERDIRI DARI KE

TUA KMA SEKRETARIS KMA

BENDAHARAWAN SERTA 3 (TI

GA) ORANG PEMBANTU DPT DI

BERIKAN HONORARIUM BER

DASARKAN KETENTUAN YANG

DLM TUGAS PENYELESAIAN AD-

\ MINISTRASI TSB TTK

EMPAT TTK PELAKSANAAN PEMBUBARAN TERSEBUT

ANGKA SATU KMA PENYAMPAIAN TANDA

PENGHARGAAN DAN KELANJUTAN PENYE

LESAIAN SBG DIMAKSUD ANGKA DUA KMA

TIGA DAN EMPAT DISELENGGARAKAN

DLM SUATU UPACARA DAN AGAR DIUSA

HAKAN DPT DILAKSANAKAN PD TGL. 2

NOV. 1977 BAGI MASINGS PPD I/PPD II TTK

LIMA TTK PELAKSANAAN PEMBUBARAN PPD I/PPD II

SUPAYA DILAPORKAN KPD MENDAGRI/

KETUA LPU TTK
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ENAM TTK PENYERAHAN ARSIP DOKUMENTASI SERTA

SISA-SISA PERMASALAHAN PEMILIHAN

UMUM YG BELUM TERSELESAIKAN SERTA

SEGALA KELENGKAPAN DAN INVENTARIS

PEMILU DARI KETUA PPD I/PPD II KPD GUB

KDH TK I/BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

TK H YBS DILAKUKAN SECARA BERANG

SUR-ANGSUR DIMULAI PD TGL 2 NOV 1977

DAN HARUS BERAKHIR SECARA TUNTAS

BERSAMA-SAMA BERAKHIRNYA PENYELE

SAIAN ADMINISTRASI DAN ATAU KEUANG

AN SPT TSB ANGKA TIGA TTK

TUJUH TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN

DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR 82/15/Rdg./1977 TANGGAL 17

OKTOBER 1977

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA 6 (ENAM) ORANG

PEJABAT PPD I/PPD H





KAWAT/TELKOM/TELEK

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU

KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I NTB DI

MATARAM

TEMBUSAN : GUB KDH TK 1/KETUA PPD I SELURUH

INDONESIA

SIFAT : SEGERA.

NOMOR : 82/15/RDG/X/1977.TANGGAL, 17 OKTOBER 1977.

MENJAWAB RDG SDR TGL 5 OKT 1977 NOMOR 1222/W.I/

X/77 BERSAMA INI DIJELASKAN SBB TTKDUA

SATU TTK ENAM ORANG PEJABAT PPD I/PPD II YANG

DIPERPANJANG MASA KERJANYA SEBAGAI

DIMAKSUD DLM SRT MENDAGRI/KETUA

LPU NO 37/14/VII/1977 JO RDG MENDAGRI/

KETUA LPU NO 81/1 5/RDG/X/l 977 TGL 15

OKT 1977 BERTUGAS UTK PENYELESAIAN

ADM DAN ATAU MASALAH LAINNYA KMA

YANG BELUM TERSELESAIKAN SAMPAI

TGL2NOV 1977 TTK

DUA TTK BAGI PEJABAT PPD I/PPD II YANG DIPER

PANJANG MASA KERJANYA TSB ANGKA

SATU DI ATAS KMA TIDAK DIBERHENTI

KAN PD 2 NOV 1977 SEHINGGA SESUAI

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATANNYA

MASIH TETAP MENJADI ANGGOTA/PERSO

NIL SEKRETARIAT PPD I/PPD II SELAMA

MASA WAKTU PERPANJANGAN TSB TTK

TIGA TTK SURAT MENDAGRI/KETUA LPU NO

37/14/VII/1977 TGL 13 JULI 1977 DAN RDG

NO 81/15/RDG/X/1977 TGL 15 OKT 1977 DPT
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DIJADIKAN SBC. PKTUNJUK SELANJUTNYA

TTK

EMPAT TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN

TTKHBS

• MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO
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